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ATAS dan KANAN BAWAH
Perairan dangkal Desa Mesah, NTT. Potensi wilayah ini sangat tinggi 
untuk dikembangkan menjadi perairan untuk budidaya ikan. Desa ini 
juga memerlukan tambahan fasilitas untuk mendukung nelayan 
setempat, seperti pool ikan, pelabuhan nelayan, dan rumah pengalengan 
ikan, sehingga penduduk dapat mengolah hasil tangkapan ikannya 
sendiri secara mandiri yang mana produknya dapat dijual kepada 
masyarakat desa yang lain.
KIRI BAWAH
Petani rumput laut di Putondo. Wilayah ini menghasilkan rumput laut 
yang sangat berlimpah. Potensi dapat dikembangkan menjadi industri 
makanan, minuman, pengemasan.
Sumber: http://www.sgp-indonesia.org
Foto oleh Meirisa Trinkawati
Foto oleh Meirisa Trinkawati
v PERSEMBAHAN
Foto oleh Vidya Spay
ATAS
Desa Karangpandan, 30 November 2015
Desa ini merupakan salah satu desa petani yang paling produktif di 
Propinsi Jawa Tengah.
"Cultivators of the earth are the most valuable 
citizens. They are the most vigorous, the most 
independent, the most virtuous, and they are tied to 
their country and wedded to its liberty and interests 
by the most lasting bonds. As long, therefore, as they 
can find employment in this line, I would not convert 
them into mariners, artisans, or anything else." –
Thomas Jefferson, 1785.
“Penggarap bumi adalah warga yang paling berharga. 
Mereka adalah yang paling kuat, paling independen, 
paling saleh, dan mereka terikat ke negara mereka dan 
menganut kebebasan dan kepentingan dengan obligasi 
paling abadi. Selama, oleh karena itu, karena mereka 
dapat mencari pekerjaan di baris ini, saya tidak akan 





Banjarmasin,  27 Mei 2015
Kawasan perairan yang potensial untuk industri transportasi.
Sekapur Sirih
ATAS
Gadis kecil Desa Bayan, lereng Gunung Rinjani, 
bermain dibalik tumpukan padi hasil panen raya 
dari sawah ayahnya. Sekarang ia dapat 
tersenyum karena panen menghasilkan uang. 




Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan 
kemudahan dalam menyelesaikan segala urusan hingga kami mampu 
menyelesaikan volume peratama dari Serial Buku Inspiratif. 
Mulai tahun 2015, pemerintah Indonesia akan memberi perhatian lebih 
terhadap pembangunan desa melalui pemberian dana desa sebagai 
implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014. Berdasarkan Undang-
Undang ini, setiap desa akan menerima minimal 10% dari dana 
perimbangan (net Dana Alokasi Khusus) yang diterima oleh kabupaten  
atau kota (pasal 72 ayat 4 UU Desa). Desa juga akan menerima minimal 
10% dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota 
(pasal 72 ayat 3 UU Desa).
http://www.sgp-indonesia.org
Tujuan alokasi dana desa tentu merupakan hal yang mulia, namun tanpa tata kelola keuangan yang baik (good 
governance) serta pemilihan program alokasi dana desa yang tepat, niat mulia ini akan menjadi sumber 
penyalahgunaan keuangan negara yang baru di Indonesia. Oleh karena itu buku ini hadir. Buku ini memberi 
ide aplikatif berbagai program strategis pembangunan desa. Harapannya buku ini bisa memberi masukan 
kepada masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam memilih program (project) 
penggunaan dana desa.
Melalui buku ini, Mata Garuda Institute (MGI) berharap dapat bersinergi positif dengan Kementrian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kementrian Desa). Melalui sinergi 
positif ini, MGI berharap buku ini dapat disebarluaskan kepada pemerintahan desa serta bersama-sama 
memperkenalkan program-program (projects) tersebut kepada pemerintahan dan masyarakat desa.
Program (project) yang diusulkan pada buku ini bersifat: (1) Strategis; (2) Sustainable (tidak mengeksploitasi, 
namun memperhatikan aspek lingkungan hidup); (3) Mempertahakan karakter desa; (4) Sedapat mungkin 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (knowledge based project); serta (5) 'memberi kail' bukan 
'memberi ikan' (respect terhadap proses perkembangan desa).
Insipirasi dan inovasi merupakan penggerak utama pembangunan. Masyarakat yang berada di desa tentu 
lebih memahami realitas kehidupan mereka; namun ide dan inspirasi yang diberikan oleh awardee dan alumni 
LPDP, yang merupakan kelompok terdidik dibiayai uang rakyat, tentu dapat mengakselerasi pengingkatan 
produktivitas masyarakat desa. Semoga upaya ini menjadi salah  satu bentuk kontribusi nyata awardee dan 
alumni LPDP terhadap pembangunan Indonesia.
Akhir kata, segenap Tim MGI mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar LPDP dan Mata Garuda 
serta semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini, terutama kepada para penulis. Semoga kerja keras 





Meulaboh, Aceh Barat, 27 Januari 2005
Kawasan industri pesisir yang terhempas gelombang tsunami. 
Kawasan strategis seperti ini hendaknya dilindungi dengan sebuah 
struktur penahan gelombang tsunami, seperti tsunami wall atau 
jajaran hutan bakau yang secara alami terbukti efektif mereduksi energi 
dari gelombang besar. Proyek ini bersifat strategis dan dapat 
mengikutsertakan warga sekitar. (foto: dokumentasi BPDP -BPPT)
ix Sambutan Direktur Utama LPDP
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT serta 
sekaligus saya sampaikan rasa terimakasih kepada rekan-rekan Direksi 
LPDP, Mata Garuda Institute, para almumni dan segernap Awardee atas 
kerjakerasnya selama ini sehingga Serial Buku Inspiratif volume pertama 




Sambutan Direktur Utama LPDP
x Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya menyambut penerbitan cetakan pertama buku Serial 
Ensiklopedia ini dengan gembira disertai ucapan puji dan syukur kepada 
Allah SWT. Penerbitan cetakan pertama ini menunjukkan besarnya minat 




Anies Rasyid Baswedan Ph.D.. 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulai tahun 2015, pemerintah Indonesia akan memberi perhatian lebih 
terhadap pembangunan desa melalui pemberian dana desa sebagai 
implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014. Berdasarkan Undang-
Undang ini, setiap desa akan menerima minimal 10% dari dana 
perimbangan (net Dana Alokasi Khusus) yang diterima oleh kabupaten  
atau kota (pasal 72 ayat 4 UU Desa). Desa juga akan menerima minimal 10% 
dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (pasal 
72 ayat 3 UU Desa).
Tujuan alokasi dana desa tentu merupakan hal yang mulia, namun tanpa 
tata kelola keuangan yang baik (good governance) serta pemilihan program 
alokasi dana desa yang tepat, niat mulia ini akan menjadi sumber 
penyalahgunaan keuangan negara yang baru di Indonesia. Oleh karena itu 
buku ini hadir. Buku ini memberi ide aplikatif berbagai program strategis 
pembangunan desa. Harapannya buku ini bisa memberi masukan kepada 
masyarakat desa, pemerintah pusat dan daerah di Indonesia dalam 
memilih program (project) penggunaan dana desa.
xi Sambutan Direktur MGI
Sambutan Direktur Mata Garuda Institute
Melalui buku ini, Mata Garuda Institute (MGI) berharap dapat bersinergi positif dengan Kementrian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disingkat Kementrian Desa). Melalui sinergi 
positif ini, MGI berharap buku ini dapat disebarluaskan kepada pemerintahan desa serta bersama-sama 
memperkenalkan program-program (projects) tersebut kepada pemerintahan dan masyarakat desa.
Program (project) yang diusulkan pada buku ini bersifat: (1) Strategis; (2) Sustainable (tidak mengeksploitasi, 
namun memperhatikan aspek lingkungan hidup); (3) Mempertahakan karakter desa; (4) Sedapat mungkin 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, (knowledge based project); serta (5) 'memberi kail' bukan 'memberi 
ikan' (respect terhadap proses perkembangan desa).
Insipirasi dan inovasi merupakan penggerak utama pembangunan. Masyarakat yang berada di desa tentu 
lebih memahami realitas kehidupan mereka; namun ide dan inspirasi yang diberikan oleh awardee dan alumni 
LPDP, yang merupakan kelompok terdidik dibiayai uang rakyat, tentu dapat mengakselerasi pengingkatan 
produktivitas masyarakat desa. Semoga upaya ini menjadi salah  satu bentuk kontribusi nyata awardee dan 
alumni LPDP terhadap pembangunan Indonesia.
Akhir kata, segenap Tim MGI mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar LPDP dan Mata Garuda 
serta semua pihak yang telah membantu penulisan buku ini, terutama kepada para penulis. Semoga kerja keras 





Contoh aplikasi pembangkit listrik tenaga angin dan 
tenaga air dengan skala keci. Infrastruktur ini dapat 
dipasang dan dirangkai bersama oleh masyarakat desa 
atau pesisir.
ATAS dan KANAN BAWAH
Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Putondo
KIRI BAWAH
PLTM Kalimaron. Sebuah micro-hydro power house yang memanfaatkan 
energi potensial air sebagai pembangkit listrik. Pembangkit ini dapat 
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Vidya Spay, S.T., M.Sc. 
Alumni BPI LPDP 
Master in Human Settlements, KU LEUVEN, Belgium 
Co-Founder, Mata Garuda Think Tank Division 
Ing. Muhammad Gibran, S.T., M.Sc. 
Alumni BPI LPDP 
Master in Engineering in Coastal Environment, University of Southampton, UK 
Co-Founder, Mata Garuda Think Tank Division 
 
Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke, namun nama dan 
keberadaan desa belum banyak dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia itu sendiri maupun 
dunia internasional. Puluhan nama dan keberadaan kota di Indonesia yang hampir mencapai 100 
lebih mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan internasional. Kita lebih mengenal Surabaya, 
Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makasar, Banjarmasin, Jaya Pura, dan seterusnya daripada 
Fatukoto, Muntilan, Karangpandan, Garut dan sebagainya. Pembangunan yang belum merata dan 
sering berfokus pada penyelesaian permasalahan dan pembangunan di kota-kota besar 
mengakibatkan terjadinya kesenjangan yang begitu besar antara desa dan kota. Padahal jika Negeri 
ini mau memberikan perhatiannya pada pemerataan pembangunan ke beberapa desa yang jumlah 
mencapai ribuan dengan potensi yang beragam dan besar dapat mendatangkan keuntungan yang 
lebih besar lagi untuk negeri ini.  
Yang lebih ironi lagi dari pembangunan yang hanya bertumpu dan berpusat di kota-kota besar bukan 
meningkatkan potensi kota besar tersebut namun justru menimbulkan banyak permasalahan baru, 
seperti: pembangunan pelebaran dan perpanjangan jalan yang meningkatkan kemacetan di kota 
besar, penciptaaan banyak lapangan kerja dan infrastruktur kota yang justru menimbulkan 
permasalahan lahan dan housing shortage di pusat kota, angka pengangguran yang semakin tinggi, 
tingginya angka kriminalitas, dan banjir. Lebih dari itu, pembangunan yang hanya bertumpu dan 
berpusat di perkotaan dan kota-kota besar menyebabkan kesenjangan pembangunan yang luar 
biasa sehingga program pemerataan pembangunan selalu menemui kegagalan. Tingginya angka 
pengangguran di kota-kota besar juga merupakan hasil dari pemikiran, perencanaan dan 
pembangunan wilayah oleh paradigma yang hanya mengembangkan berfokus pada model 
pembangunan kota. Dan produk kota yang dihasilkan pun menunjukan kesamaan model 
pengembangan dan masalah yang muncul akibat pembangunan, seperti yang kita lihat di kota-kota 
besar di negeri ini. Lebih dari itu, arus urbanisasi dari desa ke kota terus berlangsung dikarenakan 
oleh pemikiran bahwa kota besar sebagai tempat bekerja, mencari penghidupan dan kehidupan. 
 
4  
Desa sebagai tempat berkarya yang nyata masih sering dipandang sebelah mata. Desa masih sering 
dipandang oleh kebanyakan orang sebagai sebuah lanskap masa lalu (traditional landscape) atau 
tempat tinggal bagi orang tua dan mereka yang berpenghasilan menengah kebawah. Padahal jika 
kita mengunjungi beberapa desa di beberapa negara maju yang tinggi produk-produk pertanian, 
peternakan dan produk desa lainnya, desa dipandang sebagai sebuah landscape yang produktif yang 
mendukung perekonomian negara sehingga perlu dijaga kelestarian, keberlanjutannya dan 
diperhatikan pembangunannya. Ada sebuah statemen yang menarik yang pernah di tuliskan oleh 
Alvin Toffler pada buku Future Shock mengatakan bahwa: 
“Someday, there will be many people work in remote areas, but they connected internationally cause of 
advancement on information and telecommunication technology.” (Alvin Toffler, 1970) 
Di era digital, internet, informasi, kemajuan teknologi dan komunikasi ini seharusnya pemikiran kita 
tidak lagi seperti pemikiran paradigma perencana dan pembangunan di era konvensional. Sebuah 
pekerjaan modern tidak harus selalu berada dipusat keramaian dan perkotaan, namun dapat 
diciptakan dari dalam rumah seseorang, dari desa atau tempat yang sangat jauh dari pusat 
keramaian, dipuncak gunung, di pesisi pantai ataupun di pedalaman. Dengan adanya kemajuan 
dibidang informasi dan teknologi ini seharusnya dapat memberi banyak pilihan dan kemudahan bagi 
manusia untuk memilih linkungan hidupnya dan menciptakan peluang dan model pekerjaan yang 
beragam di manapun dan dari manapun mereka berada. 
Desa adalah sebuah lingkungan yang lengkap dan memiliki karakter baik kehidupan sosial 
kemasyarakatan, maupun kehidupan ekonomi masyarakatnya sangat beragam, spesifik, dan dekat 
dengan alam. Alam sebagai tempat tinggal, tempat berkarya, mendapatkan material, dan 
memproduksi beragam produk desa. Maka kelestarian alam memegang peranan sangat penting bagi 
lanskap produktif di desa, tempat tinggal yang nyaman, sehat, hijau sekaligus tempat berkarya dan 
bekerja bagi warga desa di pertanian, peternakan, tanaman hutan dan sebagainya. Desa bukan 
hanya tempat tinggal bagi orang tua, orang zaman dahulu atau tempat tinggal bagi masyarakat 
tradisional saja namun desa merupakan tempat tinggal masa depan bagi kawula muda yang dekat 
dengan alam, inovatif, kreatif dan terhubung oleh adanya pengembangan inovasi dan teknologi yang 
tepat sasaran. Tanpa adanya pengembangan inovasi dan teknologi serta strategi untuk pelestarian 
alam, respon terhadap isu kerusakan alam, global warming dan pemerataan pembangunan maka 
masa depan pembangunan dan perhatian generasi muda di Indonesia hanya berada di pusat kota 
dan kota-kota besar saja.  
Setiap lanskap dimanapun berada dan bagaimanapun kondisinya dapat memiliki beragam potensi 
dan model pengembangan yang beragam. Paradigma pembangunan dan perencanaan harus 
mampu melihat lapisan dan keruangan yang ada pada sebuah lanskap. Melihat lanskap secara 
keruangan seperti aliran air untuk irigrasi, mencegah polusi udara untuk keberlanjutan beberapa 
binatang dan tumbuhan yang membantu proses penyerbukan yang alami, dan sebagainya, dapat 
membantu kita dalam merumuskan strategi dan model pembangunan yang merespon kondisi alam 
dan berkelanjutan atau sustainable yang dapat mengurangi terjadinya kerusakan alam dan 
pemanasan global yang bukan hanya merugikan lingkungan sekitar namun lingkungan desa itu 
sendiri. Sebuah lanskap dapat memiliki peran yang beragam dan saling tumpang tindih seperti 
lanskap yang memiliki peran sebagai ekologi, sosial dan ekonomi. Setiap perencana daerah dan 
paradigma pembangunan daerah dituntut mampu melihat tiga lapisan pada setiap lanskap, lanskap 




menyeluruh dapat meningkatkan potensi site, memberi keuntungan yang besar dan berkelanjutan 
serta mengurangi dampak pemanasan global dan kerusakan alam. Pembangunan dan 
perkembangan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi ekologi, dan memberi keuntungan yang 
sebesar-besarnya bagi masyarakat dan manusia, serta meningkatkan nilai ekonomi yang memberi 
kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, alam, Indonesia dan dunia.  
Melihat perkembangan dan trend yang terjadi di Negeri ini, banyak anak muda yang menaruh 
perhatiannya pada desa-desa dan daerah-daerah terdepan, terbelakang dan tertinggal di negeri ini, 
dari membantu masyarakat dalam membangun infrastruktur daerah secara mandiri, dengan 
bantuan pendanaan dari luar maupun crowd-funding dan fundraising, menyampaikan beberapa 
insight dan alternatif perencanaan, program dan proyek yang produktif berkaitan dengan 
pemerataan pembangunan dan dana desa, mengembangkan program pemberdayaan masyarakat 
dari pengolahan produk, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan bisnis, koperasi desa dan 
kerjasama lainya. Beberapa tulisan pada chapter 1 yang ditulis oleh beberapa anak muda di negeri 
ini, mencoba mengulas beberapa inovasi dibidang keteknikan, pengembangan infrastruktur dan 
teknologi yang dapat di implementasikan dibeberapa daerah dan desa di Indonesia. Beberapa 
insights yang disampaikan oleh para pemuda bangsa ini diharapkan mampu membantu cita-cita 
negeri ini untuk melanjutkan cita-cita pemerataan pembangunan dibeberapa daerah di Indonesia. 
Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di desa-desa di Indonesia dapat membawa 
Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri dan merdeka secara merata.  
Beberapa Insight pada Chapter 1 ini antara lain: 
- Membangun Jaringan Telekomunikasi dengan Teknologi Satelit di Desa-Desa Terpencil di 
Pulau Terdeapan dan Terluar Indonesia oleh Kania Audrint.  
- Identifikasi Potensi Desa untuk Memahami Keragaman Daya Saing Pembangunan Desa 
oleh M. Firman Ghazali.  
- Studi Peningkatan Produksi Padi (SRI) dan Jaringan Irigasi sebagai landasan Kedaulatan, 
Ketahanan, dan Kemandirian Pangan Indonesia (Studi Kasus Kabupaten Bandung) oleh 
Iman Muhardiono 
- Pengembangan Teknologi Pertanian Melalui Pompa Air Hybrid (Hydram And Wind) Untuk 
Peningkatan Agroindustri Indonesia oleh Husneni Mukhtar. 
- Model Pemanfaatan Biomassa Sebagai Sumber Energi di Pedesaan oleh Encep Amir.  
- Pengembangan Produksi Unit Pengelolaan PUPUK ORGANIK “UPPO” sebagai Upaya 
Peningkatan Ekonomi Masyarakat dan Wujud Sinergi Dengan Pertanian Desa Gedangan 
Sukagumiwang Indramayu Jawa Barat oleh Moh Khoerul Anwar. 
- Desa Sebagai Peningkatan Produksi Ternak yang Sustainable di Desa Dengan Potensi 
Lahan Kering (Dry Land) Pola Pengembangan Kambing Perah Sebagai Ternak Lokal oleh 
Zikri Maulina Gaznur.  
- Energi Alternatif untuk Petani Tambak oleh Anggoro Wisaksono.  
- Pemanfaatan Air Laut Menjadi Bahan Baku Pengolahan Garam Dapur Berbasis Ekonomi 
Kerakyatan Sebagai Sumber Mata Pencaharian Masyarakat Pesisir oleh Ramli Akhmad. 
- Floating Pyramid (Piramida Terapung) Marine-Polyculture Design oleh Boimin.  
- Aplikasi Karbon Biru untuk Mitigasi Bencana Perubahan Iklim Berbasis Kearifan Lokal 
Masyarakat Pesisir oleh Didi Adisaputro.  
- Pengembangan Desa Di Kawasan Pesisir Berbasis Mitigasi Bencana oleh Septriono Hari 
Nugroho. 
- Ujung Tombak Kelestarian Hutan Indonesia: Pembangunan Desa Hutan Lestari oleh 
Ardityo Hendi Prastowo. 
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Materi disadur dari Final Year Project, Uun Ainurrofiq,  S1 Teknik Telekomunikasi, Institut Teknologi 
Telkom, Tahun Publikasi : 2011. Telah dilakukan ubah sesuai konten dan perbaruan data untuk lebih 
disesaikan dengan tema pembangunan desa dalam buku Mata Garuda ini. Semoga bermanfaat. 
Membangun Jaringan Telekomunikasi Desa-Desa Terpencil di Pulau Terdepan 
danTerluar Indonesia dengan Teknologi Satelit 
1. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau di Indonesia menurut 
data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 buah. 7.870 
di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. 
Menurut konvensi Batas laut PBB, United Nation Conventions on Law of the Sea (UNCLOS-III) Tahun 
1982, Negara Kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline), sebagai 
dasar pengukuran wilayah perairannya dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya, mencakup 
lebar (batas) Laut Teritorial, Zone Tambahan, Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil 
Terluar, Indonesia memiliki 92 pulau yang merupakan pulau-pulau kecil terluar dan berbatasan 
dengan sepuluh negara tetangga yakni Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, 
Filipina, Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste. Hal ini membawa banyak keuntungan sekaligus 
tantangan bagi bangsa Indonesia. 
Penjagaan pulau terluar sebagai acuan batas territorial telah menjadi isu utama yang sempat 
menghangat. Indonesia sempat bersedih karena  jatuhnya pulau Sipadan Ligitan secara resmi 
menjadi milik Malaysia berdasar keputusan PBB tahun 2002. Pemerataan pembangunan antar 
wilayah juga menjadi masalah yang cukup serius. Ketidakpuasan terhadap pemerataan 
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pembangunan dapat menimbulkan gejolak masyarakat desa untuk melepaskan diri dari wilayah 
NKRI.  
Dalam bidang telekomunikasi, sampai tahun 2014 masih banyak wilayah terluar belum terlayani 
infrastuktur kabel PSTN (jaringan telepon rumah) ataupun BTS (jaringan telepon seluler). Bahkan 
bukan hanya belum, tetapi mungkin tidak akan pernah sama sekali karena memang secara teknis dan 
ekonomis tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan infrastruktur tersebut. Penggelaran kawat 
ke pulau terluar melewati samudra sangat sulit dilakukan dan secara ekonomis akan sangat mahal. 
Dalam perhitungan kelayakan ekonomi, untuk jumlah penduduk pulau terluar yang sedikit maka 
akan berat untuk mencapai BEP (break even point).  
Menjawab kesenjangan ini, teknologi satelit menemukan fungsi strategisnya. Teknologi satelit 
memiliki keunggulan daya jangkau (coverage/foot-print) yang sangat luas, bahkan mampu melebihi 
batas wilayah NKRI. Implementasi teknologi satelit dalam upaya penjagaan dan pembangunan 
wilayah terluar Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi yang signifikan. 
2. Model Solusi Teknologi 





Proses perancangan dimulai dari pengumpulan data dan analisa pasar. Data yang diperlukan meliputi 
data jumlah penduduk di pulau terluar, aktifitas dan budaya, serta data income. Selanjutnya data 
tersebut diolah untuk menentukan skenario layanan dan proyeksi jumlah pelanggan. Setelah itu 
dilanjutkan dengan analisa teknologi berupa perhitungan link budget untuk mengetahui spesifikasi 
perangkat yang diperlukan. Perangkat dan layanan  dikonversi dengan data pasar menghasilkan nilai 
CAPEX dan OPEX. Setelah itu dilakukan analisis terhadap pilihan solusi pembiayaan.  
2.2. Pemetaan Node VSAT 
 
Berikut adalah peta pulau-pulau terluar Indonesia. Node atau titik lokasi penempatan VSAT (antenna penerima 
satelit) direncanakan pada 92  titik pulau terluar yang ditandai dengan titik merah. Tentunya sebagai langkah 
awal pembangunan, kita perlu membuat skala prioritas. Pulau terluar yang langsung berbatasan dengan 
Negara lain, berpenghuni, dan rawan ancaman menempati prioritas tertinggi untuk segera dibangun 
infrastruktur komunikasi. Hal ini juga sangat mendukung operasional basis militer di sana. Selanjutnya 
pembangunan diperluas ke pulau-pulau lain. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan, saat ini telah 
terdata 21 Pulau berpenghuni tetap dan 13 Pulau Berpenghuni musiman. Oleh karena itu pada project ini akan 
diprioritaskan pembangunan pada 21 Pulau terluar berpenghuni.  Selain itu ditambahkan pula 5 pulau yang 
berpenghuni musiman namun berada pada daftar prioritas 12 pulau terdepan Indonesia  
 
 
Ilustrasi Klasifikasi Prioritas Pulau 
 
Kelima Pulau tersebut meliputi Pulau Nipah (Batam), Pulau Behala (Sumut), Pulau Sekatung (Kep.Natuna), 
Pulau Dana (NTT), Pulau Rondo (Aceh). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tanpa penjagaan yang 
intensif pulau tersebut rawan efektif occupation dan crosspassing dari negara tetangga. Kelima pulau ini juga 
terletak di jalur pelayaran yang sering digunakan untuk singgah nelayan lokal maupun asing. Dengan 
pertimbangan tersebut, total pulau yang direncanakan dalam project ini sejumlah 26 Pulau.   
2.3. Skenario Teknologi 
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Pada perancangan ini akan digunakan layanan satelit IP sebagai komponen transmisi utama. 
Tinjauan dari dari sisi biaya, satelit IP lebih hemat. Pada SPCC IDR, sewa satelit dihitung secara flat 
sedangkan pada satelit IP, pemakaian dihitung berdasarkan trafik yang digunakan. Satelit IP juga 
hemat bandwidth. Pertimbangan lain adalah satelit berplatform TDM atau SCPC IDR, membutuhkan 
antena parabola yang diameternya antara 4,7 meter hingga 9,3 meter. Sedangkan untuk satelit IP 
hanya membutuhkan Parabola berukuran sedang saja. 
 
Konfigurasi komunikasi satelit 
2.3.1. Konfigurasi Space Segment 
Jenis band frekuensi Satelit sebagai berikut: 
 
Di dunia Internasional, KU-Band adalah band frekuensi yang populer. KU-Band dapat mendukung 
trafik dengan ukuran antena yang lebih kecil dibandingkan C-Band atau Ext-C-Band. Tapi Ku-Band 
tidak tahan terhadap curah hujan tinggi sehingga tidak sesuai untuk digunakan di daerah Asia 






Meninjau pertimbangan di atas dan kondisi lokasi. Untuk daerah pulau terluar, kendala C-Band  
berupa interferensi dari terrestrial microwave tidak banyak terjadi karena terletak di wilayah 
terpencil. Sedangkan kendala Ku Band lebih prioritas untuk dihindari karena iklim laut di pulau terluar 
menyebabkan curah hujan sangat tinggi. 
2.3.2. Parameter Satelit 
 




Coverage Satelit Telkom-2 
2.3.3. Konfigurasi Ground Segment 
Dalam komunikasi satelit dikenal batasan gain dan batasan daya. Oleh karena itu diperlukan 
konfigurasi perangkat ground segment yang tepat supaya memenuhi kedua batasan ini. Pada project 
ini hub diasumsikan menggunakan site SPU satelit yang berada di Cibinong  (106.94 BT ; 6.45 LS ; 
130m dpl). Sedangkan untuk remote site menggunakan titik pulau Miangas (5.567 LU,126.567 BT). Ini 
adalah salah satu titik terdepan di bagian utara. Apabila dibandingkan dengan titik lain maka Pulau 
Miangas adalah pulau terjauh. Maka apabila simulasi link di titik terjauh berhasil, kelayaakan pada 
link yang lebih dekat pun tercakup. 
2.3.4 Supply Daya 
Untuk mengoperasikan perangkat VSAT, daya yang diperlukan berkisar pada angka ratusan watt. 
Oleh karena itu, tersedia banyak pilihan apabila di satu daerah belum terjangkau aliran listrik PLN, 
seperti genset dengan daya sekitar 5 KVA atau tenaga surya. Sebagai contoh adalah program 
Telkomsel Merah Putih di Pulau Balabalakan, untuk energy listrik digunakan enam panel tenaga 
surya—masing-masing panel berukuran 80x120 sentimeter. Energi yang dihasilkan selain 
dimanfaatkan untuk pengoperasian perangkat, sebagian bisa digunakan untuk penerangan dan 
pompa air listrik.  
 





Keterbatasan pasokan daya, dapat dihemat dengan cara akses secara periodik, on demand. Tidak 
terkoneksi 24 jam, tapi hanya saat dibutuhkan. Sebagai contoh, pada project tim Air Putih dalam 
operasi kemanusiaan di Aceh,  fasilitas VSAT di operasikan dengan penjadwalan dan mampu 
bertahan satu minggu dengan BBM 25 liter.  
2.4. Skenario Ekonomi 
2.4.1. Perhitungan CAPEX (Capital Expenditure) 
 







2.4.3. Proyeksi Total Project Cost 
 
2.4.4. Model Pembiayaan   
Dalam Modul ICT Regulation Toolkit yang diterbitkan oleh ITU, program pembangunan infrastruktur 
di rural area seperti dalam usulan ini termasuk dalam kategori UAS (Universal Access and Service) 
maka sumber dana bisa didapatkan dari UASFs (Universal Access and Service Funds) yang meliputi : 
1. Dana Umum Pemerintah  
2. Retribusi Industri. di Indonesia dana ini disebut dana KPU/USO (Kewajiban Pelayanan 
Universal/Universal Service Obligation) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 
antara lain disebutkan, bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tarifnya sebesar 
1.25% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per tahun untuk pembangunan 
infrastruktur tertinggal. 
3. Sumber lain dari aktivitas regulasi. Misalnya pendapatan dari license competition, frequency 
spectrum auction, dll 
4. Pinjaman dari International Donor seperti Bank Dunia yang memberikan bantuan financial di 
tahun permulaan UAS Project 
3. Tinjauan Umum Manfaat 
3.1. Bidang Pertahanan dan Keamanan 
Upaya penjagaan territorial terluar ini perlu dilakukan dengan baik guna menghindari intervensi dari 
luar maupun dalam negeri. Sebagai contoh adalah kasus Pulau Nipah yang terjadi beberapa 




penambangan pasir lokal sehingga batas perairan kita di Kepulauan Riau hampir berubah. 
Pemerintah, akhirnya harus mengeluarkan dana lebih dari Rp400 miliar untuk mereklamasi kembali 
Pulau Nipah. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi bila ada rantai komunikasi yang jelas. Teknologi 
citra satelit yang dimiliki Indonesia saat ini sudah mampu menganalisa perubahan kontur wilayah. 
Yang diperlukan adalah sebuah system terintegrasi yang secara kontinu memantau koondisi pulau-
pulau terluar. Hasil data yang di tangkap kemudian masuk kedalam sebuah system filter terpadu 
untuk disampaikan pada departemen atau pihak-pihak yang terkait. Pada kasus Pulau Nipah 
misalnya, dapat dilaporkan kepada Dinas Kelautan atau Pemda setempat agar penambangan segera 
dihentikan. Adapun mengenai pemenuhan kebutuhan penambang pasir dapat juga di berikan 
rekomendasi tempat lain yang tidak terancam penipisan dari hasil citra satelit.  
Sistem jaringan VSAT apabila dikombinasikan dengan analisa citra satelit juga dapat digunakan 
sebagai Early Warning System. Informasi dari citra satelit dapat menunjukkan pergerakan gelombang 
laut, aktivitas panas bumi dan lain lain sehingga dapat mengidentifikasi potensi bencana alam. 
Dengan system komunikasi yang telah terintegrasi, peringatan dini dapat segera dikirim ke desa 
terkait. Selanjutnya kondisi laporan feedback tentang kondisi terkini pasca bencana juga dapat 
dikirimkan melalui earth station sehingga memudahkan upaya evakuasi, penanganan dan 
rehabilitasi. 
 
Contoh Aplikasi Sistem Terintegrasi 
3.2. Bidang Edukasi Masyarakat 
Masyarakat desa pulau-pulau terluar didominasi dari kalangan pelaut dan nelayan alami yang lahir 
dan belajar dari budaya lingkungan. Mereka singgah dan tinggal di pulau-pulau tersebut karena 
kebutuhan mencari ikan, kerang, kelapa dan lain lain yang memang banyak tersedia di daerah 
tersebut. Dengan edukasi yang memadahi, kita dapat membantu masyarakat untuk mengelola SDA 
pulau tersebut dari sekedar pemenuhan kebutuhan pribadi menjadi sebuah peluang usaha yang 
berkelanjutan dan lebih mensejahterakan. Tantangannya adalah bagaimana mengedukasi 
masyarakat agar bisa memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi yang ada untuk meningkatkan 
taraf hidupnya. Belajar dari project pembangunan rural area yang telah berhasil, proses edukasi 
dilakukan secara bertahap. Kurikulum pengajarannya pun bertahap dari mengajarkan browsing, 




3.3. Bidang Ekonomi, Budaya dan Pariwisata 
Desa pulau terluar memiliki kekhasan budaya alami dan potensi wisata yang luar biasa indah. Dengan 
komunikasi yang terjalin, masyarakat dapat lebih merasakan keindahannya. Contoh : dengan adanya 
siaran televisi satelit yang di relay dari desa pulau terluar, masyarakat yang biasa hidup di penatnya 
ibukota dapat sesekali melihat liputan tentang indahnya desa pulau terluar Indonesia dan 
mengetahui keragaman hidup masyarakat disana. Hal ini dapat ditangkap sebagai peluang untuk 
menyelenggarakan beberapa jasa wisata pelayaran ke  desa pulau terluar. Menurut survey dari ITU, 
1% pembangunan infrastruktur telekomunikasi akan memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 3% 
3.4. Bidang Demokrasi Kebangsaan 
Proses penegakan demokrasi kebangsaan terus mengalami perbaikan hingga kini. Kualitas 
demokrasi kita senantiasa ditingkatkan dengan adanya beberapa pembaharuan di berbagai konsep 
pemilu, regulasi, kepartaian dan sebagainya. Namun tidak hanya cukup di sini, secara kuantitaspun 
perlu ditingkatkan. Artinya keikutsertaan segenap masyarakat Indonesia perlu diusahakan 
semaksimal mungkin. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan pemilu, pemerintah telah 
memfasilitasi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk dapat ikut memilih. Akan 
tetapi untuk WNI yang tinggal di dalam negeri tapi pada lokasi pulau terluar belum terakomodasi. 
Termasuk juga dalam sensus penduduk, pendataan keluarga miskin dan sebagainya belum 
seluruhnya tercakup. Hadirnya teknologi komunikasi satelit dapat membantu menyelesaikan 
masalah ini. 
Penutup 
Sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan usulan project ini di masa datang, berikut adalah 
beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan : 
1. Dalam perancangan, kendala terbesar yang dialami penyusun adalah kelengkapan dan 
akurasi data. Oleh karena itu beberapa perhitungan di sini baik perhitungan teknis maupun 
ekonomis disediakan dalam bentuk fungsi yang nantinya dapat dihitung hasil yang lebih 
presisi apabila data update dan tervalidasi. 
2. Mengingat beragamnya kondisi pulau terluar, maka sebaiknya perancangan ini 
disempurnakan dengan rancangan turunan yang lebih customized sesuai dengan kondisi 
spesifik di tiap pulau. 
3. Untuk perhitungan link budget satelit yang lebih presisi dapat memasukkan unsur-unsur 
parameter sekunder yang lebih kompleks 
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Tak kurang dari 48.211 buah desa (berdasarkan peta desa dari BIG, 2010) tersebar dari Sabang sampai 
Merauke, berperan di dalam menghiasi kebhinekaan Nusantara sebagai sebuah negara kepulauan 
dengan 17.850 pulau di dalamnya. 
Sejumlah desa tersebut, bisa jadi setengahnya berkembang sebagai desa pesisir. Sedangkan sisanya 
berkembang sebagai desa pertanian.perkebunan dan lain sebagainya. Tanpa dikeetahui dengan 
pasti seberapa besar tingkat perkembangannya. Sehingga belum dapat diklasifikasikan desa-desa di 
Indonesia berdasarkan tingkat perkembangan pembangunannya. 
Sebagai sebuah gambaran, desa dalam perspektif pribadi (bukan dari ahli) adalah sebagai sebuah 
wadah yang di dalamnya dapat terdiri dari objek-objek atau unsur-unsur kelengkapan pembentuk 
desa dalam jumlah yang beragam beserta dengan karakteristiknya. Bahkan jika hendak dibuatkan 
sebuah komparasi dengan wilayah perkotaan, desa akan nampak lebih kompleks. 
Setidaknya, jika menggunakan tiga unsur desa sebagai dasar untuk mengidentifikasi potensi, maka 
unsur wilayah (dalam hal ini alam termasuk suburnya tanah, suhu dan curah hujan), manusia 
(termasuk jumlah populasi, adat istiadat dan kehidupan, status serta interaksi sosial) dan tata 
pemerintahan. Dari ketiga unsur desa tersebut, sebuah regionalisasi dapat dibentuk dan 
menggambarkan keragaman desa Nusantara. Selanjutnya, hasil dari regionalisasi tersebut dapat 
dibuat sebuah pembobotan dari potensi-potensi yang dimiliki guna mengetahui bagaimana daya 
saing antar desa-desa tersebut. 
Daya saing dalam hal ini adalah desa-desa dapat tumbuh berkembang sesuai dengan potensi-potensi 
unggulan yang dimilikinya. Potensi unggulan tersebut tidak dibuat secara dadakan, melainkan 
melalui sebuah penilaian terkait dengan nilai keekonomiannya, tanpa takut tersaingi oleh desa-desa 
lain disekitarnya. Tetapi, diantara desa tersebut dapat bersinergi menjadi satu wilayah kecamatan 
yang kokoh dengan keragaman potensi yang bernilai keekonomian baik. Sehingga, pembangunan 
dapat dilaksanakan berdasarkan dengan potensi-potensi desa yang menjadi prioritas. 
Desa di pegunungan, terdapat potensi pengembangan sumberdaya energy terbarukan dengan 
memanfaatkan aliran sungai yang deras. Kondisi geografis yang bergunung, menjadi hambatan 
untuk beberapa daerah pedesaan di Nusantara mendapatkan akses listrik dan sarana prasarana 
penunjang lainnya. Desa seperti ini dapat unggul dalam produksi energi mandiri. 
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Desa di perbukitan, mempunyai potensi untuk pengembangan sumberdaya pertanian. Daya dukung 
dari sumberdaya lahan yang baik seperti suhu udara yang sejuk, curah hujan yang cukup, tanah yang 
subur, pemilihan lereng yang sesuai, menjadikan desa-desa dengan tipe seperti ini  tidak punya 
pilihan lain dalam pengembangan potensinya. Namun, pengembangan potensi pertanian selayaknya 
harus berpindah dari subsitence farming menuju intensive farming agar berkembang juga potensi 
keekonomian dari pertanian tersebut, sebagai salah satu sumber mata pencaharian penduduk.  
Desa di dataran rendah bukan pantai, yang berada di ketinggian 0-700 m diatas permukaan air laut 
berpotensi untuk pengembangan pertanian bahan pangan pokok terutama beras, budidaya ikan air 
tawar dan komoditas perkebunan. Demikian halnya dengan desa pantai, potensi yang dimilikinya 
dapat lebih beragam. Pengembangan sumberdaya kelautan yang tidak hanya fokus pada ikan, tetapi 
agar laut, kerang laut, wisata alam sampai pada inisiasi dan pengembangan sumberdaya energy 
terbarukan yang bersumber dari angin, ombak dan gelombang serta panas matahari. 
Potensi-potensi desa di atas, hanyalah sebuah deskripsi yang harus diikuti dengan telaahan yang 
lebih teliti. Tidak bisa hanya menyebutkan desa identik dengan pertanian, desa berpotensi untuk 
pengembangan objek wisata. Karena sebetulnya, dibalik potensi-potensi bernilai keekonomian 
tersebut, terdapat potensi sumberdaya manusia yang harus ikut menjadi bagian dalam 
pengembangan desa. 
Kondisi demografis desa yang berada pada kondisi rentan, akan menjadi hambatan tersendiri dibalik 
megahnya potensi yang seharusnya dapat berkembang. Rentan yang dimaksud dalam tulisan ini 
adalah berkaitan dengan kualitas penduduk terkait dengan status sosial, pendidikan yang relatif 
rendah, keterbatasan kemampuan dan keterampilan serta berorientasi pada uang, sehingga dalam 
jumlah tertentu penduduk desa lebih memilih menjadi kaum urban, dengan cara berurbanisasi. 
Sebagai akibatnya, desa kehilangan sejumlah penduduk produktif dan kreatif sehingga desa pun 
tidak bisa dibangun sebagaimana mestinya. 
Melaksanakan pembangunan di desa adalah melibatkan penduduk dan potensi fisik alam dan non 
fisik yang dimilikinya dalam waktu yang bersamaan dan berkesinambungan. Meskipun pada 
akhirnya, setiap desa tidak akan tumbuh dan berkembang dalam kecepatan dan dalam waktu yang 
bersamaan. Sehingga pada akhirnya desa-desa tertentu dapat tumbuh, berkembang menjadi desa 
yang maju dan desa yang tidak dapat berkembang sama sekali. Semua itu bermula dari pengenalan 
potensi dari sumberdaya yang dimiliki oleh desa beserta karakteristik penduduk yang tinggal di desa 
tersebut sebagai objek dari pembangunan yang hendak dilaksanakan.   
Berikut adalah sebuah usulan model pengembangan pembangunan wilayah pedesaan, yang dapat 







Desa-desa berkembang secara alamiah dengan mengandalkan apa yang alam sediakan. Namun 
tidak semua desa mempunyai sumberdaya alam yang dapat mendukung terhadap pemenuhan 
kebutuhan manusia. Sehingga, manusia diminta secara terpaksa untuk memilih kegiatan apa yang 
sesuai guna memenuhi kebutuhannya itu. 
Unsur alamiah pendukung pertanian dapat menentukan maju tidaknya pengembangan budidaya 
pertanian dalam beberapa waktu kedepan. Meski secara alamiah alam pun akan menunjukkan 
keterbatasannya. Sehingga, hasil produksinya menurun secara bertahap. 
Penduduk desa yang menggantungkan hidup dari hasil alam harus diketahui tingkat 
kesanggupannya dalam menggarap lahan, tanpa mengesampingkan kelestarian alam tentunya. 
Orientasi pemenuhan dari hasil pertanian yang hanya terbatas untuk pribadi masyarakat/penduduk 
petani, sangatlah tidak sesuai. Sehingga harus adanya identifikasi lanjutan apa yang menyebabkan 
hal tersebut bisa terjadi. 
Begitu pun sebaliknya, pemanfaatan sumberdaya alam secara intensif, bernilai ekonomis tinggi 
harus diodukung oleh adanya perhatian dari berbagai pihak dalam hal ini adalah pemerintah. 
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, bisa memberikan perhatian pada desa dan segala 
dinamika di dalamnya bukan hanya di dalam pemberian modal saja, tetapi pelatihan, bimbingan, 
pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Sehingga, dapat tercipta satu kondisi 
dimana desa bukan bagian terbelakang, tetapi desa merupakan awal pembangunan wilayah 
Nusantara yang sedemikian luasnya. 
Sebagai sebuah contoh, desa-desa di kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran adalah desa yang 
tidak semua populasinya menggantungkan hidup dari melaut sebagai nelayan. Untuk para petani 
kelapa, pemilik kelapa dan pemodal di usaha kelapa, buah kelapa adalah surga yang begitu indah dan 
syarat akan nilai. Kondisi ini ada banyak terdapat di desa-desa lain diseluruh pelosok negeri. 
Luas perkebunan kelapa, (perkebunan tidak berarti dikelola oleh dinas pertanian setempat) atau 
lebih tepatnya adalah lahan-laan dimana pohon kelapa dapat tumbuh sangatlah luas. Namun belum 
ada satu sumber pun yang dapat menyebutkan berapa jumlah pasti dari pohon kelapa yang tumbuh 
tersebut. Sehingga perlu dilakukan inventariasi berapa luas lahan, dimana persebarannya, berapa 
jumlah pohon kelapa yang tumbuh, berapa perkiraan butir kelapa yang ada dan lainnya. 
Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis hanya sebatas mengetahui kisaran harga 
kelapa perbutirnya, yaitu 1000-1500 rupiah. Dimana harga tersebut adalah harga buah kelapa di 
pohon atau harga dari pemilik pohon. Dari 100 butir kelapa atau setara dengan 150.000 rupiah. 100 
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butir kelapa itu diperoleh dari 10 pohon kelapa dengan asumsi satu pohon mempunyai 10-15 buah 
kelapa yang dapat dipanen. 
Dari jumlah tersebut, terdapat banyak pilihan pengolahan, seperti di buat kopra (kelapa kering), 
minyak kelapa dari santan kelapa, di buat nata de coco (dari air kelapa), dibuat arang (dari batok), 
dan atau di buat sapu (dari sabut). Namun, yang menjadi pilihan sector produksi yang paling banyak 
dikembangkan oleh pengusaha kelapa adalah pembuatan kopra. Karena tahapan ini adalah tahapan 
paling murah dan less teknologi. Dari 100 buah kelapa akan menghasilkan 1-2 kwintal kopra kering 
seharga 600.000 per kuintalnya yang diproses alamiah dengan penjemuran dan 
pembakaran/pengasapan.Tanpa memasukan ongkos distribusi kopra, sejumlah 1.050.000 rupiah 
sudah pasti jadi milik pengusaha, setelah kopra itu dijual.  
Diversifikasi produk yang cukup beragam, membuat pengembangan usaha dibidang kelapa ini 
menjadi usaha yang syarat modal, namun miskin pengembangan sosial bagi masyarakat desa. 
Karena kebanyakan sentra atau tempat pengolahan kelapa adalah milik perorangan dan sudah pasti 
tidak adanya sangkut paut dengan pengembangan desa atau bahkan upaya konservasi kelapa yang 
berkelanjutan. 
Kebutuhan modal yang sangat banyak, menjadikan kebanyakan pengusaha kelapa hanya sanggup 
mengolah kelapa menjadi kopra saja. Dan selanjutnya, didistribusikan ke pabrik pengolahan yang 
berada di luar kabupaten Pangandaran dan siap untuk menerima kopra sebagai bahan minyak 
kelapa. Hal tersebut dilakukan karena tidak tersedianya pabrik pengolahan kopra kelapa di tempat. 
Desa dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat desa harus mulai ambil bagian dari potensi yang 
alam sediakan berupa luasnya lahan kelapa. Harus ada dan perlu dIbuat satu kelompok usaha kelapa 
milik kelompok dan akan bersinergi dengan kelompok lain di bidang yang sama guna mewujudkan 
desa yang berdaya saing di dalam pengembangan pengolahan produk kelapa. Namun, lemahnya 
adalah belum ada satu model perhitungan keekonomian, jika bagaimana bentuk usaha desa ini 
dikembangkan. Yang terbayang adalah limpahan manfaat dari usaha ini seperti desa ini akan menjadi 
desa mandiri dalam pengembangan sumberdaya manusia. Laba hasil usaha dapat digunakan untuk 
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Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 , Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan 
bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi 
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai 
dengan potensi sumber daya lokal.  Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan sampai 
dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari jumlah maupun 
mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 
keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi.   Kemandirian Pangan adalah 
kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam 
negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat 
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan 
kearifan lokal secara bermartabat.   
Krisis kedaulatan pangan di Indonesia tentu adalah sesuatu yang ironis.  Indonesia adalah negara 
agraris dimana secara geografis memiliki keuntungan untuk bercocok tanam komoditas pangan.  
Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi, tanah yang subur jadi apabila kriris air 
sebagai masalah jeleknya produksi pertanian sangat tidak relevan.  Kondisi tersebut tidak lepas dari 
kebijakan pemerintah di bidang pembangunan pertanian 
1.1. Ciri Khas dan Persoalan Sektor Pertanian 
Sektor pertanian memiliki beberapa ciri khas berbeda dengan pembangunan di 
bidang lain.  Ciri khas tersebut adalah  
Pertama, dari sisi produksi pembangunan sektor pertanian memiliki resiko yang relatif tinggi dalam 
kegiatannya karena bergantung pada alam.  Kemarau panjang, banjir, dan angin puting beliung 
dapat menyebabkan kegagalan produksi pertanian.  Ketergantungan ini misalnya bisa diamati dari 
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dampak yang dirasakan pada sektor pertanian akibat dari perubahan iklim global yang terjadi kini.  
Rata-rata musim tanam bertambah panjang selain itu  jumlah produksi lahan  marjinal juga 
berkurang. 
Kedua, siklus produksi pertanian memiliki rentang waktu yang relatif panjang dibandingkan siklus 
produksi sektor lain, seperti manufaktur atau jasa.  Produksi pertanian membutuhkan waktu tidak 
kurang 2-3 bulan untuk menuai hasilnya.  Dengan panjang rentang waktu ini maka resiko yang ada 
juga tinggi.  Ancaman terhadap panen bisa datang sewaktu-waktu, baik karena faktor alam atau 
faktor ekonomi seperti kurangnya modal kerja petani untuk membeli pupuk, pestisida dan 
kebutuhan-kebutuhan bercocok tanam lainnya 
Ketiga, akibat dari rentang yang panjang ini produksi pertanian juga ditandai oleh siklus surplus dan 
defisit yang akut.  Surplus akan terjadi pada saat panen dan beberapa bulan setelahnya sementara 
defisit akan mulai terasa di pertengahan antara musim tanam dan panen.  Dimana dengan kondisi 
ini, persoalan struktural pada demand dan supply komoditi pertanian yang berujung pada fluktuasi 
harga tidak terhindarkan.  Harga produk pertanian cenderung rendah pada saat supply komoditi 
berlimpah pada awal masa panen.  Sebaliknya, harga cenderung tinggi pada paruh pertengahan 
antara musim tanam dan panen. 
Keempat, fluktuasi yang tinggi harga di tingkat lokal, hujan diperparah oleh fluktuasi yang tidak kalah 
tajamnya pada perekonomian global.  Faktor fundamental yang menyebabkan hal ini adalah semakin 
berkurangnya lahan pertanian di tingkat global, peningkatan penduduk dan banyaknya negara yang 
beralih dari pertanian ke sektor lain.  
Terkait dengan ciri khas ini, sektor pertanian dan petani di Indonesia memiliki ciri-
ciri khas antara lain sebagai berikut :  
Pertama, sebagian besar petani di Indonesia datang dari keluarga miskin.  Mereka tidak memilki 
faktor produksi apa pun kecuali tenaga kerja.  Sebagian petani memang memiliki lahan, namun lahan 
tersebut semakin sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi menjadi lahan non 
pertanian 
Kedua, sektor pertanian saat ini juga memiliki akses yang terbatas terhadap layanan pembiayaan.  
Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain masih terbatasnya perbankan formal di 
pedesaan, ketiadaan aset yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan, dan sifat informal yang melekat 
petani kecil 
Ketiga, petani dan sektor pertanian memiliki akses terhadap informasi dan teknologi yang relatif 
terbatas.  Sehingga tidak mengherankan bila perkembangan implementasi teknologi di sektor ini 
relatif sangat lambat.  Demikian pula terbatasnya akses ini kerap mengakibatkan petani dirugikan 
karena peningkatan harga yang ada kerap tidak dapat dinikmati akibat ketiadaan informasi. 
Keempat, ciri khas lain dari sektor pertanian di Indonesia adalah adanya infrastruktur produksi yang 
tidak memadai.  Kondisi terakhir persoalan infrastruktur pertanian di Indonesia sudah sangat 
menyedihkan.  Bukan hanya infrastruktur di bidang informasi dan teknologi pertanian, akan tetapi 
sudah merambah pada masalah dasar seperti air, listik, dan jalan.  
Kelima, faktor terakhir yang merupakan ciri khas sektor pertanian di Indonesia adalah struktur pasar 




medium netral bagi produsen dan konsumen untuk kesejahteraan bersama menjadi bersifat 
eksploitatif bagi petani akibat posisi rebut-tawar (bergaining position) mereka yang sangat lemah  
1.2. Janji Pemerintahan Presiden Joko Widodo 
Sesuai yang diamanatkan ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019, Joko 
Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia memiliki  sembilan agenda prioritas.  Beliau 
menawarkan solusi untuk membawa kehidupan bangsa kearah yang lebih baik dengan menggerakan 
semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, mandiri di 
Bidang ekonomi serta kepribadian dalam kebudayaan.  
Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, 
mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan 
agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan.  Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA 
CITA.  
Salah satu yang dibahas dalam agenda tersebut yakni adalah pembangunan daerah termasuk Desa 
dimana berbunyi : “ Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa, 
kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, serta mengawal implementasi 
UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi, dan 
pendampingan.” 
Selain itu pada point 7 : “ Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan 
sektor-sektor strategis  ekonomi domestik” Kami akan mewujudkan kedaulatan pangan melalui 
kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta hektar lahan sawah 
baru di luar Jawa; pendirian Bank Petani dan UMKM; Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca 
panen di setiap sentra produksi.  Kami akan melakukan langka pemulihan kesuburan lahan yang air 
irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, penghentian konversi lahan produktif 
untuk usaha lain seperti Industri, perumahan dan pertambangan. 
Bagaimana aksi yang akan dilakukan dalam kedaulatan pangan yang juga berpengaruh besar untuk 
berdikari dalam bidang ekonomi.  Dalam perencanan aksi nya : Kami akan membangun kedaulatan 
Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan melalui  
1. Penyusunan kebijakan pengendalian atas import pangan melalui pemberantasan terhadap ‘mafia’ 
impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan 
kepentingan pangan nasional.  Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian 
dalam negeri 
2. Penanggulangan Kemiskinan Pertanian dan dukungan regenerasi petani melalui  
a) Pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga 2019 
b) Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, 
terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan 
c) Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan, dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan 
pasar secara merata. (Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 
bendungan hingga tahun 2019 
d) Peningkatan pembangunan dan antar aktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan 
peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 % tahun dan rerata umur petani dan rakyat 
Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda 
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3. Komitmen kami untuk implementasi reforma agrarian melalui 
a) Akses dan Aset reform Pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah 
petani melalui land reform dan program kepemilikan lah bagi petani dan buruh tani: menyerahkan 
lahan sebesar 9 juta ha 
b) Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar 
menjadi 2.0 hektar per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan 
Bali 
4. Pembangunan Agri-Bisnis Kerakyatan melalui Pembanguann Bank Khusus untuk pertanian, UMKM, 
dan Koperasi   
2. Identifikasi Masalah 
Seperti yang sudah dibahas sebelumnya poin inti masalah dalam melemahkan ketahanan pangan 
ialah  
1. Kekeliruan dalam pengolahan lahan pertanian 
2. Lemahnya ketersediaan sarana produksi yang ada 
3. Lahan pertanian semakin lama semakin berkurang 
Dengan terdapatnya masalah inti yang muncul, Ketahanan, Kedaulatan, dan Kemandirian Pangan 
akan dapat tercipta melalui modifikasi pertanian maupun dengan ketersediaan Infrastruktur dan 
sarana produksi Pertanian.  Ketersediaan air dan infrastuktur jaringan irigasi berperan menentukan 
keberhasilan. 
Guna mendapatkan hasil analisa yang cukup detail maka perlu dilakukan tinjauan-tinjauan kondisi 
eksisting dilapangan untuk mendapatkan pola yang tepat , akurat, efektif dan efisien dalam.  Adapun 
analisa yang perlu dilakukan yakni : Kondisi Jaringan Irigasi, Sarana dan Produksi dalam mendukung 
program kedaulatan ketahanan pangan, metode pertanian yang sedang berlangsung 
3. Studi Kasus 
Kabupaten Bandung memiliki Daerah Irigasi yang cukup memadai untuk mendukung program 
kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian Pangan di Indonesia khususnya dalam swasembada beras.  
Irigasi merupakan Infrastruktur pertanian yang berperan dalam peningkatan produksi, produktivitas 
pangan/ beras.  Selama pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 2014-2019 akan 
dimaksimalkan peran waduk dan irigasi sebagai salah satu penopang kesuskesannya program 
swasembada beras.  
Daerah Irigasi di Kabupaten Bandung di bagi per kewenangan dengan Total Luas Areal Irigasi 
36.739,750 Ha terdiri dari : 
- Kewenangan Provinsi 11.039,000 Ha 
- Kewenangan Kabupaten 23.816,990 Ha 
- Kewenangan Desa 1.883,760 Ha 
- Luas areal Irigasi di Kabupaten Bandung yang potensial adalah 25.640,750 Ha 
- Luas yang beririgasi 11.039,000 Ha  
Pada Tahun 2014 : Kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar 1.3 Milyar untuk 61 
D.I. dan mendapatkan bantuan Gubernur sebesar 2 milyar dan DAK sebesar 7,48 Milyar (DAK Murni 




Dalam mensukseskan program pembangunan irigasi ataupun rehabilitasi irigasi ada faktor lainya 
yang juga sangat menentukan dalam perhitungan.  Berdasarkan data yang didapatkan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten Bandung bahwasanya Luas Areal Sawah di Kab. Bandung selama 4 tahun 
terakhir trendnya justru berkurang (Tabel 1).  Dari Tabel 1. dapat terlihat bahwasanya ini merupakan 
kunci awal perhitungan kesuksesan irigasi khususnya di kab. Bandung dimana bisa dijadikan contoh 
di kabupaten/desa seluruh Indonesia.  





(Ha) (Ha) % 
2010 36398   
2011 35975 -423 -1.16 
2012 35975 0 0.00 
2013 35682 -293 -0.81 
2014 35682 0 0.00 
Rata-Rata 35942.4 -179 -0.49 
Total -716 -1.98 
Sumber : BPS Kab. Bandung, Jawa Barat (2014) 
Selama kurun waktu 5 Tahun terakhir lahan sawah di kabupaten berkurang sejumlah 716 Ha jika 
dihitung dalam persentase 1.98% dengan laju pengurangan 0.5% tiap tahunnya. 
 
Gambar 2. Diagram Luas Areal Sawah Kabupaten Bandung  
Dalam kurun waktu selama itu bisa dibayangkan bahwa khususnya lahan sawah sebagai sentra 
produksi padi/beras berkurang.  Untuk mendukung analisa produksi padi lahan sawah data statistik 
luas areal tanam dan luas panen (Tabel 2) menunjukan hasil yang belum signifikan. 
 




Selisih Luas Panen Selisih 
  (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) 
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2007 66920  64844 2076 
2008 70605 3685 66586 4019 
2009 69773 -832 72498 -2725 
2010 80311 10538 80099 212 
2011 74171 -6140 71055 3116 
2012 78969 4798 78029 940 
2013 89069 10100 86499 2570 
Rata-Rata 75688.29  74230.00 1458.29 
Sumber : BPS Kab. Bandung, Jawa Barat (2014) 
Jika membandingkan (Tabel 1) dengan (Tabel 2) ada beberapa analisa yang secara hitungan 
matematika bisa memperlihatkan analisa produksi padi selanjutnya.   
Analisa 1 
Pada tahun 2010 ke 2011 Luas areal sawah berkurang sebesar 423 Ha efeknya berimbas pada 
berkurangnya luas areal tanam dari 80311 Ha menjadi 74171 Ha hasilnya berkurang 6140 Ha luas aral 
tanam pada tahun 2011.  Berlanjut tahun 2012 ke 2013 pada saat itupun berkurang areal sawah 
sebesar 293 Ha namun yang terjadi justru areal tanam meningkat dari 78969 Ha menjadi 89069 
dengan peningkatan 10100 Ha.  
Jika dilihat kembali Luas Tanam pada tahun 2010 dengan 2013, keduanya hampir memperlihatkan 
luasan tanam yang sama di angka 80.000-89.000 Ha padahal dalam rentang jangka waktu tersebut 
lahan sawah sudah berkurang sebanyak 716 Ha.  Nilai tersebut menandakan bahwa dengan 
berkurangnya areal sawah tidak berpengaruh banyak terhadap perubahan luas tanam padi. 
Adapun perhitungannya sebagai berikut :  Jika di 2013 untuk luas tanam/ tahun sebesar 89.069 Ha : 3 
MST = 29.690 Ha /MST luas sawahnya.  Jika dilihat kembali pada tahun 2013 luas areal sawah sebesar 
35.682 Ha artinya masih bisa seharusnya luas tanam hingga angka tersebut.  Jikalaupun maksimum 
sawah tersebut ditanami  dalam 1 Tahun (35.682 Ha x 3 MST = 10.7046 Ha luas areal tanam yang 
dapat ditanami padi) 
Analisa 2  
Dari Tabel 2 bisa jelas terlihat bahwasanya tren luas panen lebih rendah dibandingkan luas areal 
tanam.  Selisihnya rata-rata/ tahun ada 1458,29 Ha yang tidak panen.  Seharunya angka tersebut bisa 
didayagunakan dan maksimalkan sehingga luas tanam = luas panen alias sempurna keberhasilannya 
100% sukses.  Mengapa hal tersebut bisa terjadi?  
1. Disebabkan MT (Masa Tanam) 3 kali dalam 1 Tahun spekulatif 
2. Adanya Hama dan Penyakit, namun jika lebih banyak dianalisa sifatnya hanya sesaat 
3. Infrastruktur jaringan irigasi dimana ada 3 hipotesa yang bisa diambil. Jaringan irigasi tidak 
dapat mencapai petakan sawah terjauh dari saluran sehingga ada yang gagal panen.  Curah 
hujan yang sangat tinggi akibat perubahan iklim sehingga saluran tidak dapat menampung 
debit air membanjiri sawah yang akan panen. Jaringan irigasi sudah rusak parah sehingga 




4. Etos kerja petani.  Semenjak adanya saluran televisi di daerah dan semakin mudahnya akses 
informasi media elektronik sehingga sangat berpengaruh terhadap perilaku petani.  Mereka 
lebih memilih hiburan dibandingkan merawat pertaniannya 
5. Saprodi pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan irigasi teknis.  Selain itu pupuk dijual 
seenaknya, tidak terdistribusi lancar, ketersediaanya tidak teratur 
6. Teknologi pertanian yang tidak berkelanjutan sehingga sawah menjadi tidak gembur 
7. Kesuburan tanah sudah over cultivated karena asupan bahan atau pupuk anorganik.  
Seharusnya pertanian pedesaan sudah kembali kepada kaedah organik / semi organik 
 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Luas Tanam dan Luas Panen Irigasi Kab. Bandung 
Menurut data statitstik Dinas Pertanian Kabupaten Bandung meskipun luas sawah berkurang namun 
intensitas pertanaman (IP) dari tahun 2007 s/d 2013 menunjukan kenaikan sebesar 5,53% tiap 
tahunnya (Tabel 3.) 
Tabel 3.  Perbandingan Intensitas Pertanaman (IP) 
Tahun IP Selisih (%) 
2007 1.84  
2008 1.94 5.4 
2009 1.92 -1.0 
2010 2.21 15.1 
2011 2.06 -6.8 
2012 2.20 6.8 
2013 2.50 13.6 
Rata-Rata 2.10 5.53 
Sumber : Kasie Irigasi Dinas Pertanian Kab. Bandung (2014) 
 
 
Tabel 4.  Produksi Beras Kab. Bandung 
Tahun Produksi Beras Selisih Kenaikan (%) GKG Penyusutan Persen (%) 
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(Ton) (Ton) (Ton) 
2007 254584  385733 131149 34.00 
2008 265459 4.27 402210 136751 34.00 
2009 298548 12.46 452346 153798 34.00 
2010 330162 10.59 500246 170084 34.00 
2011 297430 -9.91 450652 153222 34.00 
2012 341901 14.95 518032 176131 34.00 
2013 376664 10.17 570703 194039 34.00 
Rata-Rata 309250 7.09 468560 159311 34.00 
Sumber : Kasie Irigasi Dinas Pertanian Kab. Bandung 
Dari hasil produksi beras di Kab. Bandung Rata-Rata adalah 309.250 ton/tahun.  Hasil ini dari 
penyusutan GKG (Gabah Kering Giling) degan besar rata-rata 34% (Tabel 4.) 
 
 
Gambar 4. Perbandingan Produksi Beras dengan Gabah Kering Giling Kab. Bandung 
Kebutuhan Beras di Kabupaten Bandung rata-rata dari tahun 2007 s/d 2013 adalah 387.776 ton/tahun.  
Kebutuhan beras tersebut secara bersamaan pula diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk 





















  (Jiwa) (%) (ton) (%) (ton) (%) (ton) 
1 2007 3038082  364570  254584  -109986 
2 2008 3127008 2.93 375241 2.93 265459 4.27 -109782 
3 2009 3172860 1.47 380743 1.47 298548 12.46 -82195 
4 2010 3215548 1.35 385866 1.35 330162 10.59 -55704 
5 2011 3299988 2.63 395999 2.63 297430 -9.91 -98569 
6 2012 3351048 1.55 402126 1.55 341901 14.95 -60225 
7 2013 3415700 1.93 409884 1.93 376664 10.17 -33220 
8 2014 3483111 1.97 417973 1.97 403364 7.09 -14609 
9 2015 3551852 1.97 426222 1.97 431956 7.09 5734 
10 2016 3621950 1.97 434634 1.97 462576 7.09 27942 
11 2017 3693431 1.97 443212 1.97 495366 7.09 52154 
12 2018 3766323 1.97 451959 1.97 530480 7.09 78521 
13 2019 3840654 1.97 460878 1.97 568083 7.09 107205 
Sumber : BPS dan Dinas Pertanian Kab. Bandung 
 
 
Gambar 5. Grafik Proyeksi Produksi Beras dengan Kebutuhan Beras Kab. Bandung 
Dari proyeksi dapat terlihat bahwasanya laju pertumbuhan penduduk Kab. Bandung cukup tinggi 
dengan laju 1,97% tiap tahunnya.   Hal tersebut perlu adanya sinergitas antar lembaga dinas sosial 
dan kementerian sosial untuk semakin marak mencanangkan program KB demi menjaga laju 




Pada Tahun 2013, produksi beras di Kab. Bandung masih defisit sebesar 10%.  Dengan menghitung 
kenaikan produksi beras sebesar 7.09% / tahun dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,97% 
seharusnya pada tahun 2015 Kab. Bandung sudah bisa surplus produksi beras meskipun dengan 
intensifikasi yang ada sampai saat ini.  Pada tahun 2019 diperkirakan Kab. Bandung dapat menjadi 
sentra produksi beras dimana dapat memberikan surplus sebesar 107.205 ton/tahun. 
Analisa 4 
Upaya untuk mempercepat dan menjamin kesuksesan swasembada pangan khususnya beras di Kab. 
Bandung dalam produksi beras harus dimulai dari sekarang.  Peningkatan yang dilakukan oleh Dinas 
Pertanian Kab. Bandung masih dirasakan kurang karena seharusnya dapat memasimalkan nilai luas 
panen = luas areal tanam.  Dengan ditingkatkannya jaringan irigasi teknis hingga lokasi terjauh dan 
metode pertanian SRI (Sistem of Rice Intensification) diharapkan akan dapat mendorong tenaga 
produksi menjadi lebih baik dan aman bagi lingkungan. 
Metode SRI merupakan metode pertanian modern yang sangat cocok digalakan untuk petani sawah 
di Kab. Bandung khususnya dan Indonesia pada umumnya karena metode ini menggunakan bahan 
organik yang dapat memperbaiki tanah sawah yang sudah jenuh akibat bahan anorganik.  Teknologi 
hemat air ini juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat pedesaan agar 
senantiasa menjaga kuantitas dan kualitas air di kehidupannya karena air sebagai sumber kehidupan 
semua rakyat. 
Dengan digalakannya program2 pedesaan yang diamanatkan undang-undang pedesaan serta 
program pertanian NAWACITA pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat diharapkan diupayakan 
agar kesejahteraan dan swasembada pangan sukses tercipta karena pedesaan sebagai lokasi sentra 
produksi pangan beras menjadi ujung tombak ketahanan, kedaulatan, dan kemandirian pangan 
negara. 
4. Teknologi SRI  
Guna menciptakan dunia usaha yang sehat dan menjamin keyakinan masyarakat desa untuk tetap 
mengelola pertanian dan usaha pertanian padinya diperlukan analisa ide inovasi yang berintegrasi 





Gambar 6. Bagan Alur Analisa Model SRI 
Di Indonesia uji coba teknik SRI pertama kali dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian di Sukamandi Jawa Barat pada musim kemarau 1999 dengan hasil 6,2 
ton/ha dan pada musim hujan 1999/2000 menghasilkan padi rata-rata 8,2 ton/ha (Uphof,2002 dalam 
Yanti, 2012) 
Dalam ide proyek ini akan dijelaskan secara satu persatu dari hilir hingga hulu 
sistem SRI sebagai berikut : 
4.1. Persiapan Lahan dan Persiapan Benih 
1.  Persiapan Lahan 
Pada persiapan lahan ini terdapat kegiatan membersihkan saluran air irigasi dan sawah dari jerami 
dan rumput liar, serta memperbaiki pematang  
2. Penyiapan benih 
Sangat dianjurkan menggunakan benih bermutu bersertifikat serta memiliki daya tumbuh diatas 
80%.  Biasanya benih yang digunakan untuk metode konvensional untuk 1 ha ± 25- 30 kg.  Untuk 
metode SRI hanya membutuhkan 5-7 kg /ha.  Benih yang baik memiliki cadangan makanan yang baik 
dan tumbuh seragam.  Syarat yang harus dipenuhi sebagai ciri benih baik :  
a. Benih benar-benar tua dan kering 
b. Butiran tidak bernas (kopong) 
c. Murni, tidak bercampur dengan jenis lain 
d. Benih bebas dari hama dan penyakit 
4.2  Pengolahan Tanah 
Kegiatan pengolahan tanah padi sawah diawali dengan mengalirkan air ke dalamnya dan dikeringkan 
beberapa hari.  Selanjutnya tanah tersebut dibalik.  Proses pembalikan tanah dibalik dengan 
menggunakan kerbau atau hand traktor.  Seiring membajak bahan organik yang berada di 
permukaan bekas jerami atau gabah dimasukan.  Proses pembajakan pertama dilakukan di awal 
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musim tanam dengan pembiaran 2-3 hari.  Setelah itu dilakukan pembajakan ke dua yang disusul 
oleh pembajakan ketiga 3-5 hari menjelang tanam. 
Proses pengolahan tanah metode konvensional dengan metode SRI adalah sama.  Namun yang 
membedakan untuk metode SRI setelah pembajakan sebaiknya ditambahkan pupuk kandang 1-2 
ton/ha. Ratakan jika memiliki kompos, jerami atau bekas gabah agar proses proses pencampuran 
lapisan tanah dengan bahan organik terurai baik.  Biarkan proses ini berlangsung 15-20 hari.  Setelah 
15-20 hari lahan yang telah dibalik dicampurkan diproses kembali. 
4.3 Persemaian 
Sambil menunggu proses penguraian lahan sawah, buatlah tempat persemaian.  Rekomendasi 
tempat persemaian yang baik adalah 3-5% dari luas lahan yang akan kita tanam.  Jika lahan 1 ha maka 
tempat persemaian 300-500 m2.  Untuk metode konvensional biasnya dibuat tempat persemaian 
sekitar 3 tempat (sudut masing-masing lahan 300-500 m2).  Sedangkan untuk metode SRI dibutuhkan 
hanya 1 tempat persemaian saja. 
Apabila benih yang digunakan sehat maka akan bertambah subur  pertumbuhannya bila tanah yang 
akan ditanamai juga sehat.  Perbedaan umur bibit antara Metode Konvensional dan Metode SRI 
,yakni 25-30 hari untuk konvensional, 7-15 hari bibit SRI (Yanti, 2012) 
Seleksi benih dilakukan sebelum persemaian dengan larutan air garam yang pekat.  Kepekatan air 
garam indikatornya adalah dengan memasukan telur mentah. Bila telur masih tenggelam, garam 
ditambahkan hingga telur mengapung.  Benih yang dipilih dimasukan ke dalam larutan air garam.  
Apabila benih yang tenggelam, maka dijadikan benih sedangkan yang terapung dibuang (Gambar 7) 
 
Gambar 7. Seleksi Benih dengan Larutan Garam Pekat 
Kemudian setelah didapatkan calon benih untuk persemaian, benih kemudian dicuci dengan air 
bersih mengalir untuk menghilangkan sisa air garam.  Benih yang sudah bersih direndam selama 24 
jam kemudian diperam menggunakan kain basah selama dua hari hingga muncul tunas. 
Penyemaian dilakukan dalam baskom yang dilapisi daun pisang.  Media persemaian adalah 
campuran tanah dan kompos yang sudah hancur dengan komposisi 1:1.  Benih yang dipersiapkan 
sebar merata dan disiram sedikit air agar lembab. 
Pemindahan bibit persemaian ke sawah dilakukan setelah bibit berumur 7-5 hari.  Penanaman 
dilakukan dengan cara bibit ditanam satu bibit per lubang dengan penanaman sangat dangkal antara 





Gambar 8. Petak Tersier Metode Konvensional 
 
Gambar 9. Petak Tersier Metode SRI 
4.4 Tenaga Kerja  
Tenaga kerja pertanian merupakan salah satu faktor yang krusial dalam suatu proses produksi.  
Secara umum pola penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) terbagi atas petani pemilik dan 
petani penyewa.  Umumnya karena kemampuan petani sangat terbatas dalam modal dan 
pengetahuan tentang pengelolaan alat dan mesin pertanian serta prasarana penunjang lainnya 
sehingga sistem sewa menjadi alternatif. 
Untuk metode konvensional pada luas lahan 1 ha dibutuhkan sekitar 160 TKP (Tenaga Kerja Petani).  
Keluarga rumah tangga (RT) petani biasanya diasumsikan sebagai anggota rumah tangga pertanian 
yang terdiri dari suami, istri, dan 2-3 orang anak. 
 
Suami  = 1 TKP 
Istri  = ½ TKP 
2-3 Anak = 1 TKP 
  ------------- 
    2 ½ TKP /RT Pertanian 
Untuk metode SRI dibutuhkan tenaga kerja petani yang lebih banyak, namun hanya pada MT 1 dan 
MT 2 pertama saja, selanjutnya membutuhkan TKP yang sama dengan konvensional bahkan bisa 
lebih sedikit. 
4.5 Pola Tanam 
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Metode konvensional jarak tanam yang umum digunakan yaitu 20 cm x 20 cm dan menanam 
beberapa bibit dalam 1 lubang tanam.  Metode SRI jarak tanam 40 cm x 40 cm dan menanm hanya 1 
bibit padi dalam 1 lubang posisi tanam dangkal.   
Adapun skema pola tanam padi-padi-palawija sebagai berikut : 
 
Gambar 10. Skema Pola Tanam 3 MST Padi-Padi-Palawija dan Penyiapan Lahan 1 bulan 
Tabel 6. Perbedaan teknis antara Metode Konvensional dan SRI 
No Komponen Konvensional SRI 
1 Kebutuhan benih 30-40 kg/ha 5-7 kg/ha 
2 Uji benih Tidak dilakukan Dilakukan 
3 Umur persemaian 20-30 HSS 7-10 HSS 
4 Pengolahan Tanah 2-3 kali 4 kali (struktur lumpur dan 
rata) 
5 Jumlah tanaman perlubang 5 tanaman/lubang 1 tanaman/lubang 
6 Kebutuhan Air Irigasi 0.61 lt/dtk/ha 0.42 lt/dt/ha 
7 Posisi akar wkt tanam Tidak teratur Posisi akar horizontal (L) 
8 Pengairan Terus digenangi Disesuaikan kebutuhan 
9 Pemupukan Mengutamakan pupuk 
kimia 
Hanya dengan organik 




11 Rendemen 50-60% 60-70% 
Ket : HSS = hari setelah tanam 
4.6 Sarana Produksi 
SRI menekankan pola penghematan penggunaan air dan juga substansi penggunaan input produksi 
organik baik pupuk dan pestisida.  Metode SRI mampu menghemat saprodi berupa benih, pupuk dan 
pestisida namun dilain hal SRI boros dalam penggunaan kompos.  Jika biaya kompos diperhitungkan 
maka usaha tani metode SRI akan menghasilkan sedikit keuntungan.  Kurangnya ketersediaan pupuk 
organik kandang menjadi kendala dalam pengembangan SRI, karena jarang petani yang dapat 
memproduksi kompos untuk keseluruhan lahannya.  Oleh sebab itu, petani hanya mampu 
menerapkan SRI pada 30-50 persen lahannya (Yanti, 2012) 
Efisiensi dalam penggunaan input produksi yang cukup signifikan adalah penggunaan air irigasi. 
Kebutuhan air metode Sri hanya macak-macak sehingga kebutuhan air per hektar mengalami 
penurunan dan memberi dampak baik kepada kemampuan irigasi dalam mengairi sawah terutama 
musim kemarau.  Namun kondisi ini belum dirasakan karena penerapan SRI masih terbatas dan 




4.7 Pertumbuhan Padi 
Metode SRI minimalnya dapat menghasilkan panen dua kali lipat dibandingkan metode varietas padi 
lain yang pernah ditanam.  Petani tidak perlu menggunakan input luar untuk memperoleh manfaat 
SRI.  Metode ini dapat diterapkan untuk berbagai varietas, namun diperlukan pemikiran terbuka dan 
kemauan untuk menerima metode baru bagi petani. 
Penerapan SRI tidak berbeda jauh dalam teknik budidayanya hanya pada dasarnya berbeda dari sisi 
penggunaan air dan petakan sawah serta jumlah bibit yang ditanam.  Pada pengolahan tanah sama 
seperti konvensional.  Pada SRI terdapat pembuatan parit kecil sekeliling dari petak sawah dan 
melintang tengah sawah untuk mengendalikan air dalam petakan.  Lebar parit 20 cm dengan 
kedalaman 30 cm.  Petak sawah diairi 2 hari sekali dengan kondisi sawah macak-macak dengan 
tujuan agar mikroba memperoleh udara yg cukup untuk berkembang. 
Tabel 7. Perbandingan rata-rata hasil pertumbuhan padi 
Parameter Metode Konvensional Metode SRI 
Jumlah Anak 26 41 
Jumlah bulir/mala 120 139 
Jumlah bulit/rumpun 3161 biji 5658 biji 
Jumlah bulir hampa/malai 7 biji 2 biji 
Panjang malai 21 cm 24 cm 
Tinggi tanaman 95 cm 103 cm 
Harga beras mulai dari Rp. 4000,- (non SRI) Rp. 7000 (SRI Organik) 
Sumber : produksi poktan Warga Waluya Desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung 2012 
 
 
Gambar 11. Fase Pertumbuhan Metode SRI 
 
Gambar 12. Fase Pertumbuhan Metode Konvensional 
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4.8 Biaya /Usaha Tani 
4.8.1 Analisis Biaya Produksi 
Perbedaan biaya yang digunakan dalam metode konvensional dan SRI dapat dilihat sebagai berikut:  
Tabel 8. Biaya usaha tani  
No Uraian SRI (Rp.) Konvensional (Rp.) 
1 Benih (± Rp.5000,- /Kg) 25.000 250.000 
2 Pupuk 
a. Organik (jerami + 3 ton kompos) 







3 Pengendalian OPT dengan 








4 Pengolahan Tanah 1.000.000 1.000.000 
5 Pembuatan persemaian 35.000 105.000 
6 Pencabutan benih (babut) - 100.000 
7 Penanaman 500.000 350.000 
8 Penyulaman 50.000 20.000 
9 Penyiangan 1.050.000 750.000 
 Jumlah 4.160.000 3.825.000 
Sumber : produksi poktan Warga Waluya Desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung 2012 
4.8.2 Analisis Penerimaan Usaha Tani 
Gabah kering panen (GKP) merupakan produksi panen padi yang memiliki nilai ekonomi. Dari hasil 
pengamatan skala produksi, metode konvensional lebih rendah produksinya dari SRI.  Hasil rata-rata 
produksi musim tanam di dapat DI Cihea yaitu di desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung, metode SRI 
sebesar 7,74 ton/ha atau sekitar 7.740 kg GKP/ha, sedangkan untuk metode konvensional sebesar 
5,21 ton/ha atau sekitar 5.210 kg GKP/ha (Yanti, 2012).   metode SRI menggunakan jenis bibit varietas 
Micongga sehingga dihasilkan produksi yang lebih tinggi.  
Jumlah anakan pada metode SRI berkisar 30-60 anakan/rumpun sedangkan pola konvensional 
berkisar 25-30 anakan/rumpun. Dengan anakan yang cukup banyak, menyebabkan anakan produktif 
yang terbentuk cukup tinggi menyebabkan hasil gabah lebih tinggi. 
Para petani di daerah studi SRI in,  menjual langsung gabah yang dihasilkan dalam bentuk GKP 
kepada koperasi ataupun penampung dengan harga Rp. 2.300 per kg.  Berdasarkan hasil produksi 
yang diperoleh serta tingkat harga jual maka penerimaan yang diperoleh dari usahatani padi metode 
SRI adalah sebesar Rp. 12.277.800,- per hektar per musim tanam, sedangkan penerimaan usahatani 
metode konvensional hanya sebesar Rp. 7.342.200,- per hektar per musim tanam. Adapun rincian 
















Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) 
1 Biaya Saprodi (benih, pupuk, 
pestisida 
- - 1.375.000 - 1.500.000 
2 Biaya Tenaga kerja/mesin - - 2.785.000 - 2.325.000 
3 Total Biaya -   4.160.000 - 3.825.000 
4 Produksi (kg GKP) 2300 7740 17.802.00
0 
5210 11.983.000 
5 Pendapatan kotor - - 13.642.00
0 
- 8.158.000 
6 Biaya Panen (10%) - - 1.364.200 - 815.800 
7 Pendapatan bersih - - 12.277.80
0 
- 7.342.200 
8 R/C - - 2,95 - 2,13 
Sumber : (Yanti , 2012) 
4.9 Hasil Produksi 
Berdasarkan hasil analisis usahatani diperoleh data hasil bahwa penerapan metode SRI memberikan 
nilai ekonomi yang menguntungkan. Terdapat dua aspek manfaat ekonomi yang diperoleh yaitu (1) 
peningkatan produksi usahatani per hektar per musim tanam, dan (2) biaya saprodi.  
Melalui teknologi budidaya padi organik metode SRI, hasil yang diperoleh lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan sistem konvensional.  Peningkatan produksi terjadi karena jumlah anakan padi 
SRI lebih banyak dibanding konvensional. Dengan anakan yang cukup banyak, menyebabkan anakan 
produktif yang terbentuk juga cukup tinggi sehingga sangat memungkinkan hasil gabah lebih tinggi.  
Hampir semua varietas padi yang ditanam memberikan peningkatan produksi terutama bagi petani 
yang telah melakukan pola SRI lebih dari dua kali tanam. Berdasarkan hasil penelitian (Yanti, 2012) 
diperoleh hasil padi metode SRI rata-rata berkisar 7-8 ton/ha pada MT 1 dan 10-11 ton/ha pada MT2, 
sementara bila diusahakan secara konvensional diperoleh hasil gabah rata-rata antara 4-5 ton/ha.  
Tahun 2007, metode SRI mulai benar-benar dijalankan dan mulai berkembang khususnya di daerah 
Desa Cibarengkok, Kec.Bojong Picung metode SRI ini dilaksanakan dan dianalisa perkembangannya 
oleh Poktan Warga Waluya.  
Tabel 10. Data Hasil Produksi Panen Padi Metode SRI Di Desa Cibarengkok, Kec. Bojong Picung 
MT (Musim Tanam) Hasil (ton/ha) 
I. (12-12-2009 s/d 20-07-2010) 4.30 
II. (28-04-2010 s/d 15-08-2010) 5.20 
III. (28-09-2010 s/d 03-01-2011) 6.80 
IV. (01-02-2011 s/d 15-05-2011) 7.90 
V. (10-06-2011 s/d 15-09-2011) 10.95 
VI. (20-10-2011 s/d 05-02-2012) 11.30 
Jumlah hasil rata-rata 7.74 
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Sumber : Kelompok Tani Warga Waluya Desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung 
 
Gambar 13. Grafik Hasil Produksi Panen Padi Metode SRI, Desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung 
Tabel 11. Data Hasil Produksi Panen Padi Metode Konvensional Di Desa Cibarengkok, Kec. Bojong Picung 
MT (Musim Tanam) Hasil (ton/ha) 
I. (12-12-2009 s/d 20-07-2010) 4.50 
II. (28-04-2010 s/d 15-08-2010) 5.01 
III. (28-09-2010 s/d 03-01-2011) 4.82 
IV. (01-02-2011 s/d 15-05-2011) 5.91 
V. (10-06-2011 s/d 15-09-2011) 5.80 
VI. (20-10-2011 s/d 05-02-2012) 5.22 
Jumlah hasil rata-rata 5.21 
Sumber : Kelompok Tani Warga Waluya Desa Cibarengkok Kec. Bojong Picung 
 




Budidaya padi model SRI mampu meningkatkan hasil dibanding budidaya model konvensional. 
Peningkatan hasil padi berkisar antara 40%. Peningkatan hasil hanya dialami oleh petani yang telah 
melakukan kegiatan SRI lebih dari dua musim, tetapi bagi petani pemula umumnya mengalami 
penurunan hasil dibanding usahatani konvensional.  
Nilai  R/C pada budidaya metode SRI sebesar 2,95 sedangkan metode konvensional sebesar 2,13. 
Berdasarkan hasil tersebut metode SRI sebenarnya layak untuk dikembangkan dikarenakan hasil 
yang didapat lebih dari angka 1. 
Faktor pendorong dalam percepatan adopsi teknologi SRI bagi petani antara lain: teknis penyuluhan 
dan materi yang diminati petani, intensitas pertemuan bimbingan petani yang berkelanjutan intensif, 
lokakarya setiap dua bulan secara bergilir oleh petani sendiri di tiap KSP, dan orientasi pembelajaran 
guna merubah pola fikir dan perilaku yang ramah lingkungan.  
Kendala yang dihadapi pada saat pengembangan pola SRI pada skala luas yakni dengan ketersediaan 
bahan baku kompos untuk pembuatan pupuk organik, kebutuhan terhadap jumlah tenaga kerja 
untuk tanam yang masih terbatas serta penanganan pasca produksi gabah dan pasar beras organik.  
a teknis dalam penerapan SRI juga akan dialami saat kegiatan penanaman padi bibit muda, tanam 
dangkal dan penanaman satu batang per lubang tanam yang menjadi risiko paling besar dalam 
pelaksanaan di lapangan. Terutama pada hujan dan/atau lahan tergenang dimana kegiatan 
penyulaman akan menambahan biaya tenaga kerja, pada saat terjadinya serangan OPT.  
Bila kegiatan budidaya padi SRI akan dikembangkan menjadi kegiatan usahatani skala luas dan 
masal, maka integrasi penyediaan pupuk kandang, kompos serta bahan pembuatan pupuk organik 
lainnya menjadi peluang pengembangan di hulu. Kemudian dihilir, pasar beras organik juga harus 
dikaji sebagai upaya penyaluran hasil produksi dengan insentif harga yang lebih baik ditingkat petani.  
Pengembangan usahatani padi model SRI secara massal juga harus mempertimbangkan dampak 
positif dan negatif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lain secara keseluruhan, mengingat 
kegiatan usahatani padi juga sangat terkait dengan berbagai kegiatan pendukung baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Sehingga diperlukan upaya yang bijak dari semua pihak yang 
terkait di dalamnya agar tujuan pencapaian peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama 
kegiatan usahatani dapat terwujud 
5. Penutup 
Sesuai yang diamanatkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwasanya Desa berhak 
untuk mendapatkan sumber pendapatan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.  
Adapun pendapatan asli Desa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi gotong 
royong.  
Analisa 5  
1. Di Indonesia dari hasil percobaan di berbagai lokasi termasuk NTB hanya sedikit peningkatan 
hasil dengan teknik SRI dibandingkan dengan teknik konvensional.  Akan tetapi dari 
percobaan yang dilakukan oleh DISIMP (Decentralized Irrigation System Improvement 
Project), terutama yang berlokasi di pulau Sumbawa, dilaporkan bahwa di Tiu Kulit diperoleh 
hasil gabah 9 t/ha dengan teknik SRI sedangkan dengan teknik konvensional hanya 4,49 t/h1 
(Wangiyan,W. dkk., 2009) 
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2. Pemberdayaan masyarakat desa : diadakan penyuluhan langsung secara massal dan 
demplot teknologi SRI.  Untuk berhasil antar stekholders harus satu komitmen dari hulu 
(Pemerintah pusat) hingga hilir (petani)  
3. Implementasi dari Badan Usaha Miliki Desa.  Ada perputaran uang yang jelas sehingga benefit 
dari usaha bisa menggiurkan.  Jika Indonesia ingin bergiat kedaulatan pangan bisa 
mencipatakan Perusahaan Tunggal (PT), banyak perusahaan pertanian yang bisa menyerap 
tenaga contoh kelapa sawit.  Penjualan beras bisa langsung menuju sasaran ke market-
market mini seperti Indomaret/Alfamaret yang sudah marak di pedesaan 
4. Pengembangan usahatani padi model SRI secara massal juga harus mempertimbangkan 
dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi lain secara keseluruhan, 
mengingat kegiatan usahatani padi juga sangat terkait dengan berbagai kegiatan 
pendukung baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga diperlukan upaya yang 
bijak dari semua pihak yang terkait di dalamnya agar tujuan pencapaian peningkatan 
kesejahteraan petani sebagai pelaku utama kegiatan usahatani dapat terwujud 
5. Menginformasikan suatu teknologi dan keberhasilan capaian secara massal dalam satu pintu 
institusi serta didakannya media center terpusat dimana insitusi terkait duduk satu meja.  
Dengan memanfaatkan media elektronik televisi utamanya di sentra-sentra produksi 
pertanian pangan seluruh Indonesia peran pemerintah pusat untuk mensinergiskan sangat 
dibutuhkan. 
6. Dari hasil studi produksi padi di dua lokasi Jawa Barat memperlihatkan bahwa kondisi 
tersebut sangat relevan dengan kondisi produksi di seluruh provinsi sehingga dapat dijadikan 
projek massal integrasi swasembada pangan 
7. Rajin pangkal kaya. Untuk mencapai suatu kesejahteraan para petani harus mau membuka 
mata dan mendorong etos kerja mereka bukan lari ke belakang karena bertahan 
mempertahankan warisan metode tradisional yang sudah turun menurun 
8. Ubah paradigma masyarakat bahwa petani itu orang miskin.  Justru petani adalah orang kaya 
dan terhormat dengan menyehatkan kembali kehidupan mereka dari pekerjaan mereka. 
9. Perekrutan sarjana/pasca sarjana insinyur pertanian, teknik sipil sumber daya air, dan 
akademisi/peneliti secara massal dalam satu wadah perusahaan produksi padi/institusi 
lembaga legal pemerintah agar selalu terintegrasi simultan dan bekerja nyata di seluruh 
Indonesia. 
10. Belajar dari sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah mendapatkan dunia karena 
membuktikan produksi beras dengan revolusi hijaunya yang ternyata berimbas buruk 
terhadap kesuburan tanah pertanian di Indonesia karena asupan bahan anorganik yang tidak 
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Pertanian Indonesia  
Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi pertanian yang cukup baik. Hal ini 
diperlihatkan dengan data luas lahan pertanian Indonesia yang meningkat mencapai 39,8 % dari 8,3 
juta ha pada tahun 1970 menjadi 11,6 juta ha pada tahun 2004. Sektor bidang pertanian ini dikelola 
oleh sekitar 18 juta petani yang fokus pada tanaman pangan sehingga dapat menyumbang sekitar 
66% produk domestik bruto (PDB) (sumber : litbang, 2005). Peningkatan sektor pertanian tersebut 
disebabkan oleh suksesnya program transmigrasi yang diimplementasikan oleh pemerintah pada 
saat itu.  
Namun demikian selama periode 1990-2003 volume impor beras Indonesia mengalami fluktuasi. Hal 
ini disebabkan oleh faktor alam serta faktor produk pesaing. Pada tahun 1993 impor beras hanya 24 
ribu ton namun enam tahun kemudian impor beras mencapai 4,7 juta ton. Pada periode ini tinggginya 
volume impor beras diakibatkan oleh melemahnya ekonomi Indonesia karena faktor krisis. Selain itu 
faktor alam seperti anomali iklim El-Nino terjadi pada tahun 1997 sehingga produksi padi nasional 
terus merosot dan mendorong tingginya volume nilai impor (sumber: Achmad Suryana, 2005). 
Untuk mengatasi kualitas serta kuantitas produk hasil tanaman pangan nasional, maka 
dikembangkan berbagai macam teknologi dan inovasi serta strategi yang intensif. Pengembangan 
teknologi ini telah melahirkan berbagai Varietas Unggul Baru (VUB) yang mencapai 17 varietas baru 
pada tahun 2004. Kontribusi hasil VUB ini telah meningkatkan produktifitas tanaman pangan sampai 
angka 75% dari kondisi sebelumnya. Selain itu juga strategi pengembangan luas tanam diintensifkan 
dengan cara penambahan 10 ribu ha per varietas (sumber:  Achmad Suryana, 2005). 
Usaha di sektor pertanian menurun akibat tumbuhnya sektor usaha lainnya seperti industri maupun 
pemukiman, sehingga mendorong menurunnya lahan garapan pertanian. Faktor sempitnya lahan 
garapan dengan rata-rata 0,32 ha per musim mendorong petani hanya dapat memproduksi sekitar 
5,65 ton/ha pada musim hujan serta 5,49 ton/ha pada musim kemarau (Sumaryanto, 2004). 
Menurunnya produktivitas tanaman pangan berdampak pada tingginya volume impor komoditas 
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tanaman pangan Indonesia. Akhirnya pada rentang tahun 2009-2012 nilai impor komoditas tanaman 
pangan Indonesia meningkat dari 7,8 juta ton menjadi 15,3 juta ton (sumber: BPS,diolah Pusdatin). 
Strategi pengembangan pertanian dalam bidang pengairan selama ini adalah penggunaan teknologi 
irigasi. Sementara ini 90% produksi padi nasional dipasok dari sawah yang menggunakan irigasi, dan 
sisanya masih menggunakan sistem lahan sawah tadah hujan, lahan kering dan lahan pasang surut. 
Hal ini tentunya mendorong peningkatan teknologi dan inovasi baru lainnya yang tidak hanya fokus 
pada variasi tanaman, tetapi juga pada sistem lain sebagai penunjang peningkatan produktivitas.  
Upaya lain yang sangat memungkinkan dapat menunjang strategi pertanian adalah pengembangan 
manajemen pengairan yang tidak hanya ditekankan pada teknologi irigasi, tetapi juga pada proses 
suplai dan pengadaan air. Teknologi ini tentunya membutuhkan dukungan sumber energi yang baik. 
Salah satu sumber energi yang dapat digunakan dan dimiliki secara bebas pada lahan pertanian 
adalah energi angin.  
Selain disebut negara agraris, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki garis pantai 
terpanjang di dunia. Hal ini memberikan ketersediaan energi angin yang baik bagi aktivitas di setiap 
kepulauannya.  
Perkembangan dan tantangan teknologi pengairan 
Sumber air yang digunakan untuk kegiatan sektor agraris menjadi salah satu bagian terpenting 
dalam menunjang produktivitasnya. Sumber air untuk pertanian sebagian besar diambil dari aliran 
sungai serta sumur pantek yang dibuat di sekitar lahan pertanian. Tidak sedikit petani memanfaatkan 
pompa mesin untuk menarik air dari sungai maupun sumur agar dapat mengairi lahan pertaniannya. 
Pompa mesin yang digunakan tentunya memerlukan sumber energi sebagai penggerak, tidak hanya 
bahan bakar minyak, malah saat ini dikembangkan mesin pompa dengan bahan bakar gas elpiji. 
Selain dinilai lebih murah dalam pembiayaan, pompa dengan bahan bakar gas elpiji dinilai lebih aman 
dalam penggunaannya. Perbandingan penghematan biaya yang dikeluarkan untuk gas elpiji bisa 
menghemat biaya sampai 50% dibanding penggunaan bahan bakar minyak. Sehingga jika pompa 
mesin digunakan dalam peridoe 8-12 jam, maka petani cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp. 
30.000,- dan sudah mampu mengairi sawah seluas 2.200 meter persegi. 
Namun di sisi lain, ketersediaan energi non-BBM justru cukup melimpah terutama yang dapat 
dikaitkan dengan kegiatan pertanian. Lahan-lahan pesawahan memiliki daerah tangkapan angin 
yang cukup luas sehingga sumber energi ini dapat dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan 
teknologi pompa air untuk pesawahan. Data kecepatan angin rata-rata tahunan pada beberapa 
daerah di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran 1. 
Secara keseluruhan kecepatan angin di Indonesia berkisar 3,4 s.d 4,5 m/detik atau dalam hitungan 
energi bernilai sekitar 200 kWh/m sampai 1000 kWh/m. Berdasarkan penelitian dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Indonesia memiliki potensi angin yang mencapai 73 GW 
yang terdistribusi di seluruh kepulauannya dengan kapasitas optimum terpasang saat ini mencapai 
25 MW. Sementara itu kapasitas yang saat ini sudah digunakan baru berkisar pada nilai 0,6 MW. 
Peningkatan pemanfaatan energi angin diharapkan dapat berkembang mencapai angka 4 MW pada 
tahun 2050 (Susandi, 2006). Dengan melimpahnya sumber energi angin sudah selayaknya industri 
pertanian dapat memanfaatkan sumber energi tersebut terutama dalam pengembangan teknologi 




memanfaatkan ketersediaan energi yang sustain seperti energi angin untuk digunakan dalam 
pengembangan teknologi pertanian. 
Selain ketersediaan energi angin yang cukup banyak di Indonesia, faktor topografi lahan pertanian di 
Indonesia juga pada hakikatnya dapat menyediakan energi yang cukup untuk pengembangan 
teknologi pertanian. Secara geologi, sebagian daerah Indonesia terletak di zona subduksi yang 
mengakibatkan banyak sekali pegunungan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas 
permukaan laut dengan morfologi undulasi beragam. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi 
pengembangan energi berbasis energi potensial. Untuk kegiatan pengembangan teknologi 
pertanian, jenis pompa yang memungkinkan menggunakan energi potensial ini adalah pompa 
hidram.  
Pompa hidram memanfaatkan energi kinetis air yang mengalir karena adanya energi potensial yang 
merupakan hasil dari morfologi undulasi suatu daerah. Aliran air ini memungkinkan pompa bekerja 
menarik air sehingga pesawahan yang menggunakan konsep terasering memiliki peluang besar 
untuk mendapat suplai air walaupun sumber aliran air berada di bagian bawah atau lembah 
pesawahan.  
Penggunaan teknologi pompa hidram sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah seperti di Jawa 
Barat, Yogyakarta, Lampung dan beberapa desa lain walaupun jumlahnya bias dibilang jauh dari kata 
banyak. Namun dalam perkembangannya, para petani memiliki keterbatasan untuk memahami cara 
kerja dan perawatannya sehingga menyebabkan penggunaan pompa hidram tersebut tidak 
berkelanjutan.  
Lain halnya dengan pompa energi angin. Pompa jenis ini malah belum dikenal di kalangan petani, 
padahal teknologi ini bisa digunakan untuk mengangkat air dari sumur-sumur pantek yang biasa 
digunakan oleh para petani di beberapa daerah. Tantangan dalam pengembangan pompa energi 
angin ini adalah proses alih teknologi kepada masyarakat petani untuk memperkenalkan dan 
mengaplikasikan pompa energi angin. 
Di Indonesia, kombinasi pompa hidram dan pompa air tenaga angin (disebut dengan pompa hydram) 
belum pernah dibangun, sehingga masih banyak suplai pengairan pesawahan yang belum dapat 
teratasi, apalagi pada musim kemarau permasalahan pengairan menjadi pelik untuk lahan pertanian 
yang berterasering atau posisinya lebih tinggi dari sumber pengairan. Sementara, para pakar belum 
mengenalkan ataupun menerapkan teknologi ini secara massif dan intensif. Untuk itu, pihak/ 
lembaga pengembang (universitas dan lembaga riset) harus mampu melakukan penetrasi alih 
teknologi tepat guna ke pihak pengguna (masyarakat petani dan komponen perangkat desa) dengan 
cara yang kreatif, inovatif dan efisien. Hal ini perlu direncanakan dengan baik mengingat 
keterbatasan daya serap teknologi yang sangat minim di masyarakat.  
Penerapan teknologi pompa hybrid (Hidram dan Angin) 
Kombinasi teknologi pompa angin dan pompa hidram, atau disebut dengan pompa hybrid, dapat 
menjadi solusi terbaik untuk mempertahankan produktivitas pertanian, terutama pada daerah 
morfologi berundulasi. Pengembangan teknologi pompa dapat ditekankan pada kombinasi pompa 
yang sudah ada dan disesuaikan dengan sumber energi penggerak serta ketersediaan sumber air.  
Ketersediaan air yang tersimpan dalam sumur pantek tentunya dapat ditarik menggunakan pompa 
yang spesifik, berbeda halnya dengan air yang berada pada aliran-aliran sungai. Secara spesifik, 
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teknologi pompa yang memungkinkan untuk dikembangkan pada sumur-pantek adalah pompa 
bertenaga angin (wind farm). Sumber air yang terdapat pada aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk 
pompa hidram. 
Keterkaitan lokasi lahan pertanian dengan posisi sumber pengairan dan potensi angin, tentunya 
menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dalam pengembangan teknologi pengairan ini. 
Selanjutnya dari data-data ini dapat dianalisa dan ditentukan daerah mana saja yang bisa 
menggunakan teknologi pompa hybrid, pompa hidram saja, atau pompa air tenaga angin saja. 
Informasi ini dapat dilihat juga pada Lampiran 1. Dari data yang disajikan, hampir semua daerah di 
Indonesia bisa menggunakan teknologi ini secara terpisah ataupun kombinasinya. 
Pompa air tenaga angin 
Selain dikonversi menjadi energi listrik, gerak rotasi akibat energi kinetis angin dapat pula dikonversi 
menjadi energi lain yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya gerak kinetik 
penarik air. Hal ini sangat memungkinkan untuk merancang dan menciptakan pompa air tenaga 
angin dan pompa hidram secara bersamaan, sehingga kombinasi kedua teknologi ini dapat 
menghasilkan kemampuan yang semakin besar dalam menarik dan mendorong air untuk masuk dan 
keluar dari pompa. 
Komponen pembuatan pompa air tenaga angin (Gambar 1) adalah : 
- Ketersedian angin yang mengalir. Untuk lahan pertanian di Indonesia ketersediaan angin ini cukup 
baik dengan rata rata kecepatan aliran anginnya adalah 3,4 s.d 4,5 meter/detik. 
- Bilah/baling-baling, komponen ini digunakan untuk menangkap gaya yang dihasilkan dari hembusan 
angin yang membentuk sudut terhadap luas penampang bilah.  
- Poros, komponen ini digunakan untuk menerima putaran hasil pergerakan bilah 
- Gearbox, komponen ini digunakan untuk mengkonversi kecepatan sudut putar dan arah sudut putar 
- Pipa, yang berfungsi sebagai piston kompresor, komponen ini digunakan untuk menarik air yang 
digerakkan secara kinetis dengan memanfaatkan perubahan tekanan pada ruang kompresi. 
 





Teknologi pompa air yang diterapkan pada lahan pesawahan terasering, yaitu posisi lahan 
pesawahan lebih tinggi dibandingkan aliran sungai, membantu kinerja para petani. Teknologi pompa 
yang dikembangkan diupayakan tidak menjadi beban tambahan bagi para petani. Solusi pompa yang 
memungkinkan untuk kegiatan pertanian pada lahan terasering tersebut adalah pompa hidram. 
Pompa hidram sendiri ditemukan oleh Josephem Montgolfierem pada abad ke-18. 
Komponen pembuatan pompa hidram (Gambar 2) adalah : 
- Ketersedian aliran sungai. Komponen sungai menjadi hal yang sangat penting, secara prinsip pompa 
hidram bekerja pada aliran sungai. 
- Pipa inlet, komponen ini digunakan untuk jalur aliran masuk air yang akan digunakan sebagai 
pembangkit tenaga dan hasil produksi dari pompa. 
- Pipa outlet, komponen ini digunakan untuk jalur produksi air hasil kinerja pompa hidram 
- Katup, komponen ini digunakan untuk membangkitkan gaya akibat fenomena water hammer pada 
fluide bergerak. 
- Tabung kompresi, komponen ini digunakan untuk membangkitkan gaya tekan yang akan mendorong 
air sehingga mengalir menjadi hasil produksi pompa hidram. 
Dengan teknologi pompa hidram ini, air dapat dinaikkan dari lokasi yang lebih rendah ke yang lebih 
tinggi, dengan syarat air yang berada di daerah rendah (sungai) memiliki energi kinetis yang cukup 
untuk meningkatkan gaya kompresi pada tabung kompresi. 
 
Gambar 2. Desain pompa hidram (sumber : Evan dkk, PKMM 2011)  
Kombinasi teknologi pompa antara pompa air tenaga angin dan pompa hidram, dapat dijadikan 
solusi untuk pengairan lahan pertanian. Faktor musim kemarau dapat ditanggulangi dengan 
menggunakan pompa air tenaga angin, sedangkan untuk lahan terasering dapat diatasi dengan 
mengkombinasi kedua jenis pompa. Teknologi ini diharapkan dapat menjadi pendukung 
pengembangan teknologi pengairan pertanian di Indonesia. Dengan demikian produktivitas hasil 
pertanian dapat meningkat dan tidak tergantung pada musim. Pengembangan pompa hybrid 




Gambar  3. Pompa hybrid (kombinasi pompa hidram dan pompa air tenaga angin) 
Biaya pengembangan teknologi pompa air hybrid diperkirakan berkisar Rp. 5 juta. Dengan demikian 
diperlukan kerjasama antara petani dengan partner potensial untuk pengembangan teknologi ini. 
Partner potensial dalam pengembangan ini adalah universitas sebagai lembaga penelitian dan 
pengembangan teknologi, komponen perangkat desa sebagai lembaga penyuluh, dan kelompok 
mitra tani sebagai pengguna serta perawat teknologi tepat guna ini. Sebagai contoh upaya 
pengembangan pompa hidram, tim dosen, peneliti, dan mahasiswa Unpad pernah membangun 
pompa hidram untuk digunakan di daerah Cimekar kabupaten Pangandaran dan di desa Cileles 
Jatinangor. Uji kinerja pompa yang telah dibangun di kedua daerah tersebut cukup baik, namun 
untuk daerah yang luas, pompa hidram tidak cukup mampu mensuplai kebutuhan pengairan. Oleh 
karena itu, pengembangan ke depan, kombinasi pompa hidram dan pompa air tenaga angin dapat 
mengoptimalkan kinerja pompa untuk mensuplai air pada luas lahan pertanian yang lebih besar. 
Jika pemakaian BBM menghabiskan dana sekitar Rp. 30.000,- untuk 3 jam dengan luasan 2.200 m2, 
maka biaya yang dibutuhkan untuk pengairan dengan lama rata-rata pengairan sekitar 8 jam per hari 
adalah Rp. 240.000,-. Kita asumsikan bahwa dalam satu siklus masa tanam yaitu sekitar empat bulan 
maka dibutuhkan lahan basah sekitar 1 bulan di awal masa tanam. Dengan demikian akan diperoleh 
hasil hitungan yaitu 30 hari x Rp. 240.000,- adalah sekitar Rp. 7.200.000,-. Jika dalam satu tahun 
kegiatan bertani dilakukan tiga kali, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengairan dengan cara 
konvensional menggunakan BBM membutuhkan dana sekitar 3 x Rp. 7.200.000,- yaitu Rp. 
21.600.000,- per tahun. 
Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk instrumen pompa hybrid dapat dilihat pada Tabel 1. Pompa 
hybrid ini menggunakan bahan yang mampu bekerja sampai sekitar lima tahun. Bahan bahan yang 
digunakan dalam pengembangan teknologi ini secara keseluruhan menggunakan bahan PVC dan 







Tabel 1. Komponen biaya pembuatan pompa hybrid 
Komponen Justifikasi Kuantitas Biaya satuan Total 
Pipa PVC 2” Hidram PVC 20 batang 20.000,- 400.000,- 
Klep satu arah Hidram PVC 2 buah 70.000,- 140.000,- 
Besi penyangga Pompa energi angin 1 set 1.000.000,- 1.000.000,- 
Bilah berbahan PVC Pompa energi angin 1 set 500.000,- 500.000,- 
Rotator mekanik Pompa energi angin 1 set 200.000,- 200.000,- 
Pemboran sumur pantek Pompa energi angin 1 sumur 3.000,000.- 3.000,000.- 
TOTAL PENGEMBANGAN 5.240.000,- 
Dengan memperhatikan kedua biaya pompa tersebut, maka perbandingan biaya pengairan 
menggunakan teknologi pompa hybrid dengan pompa berbahan bakar minyak adalah sekitar 1:4. 
Dengan demikian penggunaan pompa hybrid dapat menghemat biaya sampai dengan 75 %. Apalagi 
jika siklus tanam padi menggunakan siklus tanam 4 x 3-bulanan dalam satu tahun menggunakan 
metode SRI (Sistem of Rice Intensification) (Djoko,2011), maka akan dapat menghemat biaya 
operational pengairan minimal sekitar 80%. 
Pengerjaan pompa hybrid dapat dimulai pada musim pasca panen agar tidak mengganggu aktivitas 
pertanian. Jangka waktu pembuatan untuk kedua pompa relatif singkat dengan menggunakan 
bahan-bahan yang juga mudah diperoleh para petani. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 4. 
Kegiatan Pertanian Januari Februari Maret April 
Pembuatan Pompa hibryd     
Kerja pompa     
Tahap penyemaian     
Tahap tanam     
Tahap penyiangan     
Tahap Panen     
Gambar 4. Timeline pengerjaan pompa hybrid yang disesuaikan dengan aktivitas produksi pertanian 
Penutup 
Indonesia adalah negara agraris yang memiliki potensi angin yang tinggi. Banyaknya daerah 
pertanian yang memiliki masalah dengan sistem pengairannya, maka seyogyanyalah teknologi 
sederhana dan tepat guna ini akan menjadi solusi andalan untuk mendapatkan sistem pengairan 
yang selalu ada, berkelanjutan, murah dan relatif mudah untuk diterapkan. 
Penulis sangat berharap agar teknologi berbasis non-Bahan Bakar Minyak ini mampu menjawab 
tantangan ketersediaan air untuk pengairan lahan pesawahan di setiap musim dan pada kondisi lahan 
pesawahan terasering dan atau jauh dari sungai. Selain itu penulis juga memiliki harapan agar 
teknologi ini dapat diterapkan di desa-desa yang memiliki kondisi yang sesuai dengan uraian 
sebelumnya. Untuk menjawab tantangan implementasinya, penulis berencana untuk membuat buku 
panduan dan video pembuatan pompa hybrid agar dapat lebih membantu masyarakat petani dalam 
pembuatan pompa yg baik dan benar. 
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Lampiran 1. Sebaran potensi lahan pertanian beserta aliran sungai dan potensi 





Sekitar 183.098 ha (6,5%) dari total 
luas 2.809.575 ha lahan pertanian.
70% daerah persawahan dilewati oleh aliran 
sungai. Sedangkan sisanya agak jauh dari 
aliran sungai.
10,5 √ √ √
Kalteng
Sekitar 646.397 ha (17,4%) dari 
total luas 3.709.887 ha lahan 
pertanian. 
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
sangat jauh dari aliran sungai.
2
Kaltim
Sekitar 23.427 ha (5,1%) dari total 
luas 4.549.356 ha lahan pertanian.
Hampir semua daerah pesawahan dilalui 
oleh aliran sungai.
3,5 √ √ √
Kalsel
Sekitar 334.681 ha (27,0%) dari 
total luas 1.238.573 ha lahan 
pertanian.
Sebagian daerah persawahan berada dekat  
aliran sungai, sedangkan sebagiannya 
berada dalam rentang 2-5 km dari aliran 
sungai.
3,56 √ √ √
Sulsel
Sekitar 63,403 ha (15,9%) dari total 
luas 399.173 ha lahan pertanian.
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
cukup  sangat jauh dari aliran sungai.
7,33 √
Sultra
Sekitar 121.122 ha (37,7%) dari 
total luas 321.057 ha lahan 
pertanian.
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
cukup dekat dari aliran sungai.
4,39 √ √ √
Sulteng
Sekitar 191.685 ha (57,3%) dari 
total luas 334.528  ha lahan 
pertanian.
60% daerah persawahan terletak dekat 
aliran sungai. Sedangkan sisanya sangat jauh 
dari aliran sungai.
5,23 √ √ √
Gorontalo
Dari luas 20.257 ha lahan 
pertanian yang tersedia 
seluruhnya diarahkan untuk padi 
sawah.
Hampir semua daerah pesawahan terletak 
cukup dekat dengan aliran sungai.
5,33 √ √ √
Sulut
Sekitar 26.367 ha (16,0%) dari total 
luas 164.593 ha lahan pertanian.
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
cukup dekat dari aliran sungai.
6,3 √ √ √
Bali
Dari luas 14.093 ha lahan 
pertanian yang tersedia 
seluruhnya diarahkan untuk padi 
sawah.
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
jauh dari aliran sungai.
6,48 √
NTB
Sekitar 6.247 ha (2.8%) dari total 
luas 224.534ha lahan pertanian.
Sebagian daerah persawahan terletak cukup 
dekat dengan aliran sungai, sedangkan 
sebagiannya lagi terletak cukup jauh dari 
aliran sungai.
4,99 √ √ √
NTT
Sekitar 28.583 ha (5,1%) dari total 
luas 558.120 ha lahan pertanian.
Sebagian besar daerah pesawahan terletak 
cukup dekat dari aliran sungai.
6,88 √ √ √
Maluku
Sekitar 121.680 ha (21,6%) dari 
total luas 562.061 ha lahan 
pertanian.
Hampir semua daerah pesawahan terletak 
cukup dekat dengan dan dilalui oleh aliran 
sungai.
3,4 √ √ √
Malut
Sekitar 124.020 ha (32,2%) dari 
total luas 384.891 ha lahan 
pertanian.
Sebagian daerah pesawahan terletak cukup 
dekat dengan aliran sungai, sedangkan 
sebagiannya lagi tidak memiliki sumber 
pengairan dari sungai.
4,24 √ √ √
Papua
Sekitar 5.187.000 ha (53,7%) dari 
total luas 9.665.699 ha lahan 
pertanian.
Sebagian daerah pesawahan cukup dekat 
dari sungai, sedangkan sebagiannya lagi 
cukup jauh dari aliran sungai.
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Latar Belakang 
Saat sebagian besar masyarakat perkotaan menikmati ketersediaan energi yang murah dan 
melimpah seperti listrik dan aneka bahan bakar, sebagian besar masyarakat lainnya di pedesaan 
mengalami hal yang sebaliknya. Untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti memasak dan 
penerangan, masyarakat pedesaan mengandalkan penggunaan biomassa tradisional yang berasal 
dari hutan seperti ranting kayu, damar, dan lain sebagainya. Sebagian masyarakat di pedesaan yang 
tidak begitu terisolasi memang masih bisa mendapatkan bahan bakar minyak tanah maupun LPG, 
namun, terkadang pasokannya tidak bisa begitu diandalkan.  
Kendala utama dari tidak adanya atau kurangnya pasokan energi adalah kondisi geografis dan 
keterbatasan infrastuktur pendukung seperti akses transportasi dan komunikasi. Investasi untuk 
“mengirimkan” pasokan energi ke desa-desa terpencil sangatlah besar dan bukan pemecahan 
masalah jangka panjang. Maka dari itu, salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah “memproduksi” 
energi langsung di desa-desa tersebut. Faktanya, Indonesia yang memiliki 70 ribu desa, 45% 
diantaranya adalah desa tertinggal (Badan Pusat Statistik, 2005) memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi basis Desa Mandiri Energi. 
Fokus pembahasan 
Untuk “memproduksi” energi langsung di desa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, 
sumber energi yang digunakan haruslah tersedia/diproduksi secara lokal, dan tentunya, 
berkelanjutan. Ke dua, teknologi yang nantinya diperkenalkan seyogyanya cocok dengan kondisi 
masyarakat pedesaan. Ke tiga, mekanisme pendanaan harus melibatkan masyarakat sebagai 
investor guna menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan investasi. Ke empat, pola 
manajemen harus memperhatikan struktur organisasi kemasyarakatan yang sudah ada. 
Sumber energi 
Dari sekian banyak sumber yang tersedia di pedesaan, biomassa adalah salah satu sumber yang bisa 
digunakan secara berkelanjutan sebagai bahan baku energi. Secara umum, Biomassa adalah bahan 
organik yang dihasilkan melalui proses metabolisme makhluk hidup, baik berupa produk maupun zat 
buangan (sisa). Biomassa dapat digolongkan berdasarkan sumber penghasilnya, diantaranya 
biomassa yang berasal dari sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan maupun sampah 
organik sisa kegiatan industri atau konsumsi masyarakat sehari-hari. 
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Dengan melihat karakteristik daerah pedesaan yang dimana warganya sebagian bergantung kepada 
sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan hasil hutan, maka biomassa dipandang sebagai 
sumber energi yang paling relevan. Keberadaan biomassa di Indonesia ini pada umumnya sangat 
melimpah dan memiliki potensi yang besar, sebagaimana terlihat dalam skema penyebaran 
biomassa di bawah ini (dalam satuan unit Energi MWe, dengan asumsi 0,01 MWe cukup untuk 
kebutuhan listrik satu desa dengan kurang lebih 100 penduduk): 
 
Gambar 1. Nilai energi yang berpotensi dihasilkan dari biomassa sektor kehutanan 
 





Gambar 3. Nilai energi yang berpotensi dihasilkan dari biomassa sektor pertanian 
 
Gambar 4. Nilai energi yang berpotensi dihasilkan dari biomassa sektor perkebunan 
 
Gambar 5. Nilai energi yang berpotensi dihasilkan dari biomassa sampah organic.  
Sumber: Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
Selain keberadaannya yang melimpah, sumber bahan baku energi berupa biomassa dapat 
diolah/dikonversi menjadi beragam bentuk energi seperti bahan bakar cair (etanol), gas (biogas), 
padatan (briket batubara), bahkan listrik. Prosesnya pun terbilang sederhana dan tidak 
membutuhkan proses yang begitu rumit hingga bisa dioperasikan/dikontrol oleh warga lokal. 
Teknologi 
Dari sekian teknologi pengolahan biomassa sebagai sumber energi, teknologi fermentasi anaerobik 
dengan output utama biogas akan dijadikan fokus dalam artikel ini. Biogas sendiri dapat didefinisikan 
sebagai campuran gas metana (sumber energi), karbon dioksida dan gas lainnya (seperti uap air, 
hidrogen sulfida) yang dihasilkan dari fermentasi bahan organik secara anaerobik (kedap udara). 
Teknologi biogas dipandang lebih aplikatif dan berdaya manfaat lebih tinggi berdasarkan beberapa 
pertimbangan. Pertama, sumber biomassa yang digunakan cenderung berupa hasil residu organik 
(bahan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi), berbeda dengan etanol, dimana sumbernya berasal dari 
bahan pangan seperti umbi-umbian ataupun hasil pertanian/perkebunan lainnya (dikhawatirkan 
menimbulkan isu terganggunya ketahanan pangan). Kedua, produk biogas bisa digabungkan dengan 
penggunaan teknologi konvensional (hybrid) seperti yang bisa ditemukan pada genset listrik 
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berbahan bakar biogas dan bensin. Ketiga, teknologi biogas juga menghasilkan residu cair dan padat 
yang bisa dijadikan pupuk atau bahan pakan (perikanan) sebagai nilai tambah ekonomi selain dari 
penggunaan energi bagi masyarakat pedesaan. Input biomassa yang bisa digunakan sebagai sumber 
penghasil biogas adalah semua jenis limbah organik ( pertanian, perkebunan termasuk hasil cacahan 
pelepah kelapa sawit, peternakan berupa kotoran ternak sapi, kotoran ternak kerbau, ayam dan 
aneka ternak lainnya hingga sampah organik), gulma kebun ( alang-alang, rumput gajah, serasah dan 
perdu) dan gulma perairan ( eceng gondok, alga, ganggang laut) maupun limbah industri pengolahan 
hasil pertanian ( limbah cair pabrik kelapa sawit, limbah cair pabrik tahu dan sagu). 
Pada dasarnya, untuk membangun satu unit instalasi biogas, akan dibutuhkan tiga kontainer. 
Kontainer pertama dipergunakan untuk menampung input materi organik (inlet), kontainer kedua 
berfungsi sebagai digester dimana proses anaerobik berlangsung, kontainer terakhir berfungsi untuk 
menampung biogas yang dihasilkan. Diantara ketiga kontainer tersebut, digester adalah bagian yang 
paling penting, karena di kontainer inilah proses produksi biogas berlangsung.  
Selain ketiga kontainer tersebut, satu unit instalasi biogas bisa ditambahkan beberapa alat 
pendukung agar produksi dan pemanfaatan produk biogas bisa lebih optimal. Salah satunya adalah 
alat pemurnian biogas. Alat pemurnian biogas ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas biogas 
dengan cara mengurangi gas karbon dioksida dan gas lainnya, sehingga konsentrasi metana sebagai 
sumber energi di dalam biogas pun meningkat per satuan volume biogas. Alat kompresor juga bisa 
ditambahkan untuk meningkatkan keluaran tekanan output biogas baik untuk kebutuhan memasak, 
bahkan untuk disimpan dalam tabung untuk didistribusikan. Apabila biogas akan dijadikan sumber 
energi listrik, satu atau lebih genset (generator) bisa digunakan untuk kepentingan tersebut. 
Tentunya, konsekuensi dari penambahan alat pendukung ini adalah meningkatnya biaya yang harus 
dikeluarkan. Namun, keuntungan dari optimalisasi produk biogas patut untuk dipertimbangkan, 
terlebih lagi bagi pedesaan yang kekurangan pasokan listrik. Contoh skema konstruksi unit produksi 





Gambar 6. Skema konstruksi unit instalasi biogas (Sumber: Cipta Visi Sinar Kencana) 
Penggambaran mengenai input biomassa (jenis, jumlah dan kriteria) beserta output yang 







Unit instalasi biogas ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan lahan. Satu unit tidak membutuhkan 
lahan yang luas, hanya berkisar antara 2 m2- 4 m2. Unit biogas pun bisa dibangun dalam tipe portable, 
artinya bisa dipindahkan dengan mudah. Beberapa jenis unit instalasi lainnya bahkan bisa dibongkar 
pasang. Terlebih lagi, unit instalasi biogas bisa dipasang terapung di perairan dengan bahan input 
materi dasar berupa limbah tanaman perairan seperti eceng gondok dan lain sebagainya. 
Mekanime pendanaan 
Sebelum merumuskan mekanisme pendanaan, terlebih dahulu akan dianalisis terlebh dahulu nilai 
Pay Back Period (durasi pengembalian modal oleh keuntungan yang bisa didapatkan). Informasi 
mengenai nilai Pay Back Period ini berguna untuk memberikan informasi mengenai berapa lama 
modal yang dikeluarkan bisa dibayar dengan keuntungan yang diperoleh. Informasi ini sangat 
berguna sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk merumuskan mekanisme pendanaan yang 




Pay Back Period = Investasi awal/(Keuntungan dari pengurangan LPG + Keuntungan dari penjualan 
pupuk - Biaya Operasi dan Perawatan 
Maka didapatkan untuk beberapa tipe unit instalasi, nilai Pay Back Period bisa mencapai 0,4 – 3,3 
tahun. Perbedaan nilai Pay Back Period memang terbilang logis, untuk unit instalasi yang disertai 
dengan alat pendukung (genset, alat pencacah dan lain-lain) akan memiliki nilai Pay Back Period yang 
tinggi, artinya durasi pengembalian modalnya terbilang lebih lama dari tipe unit instalasi tanpa alat 
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pendukung. Namun perlu diperhatikan juga, bahwa alat 
pendukung ini cukup berguna untuk mengoptimalkan 
penggunaan biogas menjadi bentuk  energi lain, seperti 
listrik. Kebutuhan alat pendukung akan sangat mendesak 
saat kebutuhan listrik adalah kebutuhan utama bagi 
suatu pedesaan.  
Nilai Pay Back Period yang relatif rendah ini (semuanya di 
bawah lima tahun) memberikan indikasi bahwa ini 
merupakan investasi yang menarik. Masyarakat 
pedesaan bisa mendapatkan dana Bantuan Usaha baik 
dari pemerintah maupun swasta untuk menutupi 
sebagian atau seluruh biaya investasi awal. Mengingat 
nilai investasi ini terbilang cukup tinggi, maka bantuan 
penyediaan dana sangat diperlukan, namun di sisi lain, 
masyarakat pedesaan juga wajib terlibat sebagai investor 
karena beberapa alasan yang penting. Pertama, untuk 
menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap 
keberlangsungan produksi biogas dari biomassa. Dengan 
membuat masyarakat pedesaan turut menanggung 
biaya investasi maka mereka akan terikat dan memiliki 
kepentingan untuk menjaga investasi yang telah mereka 
tanamkan untuk bisa membuahkan hasil. Kedua, melatih 
jiwa kewirausahaan masyarakat pedesaan agar menajdi 
masyarakat yang melek akan kegiatan ekonomi mikro 
pedesaan.  
Skema investasi masyarakat pedesaan bisa cukup 
beragam. Masyarakat bisa melakukan pengumpulan 
swadaya untuk pembayaran investasi di muka. Ataupun 
pilihan lainnya adalah pembayaran investasi dilakukan 
setelah program berjalan, artinya setiap durasi waktu 
tertentu, misalnya per satu bulan, masyarakat wajib 
membayar iuran wajib untuk membayar investasi yang 
sudah diberikan. Kedua bentuk skema ini tentunya 
membutuhkan pengelolaan yang transparan untuk 
menjamin rasa keterbukaan di tengah masyarakat 
pedesaan. 
Pihak pemberi bantuan dana bisa berasal dari berbagai 
pemangku kepentingan. Bisa dimulai dari pengusaha 
pupuk yang mungkin saja tertarik menjadi distributor 
pupuk padat organik dari masyarakat pedesaan. 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang cenderung bergerak 
di kegiatan non-profit juga bisa membantu penyediaan 
dana, baik mungkin dalam bentuk panduan 




organisasi, bantuan hukum dan sebagainya). Tidak lupa juga pemerintah terkait maupun pihak 
internasional. 
Pola manajemen 
Pola manajemen dari kegiatan pengolahan biomassa sebagai sumber biogas seyoyganya disesuaikan 
dengan struktur manajemen aparatur desa yang sudah ada atau yang sudah terbentuk. Secara 
sederhana, struktur aparatur desa terbentuk dari beberapa kumpulan kecil, seperti kumpulan Ibu 
Rumah Tangga atau sering dikenal sebagai PKK, kumpulan Pemuda (Karang Taruna), kumpulan para 
petani/peternak, maupun kumpulan-kumpulan berbasis kegiatan usaha lainnya. Elemen-elemen 
yang sudah disebutkan sebelumnya sudah lebih dari cukup untuk menggerakan kegiatan pengolahan 
biomassa sebagai sumber biogas di pedesaan. Pola manajamen yang ditawarkan cukup sederhana, 
hanya berdasarkan pembagian aktor beserta tanggung jawabnya masing-masing seperti diuraikan 
dalam Tabel 3. 
 
Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan ini, masyarakat bukan hanya saja berpangku tangan kepada 
keberadaan teknologi tetapi juga ilmu pengetahuan terkait aspek penting lainnya seperti aspek 
usaha ekonomi mikro, organisasi dan hal penting lainnya. Maka pengembangan kapasitas 
masyarakat pedesaan perlu ditingkatkan (capacity training). Masyarakat akan dibekali dengan ilmu 
bagaimana menggunakan teknologi tersebut sekaligus juga ilmu bagaimana mengolah/mengelola 
input dan output dari kegiatan tersebut. Diharapkan, masyarakat pedesaan menjadi komunitas yang 
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mandiri dan terampil dalam mengelola setiap bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi desa mereka 
sendiri. 
Adapun tahap pelaksaan dari projek instalasi unit biogas sebagaimana digambarkan melalui  
roadmap project berikut ini: 
 
Gambar 7. Roadmap Project 
Garis aksis (sumbu x) mewakili timeline dari pelaksanaan projek. Sementara garis ordinat (sumbu y) 
memperlihatkan keterlibatan pihak eksternal (pihak pendamping, investor, dan pihak yang 
berkepentingan lainnya yang bukan berasal dari luang lingkup masyarakat lokal). Semakin ke atas, 
maka partisipasi pihak eksternal sangat dibutuhkan. Dapat dilihat bahwa pada tahap awal, partisipasi 
pihak  luar sangat dibutuhkan khususnya dalam hal capacity training dan bantuan penyediaan dana. 
Setelah projek berjalan cukup lama, peran pihak eksternal akan dibatasi dan lebih difokuskan ke 
tahap monitoring dan feedback. Apabila masyakat sudah dinilai mampu menjalankan projek secara 
mandiri, maka kendali manajemen akan diberikan seutuhnya kepada masyarakat, namun satu atau 
dua kali monitoring masih dibutuhkan untuk melihat apakah projek ini berjalan secara berkelanjutan. 
Penutup  
Desa di masa depan adalah tempat yang mampu “memproduksi” energi bagi kebutuhan 
masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal itu, banyak tantangan dan kendala yang nantinya bisa 
ditemui di lapangan. Dari segi teknis misalnya, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 
biomassa apa saja yang sekiranya cocok untuk dimasukan ke digester. Terkadang masyarakat 
memasukan bahan organik yang sukar terurai sehingga memicu pengendapan di digester dan 
nantinya berimbas kepada penurunan jumlah biogas yang dihasilkan. Pembagian yang adil beban 
kerja maupun investasi serta keuntungan dari projek instalasi unit biogas merupakan tantangan non 
teknis yang umum ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, tidak hanya teknologi saja yang 
dibutuhkan. Komitmen untuk mengelola sumber dan memanfaatkan teknologi yang ada secara 




Indonesia, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusianya, hal ini bukanlah suatu hal yang 
mustahil di masa depan. 
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Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan pengembangan produksi unit pengelolaan 
pupuk organik sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Gedangan Sukagumiwang 
Indramayu Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan survei ke lapangan bahwa 
perlu dikembangkan tentang produksi unit pengelolaan pupuk organik (UPPO). Pemahaman petani 
dan peternak perlu ditingkatkan karena ditemukan bahwa kurangnya sumber daya manusia dalam 
pengelolaan UPPO, minimnya fasilitas dan dukungan pemerintah dalam proses pengembangannya. 
Oleh karenya penulis menggagas agar ada upaya untuk mengembangkan produksi UPPO sebagai 
upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai upaya sinergi dengan pertanian yang masih 
sangat luas di wilayah indramayu. 
Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam program UPPO pada tahun 2010 merupakan 
langkah awal dalam mewujudkan pengembangan desa akan tetapi perlu sebuah kajian yang perlu 
dilakukan setelahnya serta upaya pengembangannya. Karena saat ini belum adanya upaya 
pengembangan dan pendampingan yang berkelanjutan baik dari pemerintah kabupaten maupun 
pusat. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa belum adanya 
pemahaman bersama tentang UPPO dan pengembangannya serta pentingnya pupuk organik bagi 
kesuburan tanah. Oleh karenanya menjadi sangat penting sebagai langkah awal dalam menyadarkan 
masyarakat tentang pentingnya pupuk organik. 
Kesinergian antara peternak, petani, akademisi, dan pemerintah memiliki peranan penting 
dalam mengembangkan sebuah masyarakat desa. Hal ini takan terwujud jika hanya bekerja sendiri-
sendiri. Oleh karenanya perlu kerjasama yang baik antar pihak tersebut.  
Kata Kunci: Produksi, UPPO, Masyarakat 
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Pertanian organik merupakan salah satu akternatif baru dalam mengembangkan produktivitas hasil 
padi yang ranah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk 
menghasilkan bahan pangan yang ramah lingkungan, tidak merusak tanah serta mampu 
meningkatkan produktivas panen. Pada era saat ini, masyarakat mulai sadar kembali betapa 
pentingnya menjaga ekosistem tanah. Seperti yang yang sudah diketahu bahwa saat ini muncul alat-
alat yang mana itu dapat mengganggu kestabilan ekosistem atau bahkan merusak. Oleh karena itu, 
perlu adanya kesadaran bagi para petani agar dapat menjaga kestabilan ekosistem yang ada. Selain 
itu, produk produk organik terasa lebih segar, lebih enak, bagus teksturnya dan memberikan 
kepuasan tersendiri. 
Moch Agus Krisno (2011) menemukan data berdasarkan survei tahun 2005 Ceko telah menghabiskan 
US $ 15,9 juta (Rp 133,878 milyar) untuk membeli produk organik. Nilai tersebut diperkirakan akan 
mencapai US $ 59 juta (Rp 496,78 milyar) pada tahun 2011. 50% dari nilai tersebut berasal dari 
masyarakat Ceko yang sama sekali tidak mengenal produk organik dan hanya 3% saja berasal dari 
konsumen Ceko yang secara teratur membeli produk berlabel ramah lingkungan. Survei 
menyebutkan bahwa umumnya masyarakat Ceko cenderung membeli produk organik oleh karena 
harganya yang tinggi dan kandungan nilai tradisionalnya (Yusmaini,2009). Hal ini menunjukan bahwa 
pertanian organik sedang di galakan di masyarakat ceko karena memiliki manfaat yang besar dalam 
membangun perekonomian masyarakat. Hal ini juga diperkuat bahwa di Kanada, promosi konsumen 
ternyata dapat berpengaruh pada permintaan pangan organik di pasaran. Pertumbuhan permintaan 
pangan organik di pasar diprediksikan mencapai 17.41% pada periode 2007 – 2011. Padahal 
permintaan tahun sebelumnya hanyalah sebesar 3% – 4%. Pertumbuhan permintaan tersebut 
menyebabkan total penjualan pangan bersertifikat organik sepanjang tahun 2006 mencapai US $ 412 
juta (Rp 3.72 trilyun) dari total penjualan pangan di Kanada sebesar US $ 46 milyar (Rp 415.01 trilyun). 
Dari total penjualan tahun 2006 tersebut, pasar pangan organik di Kanada mendapatkan keuntungan 
sebesar US $ 1.4 juta atau 12.63 milyar rupiah (Yusmaini,2009). Hal tersebut menunjukan bahwa saat 
ini sangat penting dalam mengembangkan pertanian organik khususnya dalam pengelolaan pupuk 
organik (PPO). 
Dinas Pertanian Sumatera utara (Moch Agus Krisno, 2011) mengatakan bahwa  pertanian organik 
merupakan salah satu upaya untuk bisa memenangkan persaingan dalam merebut pasar pada 
pascaperdagangan bebas Asean. Besar harapan, indonesia mampu bersaing dan berperan aktif 
dalam era pasar bebas ASEAN. Upaya yang perlu ditingkatkan adalah sumber daya manusia yang 
mampu mengelola dan mengembangkan unit pengelolaan pupuk organik (UPPO) agar lebih baik dan 
mampu menyediakan pupuk organik bagi para petani sekitar. 
Pertanian organik membutuhkan bahan dasar yang organik, dalam hal ini adalah kotoran sapi. 
Sebagai contoh, Bantul dengan populasi sapi potong 49.957 ekor sehingga setiap hari produksi 
kotoran kering sapi mencapai 349,7 ton sudah dapat mencukupi bahan baku pabrik pupuk organik 
Petroganik dengan kapasitas 7,5 ton per hari. Sapi dengan bobot 450 kg menghasilkan limbah berupa  
feses dan urin lebih kurang 25 kg per hari (Prihandarini, 2008). Hal ini menunjukan apakah kotoran 
sapi tersebut dimanfaatkan secara maksimal atau masih belum maksimal ? 
Lain halnya dengan data yang ditemukan di desa gedangan sukagumiwang indramayu. Berdasarkan 
dari hasil wawancara baik dengan petani maupun masyarakat sekitar dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat belum sadar akan pentingnya penggunaan pupuk organik, tidak berperan aktif dalam 
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pengembangan di unit pengelolaan pupuk organik dan minimnya sumber daya manusia yang 
mampu mengembangkan pertanian organik dan unit pengelolaan pupuk organik. Hal ini ditunjukan 
dengan penggunaan pupuk organik di masyarakat masih rendah, kotoran sapi belum digunakan 
secara maksimal dengan ditandai menumpuknya kotoran sapi yang belum diolah menjadi pupuk dan 
pemahaman anak muda tentang betapa pentingnya pertanian dalam pembangunan nasional 
dianggap masih rendah. Hal ini ditandai dengan corak masyarakat memilih kerja di jakarta sebagai 
karyawan daripada di desa, memilih kerja kantoran, dan lebih memilih kekota daripada 
mengembangkan desanya sendiri. Hal ini, perlu menjadi perhatian pemerintah dan kita semua 
karena pertanian juga membutuhkan regenerasi yang baik dan profesional sehingga para pemuda 
mampu peduli dan aktif dalam pembangunan pertanianan nasional. 
Kotoran sapi merupakan salah satu bahan potensial untuk membuat pupuk organik (Budiayanto, 
2011). Oleh karena itu perlu sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat berkembang 
secara optimum dan maksimum. Dari hasil data yang dimiliki melalui wawancara, jumlah sapi yang 
ada sejumlah 27 dengan pengelola sejumlah  8 orang. Adapun jumlah kotoran sapi setiap harinya 
mampu menghasilkan sebanyak 10 Kg/ sapi, jika kita lipatkan perminggu menjadi 70 kg/ sapi, jika kita 
lipatkan perbulan menjadi 210kg/ sapi. Dengan adanya kotoran sapi sejumlah tersebut, pengelola 
masih belum mampu memproduksi secara baik dan profesional. Pengelola juga merasa sulit dalam 
pasar karena kurang adanya dukungan pemerintah atau perusahaan yang bekerjasama. Selain itu, 
sering pula harga yang ditawarkan sangat rendah sehingga dirasa tidak menutup modal yang 
dikeluarkan bahkan pengelola juga tidak menutup kemuingkinan mengalami kerugian. 
Berbagai masalah di desa memang komplek baik dari sudut pandang pertanian, pendidikan dan 
ekonomi. Ketiganya sangat erat kaitannya, tetapi penulis akan lebih fokus pada pengembangan 
produksi unit pengelolaan pupuk organik sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan 
wujud sinergi dengan pertanian desa gedangan sukagumiwang indramayu. Hal ini didukung dari hasil 
penelitian Made Pipik Sustriani, I Ketut Kirya, dan Fridayana Yudiaatmaja (2014) menunjukkan 
bahwa ada perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah memperoleh dana UPPO, sehingga dana 
UPPO berpengaruh terhadap pendapatan. Oleh karenanya penulis berharap agar UPPO yang sudah 
ada dapat berjalan dengan baik dan maksimal sehingga mampu meningkatkan perekonomian 
masyarakat sekitar. 
Kajian Teori 
1. Pengertian UPPO 
Menurut pedoman teknis pengembangan UPPO (2014) bahwa Penggunaan pupuk anorganik yang 
telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan 
kerusakan struktur tanah, soil sickness (tanah sakit) dan soil fatigue (kelelahan tanah) serta inefisiensi 
penggunaan pupuk anorganik. Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian akibat 
penggunaan pupuk anorganik secara intensif yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk 
organik. Hal tersebut dikarenakan pupuk organik dapat Memperbaiki struktur tanah, Memperkuat 
daya ikat agregat (zat hara) tanah ,Meningkatkan daya tahan dan daya serap air, Memperbaiki 
drainase dan pori - pori dalam tanah serta Menambah dan mengaktifkan unsur hara. Pupuk organik 
dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, 
fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara 




cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu 
yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi 
proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob 
maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa 
tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kambing, 
ayam). Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan 
sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan olah tanah (top soil) sebagai bahan 
organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam 
perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal 
dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak. 
Dalan pedoman teknis pengembangan UPPO (2014) dikatakan bahwa Upaya pemerintah untuk 
mendukung petani dalam dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah dengan 
memfasilitasi kegiatan pengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Tujuan 
dari UPPO sendiri adalah menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa 
tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik), mengoptimalkan 
pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos 
(pupuk organik), membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, oleh dari dan 
untuk petani, mensubstitusi kebutuhan pupuk an organik, memperbaiki kesuburan dan produktivitas 
lahan pertanian, meningkatkan populasi ternak, membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja 
di pedesaan, media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, 
mahasiswa dan karyawan, melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.  
Menurut pedoman teknis pengembangan UPPO (2014) bahwa Pengembangan Unit Pengolah Pupuk 
Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas 
pertanian, yang difasilitasi dengan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, yang terdiri dari 
bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), 
kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi. Hal ini di harapkan mampu 
memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pembangunan nasional dalam ketahanan pangan. 
2. Faktor yang paling berpengaruh 
Nurihyatun Sardjono, Bambang Susilo dan Wignyanto (2012) mengatakan bahwa Pemilihan faktor 
yang berpengaruh pada sistem produksi pupuk organik dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Faktor Teknologi. Teknologi merujuk pada pemilihan jenis teknologi yang digunakan untuk 
memproduksi pupuk organik. Pemilihan jenis teknologi yang tepat dapat memudahkan proses 
pembuatan pupuk organik, menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas pupuk yang 
dihasilkan.  
b. Faktor Pengetahuan Petani. Faktor ini meliputi tingkat pengetahuan petani terhadap manfaat 
pupuk organik bagi lahannya dan proses pembuatan pupuk organik. 
c. Faktor Modal. Modal meliputi kebutuhan biaya operasional untuk memproduksi pupuk organik 
sesuai kebutuhan petani, dan biaya operasional untuk pemeliharaan sapi. Ketersediaan modal 
yang cukup dapat mendukung kelancaran proses produksi. 
d. Faktor Bahan Baku, berterkaitan dengan jumlah dan kontinuitas ketersediaannya. Apabila 




e. Faktor Tenaga Kerja. Tenaga kerja meliputi jumlah tenaga kerja untuk memproduksi pupuk 
organik, tanpa adanya tenaga kerja yang cukup maka proses produksi akan terhambat 
sehingga faktor ini menjadi penting dalam sistem produksi.  
f. Faktor Waktu Tanam. Waktu tanam padi akan terkait dengan waktu panen dan juga terkait 
dengan ketersediaan limbah jerami yang merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk 
organik selain kotoran sapi sehingga akan berhubungan juga dengan penentuan waktu 
produksi. 
g. Faktor Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mendukung atau menghambat 
keseluruhan sistem produksi pupuk organik. Kebijakan subsidi pupuk dapat merugikan petani 
yang memproduksi pupuk organik karena harus menjual produknya dibawah harga pupuk 
subsidi agar petani mau membeli pupuknya. Namun di sisi lain, keberadaan pupuk organik 
subsidi yang murah dapat mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. 
Dari hasil pengolahan data dari Nurihyatun Sardjono, Bambang Susilo, dan Wignyanto (2012) 
menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pengembangan sistem produksi 
pupuk organik adalah pengetahuan petani dengan persentase 26.8% atau 3.52 kali lebih penting dari 
faktor teknologi, namun hanya 1.12 kali lebih penting dari faktor kebijakan pemerintah. Pengetahuan 
petani sangat terkait dengan pemahaman petani terhadap manfaat pupuk organik dan 
pengolahannya. Hal lain didukung hasil penelitian Anggoro (2003) yang menyatakan bahwa faktor-
faktor penyebab penerapan pupuk organik pada usaha tani padi sawah antara lain adalah 
pengetahuan petani, proses pembuatan pupuk organik dan motivasi petani. Semakin tinggi 
pengetahuan petani, semakin mudah proses pembuatan pupuk organik dan semakin tinggi motivasi 
petani secara bersama-sama berpengaruh terhadap semakin tingginya penerapan pupuk organik 
petani padi sawah di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil ini juga sejalan 
dengan hasil penelitian Ugwumba et al. (2010) yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi 
pendapatan petani pada sistem integrasi adalah umur petani, tingkat pendidikan, pengalaman dan 
tipe integrasi yang dipilih. 
Tak jauh berbeda dengan pendapat Ajewole (2010) bahwa faktor utama yang mempengaruhi 
keputusan petani dalam mengadopsi pupuk organik komersial sebagai teknologi baru untuk 
meningkatkan kesuburan lahannya adalah penyebaran informasi, kemampuan petani untuk 
memproses dan menggunakan informasi tersebut, ketersediaan tenaga kerja untuk aplikasi pupuk 
organik dan kedekatan lahan pertanian dengan lokasi penjualan pupuk organik komersil tersebut. 
Hasil penelitian Ajewole (2010) ini menekankan pada pentingnya pengembangan sumber daya 
manusia dalam meningkatkan intensitas dan probabilitas adopsi teknologi. 
Dari penjelasan diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan produksi pupuk 
organik. Adapun faktor teknologi dan sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting 
dalam upaya meningkatkan produktivitas pupuk organik. 
3. Aktor yang Berperan 
Nurihyatun Sardjono, Bambang Susilo dan Wignyanto (2012) mengatakan bahwa pemilihan aktor 





a. Petani pengguna pupuk organik. Peranan petani pengguna pupuk organik pada pengembangan 
pupuk organik adalah sebagai konsumen. Semakin tinggi permintaan petani terhadap pupuk 
organik maka produksi juga semakin tinggi. 
b. Petani pengelola UPPO. Petani pengelola UPPO merupakan petani padi yang tergabung dalam 
kelompok tani yang bertanggung jawab untuk mengelola UPPO Swasta (dalam hal ini 
perkebunan swasta seperti PTPN).  
c. Sektor swasta yang dianggap berperan dalam pengembangan sistem produksi pupuk organik 
adalah perkebunan swasta yang juga berperan sebagai konsumen. Selain bergantung pada 
permintaan petani setiap memasuki musim tanam, juga ada permintaan dari perkebunan 
swasta (PTPN) melalui sistem tender/lelang.  
d. Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah memiliki peranan 
yang sama yaitu pembuat kebijakan. Pengadaan UPPO merupakan program pemerintah pusat 
namun dalam pelaksanaannya juga melibatkan pemerintah daerah sebagai pendamping 
kelompok tani penerima bantuan dan membina kelompok tani tersebut sampai mandiri dalam 
mengelola UPPO. 
Hasil pengolahan data Nurihyatun Sardjono, Bambang Susilo dan Wignyanto (2012)  menunjukkan 
bahwa setiap aktor memiliki peranan masing-masing dalam setiap faktor, namun yang akan dibahas 
adalah aktor yang berperan dalam peningkatan pengetahuan petani sebagai faktor terpenting dari 
keberhasilan pengembangan sistem produksi. Dalam pengembangan sistem produksi pupuk 
organik, untuk meningkatkan pengetahuan petani sangat diperlukan peran pengelola UPPO (43.3%). 
Aktor yang juga sangat berperan adalah pemerintah (32.5%). Peran pemerintah seperti yang 
dijelaskan Elly et al. (2008) bahwa pengembangan pola integrasi ternak sapi-tanaman memerlukan 
kerja sama antara petani-peternak dan pemerintah, pengembangan integrasi ternak-tanaman dapat 
dilakukan melalui pendekatan kelompok. Cara ini dapat memudahkan pemerintah dalam 
memberikan penyuluhan dan pelatihan selain mengintensifkan komunikasi di antara anggota 
kelompok maupun antara anggota kelompok dan pemerintah. Artinya pemerintah dan pengelola 
merupakan aktor yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pupuk organik. Hal ini 
menjadi penting sehingga perlu adanya hubungan yang baik dan dinamis antara pihak pengelola dan 
pemerintah. 
Dari data Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) (2010) diketahui bahwa 
tingkat penerapan teknologi pemupukan dengan menggunakan pupuk organik semakin meningkat 
dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas juga dari peranan dinas pertanian dan badan penyuluhan 
yang terus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani. Artinya kesadaran masyarakat 
khususnya para petani mulai berkembang dan dirasa perlu menggunakan pupuk organik dalam 
meningkatakan kualitas dan kuantitas hasil panen. Ariani dan Sofia (2011) lebih jelas 
mengungkapkan model pendampingan berbasis among bekerja secara efektif dalam meningkatkan 
keberdayaan petani dan berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam melakukan refleksi diri 
dan keberdayaannya. 
Dari pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa perlu adanya sinergitas dari berabagi pihak baik 
pengelola, pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karenanya perlu adanya hubungan yang baik 
antar pihak tersebut. Penulis merasa, selama ini kurang adanya komunikasi yang intens antar 
berbagai pihak. Selain itu juga pengelola belum mampu membangun kerjasama dengan swasta. Hal 
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ini dirasa perlu adanya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi hubungan kerjasama dengan 
pihak terkait. 
Solusi Pemecahan 
Permasalah ini memang sangat komplek dan butuh pemecahan dalam menghadapinya. Adapun 
beberapa cara yang dapat digunakan adalah; 
a. Menurut Nurihyatun Sardjono, Bambang Susilo dan Wignyanto (2012) bahwa faktor utama yang 
perlu diperhatikan dalam pengembangan UPPO adalah pengetahuan petani baik dalam 
menggunakan pupuk maupun dalam pengolahan. Aktor yang berperan dalam peningkatan 
pengetahuan tersebut adalah petani pengelola UPPO bersama dengan pemerintah. Prioritas 
sasaran pengembangan sistem adalah peningkatan pendapatan petani. Untuk mendukung 
tercapainya sasaran tersebut dipilih kebijakan UPPO berkembang. Berdasarkan hasil identifikasi 
faktor, aktor, sasaran dan kebijakan maka strategi pengembangan sistem produksi pupuk 
organik pada UPPO adalah pengelola UPPO bersama pemerintah setempat perlu mengadakan 
program penyuluhan yang intensif untuk meningkatkan pengetahuan petani terhadap 
pemanfaatan limbah jerami sehingga pengembangan sistem produksi pupuk organik pada 
UPPO secara bertahap dapat dilakukan dan pendapatan petani pada akhirnya juga dapat 
meningkat. 
b. Menurut Brenjonk ada beberapa tahapan dalam mengembangkan produksi pupuk organik, 
diantaranya adalah observasi lapangan, persiapan sosial, persiapan sarana dan prasarana, 
penguatan SDM, pembuatan manual sistem kendali internal meliputi struktur kegiatan, 
organisasi SKI, standar internal, pengelolaan resiko, pengawasan usaha tani dan prosedur 
persetujuan, pelatihan, pembelian, penanganan paska panen dan pemasaran, SOP budidaya 
tanaman sayur organik, SOP pembuatan media tanam organik, SOP pembutan mikro 
organisme lokal (MOL), SOP pembuatan pupuk cair organik, SOP pengolahan paska panen, SOP 
pengelolaan rumah sayur organik (RSO) skala keluarga dan monitoring serta evaluasi. 
c. Suryanto, Joko, dkk (2010) menggunakan metode pendekatan meliputi: observasi tempat 
produksi dan pendistribusian, proses produksi, proses pengemasan, dan proses pendistribusian. 
Proses produksi terdiri dari beberapa langkah diantaranya adalah (1) penyediaan bahan dan alat 
produksi, (2) masukkan kotoran Sapi dengan volume seperempat (25 cm) dari kedalaman 
wadah, (3) bagian atas wadah ditutup dengan daun pisang, plastik atau naungan, (4) 
Pemindahankotoran sapi ke wadah lainya dilakukan setelah didiamkan selama 1 minggu, (5) 
setelah 4 minggu, pupuk kompos dapat dipanen dengan penyusutan kadar air sebanyak 70%, 
sehingga dari 1 ton kotoran sapi kita akan memperoleh 300 kg kompos kering, , (6) pengemasan 
pupuk organik. Hasil pelaksanaan program adalah produk pupuk organik kompos instan siap 
tabur dan praktis. Program ini dilaksanakan selama 4 bulan dimulai dari bulan maret sampai juni. 
Selama 4 bulan tersebut telah dilaksanakan empat kali produksi. Untuk produksi pertama 
dihasilkan 25 unit, produksi kedua dihasilkan 50 unit, produksi ketiga dihasilkan 75 unit, produksi 
keempat dihasilkan 100 unit. Harga tiap unit pupuk organik untuk produksi pertama, kedua, dan 
ketiga adalah Rp. 6.000,- sedangkan untuk produksi keempat adalah Rp. 7.600,-. Dari hasil 
proyeksi cashflow dapat diketahui bahwa Break Even Point (BEP) dicapai pada bulan keenam. 





Dari ketiga cara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang penting dalam 
meningkatkan produksi UPPO ini. Diantaranya adalah meningkatkan pemahaman sumber daya 
manusia terhadap pupuk organik khususnya para petani, adanya hubungan dan sinergitas yang baik 
antara pemerintah dan pengelola, penguatan terhadap SDM yang ada, adanya SOP yang jelas baik 
dalam berbagai hal, terjalinnya kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan adanya ide kreatif 
dalam proses kemasan sehingga lebih menarik. 
Bentuk kerjasama atau wujud sinerginya dan implikasi secara langsung dapat diterapkan seperti 














Dari gambar tersebut dapat dengan jelas sinergi dan ranah kerja masing-masing. 
Pemerintah daerah sebagai pembina dan fasilitas pengembang dalam UPPO. Selain itu, 
pemerintah daerah yang bergerak sebagi media penghubung dengan pihak swasta baik dengan 
PT Pupuk maupun lainnya. Pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam 
memberdayakan hasil pengolahan pupuk dari masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang 
berkesinambugan karena pekerjaan masyarakat kebanyakan adalah petani dan peternak. Tentu 
membutuhkan kesinergisan antara keduanya. Para peternak sebagai penyedia pupuk organik 
guna meningkatkan penghasilan masyarakat petani selain itu para petani juga perlu diberi 
pemahaman akan pentingnya penggunaan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia. 
Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peranan dalam memahamkan masyarakat mengenai 
pentingnya penggunaan pupuk organik. 
Akademisipun memiliki peranan yang penting. Akademisi berperan sebagai pengkaji 
dalam mengembangkan UPPO dengan berbagai keilmuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini, 
perlu adanya sinergi antara akademisi sebagai masyarakat teoritis dan pengelola UPPO sebagai 
masyarakat teknik atau praktik. Dengan adanya kesinergian keduanya akan menjadikan desa ini 
semakin berkembang. 
UPPO Gedangan UPPO Lainnya Pihak Swasta (PT Pupuk) 
Pemerintah Daerah 
Masyarakat 




UPPO Gedanganpun perlu bersinergi dengan pihak UPPO lain yang masih berada dalam 
satu kabupaten yakni Indramayu. Dalam hal ini, perlu adanya sharing antar sesama pengelola 
UPPO dalam meningkatkan upaya produksi pupuk dan upaya peningkatan pendapat 
masyarakat. Oleh karenanya UPPO Gedangan perlu bekerja sama dan berbagi mengenai 
pengelolaan pupuk dan manajemennya. Pihak UPPO Gedangan juga perlu bersinergi dengan 
pihak swasta sehingga kotoran sapi tersebut tidak hanya menumpuk seperti gumukan yang 
terlihat pada gambar.  
Dengan demikian, ketika berbagai pihak mampu bersinergi baik antar pemerintah daerah, 
masyarakat, UPPO dan pihak swasta maka tidak menutup kemungkinan desa ini akan 
mengalami peningkatan pendapatan dan akan mengurangi pengangguran serta menurunkan 
urbanisasi masyarakat. 
Kesimpulan 
Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam dalam kemandirian mengembangkan pupuk 
organik adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk 
Organik (UPPO). Dalam pelaksanaannya UPPO masih banyak belum berfungsi secara maksimum. 
Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan agar ekonomi masyarakat meningkat melalui 
pengembangan unit pengelolaan pupuk organik. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah; 
a. Pemahaman petani tentang pentingnya pupuk organik bagi tanah dan produktivitas hasil 
panen. 
b. Penguatan terhadap SDM yang telah ada melaui berbagai program baik pelatihan, praktik, 
survei ke tempat lain. 
c. Bekerjasama dengan berbagai kampus atau universitas terkait sehingga muncul hal-hal baru 
yang telah kampus atau mahasiswa kembangkan. 
d. Bekerjasama dengan pemerintah agar terjalin komunikasi yang baik dan mampu memberi 
masukan yang bersifat konstruktif. 
e. Bekerjasama dengan pihak swasta sebagai pihak pembeli pupuk organik sehingga mampu 
dipasarkan dengan baik dan maksimal. 
Dengan berbagai cara ini, penulis percaya jika perekonomian masyarakat akan meningkat karena 
adanya pengembangan unit pengelolaan pupuk organik yang telah dilakukan dengan berbagai 
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Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan, pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 280 juta jiwa. Jumlah 
tersebut terus meningkat sehingga diikuti oleh pemenuhan gizi masyarakat dan salah satunya 
melalui pemenuhan kebutuhan daging. Rekomendasi FAO/WHO bahwa konsumsi daging Indonesia 
harus mampu mencapai angka 10 kg/kap/tahun, namun data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2013 
angka konsumsi daging Indonesia hanya sebesar 2,38 kg/kap/tahun. Tingkat pemenuhan kebutuhan 
masyarakat akan komoditi pangan (staple food) khusunya daging dapat dijadikan instrumen untuk 
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Dalam rangka meningkatkan food security masyarakat maka dibutuhkan trobosan-trobosan 
pembangunan yang sustainable dimulai dari tingkat dasar yaitu peternak rakyat yang notabene 
berada di desa. Pembangunan peternakan rakyat tersebut penting dilakukan karena 75% penghasil 
ternak Indonesia berada di desa. Potensi yang sampai saat ini belum tersentuh oleh masyarakat di 
desa adalah pemeliharaan ternak khususnya sapi bali pada lahan kering (dry land). Indonesia yang 
tropis memiliki jumlah lahan kering begitu banyak, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. 
Masyarakat menganggap kondisi tanah yang kering  kurang produktif karena tidak dapat digunakan 
sebagai lahan pertanian.  
Data satistik nasional 2010 menyebutkan Indonesia memiliki luas lahan kering yang sama sekali tidak 
dimanfaatkan sebesar 12.417.888 ha. Luas lahan tersebut terdistribusi di Kaltim (3.984.761 ha), 
Kalbar (2.211.335 ha), Kalteng (951.968 ha), NTT (857.266 ha), Sumsel (722.183 ha), Riau (566.408 ha) 
NAD (437.518 ha), Sulteng (400.921 ha), Jambi (302.147 ha), Sumbar (299.839 ha), Sultra (256.733 ha), 
Kep Babel (224.508 ha), Sumatra (439.598 ha), Bengkulu (158. 802 ha), Lampung (86.792 ha), 
Gorontalo (82.790 ha), NTB (56.094 ha), Sulut (48.327 ha). Data yang telah di olah ini belum termasuk 
di dalamnya Maluku dan Papua.  
Dengan menajemen yang baik maka lahan kering tersebut dapat digunakan sebagai area 
pemeliharaan, pembimbitan maupun penggemukan ternak yang sangat potensial melalui penerapan 
model menajemen pemeliharaan, pakan dan kandang dengan teknologi Kandang Hidup Berlapis 
(KHB). Lahan kering yang dibutuhkan minimal 1 ha untuk pengoptimalan pemeliharaan. KHB 




penanaman legume pohon berupa turi (Sesbania glandiflora) dan gamal yang berjarak masing-
masing 3 meter sehingga membentuk lapisan yang berlorong. Tiap lorong antar pagar ditanami 
dengan Centrosema pubesancens dan rumput gajah (Penisetum purporium).  
Pengerjaan KHB harus dilakukan pada awal musim penghujan bulan  November-April, sehingga 
dapat membantu mempercepat proses pengakaran dan pertumbuhan. Menurut Ohio Agronomy 
Guide bahwa jenis legum dan rumput tersebut mampu hidup pada kondisi air tanah dibawah 30% 
atau kering, tahan naungan, dapat digunakan sebagai pencegah erosi dan menutup tanah. 
Keuntungan lain yang didapat dari model ini adalah legume dapat memberikan naungan bagi ternak, 
sebagai bank protein, memperbaiki struktur tanah, menghambat pertumbuhan gulma, sebagai 
security system dan sebagai bioscurity karena kondisi kandang yang berlapis dapat mengurangi lalu 
lintas carier. 
Disamping itu penerapan teknologi KHB dapat memecahkan permasalahan pengembangan 
peternakan yang cukup pelik, yaitu masalah pemanasan global hal ini bisa dilakukan karena ternak 
sapi sebagai penghasil metan dan karbondioksida secara alami berada di tengah-tengah lapisan 
pabrik pengolah karbondioksida menjadi oksigen, disamping itu juga akan diadakan pengolahan 
feses menjadi biogas. Perlu diketahui juga bahwa berdasarkan kajian, pemberian pakan berupa 
gamal dan turi yang memiliki kandungan tanin dan saponin tinggi dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri metanogen yang memproduksi metan dalam rumen sehingga pelepasan metan dari ternak 
menjadi berkurang 
Setiap Desa dengan potensi lahan kering yang belum termanfaatkan pasti dapat menerapkan 
teknologi ini. Teknologi KHB akan sangat sustainable apabila diintegrasi dengan pola pengelolahan 
kelompok seperti konsep kebersamaan, Sistem blok perhari dan Sistem menajemen gaji diri. 
Strategi Manajemen Kelompok dengan konsep kebersamaan merupakan langkah paling awal 
dilakukan sebelum pengolahan lahan dan pemeliharaan. Jumlah anggota disetiap 1 kelompok 
pengolahan tediri dari 30 orang. Kerjasama kelompok peternak merupakan komunikasi yang harus 
terus menerus dibangun agar persamaan persepsi dan rasa saling membangun dapat diterapkan. 
Dalam hal ini akan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti 
anggota harus masih produktif, pekerja keras, jujur, berjanji untuk mengembangkan aset kelompok, 
warga asli desa serta memiliki ternak dengan bobot badan 200 kg minimal 2 ekor dan ditambah oleh 
desa sejumlah 10 ekor sehingga total ternak awal adalah 70 ekor, setelah masuk kelompok ini akan 
menjadi milik kelompok secara keseluruhan dan akan dikelola secara bersama-sama bukan per 
pribadi karena hasil penjualan nantinya akan dibagi secara rata. 
Struktur organisasi kelompok terbagi menjadi pengurus umum, penanggung jawab bidang, dan 
anggota biasa yang secara keseluruhan harus berasal dari dalam kelompok. Ketua dalam struktur 
organisasi diprioritaskan sarjana peternakan yang berperan mengkoordinir kinerja semua pengurus 
kelompok. Sekretaris bertugas mengurus administrasi internal maupun eksternal kelompok. 
Bendahara bertugas mengurus keuangan berupa kas kelompok, maupun pengelolaan uang hasil 
penjualan ternak. Penanggung jawab pakan berperan dalam penyediaan pakan kelompok yang 
didapat dari KHB serta membuat jadwal  feeding. Setiap hari ditugaskan 6 orang peternak untuk 
memberi makan ternak sehingga setiap orang peternak mendapat giliran memberi makan ternak 
sebanyak 6 kali dalam 1 bulan. 
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Penanggung jawab keamanan berperan dalam penjadwalan jaga malam, dan pengawasan sistem 
keamanan kandang. Anggota kelompok dijadwalkan untuk ronda sebanyak tiga orang setiap 
malamnya sehingga dari 30 orang anggota masing-masing akan mendapatkan giliran sebanyak 3 kali 
ronda malam dalam 30 hari. Perawatan lahan KHB seperti pemupukan dan perawatan rumput akan 
dilakukan setiap 10 hari oleh 10 orang anggota sehingga dalam 1 bulan seorang peternak mendapat 
jadwal memelihara rumput selama 3 kali. Pembuatan amoniasi dilakukan 3 bulan sekali dan dibarengi 
dengan pengolahan kompos dengan sistem bagi tugas 15 anggota membuat amoniasi dan 15 
mengolah kompos. 
Penanggung jawab kesehatan berperan dalam pengontrolan status fisiologis dan seyogyanya 
memiliki keterampilan mengenai diagnosa penyakit ternak dan kemampuan untuk pengobatan 
ternak. Sedangkan penanggung jawab pemasaran bertugas memfasilitasi kelompok dalam 
penyaluran sapi-sapi bakalan maupun penjualan sapi hasil penggemukan. 
Strategi Manajemen Pakan Berkelanjutan dengan Sistem blok perhari Pada tahap ini pengolahan lahan 
dengan pola KHB di lakukan. Dana desa sebesar 1,4 miliar itu akan digunkan disini sebesar 200 juta, 
dengan asumsi harga lahan 1 juta/are jadi untuk  1 ha dibeli dengan harga 100 juta. Dana 100 juta sisa 
digunakan untuk menggaji serta membeli bibit turi dan rumput gajah setandar harga ini digunakan 
sesuai dengan kondisi yang ada di NTB. 
Berdasarkan kajian bahwa kandungan gizi dan produksi terbaik rumput gajah pada umur potong 49 
hari. Sehingga lahan seluas satu hektar akan dibuat menjadi 49 lapis berlorong mengelilingi kandang 
di mana setiap lorong memiliki luas rata-rata sekitar 2 are. Penanaman turi dan rumput gajah akan 
dilakukan secara gradual dari hari pertama sampai hari ke-49 mulai dari lorong yang pertama sampai 
dengan lorong yang ke 49. Pemanennya juga dilakukan secara bergiliran mulai dari lorong pertama 
sampai lorong terakhir, demikian juga dengan pemanenan turi. Melalui cara tersebut penyediaan 
pakan akan terus berlanjyt dari hari pertama sampai hari ke-49 dan begitu seterusnya. 
Pada waktu 49 hari produksi rumput gajah dalam 1 ha mencapai 35 ton atau sebanyak 714 kg rumput 
segar/hari. Sedangkan dalam 1 hektar lahan dapat dilakukan penanaman turi sebagai pagar hidup 
sebanyak 1000 pohon dengan kapasitas produksi sebesar 4.500 kg daun turi/49 hari. Daun turi yang 
dapat diperoleh setiap harinya sekitar 92 kg. Carrying capacity (kapasitas suplai pakan) 70 ekor ternak 
dengan berat rata-rata 200 kg membutuhkan pakan segar sebanyak 10% bobot badan atau 70 x 200 
x 10% = 1400 kg pakan segar/hari. Realisasinya adalah: Kebutuhan 70 ekor sapi /hari = 1400 kg, ini 
akan diberikan 2 kali dalam sehari, yaitu pagi hari (hijauan segar; rumput+turi) dan malam hari 
(UMB+Jerami amoniasi+konsentrat). 
Kebutuhan untuk hijauan setiap paginya adalah 700 kg dalam bentuk segar akan disuplai dari rumput 
gajah dan turi. Komposisi rumput gajah  adalah 90% dan turi 20% sehingga jumlah rumput gajah yang 
dibutuhkan setiap paginya adalah 90% x700 = 630 kg, sedangkan kebutuhan turi adalah 10% x 700 = 
70 kg.  
Demikian juga dengan kebutuhan pakan setiap malamnya sekitar 700 kg segar. Dan ini akan disuplai 
melalui pakan kering seperti jerami dan konsentrat dengan perbandingan jerami amoniasi 50% dan 
konsentrat 50% sehingga jerami amoniasi yang dibutuhkan adalah 50% x 700 kg x = 350 kg dalam 
bentuk segar.  
Namun karena pakan yang digunakan adalah jerami amoniasi dengan kadar air 30% maka jerami 




50/100 x 700 = 350 kg. Namun karena konsentrat juga berbentuk pakan kering dengan kadar air 
sekitar 15% maka konsentrat yang dibutuhkan hanya 15/100 x 350= 53 kg. Dengan demikian, 
kebutuhan ternak sebanyak 1400 kg/70ekor/hari dapat disuplai dengan rumput gajah sebanyak 630 
kg, turi sebanyak 70 kg, jerami sebanyak 105 kg kering, dan konsentrat sebanyak 53 kg dalam bentuk 
kering. 
Srategi Menajemen Keuangan dengan Sistem menajemen gaji diri sendiri. Pada bagian ini adalah 
penentuan jumlah modal awal yang akan digunakan oleh kelompok dan modal ini akan dialokasikan 
dari dana desa 1,4 miliar. Modal yang diperediksi akan habis terpakai sekitar Rp. 388.250.000 dengan 
pembagian seperti pembelihan lahan 1 ha seharga Rp. 100.000.000, Rp. 100.000.000, untuk 
pengolahan lahan dengan penerapan teknologi KHB. Seratus lima juta untuk pembuatan kandang 
sebanyak 70 blok, Rp. 30.000.000 untuk membeli sapi bakalan sejumlah 10 ekor guna menambah 
ternak kelompok, Rp. 30.000.000 untuk penyediaan teknologi kandang dan pembuatan sumur bor, 
Rp. 5.000.000 untuk pembuatan instalasi biogas. 
Pendapatan kelompok didapatkan dari hasil penjualan ternak setiap periode pengemukan 100 hari. 
Banyak penelitian menyebutkan bahwa dengan pola feeding menggunakan turi + rumput gajah 60% 
dengan konsentrat 40% mampu meningkatkan bobot badan harian sapi bali sejumlah rata-rata 0,7 
kg/hari sehingga 70 ekor sapi yang dipelihara selama 100 hari dapat mencapai pertambahan bobot 
badan sebanyak 70 x 0,7 x 100 = 4900 kg.  
Harga bobot hidup sapi mencapai Rp. 25.000/ kg sehingga setiap periode penggemukan didapatkan 
keuntungan kotor sebesar  Rp.122.500.000.  biaya pembuatan jerami amoniasi adalah 100 hari x 105 
kg = 10.500 kg dengan taksiran biaya pembuatan/kg Rp. 100 maka biaya pakan jerami setiap periode 
adalah 10.500 x 100 = Rp 1.050.000. Sedangkan biaya konsentrat sekitar 53 kg x 100 hari = 5.300 kg 
dengan harga per kg Rp 2.500 maka biayanya adalah Rp 13.250.000. Biaya obat-obatan dan vitamin 
dalam satu periode ditaksir mencapai Rp 5.000.000. 
Selain itu, usaha ekonomi produktif seperti kompos juga sumber pemasukan kelompok yang sangat 
menjanjikan. Dari 70 ekor sapi menghasilkan kotoran 10 kg/ ekor = 700 kg /hari atau 70.000 kg/ 3 
bulan. Pengolahan kompos akan dilakukan setiap akhir periode pemeliharaan, yaitu setiap 3 bulan 
sekali. Pengolahan kompos akan dilakukan oleh 15 orang anggota kelompok. Taksiran keuntungan 
dari pengolahan kompos adalah 70.000 kg x Rp. 500 = Rp 35.000.000/3 bulan. 
Dengan demikian taksiran keuntungan yang diperoleh setiap periode penggemukan adalah (harga 
bobot hidup + harga kompos – penyusutan kandang dalam 15 tahun – penyusutan teknologi alat 
kandang 10 tahun- harga pakan jerami – harga pakan konsentrat). Penyusutan kandang didapat dari 
Rp. 105.000.000 :15 tahun x 12 bulan = Rp. 1.750.000/ 3 bulan. Penyusutan teknologi alat kandang 
didapat dari Rp. 30.000.000 : 10 tahun x 12 bulan = Rp. 750.000/ 3 bulan.  
Jadi rincian keuntungan bersih kelompok adalah Rp.122.500.000 + Rp. 35.000.000 - Rp. 1.749.999 - 
Rp. 750.000 – Rp. 13.250.000 – Rp. 5.000.000 = Rp. 136.750.000/ 3 bulan. Sehingga keuntungan  yang 
didapatkan oleh tiap peternak Rp. 136.750.000: 30 orang = sekitar  Rp. 1.520.000,- setiap orang per 
bulanya. Dengan demikian lahan kering yang tadinya merupakan masalah bagi desa serta tidak 
dimanfaatkan akan menjadi sumber mata uang bagi peternak di desa.  Kemudian harapan untuk 
mewujudkan desa yang sejahtera akan bisa dilaksanakan. Akan tetapi konsep ini juga tidak terlepas 
dari beberapa kekurangan seperti curah hujan yang tidak teratur, sangat miskin hara sehingga waktu 
penanaman pakan harus benar-benar diperhatikan, anggota kelompok yang terlibat harus benar-
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benar terseleksi, kontur tanah yang diharapkan harus sedikit landi maksimal dengan kemiringan 400. 
Struktur keorganisasian kemungkinan besar sulit bertahan dalam waktu lama maka dari itu perlu 
dibuat peraturan yang mengikat. 
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Latar Belakang 
Kambing perah merupakan salah satu ruminansia kecil yang mempunyai arti besar. Kambing perah 
sangat potensial bila diusahakan secara komersial karena memiliki potensi ekonomi, yaitu  tubuh 
relatif kecil, cepat mencapai dewasa kelamin, pemeliharaannya relatif mudah, tidak membutuhkan 
lahan yang luas, investasi modal usaha kecil, sehingga bisa dianggap sebagai kekayaan negeri yang 
cukup penting baik dilihat dari hasil produknya sebagai sumber protein hewani maupun sebagai 
sumber pendapatan bagi masyarakat. Memiliki prospek pengembangan yang cukup baik dalam 
menyuplai kebutuhan (Mahmilia dan Tarigan 2004), khususnya untuk kebutuhan daging dan susu 
(Rusfidra 2007) di samping itu juga menjadi sumber protein hewani yang menunjang ketahanan 
pangan nasional (Putra 2012). Kelebihan lain seperti reproduksinya efisien dan dapat beranak 3 kali 
dalam 2 tahun jika dipelihara dengan intensif, memiliki daya adaptasi  yang tinggi terhadap 
lingkungan, tahan terhadap panas dan beberapa penyakit serta prospek pemasaran yang baik. 
Memiliki peluang yang tinggi sebagai komoditas ekspor, terutama susu yang dihasilkan yang sangat 
berkhasiat tinggi. Tetapi untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja belum mencukupi sehingga 
sampai saat ini Indonesia belum mampu mengisi peluang ekspor susu sebab populasi kambing perah 
masih sangat sedikit, bisa dikatakan bahwa peluang pasar komoditas kambing perah masih sangat 
cerah untuk digeluti, seperti diestimasikan oleh Food Agriculture Organization (FAO) bahwa 
permintaan susu dan daging asal ternak semakin meningkat dua kali lipat. Di  sisi lain sumberdaya 
genetik ternak semakin terancam keberadaannya di seluruh dunia. Sejak 15 tahun lampau hingga 
kini, 300 dari 6000 breed yang diidentifikasi oleh FAO mengalami kepunahan (Ruane et al, 2006). 
Di sisi lain, laju peningkatan populasi kambing di Indonesia selama empat tahun terakhir (2009–2013) 
meningkat signifikan, yaitu dari 15.000.000 ekor menjadi 19.000.000 ekor (Ditjennakkeswan 2013). 
Namun dalam hal ini masih memerlukan peran serta antara instansi terkait dengan penanam modal 
dalam pengembangan usaha. Demikian juga terhadap adopsi teknologi beternak kambing yang 
belum memasyarakat. Pengembangan peningkatan populasi hanya berdasar kepada pengetahuan 
sistem pemeliharaan yang turun temurun secara tradisional. Status kepemilikan kambing hanya 
bersifat sementara dan skala pemeliharaan relatif sedikit, sehingga tidak dapat untuk mendukung 
peningkatan produktivitas kambing. 
Kambing perah memang masih terasa asing bagi sebagian masyarakat. Produk si susunya juga 




khasiatnya dalam meningkatkan kesehatan tubuh, membantu mengatasi sejumlah penyakit, 
serta menambah kecantikan, jelas bisnis kambing perah sangat menggiurkan. Apalagi hal ini 
didukung oleh harga jual susu yang sangat tinggi. Tentu bisnis ini akan semakin menarik bila 
produknya diperkenalkan secara luas kepada masyarakat. 
Pengembangan peternakan kambing perah bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada 
sehingga terjadi peningkatan produksi susu dan hasil olahannya. Peningkatan produksi susu 
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi impor, sekaligus menciptakan 
lapangan pekerjaan. 
Pada dasarnya kambing perah merupakan ternak dwiguna. Artinya, kambing dipelihara untuk 
menghasilkan susu dan daging. Kambing PE termasuk tipe kambing perah unggul, karena 
memiliki kemampuan memproduksi susu sebanyak 1,5 – 3 liter/hari (Batubara 2007). Mengingat 
potensi kita, seperti sumberdaya alam, tenaga kerja dan lingkungan yang sangat mendukung, 
maka pengembangan peternakan kambing penghasil susu dapat dilakukan melalui sistem 
pertanian terpadu baik organik maupun spesifik lokalita dengan mengintegrasikan tanaman dan 
peternakan. 
Kambing perah di Indonesia secara umum masih rendah dibandingkan dengan sapi perah. Hal 
tersebut menyebabkan harga susu kambing jauh lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Harga 
susu kambing perah di Aceh khususnya mencapai Rp 75.000,-/liter. Bisa dikatakan dua kali lebih 
tinggi daripada susu kambing di Jawa Barat yang dibandrol Rp 30.000,-/liter. 
Pola Pengembangan Kambing Perah 
Dilihat dari pelaku usaha peternakan dikenal tiga pola pengembangan yaitu : 
1. Usaha peternakan rakyat 
Pengembangan dengan pola ini akan dapat melibatkan banyak peternak, sehingga diharapkan 
berdampak luas terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas gizi keluarga dengan mengkonsumsi 
susu hasil produksi sendiri. Masing-masing peternak mengelola sendiri usahanya, sehingga pada 
sistem pengelolaan intensif jumlah pemilikan ternak per peternak akan relatif kecil. 
2. Usaha peternakan swasta komersial 
Pada pola ini kegiatan usaha hanya terbatas pada para pemodal menengah-besar saja. Dengan 
dukungan modal yang kuat, pihak swasta akan mampu memaksimalkan produksi melalui 
pemanfaatkan teknologi mutakhir yang tersedia. Kegiatan usaha sudah dikelola secara komersial 
mengikuti kaedah- agribisnis sebagaimana layaknya sebuah perusahaan dan telah melibatkan 
karyawan. 
3. Usaha kemitraan inti - plasma 
Pola ini merupakan kompromi antara model 1 dan 2, dilandasi atas azas kebersamaan dan tekad 
untuk maju bersama. Dalam hal ini perusahaan swasta bertindak sebagai inti, sedang peternak 
sebagai plasma. 
Penulis sendiri lebih cenderung menganjurkan agar memakai pola pengembangan 1, yang merujuk 
kepada sistem perkawinan alami, diperlukan strategi perkawinan yang tepat mengingat kemampuan 
seekor pejantan untuk mengawini sejumlah betina per satuan waktu sangat terbatas. Perkawinan 
alami secara kelompok, dalam batas tertentu sangat efektif untuk mendapatkan tingkat 
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kebuntingan yang tinggi. Penempatan lebih dari satu pejantan dalam satu kelompok dapat menjadi 
solusi. 
Pada usaha peternakan rakyat dengan skala pemilikan ternak yang rendah (2-3 ekor induk/peternak), 
sangat tidak efisien bila setiap peternak memiliki pejantan. Namun bila tidak ada pejantan maka 
kebuntingan dan kelahiran tidak akan terjadi yang berarti kerugian. Untuk mengatasi hal ini petani 
dapat bergabung dan membangun areal peternakan bersama (perkampungan ternak) dan pejantan 
menjadi milik bersama (Sutama 2011). 
Implementasi pengembangan pola peternakan rakyat dapat bermacam-macam. Pendekatan 
pengembangan kawasan akan memudahkan pengorganisasian dan pembinaan. Dalam satu  
kawasan dapat dibentuk beberapa koperasi tergantung luas dan jumlah peternak yang ada di daerah 
tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengembangan usaha peternakan rakyat dalam 
suatu kawasan antara lain : 
 Kawasan tersebut mempunyai potensi sumberdaya alam mendukung usaha yang akan 
dikembangkan. 
 Adanya peternak di kawasan tersebut yang ingin terlibat dalam usaha agribisnis. 
 Sumber listrik yang sangat diperlukan dalam proses penanganan susu pascapanen. 
 Sarana dan prasarana yang memudahkan akses komunikasi dan transportasi dari dan ke 
kawasan pengembangan tersebut,  juga memerlukan faktor pedukung seperti kelembagaan 
penyuluhan dan kesehatan hewan, kelembagaan ekonomi (pasar dan perbankan). 
Pada tahap awal pengembangan pola peternakan rakyat dapat dimulai pada daerah-daerah yang 
sudah ada komoditas ternak yang akan dikembangkan, sehingga modal berupa ternak dan 
pengalaman beternak sudah ada pada peternak. Teknologi pemeliharaan kambing perah perlu 
diintroduksikan pada petani mengingat, pada daerah-daerah tertentu karena masih banyak peternak 
yang belum yakin kambingnya dapat menghasilkan susu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 
Untuk meningkatkan pendapatan peternak dari usaha ternak perah ini, jumlah pemilikan ternak yang 
optimum perlu dicari agar usaha ini dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi 
pendapatan peternak dan jika memungkinkan sebagai usaha pokok penghidupan peternak. 
Teknis Budidaya 
 
a. Pemilihan bibit unggul 
Ciri bibit yang baik adalah: memiliki tubuh yang kompak, dada dalam dan lebar. Pinggang lurus, 
tubuh besar dan tidak terlalu gemuk. Jinak dan sorot matanya ramah. Kaki lurus dan tumit tinggi 
dan berjalan tegak. Gigi lengkap, mampu merumput dengan baik, rahang atas dan bawah rata. 




membengkak)  dan memiliki 2 buah puting. Untuk jantan,  buah zakar normal (2 buah, sama 
besar dan kenyal), alat  kelamin dapat ereksi dengan baik. Umur antara 1,5 sampai 3 tahun. Bulu 
bersih dan mengkilap. 
b. Kandang 
Persyaratan untuk kandang, antara lain : konstruksi kandang dibuat sesederhana mungkin, 
menggunakan bahan lokal sehingga mudah didapat dan murah namun harus kuat agar  tahan 
lama dan tidak mudah roboh. Lokasi kandang harus kering, mendapat sinar matahari pagi yang 
cukup, dengan ventilasi baik dan  minimal berjarak 5 meter dari rumah namun  mudah diawasi. 
Kandang hendaknya terdiri dari : 
1. Ruang utama sebagai tempat ternak bergerak dan berbaring sewaktu istirahat. Seekor kambing 
dewasa membutuhkan tempat 1,5 m 
2. Untuk kandang beranak, selain untuk induk ditambah ruangan untuk anak 0.75 m2/ekor. 
3. Tempat makan dibuat menempel pada bagian depan kandang dengan ukuran 25 cm, tinggi 50 cm 
dan lebar bagian atas 50 cm. Jarak celah yang satu dengan yang lainnya untuk tempat keluar 
masuknya kepala kambing waktu makan adalah 20-30 cm. Sedangkan jarak antara dasar tempat 
makan dengan lantai kandang adalah 25 cm. Tempat minum, pintu, tangga, tempat menyimpan 
makanan/hijauan dan tempat kompos. 
4. Kandang dibuat model panggung, bercelah selebar 1,5 cm. 
c. Pakan 
Pada dasarnya ada dua macam pakan, yaitu pakan hijauan  (rerumputan dan limbah tanaman 
seperti jerami, daun pisang, pucuk tebu dll) dan pakan tambahan/penguat (kacang-kacangan, 
abu ikan, bungkil kelapa, ampas tahu, dedak halus, jagung, vitamin dan mineral). Cara 
pemberiannya :  
1. Diberikan 2 kali sehari (pagi dan sore), berat rumput 10% dari berat badan kambing,  air minum 1,5 - 
2,5 l/ekor/hari dan garam berjodium. Komposisi pakan untuk dewasa 75% rumput, 25% daun-daunan 
termasuk kacang-kacangan. Untuk kambing bunting 60% rumput, 40% daun-daunan termasuk 
kacang-kacangan. Untuk kambing menyusui 50% rumput, 50% daun. Untuk anak lepas sapih 60% 
rumput, 40% daun. 
2. Untuk kambing bunting, induk menyusui, kambing perah dan pejantan yang sering dikawinkan perlu 
ditambah makanan penguat dalam bentuk bubur sebanyak 0,5 - 1 kg/ekor/hari. 
d. Pengendalian Penyakit 
Pengendalian penyakit hendaknya lebih ditekankan pada pencegahan penyakit melalui sanitasi 
kandang yang baik, makanan yang cukup gizi dan vaksinasi. Penyakit yang sering menyerang 
kambing adalah: cacingan, kudis, kembung perut, gangguan pernafasan dan koksidiosis. Kurap 
disebabkan oleh  parasit kulit, ditandai oleh tingkah laku kambing yang gelisah karena gatal, 
bulunya rontok, kulitnya merah dan menebal. Tempat yang sering di serang muka, telinga, 
pengkal ekor dan leher. Pencegahan : kebersihan dan pemisahan ternak sakit. 
Kembung perut disebabkan oleh produksi gas berlebihan yang timbul oleh makanan (rumput 
muda). Gejalanya antara lain  perut sebelah kiri membesar, napas pendek dan cepat. 
Pencegahan : jangan diberi rumput apalagi kacang-kacangan yang masih muda. Untuk 
mengurangi gejala, berikan larutan gula merah dan asam jawa, keluarkan gas dengan cara 




Konsolidasi kelembagaan yang kuat diharapakan dapat terjadi dengan bergabungnya peternak 
dalam suatu koperasi yang memberi banyak keuntungan kepada peternak dalam mengembangkan 
usahanya. Peternak melalui koperasi dapat bermitra dengan lembaga lain yang lebih berpengalaman 
dalam peternakan kambing perah. Peternak dan mitra usahanya bekerja sama mulai dari proses 
produksi (hulu) sampai pemasaran produk (hilir). 
Mengingat produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah susu yang mempunyai sifat mudah rusak 
sehingga memerlukan penanganan pascapanen secara khusus, maka pengembangan usaha 
peternakan ternak perah khususnya kambing perah secara mandiri per individual peternak akan 
menemui banyak kendala terlebih lagi masalah pemasaran susu yang belum dikuasai oleh masing-
masing peternak. Pangsa pasar susu kambing memang ada tapi agak spesifik dan umumnya masih 
di sekitar perkotaan yang tidak semua peternak mempunyai akses untuk ini. Untuk mengatasi 
masalah ini bergabungnya peternak kambing perah ini dalam suatu wadah seperti koperasi 
merupakan salah satu jalan keluamya. Koperasi kemudian memasarkan produk dari peternak, baik 
berupa susu segar maupun yang sudah menjadi barang olahan seperti permen susu, karamel dan susu 
serbuk. Namun untuk menjaga kualitas dan keseragaman mutu produk pembinaan terhadap para 
pelaku usaha oleh koperasi menjadi suatu keharusan. 
Tersedianya kelembagaan ekonomi seperti pasar akan sangat membantu pengembangan 
peternakan. Hal lagi yang tidak kalah pentingnya adalah kelembagaan yang bersifat pelayanan yang 
dapat melayani peternak dengan tenaga penyuluh lapangan dan kesehatan hewan. Pengenalan 
teknologi dan atau informasi pasar yang dapat memacu dan meningkatkan produktivitas ternak dan 
efisiensi usaha merupakan peran penting yang harus dilakukan oleh petugas pelayanan di lapangan. 
Marketing  
Diseminasi dan promosi dapat dilakukan melalui pameran, ekspose dan media cetak atau elektronik 
untuk mendukung program yang akan diimplementasikan dan bersifat vital terutama dalam 
meningkatkan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. Diseminasi tidak hanya berupa penyebaran 
teknologi, namun sebaiknya juga berupa ternak, peralatan atau sarana produksi dan pengolahan 
hasil. Pelaksanaannya dapat melalui kelembagaan petani dan mitra usahanya. 
Untuk meningkatkan pangsa pasar produk susu dan ternak yang dihasilkan, timing know-how 
merupakan strategi yang dapat dilakukan, meliputi : (1) tepat jumlah yang diminta pasar; (2) tepat 
kualitas sesuai standar mutu; (3) tepat sasaran (konsumen); (4) tepat harga; (5) tepat waktu sehingga 
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Latar Belakang 
Pasokan energi listrik sangat penting bagi petani tambak. Tambak membutuhkan kincir aerasi yang 
berputar selama 24 jam terus menerus untuk menjaga kualitas air yang harus sesuai dengan 
kebutuhan hidup ikan atau udang di dalam tambak (T. Ahmad, 1991), yaitu memenuhi kandungan 
oksigen (DO), suhu, tingkat keasaman (pH) dan salinitas air. Energi yang biasa digunakan selama ini 
adalah listrik dari PLN dan genset berbahan bakar solar. Energi matahari melalui panel surya dan 
energi angin melalui wind power menjadi alternatif untuk petani tambak dalam menjalankan kincir 
aerasi. Berdasarkan analisa kekurangan dan kelebihan masing-masing, maka petani tambak dapat 
memilih energi alternatif ramah lingkungan yang terbaik untuk tambaknya, ditambah dengan pilihan 
pembiayaan yang disediakan bank atau lembaga keuangan lain. 
Si ‘byar-pet’ yang Mengganggu 
Pernahkan anda mengalami mati lampu pada saat di tengah melakukan suatu pekerjaan penting? 
Atau pernahkan kita lihat betapa jengkelnya Ibu-ibu yang lagi seru-serunya nonton sinetron tiba-tiba 
mati lampu? Keadaan ini sering kita rasakan bila hidup di perkotaan. Bagaimana jika mati lampu 
dialami pada petani ikan atau udang tambak? 
“Udang stres dan kehabisan oksigen karena kincir air mati lebih dari sepuluh jam” kata Nafian Faiz, 
ketua Perhimpunan Petambak Plasma Udang Windu Dipasena (Arrazie, 2010). 
Bisa juga pakai bbm solar, tetapi ada pembatasan bbm solar untuk industri dan ada pengurangan 
subsidi bbm: 
"Kalau solar dibatasi penjualannya, solar langka dan mahal, bukan tidak mungkin ke depan petambak 
udang akan mengalami kerugian besar," tutur Kodri, 40 thn pemilik tambak udang di Kampung 
Dipasena Makmur (Yasland, 2014). 
Pada kesempatan ini, penulis akan membahas apa saja yang dapat digunakan sebagai energi 
alternatif. Kemudian di bagian akhir, dibahas pula peluang pembiayaan, untuk mempermudah 
pelaksanaan di lapangan. 
Dampak Kekurangan Listrik Pada Petani Tambak 
Usaha budidaya tambak cukup memberikan keuntungan yang signifikan apabila petani tambak 
dapat memenuhi syarat mutu atau kualitas air tambak yang dibutuhkan (Cholik, 1988), sehingga 




kualitas air dan lingkungan pada area tambak, apalagi jika area tambak cukup luas, demi mencegah 
dampak timbulnya penyakit dan kematian pada ikan atau udang.  
Pentingnya dilakukan monitoring kualitas air dan lingkungan ini adalah untuk menjaga agar air dan 
lingkungan dalam kondisi ideal, sesuai habitat udang atau ikan. Namun ada beberapa hal yang 
mempengaruhi hasil panen tambak. Sebagai contoh, akibat padamnya listik, ratusan udang mati 
mendadak karena stress dan kehabisan oksigen. 
Sebagai aspek utama dalam budidaya ikan dan udang di lingkungan tambak, maka kuaitas air yang 
harus sesuai dengan kebutuhan hidup ikan atau udang di dalam tambak. Ada beberapa hal patut 
diketahui seperti suhu air, kandungan oksigen dalam air (DO), tingkat keasaman (pH), dan salinitas 
air. Hal tersebut harus dijaga kestabilannya untuk kelangsungan hidup ikan atau udang sesuai dengan 
habitat aslinya. 
Pada artikel ini, kita akan mencoba untuk fokus pada menjaga kebutuhan oksigen dalam air di 
lingkugan tambak. Pada dasarnya untuk menjaga kelangsungan kebutuhan oksigen, maka 
dibutuhkan kincir air, yang dapat berperan secara optimal menjaga keseimbangan lingkungan hidup 
ikan atau udang pada tambak. Kincir air bukan hanya sebagai aksesori tambak, tapi berfungsi sebagai 
berikut: 
 Menjaga Kebutuhan Oksigen. Sebetulnya tidak hanya untuk memenuhi kandungan oksigen 
(DO), tetapi menyeimbangkan lingkungan tambak selain ikan atau udang itu sendiri, seperti 
biota-biota lain yang dikandung di dalam air. Selain itu, menjaga agar kadar oksigen tidak 
jenuh. Proses ini bisa disebut juga dengan aerasi. 
 Meratakan Kualitas Air. Kualitas air yaitu suhu, tingkat keasaman (pH), dan salinitas air bisa 
berbeda di setiap ketinggian air, maka kincir air dapat mencampur kualitas air agar tetap 
seimbang, juga menjaga biota lain di tambak agar tetap hidup. 
 
Gambar 1. Ilustrasi kincir air tambak dengan 2 dan 4 pedal. 
Sebagai gambaran sederhana, dibutuhkan energi listrik untuk menggerakan kincir air tersebut 
selama 24 non-stop. Dari berbagai merk yang ada, kebutuhan normalnya adalah motor listrik 
berukuran 1-2 HP dengan daya listrik (P) 750 Watt (0.75 kW), maka kebutuhan energi (W) yang 
digunakan selama 24 jam adalah sebagai berikut: 
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energi W= P x t;  
energi W= 0.75 kW x 24 jam 
energi W= 18 kW jam (kWh) 
Kita asumsikan biaya listrik per jam pada tahun 2015 untuk dari PLN adalah Rp1.325,- maka dalam 
sebulan biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp715.500,- untuk 1 buah mesin kincir air. Jika 
menggunakan bbm solar dengan genset, sebagai contoh untuk tambak berukuran 30 meter x 40 
meter selama 24 jam membutuhkan sekitar Rp150.000,- untuk pembelian 20 liter solar.  
Perlu diingat, tarif listrik dari PLN dan harga bbm solar, cenderung mengalami kenaikan. Secara 
sederhana, penggunaan energi listrik bisa bervariasi tergantung pada tersedianya energi. Jika 
bergantung pada PLN, maka petani harus bersiap jika suatu saat listrik putus (mati lampu). Apabila 
demikian, maka sebagai tenaga cadangan, diperlukan genset yang berbahan bakar solar.  
Penggunaan Energi Alternatif 
Pengenalan energi alternatif untuk petani tambak ikan dan udang sebenarnya sudah pernah 
dilakukan, namun karena informasi yang belum terjangkau secara luas dan juga masih belum ada 
kajian pro dan kontra tentang implementasi energi alternatif pada lingkungan tambak, maka selama 
ini energi listrik konvensional dan bbm solar masih menjadi andalan. Maka tidak heran, sebagai 
negara maritim, kita sebagai konsumen ikan dan udang sering mengeluh harga ikan dan udang yang 
mahal karena manajemen yang kurang baik di industri maritim dan perikanan.  
Penggunaan energi alternatif ini, seharusnya dapat menekan biaya operasional tambak, sehingga 
dapat meningkatkan taraf hidup petani tambak serta membantu meningkatkan produksi dan 
konsumsi ikan dan udang yang kaya akan omega 3 ini. 
Terdapat beberapa jenis energi alternatif yang berpotensi untuk lingkungan tambak, yaitu: 
  
Gambar 2. Panel surya di Eropa Gambar 3. Energi tenaga angin pertama di Denmark (Younger, 2014) 
Panel Surya untuk Tambak 
Energi surya atau matahari adalah sumber energi yang paling 'membumi', karena sudah pasti ada di 
seluruh permukaan bumi. Berdasarkan data dari Kementrian ESDM, energi surya di bagian barat 




kWh meter persegi. Rata-rata untuk seluruh Indonesia adalah 4.8 kWh per meter persegi (Pusdatin, 
2012). 
Untuk memberikan pandangan tentang untung rugi penggunaan panel surya, atau yang disebut juga 
photovoltaic (PV), maka bisa digunakan Analisa kekuatan/keuntungan (S), kelemahan (W), peluang 
(O) dan ancaman (T) pada panel surya untuk industri tambak pada Tabel 1. 
Tabel 1. Analisa SWOT Panel Surya untuk Industri Tambak. 
Teknologi panel surya yang dipergunakan 
untuk lingkungan tambak, sudah 
diterapkan di Indonesia. Contohnya 
sepoerti yang dirintis oleh Universitas 
Gadjah Mada, membuat kolam 
percontohan di Desa Sendangsari, Sleman, 
Yogyakarta. Panel surya itu digunakan 
untuk kincir aerasi 10 kolam pembibitan 
udang dan ikan, serta digunakan untuk 
suplai listrik lampu penerangan di sekitar 
kolam.  
Dengan penggunaan panel surya ini, maka 
tidak perlu lagi menggunakan listrik PLN 
atau genset diesel yang berbahan bakar 
solar. Sebagai catatan, panel surya 
mempunya baterai yang dapat menyimpan 




Gambar 4. Proses panel surya (Dimodifikasi dari berbagai sumber) 
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Berikut ini cara kerja panel surya PV secara sederhana: 
 Proses pada panel surya, pada panel surya ini terdiri dari 2 lapisan semikonduktor yang 
biasanya terbuat dari silikon. Salah satunya mengandung fosfor, yang membuatnya menjadi 
kutub negatif (-), disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan yang lain mengandung 
boron, yang membuatnya menjadi kutub positif (+), disebut juga semikonduktor tipe P. 
Pertemuan keduanya disebut simpang P-N. Secara teknis, ketika radiasi sinar matahari 
mengenai simpang P-N, maka elektron pada materi tipe N akan bangkit dan bergerak 
melekat ke materi tipe P, sehingga membentuk aliran elektron. Arus ini kemudian disadap 
oleh metal kontak atas dan bawah, seperti roti lapis. Arus listrik yang dihasilkan adalah arus 
DC 
 Inverter, Energi yang ditangkap oleh panel surya kemudian mengalir ke inverter, yaitu alat 
untuk mengubah arus DC ke AC. 
 Meteran, Arus listrik AC ini kemudian akan dialirkan ke meteran listrik, untuk mengetahui dan 
memonitor pemakaian. 
Jadi bisa dikatakan potensi energi surya ini cukup besar, dengan struktur biaya yang terjangkau 
(Younger, 2014energy). Panel surya memang tidak terlalu efektif di Eropa, karena sinar matahari 
tidak se-'moncer' negara kita. Indonesia sepanjang hari dan sepanjang tahun sinar matahari terus 
bersinar. Adanya produk murah dari salah satu perusahaan elektronik asal Jepang, dengan modal 
sebesar Rp. 2-5 juta, pembeli bisa membawa pulangi satu unit panel surya. 
Energi Tenaga Angin untuk Tambak 
Pada dasarnya, energi ini diperoleh dari angin yang bertiup dan ditangkap dengan menggunakan 
baling-baling yang bergerak oleh angin. Gerakan baling-baling ini yang menggerakkan turbin yang 
menghasilkan tenaga listrik, yang disebut juga turbin angin (wind turbine).  
Beberapa wilayah di Indonesia mempunyai kecepatan angin berkisar antara 2.5 sampai dengan 5.5 
meter per detik di ketinggian 24 meter di atas permukaan tanah. Berdasarkan data dari Kementrian 
ESDM, potensi energi listrik yang dapat dihasilkan adalah 9290 mW. Tercatat, daerah yang paling 
berpotensi adalah Nusa Tenggara, Sumatera Selatan, Jambi dan Riau (Pusdatin, 2012). 
Pembangkit Tenaga Angin PLN di Bantul yang berada di selatan Jawa ternyata sudah memiliki 
kapasitas terpasang yang juga digunakan sebagai tenaga listrik untuk aerasi tambak udang dan 
pembuatan balok es. Pembangkit ini menggunakan 2 sumber yaitu angin dan surya. Energi listrik 
tenaga angin memerlukan kerjasama pemerintah untuk menerapkannya, mengingat memerlukan 





Gambar 5. PLT Hibrida Surya dan Angin (Tim Redaksi, 2015). 
Turbin angin dalam skala kecil sudah diterapkan di daerah pertanian di Eropa, untuk menghasilkan 
tenaga listrik, namun biaya yang diperlukan cukup mahal. Berdasarkan data dari pemerintah Inggris, 
untuk memasang turbin angin yang menghasilkan 2.5 kW, diperlukan modal sekitar Rp 50 juta 
(Walker, 2008). Analisa SWOT untuk turbin angin bagi tambak bisa dilihat di tabel 3. Kendala utama 
adalah kondisi angin yang tidak bisa ditebak, sehingga memang sedikit sulit dijadikan sumber listrik 
utama jika hanya menggunakan satu buah turbin angin. Merujuk dengan apa yang dilakukan di 
Eropa, pembangkit listrik baru akan efektif bila digunakan lebih dari 1 buah turbin angin. 
Cara kerja turbin angin menghasil kan tenaga listrik adalah sebagai berikut (lihat gambar 6): 
 Tinggi menara turbin, Untuk mencapa tiupan angin yang baik dan maksimal, tinggi yang layak 
untuk menara turbin ukuran kecil adalah 20-25 meter. Secara aerodinamis, cakupan energi 
yang diperoleh dari turbin angin hanya 59.3%, karena adanya kehilangan aerodinamis dan 
konversi energi, saat proses perputaran berlangsung. Maka, penentuan tinggi sangat 
berpengaruh. 
 Angin menerpa baling-baling, Dorongan angin akan menerpa baling-baling dan 
menggerakkan rotor.  
 Girboks, Putaran rotor yang tidak menentu, memerlukan girboks untuk menstabilkan 
putaran ke mesin turbin (memperlambat). 
 Turbin, Gerakan kemudian dikonversi/diubah menjadi energi listrik oleh Turbin. Arus listrik 
yang dihasilkan adalah arus DC. 
 Inverter, Arus DC yang mengalir ke inverter, diubah menjadi arus AC. 




Tabel 2. Analisa SWOT energi angin untuk industri tambak. 
 
 




Selain untuk menghasilkan listrik, tenaga angin digunakan secara langsung untuk aerasi (tanpa 
listrik). Beberapa inovasi sudah banyak diterapkan dalam hal ini. Contohnya apa yang dilakukan 
mahasiswa ITS membuat alat yang disebut Eco Aerator.  
 
Gambar 7. Eco Aerator ITS (Puspitarini, 2013) 
Penelitian mengenai aerasi tenaga angin ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Dengan 
demikian uraian lebih jelas belum dapat dimuat di artikel ini. 
Pembiayaan: Lebih Mudah karena Ramah Lingkungan 
Pembuangan (emisi) karbondioksida CO2 yang dihasilkan dari produksi atau penggunaan energi 
alternatif ini sangat rendah. Pada gambar 7 terlihat bahwa batubara, minyak dan gas berkontribusi 
besar gas rumah kaca dunia saat ini. Pemerintah Indonesia, sudah menyiapkan perangkat hukum 
mengenai penurunan gas rumah kaca dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Maka 
dengan penggunaan energi alternatif maka, masyarakat secara otomatis mendukung rencana 
pemerintah tahun 2020 dengan menurunkan gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 
41% dengan dukungan dunia internasional. 
Dapat dilihat pula betapa rendahnya panel surya PV 85 Ton $CO_2$ e/GWh dan angin 26 CO2 e/GWh. 
Di grafik ini, terlihat tanda berwarna kuning yang artinya besarnya emisi karbon yang sudah disimpan 
di CCS. Carbon capture and storage (CCS) atau yang disebut juga penangkapan dan penyimpanan 
karbon adalah menyimpan karbon dalam jangka panjang, guna mencegah pemanasan global dan 
perubahan iklim, dengan memperlambat pertambahan gas rumah kaca di atmosfir dan permukaan 
bumi akibat buangan bahan bakar minyak dan gas. Karbon dioksida ini ditangkap dengan proses 
alami atau buatan, dan disimpan di dalam celah minyak dan gas yang sudah tua atau di dasar laut 




Gambar 8. Kontribusi gas rumah kaca secara global (Younger, 2014) 
Penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan, membuat kita secara langsung menjaga 
kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Risiko 
lingkungan dan sosial berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama dalam 
keputusan dalam melakukan investasi oleh institusi pembiayaan (Groth, 1994), dalam hal ini bank 
dan perusahaan pembiayaan. Bank atau perusahaan pembiayaan memang mungkin tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan usaha mereka, 
tetapi perbankan memiliki hubungan usaha dengan perusahaan atau proyek-proyek investasi yang 
operasionalnya ternyata berpotensi atau sudah merusak lingkungan (Sahoo, 2008). Dalam 
mendukung pembangunan berkelanjutan, bank-bank besar sudah melakukan pemeriksaan terhadap 
nasabah yang memohon pembiayaan, terutama laporan AMDAL (Analisa mengenai dampak 
lingkungan). 
Di dunia internasional di bawah PBB melalui United Nations Environmental Programme Finance 
Initiative (UNEP FI), menyarankan agar perbankan yang baik adalah perbankan yang berkelanjutan, 
dimana suatu pembiayaan mempertimbangkan dampak dari operasional, produk dan pelayanan 
untuk saat ini dan masa mendatang, dalam hal ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. 
Sebelunya di tahun 2003, 10 bank besar dunia mencanangkan Equator Principles (Marco, 2011), yaitu 
prinsip perbankan yang mendahulukan isu-isu sosial dan lingkungan sebelum memutuskan 
membiayai suatu proyek, yang kemudian mempelajari risiko-risiko yang berkaitan dengan proyek 
tersebut (Andrew, 2008). Beberapa bank asing yang tergabung di Equator Principles sudah lama 
beroperasi di Indonesia (salah satunya Standard Chartered), namun bank nasional yang terlihat 
berkomitmen dengan lingkungan adalah BNI. Namun, selain BNI, bank-bank nasional lain 
sesungguhnya akan memudahkan dalam pembiayaan, jika calon nasabah atau peminjam dapat 
menunjukkan profil usaha yang baik serta itikad bisnis yang baik pula. Yaitu memiliki risiko bisnis 





Potensi energi panel surya di Indonesia, mengingat letak geografis berada di garis khatulistiwa dan 
beriklim tropis, sangat besar. Alangkah baiknya potensi ini dimanfaatkan oleh para petani tambak 
untuk membantu menjadi solusi energi listri untuk kincir aerasi. Penggunaan tenaga angin untuk 
kincir aerasi dinilai masih mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan angin yang kurang konsisten. 
Sehingga dikhawatirkan tidak cukup kuat untuk menjalankan kincir aerasi selama 24 jam nonstop. 
Maka disarankan kincir aerasi tenaga air hanya untuk tenaga cadangan, jika memang energi utama 
tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  
Berdasarkan gambaran di segi pembiayaan, tidak sulit untuk mencari pinjaman modal untuk hal yang 
bertujuan menjaga lingkungan hidup, karena industri perbankan modern mendukung kelestarian 
lingkugan dalam menjalankan bisnisnya. 
Sebagai penutup, berikut analisa dari sisi politik (P), ekonomi (E), sosial (S) dan teknologi (T) pada 
energi alternatif untuk industri tambak (Byars,1991 & Cooper, 2000), berguna bagi penyusunan 
strategi kedepan untuk penggunaan energi alternatif ramah lingkungan di lingkungan tambak: 
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1. Sumber Daya Air Laut 
Laut merupakan salah satu kekayan alam terbesar yang dimiliki bangsa Indonesia. Luasnya hampir 
setengah dari luas wilayah Indonesia merupakan daerah kelautan. Seperti yang disampaikan 
Presiden Joko Widodo dalam akun Facebooknya (21/01/14), luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta 
km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 
juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau, menyimpan kekayaan 
yang luar biasa.  
Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan 
lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Dengan 
laut yang sangat luas itu, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS 
per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka 
diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung pada sumber daya kelautan. 
(https://www.facebook.com / jokowi/ posts/ 605308292875607) 
2. Manfaat Garam Bagi Kehidupan 
Sebagai salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki bangsa ini, pemerintah harus benar-benar bisa 
mengelola kekayaan laut dengan baik, agar hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. 
Salah satu hal bisa dilakukan untuk memanfaatkan potensi laut adalah dengan melakukan 
pengolahan air laut menjadi garam halus berbasis ekonomi kerakyatan. Garam dengan nama 
senyawa kimia sodium atau natrium chlorida (NaCl) merupakan bagian dari sodium yang sangat 
diperlukan tubuh.  
Tubuh memerlukan kandungan garam tertentu agar berfungsi dengan baik. Sodium membantu 
tubuh menjaga konsentrasi cairan di dalam tubuh. Garam ini juga berperan sebagai transmisi 
elektronik dalam saraf dan membantu sel-sel tubuh membentuk nutrisi. Di dalam tubuh ada asam 
basa, sedangkan garam berguna untuk membantu kontraksi otot, sel-sel saraf bekerja, membantu 




Selain sebagai bahan perasa atau campuran bahan makanan, secara umum garam juga sangatlah 
bermanfaat untuk produk minuman kesehatan terutama dirancang sebagai produk minuman untuk 
mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat dari 
tubuh selama proses metabolisme atau aktivitas olah raga yang berat. 
Garam yang biasa kita temukan sehari-hari di dapur juga merupakan media yang telah lama 
digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium (gaki), yaitu dengan proses 
fortifikasi (penambahan) garam menggunakan garam iodida atau iodat seperti kio3, ki, nai, dan 
lainnya. Pemilihan garam sebagai media iodisasi didasarkan data, garam merupakan bumbu dapur 
yang pasti digunakan di rumah tangga, serta banyak digunakan untuk bahan tambahan dalam 
industri pangan, sehingga diharapkan keberhasilan program gaki akan tinggi. 
3. Pengolahan Air Laut Menjadi Garam 
Secara sederhana pengolahan air laut menjadi garam halus hingga menjadi bahan pengolahan 
makanan bisa dilakukan melalui proses pemasakan atau perebusan. Proses perebusan ini dilakukan 
di atas tungku api dengan menggunakan bahan bakar kayu atau bahan bakar sejenisnya yang bisa 
didapatkan masyarakat dengan mudah dan tidak menyulitkan masyarakat. Terlebih sulitnya 
mendapatkan kayu dan adanya larangan penebangan pohon, sangat menentukan kelangsungan dari 
usaha ini jika hanya dengan mengandalkan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. 
Khususnya masyarakat yang berada di daerah pesisir yang ingin mencoba melakukan pengolahan air 
laut menjadi garam halus ini, secara letak Geografis sangatlah mendukung. Apabila tidak bisa 
memanfaatkan potensi yang ada dengan baik, maka potensi kelautan yang ada bisa dikatakan 
hanyalah sebatas sumber daya alam yang sia-sia. Padahal jika dikelola dengan baik, laut akan 
memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat setempat dan sebagai sumber mata 
pencaharian yang menjanjikan.   
Pada dasarnya, pengolahan air laut menjadi garam halus bukanlah hal yang baru. Ada beberapa 
daerah di Indonesia seperti di daerah Indonesia bagian Timur, yakni Jawa Timur dan Nusa Tenggara  
yang berada dekat dengan pesisir pantai sudah melakukan percobaan dan melakukan pengolahan 
air laut menjadi garam halus. Akan tetapi, karena kurangnya inovasi berupa alat pengolahan, 
sehingga proses pengolahannya masih dikategorikan secara sederhana. 
Selain itu, teknis dan metode pengolahan yang digunakan masih tradisional dan tidak maksimal. 
Sehingga pengolahan tersebut biasanya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
sendiri dan atau sekedar untuk mencukupi kebutuhan dapur sehari-hari, bukan untuk kebutuhan 
pemasaran atau jadi mata pencaharian hidup masyarakat. 
Jumlah garam yang diolah juga masih tergolong sedikit, dibanding kebutuhan garam masyarakat 
sehari-hari. Sebab di beberapa tempat yang sudah melakukan pengolahan, sangat tergantung pada 
kondisi alam dan cuaca. Hal ini disebabkan karena tempat pengoalahan garamnya tidak memadai 
dan tidak permanen. 
4. Alat dan Bahan Pengolahan Garam 
Dalam proses pengolahan garam, dari air laut menjadi garam halus siap saji, membutuhkan beberapa alat dan 
bahan. Untuk mendukung proses pengolahan ini, ada beberapa alat-alat yang harus disiapkan dan harus 




 Tungku : alat pembakaran. Tempat dimana kayu-kayu bakar dimasukkan menjadi bahan bakar 
pemasak air laut. 
 Pengukus : adalah berupa kukusan yang digunakan untuk menyajikan buih-buih kristal yang sudah 
menjadi serbuk garam. 
 Penyaring : sebuah wadah yang dipakai untuk menyaring pencampuran bahan garamhalus dengan 
air laut. 
 Wadah Penampung : wadah ini biasa digunakan sebagai tempat penampungan ai asin, hasil 
penyaringan lengkap air laut dengan garam kasar. 
 Tong Wajan : sebuah wajan yang berbahan dasarkan tong, yang dibentuk berupa wajan besar, 
sebagai wadah pemasak air laut yang sudah dicampur dan disaring dari tempat penyaringan. 
 Timba/ Gayung : alat ini biasa dipakai untuk menimba atau memindahkan air laut ke tempat 
penyaringan dan melimas air penyaringan ke tempat tong/ wajan pemasak. 
 Penyendok : alat ini berupa sendok panjang, yang sudah dilubangi kecil-kecil sebagai pemindah atau 
penyendok serbuk garam halus yang sudah jadi, dari tong pemasak ke alat pengukus. 
B. Bahan 
 Garam Tambak/ Kasar : salah satu bahan dasar yang paling penting dalam pengolahan air laut. 
Garam yang biasa digunakan adalah garamyang masih kasar dan masih bersih dan garam hasil dari 
proses penjemuran air laut di tambak garam.  
 Air Laut : bahan dasar air laut juga merupakan salah satu bahan pokok yang digunakan dalam proses 
penyaringan dan pencampuran zat-zat garam ke dalam wadah penyaringan. 
 Kayu Bakar : salah satu bahan pendukung, dalam proses pemasakan air hasil penyaringan. Kayu yang 
digunakan pada umumnya, kayu yang kering, besar dan awet dalam proses pembakaran, seperti 
kayu Asam, Singon dan kayu-kayu ukuran besar lainnya. 
5. Permasalahan di Lapangan 
Melihat berbagai tahapan pengolahan tersebut, cukup menginspirasi dan menambah referensi 
dalam pengolahan air laut menjadi garam halus. Namun, ditengah proses pengolahan tersebut, 
ternyata ada sekelumit persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Mulai dari sulitnya 
bahan bakar, kurangnya pangsa pasar, sehingga membuat harga yang terus melemah, penghasilan 
tidak sesuai dengan kerja keras para buruh, alat yang digunakan dan teknis-teknis yang digunakan 
masih bersifat tradisional. 
Terutama dalam hal pangsa pasar. Sebagai salah satu sampel, dusun Telaga Bagek, Ketapang Raya, 
Kecamatan keruak, Lombok Timur NTB. Hampir sebagaian besar masyarakat setempat bekerja 
sebagai buruh garam. Penghasilan yang didapatkan tidak sebanding dengan kerja keras yang 
dilakukan. Disisi lain, pemilik produksi garam juga tidak mau rugi, karena kondisi pasar yang terus 
melemah, membuat mereka harus memberlakukan kebijakan penurunan upah kepada para buruh 
atau pekerja.  
Bahkan tidak jarang, pemilik produksi garam halus memberhentikan produksinya karena pelanggan 




konsumen, harus memiliki atau telah dilakukan proses iodisasi atau garam beryodium. Tentu 
masyarakat makin merasa kesulitan dalam mendapatkan cairan yodium. Meski sebelumnya, ada 
program pemerintah untuk memberikan yodium gratis kepada pemilik produksi, namun program 
tersebut hanya bersifat sementara. 
Sehingga, mau tidak mau pemiliki produksi harus memikirkan dan mengestimasi dana pengeluaran 
dan pemasukan dari hasil penjualan. Padahal dari segi program, pemerintah telah mengeluarkan 
beberapa program terkait produksi Garam. Termasuk Salah satu program unggulan Kementrian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2011 yang akan digunakan guna mendukung 
mengimplementasikan Konsep Minapolitan di Indonesia. Pengembangan Usaha Garam Rakyat 
(PUGAR) KKP telah mengalokasikan anggaran yang akan di distribusikan kepada 40 kabupaten/kota 
di sebanyak 10 provinsi untuk menyiapkan 32.000 hektar lahan tambak garam baru (Dinas Kelautan 
dan Perikanan Jawa Barat). 
Melalui program PUGAR tersebut diharapkan mulai 2011 impor garam dapat dikurangi. Komponen 
kegiatan yang diberikan kepada masyarakat melalui program PUGAR yakni penyususnan rencana 
rinci pemberdayaan tingkat desa, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM petambak garam, 
fasilitas kemitraan , dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLM). 
Selain itu, dengan Program Minapolitan Garam diharapkan produksi garam lokal semakin meningkat 
dan dapat mengurangi masuknya garam impor dari luar. Tetapi tidak lupa diharapkan pemerintah 
melakukan program untuk meningkatkan produksi garam tidak hanya dengan memperluas lahan 
dengan membuka lahan-lahan baru tetapi lebih di fokuskan pada memanfaatkan lahan yang sudah 
ada dengan meningkatkan dan mengoptimalkan produksinya sehingga tidak banyak berdampak 
pada penurunan fungsi ekologis yang berakibat pada biota-biota suatu wilayah. 
 Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait 
persediaan atau pasokan garam di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk memperhatikan para 
pengusaha garam, dirasakan belum terlalu maksimal. Sehingga masyarakat, khususnya warga di 
daerah pesisir desa Ketapang raya, kecamatan Keruak, Lombok Timur NTB, bisa merasakan 
penghasilan yang cukup. 
Kendati berpenghasilan yang secukupnya, tapi bisa dirasakan masyarakat secara merata, inilah yang 
disebut ekonomi kerakyatan. Ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang merata. Itulah yang 
diinginkan masyarakat selama ini. Selain itu, agar pemerintah bisa memberikan fasilitas atau alat 
produksi yang memadai agar usaha produksi garam tidak terganjal karena persoalan bahan bakar. 
6. Solusi dan Inovasi Pengembangan Produksi Garam Rakyat 
Melihat sekelumit persoalan tersebut, tentu saya selaku putra daerah setempat tidak tinggal diam. Memikirkan dan 
memperhatikan masa depan masyarakat setempat tentu menjadi kewajiban saya selaku pemuda dan warga setempat. 
Mencari solusi dan menyumbangkan inovasi baru adalah hal yang ingin saya coba dan tawarkan kepada pemerintah serta 
khalayak masyarakat lain, agar bagaimana inovasi ini bisa menjadi inspirasi dan buat masyarakat didaerah pesisir lainnya 
untuk terus mengembangkan usaha produksi garam yang telah dirintis. 
Beberapa inovasi atau ide kreatif dalam mengembangkan pengolahan air laut menjadi garam halus yang berbasis ekonomi 





a. Membuat Teknologi Tepat Guna 
Solusi atau tawaran inovasi ini lebih bersifat fisik. Dimana pembuatan teknologi tepat guna ini cukup 
membutuhkan waktu dan proses yang lama. Namun dari segi keefektifan dari inovasi ini, dirasakan 
akan mampu mencegah terjadinya kekurangan bahan bakar. Selain itu juga, dengan adanya 
teknologi tepat guna ini akan dapat mencegah terjadinya penebangan hutan. 
Jumlah tungku garam masak kebutuhan bahan bakar (kayu), dalam 1 tahun di dusun Telaga Bagik, desa Ketapang 
Raya, kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. 














(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 Bq Supartik 2 8 5 150 1800   
2 Inaq Sumarni 1 4 2,5 75 900   
3 Rusnah 2 8 5 150 1800   
4 Hj. Indri 1 8 2,5 75 900   
5 Amaq Mahsun 1 8 2,5 75 900   
6 Inaq Faridatul Aini 2 8 5 150 1800   
7 Erniwati 2 8 5 150 1800   
8 H. Suhaimi 1 8 2,5 75 900   
9 Sukimah 3 8 7,5 225 2700   
10 H. Saharuddin 1 8 2,5 75 900   
11 Inaq Ju 1 8 2,5 75 900   
12 Nurhayati 1 8 2,5 75 900   
13 Nurjannah 1 8 2,5 75 900   
14 Inaq Samsuddin 1 4 2,5 75 900   
15 Dedy Agustina 1 4 2,5 75 900   
16 Jumidah 1 8 2,5 75 900   
17 Sahnim 2 8 5 150 1800   
18 Sailam 3 8 7,5 225 2700   
19 Inaq Burhan/Ipah 1 8 2,5 75 900   
20 Hj. Darwati 2 8 5 150 1800   
21 Inaq Gani 2 8 5 150 1800   
22 Usman 2 8 5 150 1800   
23 Amaq Sahyam 1 4 2,5 75 900   
24 Sukri 1 4 2,5 75 900   
25 Edi Kusuma 1 4 2,5 75 900   
26 Marzuki 1 4 2,5 75 900   
27 Lidan 2 8 5 150 1800   






Karena sesuai data yang saya dapatkan, dari data jumlah tungku garam yang dimiliki masyarakat, 
cukup dapat merugikan alam, karena akan banyak terjadi penebangan hutan karena kebutuhan kayu 
bakar yang terus meningkat. 
Dari hasil penelusuran di lapangan, penulis mendapatkan data jumlah tungku garam milik 
masyarakat dalam jumlah yang cukup besar yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas 
penebangan hutan karena kebutuhan kayu bakar yang terus meningkat.  
Dari tabel di atas, dapat dianalisis bahwa, tingkat kebutuhan kayu di Dusun Telaga Bagik, Desa 
Ketapang Raya Kecamatan Keruak Lombok Timur dalam 24 jam pertungku, cukup tinggi. Dilihat dari 
kebutuhan bahan bakar 1 tungku dalam 24 Jam mencapai 2.50 M3  dengan harga 350.000,  kebutuhan 
garam kasar 2 karung masing-masing harganya Rp. 50.000,- upah tenaga kerja mencapai Rp.12.500, 
perkarung, biaya listrik 24 jam Rp. 10.000, biaya lain-lain Rp. 25.000,- jumlah produksi 24 jam = 4 
karung dengan harga Rp. 175.000. Jadi melihat harga kebutuhan biaya produksi, dirasakan tidak 
sesuai dengan penghasilan yang didapatkan. 
Seiring kemajuan teknologi dan informasi, pengelolaan secara tradisional dirasakan tidak efisien. 
Dengan inovasi teknologi tepat guna ini diharapkan akan mampu menggantikan tungku yang 
menggunakan bahan bakar kayu yang dirasakan cukup beresiko. Selain  faktor bahan bakar, biaya 
produksi juga menjadi pertimbangan dalam pembuatan alat pengolah garam dengan menggunakan 
teknologi tepat guna. 
Model teknologi tepat guna yang ditawarkan adalah sejenis tungku omprongan yang berbahan bakar 
gas. Tempat perapiannya bisa menggunakan tungku yang tradisional atau bisa juga membuat 
tungku yang berbahan dasar plat baja yang dibuat dan dibentuk menjadi tungku, yang dibagian 
bawahnya dibuatkan ruang perapiannya. Di belakang tungku, bisa dibuatkan sejenis serobong asap 
dibuat memanjang ke atas, dengan lubang-lubang sebagai jalan keluar asap pembakaran. 
Pada proses penyaringan, alat dan bahan yang digunakan bisa dengan menggunakan plat seng tebal, 
yang di permukaan bawahnya diberikan lubang-lubang kecil sebagai lubang perembesan air 
saringan, setelah terjadi pencampuran lengkap antara garam kasar dengan air laut. Selain itu, 
teknologi yang bisa dipakai untuk mengambil dan memindahkan air laut ke tempat penyaringan dan 
dari tempat penampungan air ke tong pemasak, bisa menggunakan mesin pompa air. 
b. Menyediakan Yodium dan Pengemasaan (Packaging) 
Dengan menyediakan yodium, maka sudah menerapkan kebijakan dan aturan dari pemerintah yang 
mengharuskan semua garam yang akan dipasarkan bisa memenuhi standar iodisasi. Selain itu, 
dengan adanya kebijakan iodisasi, bisa membantu dalam menyediakan garam yang sehat sehingga 
layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan dapur sehari-hari. 
Dari segi pemasaran, penyediaan yodium dapat membantu masyarakat untuk memasarkan sendiri 
ke pasar-pasar rakyat terdekat dengan daerah tempat tinggal mereka. Dan masyarakat tidak akan 
khawatir lagi akan bahaya garam, karena tidak beryodium. Selain penyediaan yodium, pengemasan 
dengan label yang sah akan menjadi daya tarik dalam pemasaran.  
Tidak menutup kemungkinan, jikalau masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemas sendiri, 
maka bisa jadi ekonomi masyarakat setempat akan terdongkrak. Karena hasil produksi garam 
mereka bisa masuk dalam pasar-pasar modern dan tidak lagi harus memasokkan garam ke pemasok 
yang membeli dalam jumlah karungan dengan harga yang murah. 
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Sehingga, jika penyediaan yodium, pengemasan dengan lebel yang bagus kebutuhan garam 
Indonesia akan bisa terpenuhi maksimal. Selain itu, Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber 
daya laut, dengan adanya packaging ini juga akan membantu mengurangi inpor garam dari luar. 
c. Menyiapkan Pangsa Pasar Global 
Selanjutnya, bila masyarakat bisa difasilitasi dalam pengemasan dan iodisasi, tinggal bagaimana 
masyarakat harus memasarkan produksi garam tersebut ke pasar-pasar. Bukan hanya ke pasar 
tradisional, namun masyarakat berkeinginan produksi garam halus yang mereka produksi bisa 
dipasarkan ke pasar-pasar modern. Tentu dengan adanya pangsa pasar yang jelas, mata pencaharian 
mereka tentu juga akan menjadai jelas. 
Mata pencaharian yang jelas, juga akan berpengaruh terhadap penghasilan yang mereka dapatkan. 
Sehingga, dengan adanya sinergi yang kuat dalam hal pemasaran dan produksi, ekonomi masyarakat 
yang berada didaerah pesisir akan menguat. Tentu, masyarakat tidak akan ketergantungan sama 
penghasilan dari hasil melaut saja, namun warga yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan 
tidak memiliki pekerjaan bisa mulai bekerja sebagai pekerja yang profesional dibidang produksi 
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Latar Belakang 
Budidaya rumput laut (E. cottoni) dan ikan kerapu tikus merupakan kegiatan ekonomi yang sedang 
digalakkan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo karena memiliki nilai ekonomis yang bagus. 
Akan tetapi produksi rumput laut dan ikan kerapu tikus saat ini cenderung menurun. Budidaya di laut 
lepas sering mengalami kerusakan dan gagal panen akibat dari arus dan gangguan hewan laut lain. 
Selain itu, budidaya di lepas pantai sering tertabrak kapal/perahu yang melintas karena tidak adanya 
tanda (cahaya) yang ditangkap oleh kapal dari lokasi budidaya tersebut, terutama ketika malam hari. 
Berdasarkan uraian diatas kita perlu membuat desain alat budidaya polikultur rumput laut dan ikan 
kerapu tikus yang tidak rusak oleh terjangan arus, yang bisa melindungi dari gangguan binatang 
herbivora dan predator, dan yang mampu memberikan tanda (cahaya) pada kapal yang melintas. 
Floating Pyramid merupakan desain alat polikultur ikan dan rumput laut yang ramah lingkungan 
(memanfaatkan botol plastik bekas) dan memiliki keunggulan seperti yang telah disebutkan di atas. 
Desain alat polikultur ini merupakan hasil penelitian yang telah melewati 6 tahap penelitian, meliputi: 
survei dan pengumpulan data, analisa data, pembuatan desain, pembuatan prototype, 
implementasi, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Badai besar dan tsunami adalah faktor 
alam yang tidak bisa diprediksi dan bisa menyebabkan kegagalan pada budidaya polikultur E. cottoni 
dan ikan kerapu tikus, termasuk pada Floating Pyramid. 
Kata Kunci:  E. cottoni, Floating Pyramid, Ikan Kerapu Tikus, Marine-Polyculture, Productivity  
Improvement, Probolinggo . 
Pendahuluan 
Indonesia merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia. Sumber daya kelautan merupakan 
kekayaan alam yang memiliki peluang besar untuk dimanfaatkan. Salah satu sumber daya hayati 
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kelautan yang dimiliki Indonesia adalah rumput laut. 
Budidaya rumput laut, dalam pembangunan diwilayah pesisir, merupakan salah satu prioritas utama. 
Pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia dirintis sejak tahun 1980-an. Hal itu dilakukan 
dalam upaya merubah kebiasaan masyarakat pesisir dari yang semula memanen rumput laut 
langsung dari alam, menjadi pembudidaya rumput laut yang lebih ramah lingkungan. Usaha 
budidaya ini juga diharapkan mampu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Kordi, 2011). 
Salah satu jenis rumput laut yang dibudidayakan di Kabupaten Probolinggo adalah E. cottonii. 
Menurut (Diamanti, 2009) dan (Hamid, 2009) E. cottonii merupakan salah satu rumput laut jenis alga 
merah (Rhodophyta) yang memiliki permukaan licin, memiliki benjolan, dan duri bercabang ke 
berbagai arah dengan batang-batang utama keluar saling berdekatan ke daerah pangkal. Jenis 
rumput laut ini juga memiliki nilai ekonomis tinggi.   
Rumput laut E. cottonii memiliki beberapa manfaat yang diantaranya  dinyatakan oleh (Namvar et 
al., 2012) dan (Sirat dan Sukesi 2012), antara lain: sebagai antioksidan, meningkatkan daya tahan 
tubuh, anti kanker dan menjaga kehalusan kulit. Selain itu, menurut (Yani, 2006) dan (Ayu et al., 2012) 
rumput laut ini juga memiliki beberapa kegunaan yaitu: sebagai bahan pangan, pembuatan jelly, 
agar-agar, stabilizer, kosmetik, dan pengemulsi.  
Akan tetapi, produksi rumput laut di Kabupaten Probolinggo saat ini cenderung menurun yang 
disebabkan oleh kurangnya sistem pengamanan pada pembudidayaan di laut lepas. Banyak 
budidaya rumput laut di laut lepas yang rusak, hilang, dan gagal panen akibat dari perubahan iklim, 
dan karena tertabrak oleh kapal yang melintas sehingga rumput laut tersebut hanyut dan 
produksinya menurun. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan produksi rumput laut dengan cara 
melakukan inovasi baru dalam pembudidayaannya di laut lepas. 
Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan inovasi budidaya rumput laut di laut lepas dengan 
menggunakan teknik polikultur yang disebut “FLOATING PYRAMID” (Marine-Polyculture Design): 
Pelopor Productivity Improvement pada Budidaya E. cottonii dan Ikan Kerapu Tikus di Laut Lepas. 
Alat ini memiliki kemampuan dalam meningkatan produksi rumput laut dan ramah lingkungan. 
Sebagai contoh, dalam pembuatan pelampungnya dapat memanfaatkan botol plastik bekas atau 
sejenisnya. 
Sistem pengamananan “FLOATING PYRAMID” juga sangat baik dan  terkontrol  karena mampu 
meminimalisir terjadinya  kerusakan  akibat tertabrak oleh kapal. Selain itu, di  bagian bawahnya juga 
dapat digunakan untuk budidaya ikan kerapu tikus sehingga akan menambah penghasilan para 
pembudidaya rumput laut. 
Tujuan  yang  ingin dicapai dari program ini adalah terciptanya desain dan alat pada budidaya E. 
cottonii yang mampu meningkatkan produksi dan yang bisa mengatasi berbagai permasalahan pada 
budidaya rumput laut E. cottonii di area lepas pantai.  
Kegunaan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil dari budidaya rumput laut E. cottonii di lepas 
pantai dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, seperti: hilangnya alat budidaya, 
lemahnya pengawasan terhadap area budidaya, kerusakan area budidaya akibat perlakuan fisik dan 





Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Maret-Juni 2014. Penelitian ini dilaksanakan di Desa 
Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. 
Alat-alat  yang  digunakan  di  lapangan pada penelitian ini yaitu  jaring , tali tambang gunting,  
jangkar,  pisau, jarum,  perahu, gergaji. 
Bahan-banhan yang digunakan di lapangan adalah bibit E. cottonii, fosfor, bambu, cat glow in the 
dark, botol bekas,  pakan ikan kerapu tikus, benih ikan kerapu tikus, tali, dan botol bekas/drum. 
Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini berkisar Rp. 3.600.000,00. Untuk rincian dana 
bisa dilihat pada Lampiran 2. 
Adapun tahapan untuk mengaplikasikan program ini terdiri dari 6 tahap, yaitu: 
1. Survei dan Pengumpulan Data 
Metode yang  digunakan pada tahap ini adalah : 
a. Wawancara. Dilakukan dengan pihak terkait dengan melibatkan semua struktur manajemen, 
mulai dari yang atas sampai bawah agar mendapatkan data yang konkrit dan lengkap. Menurut 
Marzuki, (1986), wawancara juga disebut dengan questionnaire method. Pada tahap ini juga 
dilakukan proses sosialisisasi yang bertujuan agar masyarakat bisa menerima dan mengenal 
desain alat budidaya “FLOATING PYRAMID”. 
b. Survey langsung  kelapangan. Survey  dilakukan  untuk   mendapatkan hasil dan gambaran 
sebenarnya. 
2. Tahap Analisa Data 
Menelaah setiap informasi yang diperoleh menggunakan teori perbandingan dan perhitungan.  
3. Tahap Desain 
Tahap ini akan memberikan out put berupa gambar desain “FLOATING PYRAMID” yang dapat dilihat 




Gambar 1. Desain Floating Pyramid 
4. Tahap Prototype 
Tahap ini memiliki tujuan untuk membuat prototype alat “FLOATING PYRAMID” sesuai dengan desain 
yang telah dibuat. Alur pembuatannya ialah: persiapan alat dan bahan, pembuatan, dan evaluasi jika 
diperlukan. 
 




5. Implementasi dan Monitoring 
Pada tahap ini, “FLOATING PYRAMID” dibuat berdasarkan desain dan prototype. Selain itu juga 
dilakukan monitoring secara berkala untuk meminimalkan resiko kegagalan. Monitoring yang 
dilakukan berupa pengamatan pada kondisi peralatan dan area (perairan) yang digunakan sebagai 
tempat budidaya.  
 
Gambar 3. Aplikasi Alat “FLOATING PYRAMID”  di Lepas Pantai 
6. Tahap Evaluasi 
Tahapan ini dilaksanakan seminggu sekali yang bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan 
dari “FLOATING PYRAMID” untuk dilakukan perbaikan. 
Hasil 
1. Alat “FLOATING PYRAMID” 
Alat budidaya yang sudah kami buat ini memiliki dimensi 5 x 5 meter. Alat ini dapat diaplikasikan 
dalam berbagai area dan lokasi, bahkan dalam kondisi yang ekstrim. 








Tabel 1. Hasil Perbandingan Pada Masing-masing Metode Budidaya Rumput Laut 
No Keterangan 
Metode 
Lepas Dasar Jaring Apung Long line Foating pyramid 
1 Penerapan Diterapkan pada 
dasar perairan 















sarana  budidaya 




















pembuatan sarana  
budidaya cukup 
lama dan biaya 
produksi relatif 
mahal 
3 Daya Tahan Alat tidak tahan 
lama 











pembuatan sarana  
budidaya cukup 
lama dan biaya 
produksi relatif 
mahal 
4 Hasil Produksi 400 kg - 600kg 
(berukuran 5 x 
5m2) 
300 kg – 400 kg 
(ukuran 5 m x 5 m) 
600 kg- 700 kg 
(ukuran 10 m x 
10 m) 
500 – 600 kg 
(ukuran 5m x 5m) 
2. Desain polikultur rumput laut dan ikan yang ramah efisien, efektif dan 
menguntungkan. 
Kami telah berhasil mengembangkan budidaya rumput laut dengan ikan, dimana kombinasi 
keduanya menghasilkan produksi dan keuntungan yang maksimal. Dengan siklus 45 hari untuk 
rumput laut dan 60 hari untuk ikan kerapu  tikus, estimasi hasil yang didapatkan mencapai 4 kali 
lipat daripada hasil awal. 
Alat ini juga terbukti memiliki kekuatan konstruksi yang baik dengan angka kekuatan apung 75. 
Dengan kekuatan itu akan lebih menjamin keberhasilan budidaya rumput laut. Adapun hasil 
perhitungan kekuatan apung “FLOATING PYRAMID” sesuai dengan Tabel 2.  
Tabel 2. Hasil Perhitungan Kekuatan Apung Floating Pyramid 
Bagian Bahan Berat Jenis Ukuran Gaya Apung Gaya Berat 
Jaring Polyethylene 950 100 -99,89473684 0 
Pemberat jaring Pasir 2200 21,8 0 21,7900909 
 Paralon PVC 1370 31,4 0 31,3770803 
Drum Plastik  650 0,565 -0,564130769 0,56413077 
Tali pengikat Polyethylene 950 0,00297 -0,002966874 0,00296687 
Bambu  15 12 0 11,2 
Ikan budidaya ikan kerapu 0,85 30 0 -5,29411765 
Rumput laut Eucheuma cottonii 0,75 100 0 -33,3333333 
Pengelola  70 5 0 4,92857143 
Pakan Pelet 1 1 0 0 





Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “FLOATING PYRAMID” mampu memberikan keuntungan dan 
meningkatkan hasil produksi rumput laut secara optimal (kurang lebih 4 kali lipat budidaya rumput laut biasa). 
Keunggulan lainnya yaitu biaya pembuatan satu unit alat ini relatif murah. Biaya keseluruhan (termasuk survei, 
analisa data, pembuatan prototipe dan sebagainya) berkisar Rp. 3.600.000,-. Sehingga jika alat ini dibuat secara 
masal, biayanya bisa dikurangi (sekitar Rp. 3.000.000.-/unit). 
Selain itu, desain dan alat ini lebih menjamin keberhasilan budidaya rumput laut E. cottonii di area lepas pantai 
Kabupaten Probolinggo dari kerusakan akibat tertabrak kapal yang melintas. Alat ini juga mampu melindungi 
dari gangguan hewan pengganggu dan memiliki kekuatan konstruksi yang kuat dengan angka kekuatan apung 
75. 
Di lepas pantai utara dan timur Pulau Jawa, seperti: Pasuruan, Gresik, Surabaya, Situbondo dan Banyuwangi, 
memiliki kharakteristik yang relatif sama dengan laut di Probolinggo. Sehingga, “FLOATING PYRAMID” 
mempunyai kemungkinan yang besar untuk bisa diaplikasikan di daerah tersebut. 
Saran 
Alat ini juga mempunyai probabilitas yang tinggi untuk diaplikasikan di daerah lain di seluruh Indonesia, 
sepanjang kharakteristik lautnya memiliki kemiripan dengan laut di pesisir utara dan atau timur Pulau Jawa. 
Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal itu. 
Selain ikan kerapu tikus, ikan kerapu macan dan bawal merupakan alternatif lain yang 
memungkinkan untuk dibudidayakan dengan alat ini. Sementara untuk jenis ikan lain, perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana/Biaya Pembuatan “FLOATING PYRAMID” 





















No. Pemasukan Pengeluaran Saldo Keterangan 
1 Rp2.500.000   Rp2.500.000 Dana awal 
2   Rp34.500 Rp2.465.500 Foto copy data/berkas dan transportasi ke probolinggo 
3   Rp51.000 Rp2.414.500 Transportasi (untuk koordinasi dengan masyarakat) 
4   Rp4.300 Rp2.410.200 Alat Tulis 
5   Rp1.000.000 Rp1.410.200 Pembuatan prototipe 
6   Rp575.000 Rp835.200 Pembelian fosfor 
7 Rp1.600.000   Rp2.435.200 Dana kedua 
8   Rp1.876.500 Rp558.700 Alat dan bahan griya minarula 
9   Rp260.000 Rp298.700 Transportasi tim ke probolinggo 
10   Rp74.700 Rp224.000 Konsumsi im 
11   Rp60.000 Rp164.000 Konsumsi masyarakat nelayan 
12   Rp10.000 Rp154.000 Alat tulis 
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Deforestasi dan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti tingginya aktifitas antropogenik 
terutama dalam bidang transportasi dan industri memiliki korelasi positif terhadap peningkatan gas 
rumah kaca. Salah satu jenis gas rumah kaca yang berperan sangat besar terhadap terjadinya 
pemanasan global adalah gas KarbonDioksida (CO2).Gas ini mempunyai kemampuan menyerap 
radiasi panas matahari di atmosfer yang menyebabkan radiasi panas kembali ke bumi karena 
terjebak oleh gas buangan ini. Saat ini diperkirakan bahwa konsentrasi CO2 di atmosfer telah 
mengakibatkan lebih 50% dari total efek gas rumah kaca 
Karbon Biru 
Konsep karbon biru adalah salah satu solusi yang menjanjikan bagi upaya menekan laju perubahan 
iklim dan mengurangi timbunan CO2 di atmosfer. Karbon biru, secara prinsip, merupakan upaya 
untuk mengurangi emisi karbon dioksida di Bumi dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, 
padang lamun, rumput laut, dan ekosistem pesisir. Vegetasi pesisir diyakini oleh kalangan peneliti 
dapat menyimpan karbon 100 kali lebih cepat dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di 
daratan. Daun, batang dan akar yang mati dan mengandung karbon di endapkan di sedimen secara 
terus menerus.  
Ekositem laut secara keseluruhan mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim 
di dunia. Salah satu kemampuan yang di miliki oleh Ekositem laut ini adalah Blue Carbon. Bersumber 
dari berbagai data penelitian, karbon yang diserap ekosistem pantai dan laut dan mencakup berada 
pada kisaran 45% dari 55% (Pranowo dkk., 2010; Supangat dkk., 2014). karbon hijau sedunia.Sang 
penyerap karbon biru adalah ekosistem mangrove, rawa payau dan padang lamun (sea grass). Karbon 
yang diserap dan disimpan oleh organisme lingkungan laut ini tersimpan dalam bentuk sedimen. 
Bahkan, karbon tersebut dapat tertimbun tidak hanya selama puluhan tahun atau ratusan tahun 





Gambar 1. Ilustrasi penyerapan dan penimpanan karbon oleh mangrove  (Sumber : www.habitat.noaa.gov). 
Habitat pesisir yang ditumbuhi vegetasi hutan mangrove, rawa payau dan padang lamun ini memiliki 
banyak kemiripan dengan hutan hujan tropis yakni sebagaibiodiversity hot spots atau pusat-pusat 
keragaman hayati sekaligus penyedia fungsi ekosistem yang sangat penting termasuk penyerap 
karbon berkapasitas tinggi.Hanya sebagian karbon yang tersimpan secara permanen di lingkungan 
laut karena sebagian besar karbon mengikuti siklus daur dan hanya terlepas setelah puluhan tahun. 
Saat ini, ekosistem pesisir menyimpan karbon dengan laju setara dengan sekitar 25% peningkatan 
tahunan karbon atmosfer yakni sebesar sekitar 2.000 Tera (10¹²) Gram Karbon per tahun.Habitat 
pesisir terbukti dapat mengembalikan areal ekosistem karbon biru yang telah hilang terutama dari 
aspek ekologi. Pemulihan tersebut dapat mengembalikan jasa-jasa penting seperti kemampuan 
untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam perairan pesisir, membantu memulihkan stok ikan 
global serta melindungi pesisir dari badai bencana cuaca ekstrim. 
Saat ini, kondisi  Ekositem Laut Indonesia berada pada tahap yang memprihatinkan  terutama tiga 
ekositem utama yang meliputi ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun dan hutan 
mangrove. Diperkirakan, terumbu karang yang memiliki kondisi baik mencapai 26 persen, cukup baik 
37 persen dan yang sudah mengalami kehancuran sebanyak 31,5 persen. Diduga, di masa yang akan 
datang kerusakan ekosistem terumbu karang akan terus berlanjut dan semakin parah tanpa adanya 
usaha untuk memulihkan kondisi ekosistem tersebut. 
Nilai Ekonomis 
Tumbuhan mangrove di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, baik dari segi kuantitas area 
(+ 42.550 km2) maupun jumlah species (+ 45 species) (Spalding et al., 2001) dalam (Purnabasuki, 
2004). Mangrove mempunyai banyak sekali manfaat yang bersinggungan langsung dengan 
kehidupan masyarakat, mulai dari manfaat ekologi sampai dengan sebagai sumber pangan, obat 




pembuatan syrup (Buah Mangrove) dan Pewarna batik (Propagul Mangrove) bahkan sebagai bahan 
pestisida dan insektisida alami. 
Pada mulanya, tumbuhan lamun dianggap mempunyai nilai ekonomis yang tidak terlalu penting, 
namun belakangan telah ditemukan beberapa bahan aktif yang berasal dari daun lamun yang dapat 
dimanfaatkan sebagai: 1). Tempat kegiatan budidaya laut berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan 
tiram; 2). Tempat rekreasi atau pariwisata; 3). Sumber pupuk hijau; 4). Sumber bahan aktif untuk 
obat-obatan; 5). Sumber bahan pangan (Anonim, 2010; Nontji, 2010; Tuwo, 2011).  
Terumbu karang merupakan habitat banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan laut yang dapat kita 
manfaatkan sebagai sumber makanan.  Contohnya alga atau rumput laut yang dapat kita jadikan 
agar-agar.  Selain itu berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan teripang merupakan sumber protein.  
Dari 1 km2 terumbu karang yang sehat dapat diperoleh sekitar 20 ton ikan yang cukup untuk 
memberi makan sekitar 1.200 orang setiap tahunnya (Burke dkk., 2002). Disamping itu terumbu 
karang dapat menjadi, Sumber Bahan Dasar Untuk Obat-obatan dan Kosmetika, Terumbu karang 
dapat menjadi objek wisata melalui kegiatan snorkeling, menyelam, ataupun hanya melihat 
keindahannya dari atas kapal yang dilengkapi kaca pada lantainya (glass bottom boat). Apabila 
terumbu karang dikembangkan menjadi suatu objek wisata yang mengundang banyak turis, maka 
masyarakat dapat menjadi pemandu wisata, membuka usaha warung makanan, menyewakan 
penginapan, menyewakan kapal, menjual cenderamata ke turis, dan aktifitas penyokong kegiatan 
wisata bahari lainya. 
Kearifan Lokal 
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri 
dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km2 dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. 
Selain itu, terdapat 17.840 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Indonesia yang juga 
memiliki diversitas adat dan budaya melalui kearifan lokalnya memiliki potensi yang sangat besar dalam dalam 
menyelesaikan masalah sosial, budaya, maupun alam. Kearifan lokal yang digunakan untuk mengaplikasikan 
kosep karbon biru oleh masyarakat lokal berpotensi menjawab berbagai masalah kerusakan ekositem laut dan 
pesisir, di lain sisi revitalisasi ekosistem tersebut secara signifikan akan meningkatakan pertumbuhan ekonomi 
daerahnya. 
Keraf (2002) dalam Stanis dkk. (2007), Menyebutkan bahwa kearifan lokal/tradisional adalah segala 
bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yanag 
menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa 
kearifan lokal/tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk 
menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya di 
bidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. 
Berdasarkan tabel 1, terlihat jelas bahwa nilai dan norma kearifan lokal yang berlaku di kawasan desa 
Panglima Raja memiliki dampak posistif bagi kelestarian lingkungan pesisir sehingga secara nyata 
mampu memaksimalkan peran ekosistem laut dalam upaya penyerapan karbon (karbon biru). 
Indonesia yang terdiri dari beragam etnis dan budaya tentunya memiliki prinsip kearifan lokal yang 
juga beragam dan diwariskan secara turun temurun. Namun demikian, di berbagai daerah di 
Indonesia nilai nilai kearifan lokal ini kian memudar akibat invasi arus moderenisasi. Nelayan dan 
masyarakat saat ini cendrung menggunakan cara-cara dan alat-alat untuk mengekstraksi manfaat 
ekosistem pesisir dan laut sebesar-besarnya namun tidak memperhitungkan kelesatrian  ekosistem 
dan kemampuan ekosistem tersebut memulihkan diri. Penggunaan pukat harimau, penggunaan 
bom, racun, eksploitasi terumbu karang, pariwisata bahari yang masif, penebangan hutan bakau dan 
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aktifitas lainya memang memberikan keuntungan secara instan namun bukan keuntungan yang 
berkelanjutan. Berdasarkan kenyataan yang selama ini terjadi maka sangat penting untuk kembali 
mengaplikasikan nilai dan norma kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir.  
Tabel 1. Hasil Penelitian Zulkarnain dkk. (2008) terkait Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Desa Panglima Raja 
dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir  
Tabel 2. Hasil Penelitian Zulkarnain dkk. (2008) Peran lembaga pemerintahan desa terhadap nilai dan norma 
kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir 
Peran Kelembagaan 
Lokal 
No Nilai dan Norma Kearifan Lokal yang Berlaku 
Peran lembaga 
pemerintahan desa 
1. Pelarangan menggunakan putas dan pukat 
2. Pelarangan menggunakan songko mesin 
3. Menentukan wilayah konservasi bakau 
4. Pelarangan menebang bakau 
5. Membuat Peraturan Desa 01/PERDES/PR/X/2005 tentang Partisipasi 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Lestari di Kawasan Desa Panglima Raja 
Berdasarkan pada tabel 2 dapat terindikasi dengan jelas bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir 
(Studi Kasus : Kawasan Desa Panglima Raja) memiliki potensi untuk berkolaborasi dengan lembaga 
pemerintah desa. Sinergitas aparatur desa dengan sistem adat yang berlaku diperediksi akan mampu 
membawa dampak yang signifikan terhadap penerapan dan keberhasilan nilai dan norma kearifan 
lokal untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Disamping itu, Berbagai pihak yang 
dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan konsep karbon biru untuk mitigasi dan 
bencana perubahan iklim, diantaranya yaitu; Pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan 
Perikanan, Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan serta Sejumlah LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat)/NGO (Non Government Organisation) memiliki yang prioritas program terhadap 
kesehatan lingkungan, seperti; WWF (World Wildlife Fund) Indonesia, Cifor, TNC (The Nature 
Conservancy). 




1. Penentuan waktu, cuaca dan musim dalam melakukan pe-nangkapan ikan 
2. Mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional dalam menangkap 
ikan dan kerang 




1. Upacara penghormatan terhadap laut. 
2. Komitmen tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba 
3. Menganggap wilayah tertentu sebagai wilayah keramat 
4. Komitmen untuk tidak membuang sampah/rimah ke laut 
5. Komitmen tidak menggunakan songko bermesin dalam me-ngumpulkan 
kerang 
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Abstrak 
Kecamatan Sindangbarang termasuk dalam Kabupaten Cianjur di dalamnya terdiri dari desa-desa 
yang sedang dalam proses pengembangan. Lokasinya yang berada di kawasan pesisir memberikan 
dampak yang baik bagi masyarakat maupun sebaliknya. Tujuan pengembangan desa di kawasan 
Sindangbarang adalah untuk pengembangan desa di wilayah pesisir yang ingin dicapai pada masa 
sekarang dan masa yang akan datang yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan yang dapat 
memenuhi standar yang baik meliputi ekologi lingkungan, efisiensi dan efektifitas produksi, dan 
estetika serta berbasis mitigasi bencana. Dalam pengembangan wilayah tersebut dilakukan zonasi 
pemanfaatan ruang yang diarahkan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 26 tahun 2008 
serta di dukung oleh Peraturan Menteri ESDM No.17 thn 2012. Zonasi tersebut meliputi kawasan 
lindung, kawasan budidaya dan kawasan rawan bencana geologi. Masing-masing zonasi tersebut 
dibedakan berdasarkan faktor-faktor pendukung yang berkembang di dalamnya. Zonasi tersebut 
diharapkan akan memberikan ruang bagi masing-masing kawasan untuk berkembang, namun tetap 
memperhatikan zona lain disekitarnya.  
Kata kunci: Desa, Pengembangan, Tata Ruang, Mitigasi, Bencana, Kabupaten Cianjur 
1. Pendahuluan 
1.1. Latar belakang 
Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk daerah pedesaan telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan 
tersebut didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 6 ayat 1 yang 
menyatakan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, 
pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu 
kesatuan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN) dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, 
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rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan 
mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
Ditinjau dari aspek geografis, Indonesia berada pada kawasan rawan bencana   sehingga diperlukan 
penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya   meningkatkan  keselamatan  dan  
kenyamanan kehidupan  dan  penghidupan  (UU  No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). 
Penyelenggaraan penataan ruang juga harus bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, 
nyaman, produktif dan  berwawasan pembangunan berkelanjutan.   
Pembangunan yang berkelanjutan  adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis 
sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan social terhadap masyarakat. Artinya, 
pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan 
kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
sumber daya secara berkelanjutan. 
Sehubungan dengan makin berkembangnya kegiatan-kegiatan yang berada di desa-desa 
Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur, maka kemungkinan akan  terjadinya degradasi 
lingkungan, dan dampak negatif lainnya terhadap kelestarian dan keseimbangan ekologi danau. 
Perkembangan penduduk dan alih fungsi guna lahan serta kegiatan manusia lainnya tanpa 
memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan lambat laun akan merusak ekosistem 
danau danakan menimbulkan kerugian bagi penduduk baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga 
diperlukan suatu kebijakan dan arahan pengembangan wilayah yang mengatur hal tersebut. 
1.2.Permasalahan 
Kabupaten Cianjur merupakan bagian dari wilayah tektonik di Indonesia Bagian Barat Wilayah 
tektonik Indonesia Bagian Barat ini dipengaruhi oleh  dua lempeng yaitu Indo-Australia dan Eurasia, 
dengan ciri batas lempeng yaitu parit yang sangat  dalam atau trench di selatan Pulau Jawa. 
Kabupaten Cianjur mempunyai potensi sumberdaya mineral, energi, serta kewilayahan. Namun 
selain potensi yang dimiliki, terdapat pula kendala berupa kebencanaan geologi.  Dengan posisi desa-
desa di Kecamatan Sindangbarang yang berada  di pesisir  pantai  selatan Pulau Jawa, maka potensi 
kebencanaan geologi perlu diperhatikan mulai dari kemungkinan  tsunami di pantai selatan, gempa 
bumi dan banjir bandang. Sistem peringatan dini (early warning system) untuk berbagai potensi 
kebencanaan geologi diperlukan sehubungan dengan berbagai kegiatan atau proyek yang  sudah 
ataupun akan berkembang. Untuk itu, diperlukan identifikasi dan mitigasi kebencanaan geologi di 
daerah Sindangbarangagar potensi sumberdaya dapat dimanfaatkan secara optimal dan 
berwawasan pembangunan berkelanjutan.  
1.3.Lokasi Penelitian 





Gambar 1. Lokasi Penelitian 
2. Kondisi Umum 
2.1.Fisiografi 
Secara fisografis daerah Cianjur bagian selatan termasuk dalam zona pegunungan selatan Jawa Barat 
(van Bemmelen, 1949). Morfologinya atau bentang alam daerah ini berupa perbukitan 
bergelombang di bagian barat dan selatan, kemudian kaki lereng gunung api di bagian timur laut 
serta pegunungan dan perbukitan berlereng terjal di bagian utara. Kondisi demikian menyebabkan 
mempunyai tingkat kerawan gerakan tanah dengan katagori menengah hingga tinggi. van 
Bemmelen (1949) mengemukakan bahwa wilayah Cianjur termasuk zona pegunungan selatan 
dengan wilayahnya didominasi oleh pegunungan dan perbukitan bergelombang.  
2.2. Sumberdaya Geologi 
Pengertian sumber daya geologi di sini adalah semua fenomena geologi yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Sumberdaya geologi ini tidak hanya diperuntukkan 
bagi kehidupan manusia pada masa lalu dan masa kini, tetapi yang lebih penting adalah untuk 
kelangsungan hidup manusia di masa mendatang. Dengan kata lain sumber daya geologi adalah 
sumber daya yang mampu mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan (Bronto dan 
Hartono, 2006).  
2.2.1. Litologi dan tanah 
Berdasarkan peta geologi lembar Sindangbarang dan Bandarwaru (Kusmono dan Suwarna, 1996), 
daerah cianjur bagian selatan tersusun oleh batuan gunung api (breksi, lava, lahar dan tufa), batuan 
sedimen klastika (batupasir, batulempung, batulanau dan konglomerat) dan batuan terobosan 
andesit serta endapan sungai dan pantai. Sindangbarang termasuk dalam formasi Bentang (Tmb), 
Formasi ini pelamparannya cukup luas dan terdapat di bagian selatan wilayah Cianjur dengan arah 








Gambar 2. Peta geologi daerah Sindangbarang (Koesmono dkk, 1996) 
2.2.2. Hidrogeologi 
Di Kabupaten Cianjur terdapat banyak sungai yang terbagi ke dalam dua bagian Daerah Aliran Sungai 
(DAS), yakni DAS Citarum dan DAS Cibuni-Cilaki. Sungai Citarum merupakan sungai utama yang 
mengalir ke bagian Utara dengan beberapa anak sungainya di Kabupaten Cianjur antara lain Sungai 
Cibebet, Sungai Cikundul, Sungai Cibalagung dan Sungai Cisokan.  
Akuifer di Sindangbarang bersifat setempat dengan produktivitas sedang, namun tidak menerus, 




kurang dari 5 l/dtk. Sedangkan akuifer di daerah sekeliling Sindangbarang memiliki akuifer dengan 
produktivitas sedang dengan aliran airtanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran 
pelarutan, muka airtanah relative dangkal, debit sumur dan mataair beragam dalam kisaran yang 
sangat beragam (Gambar 3).  
 
Gambar 3. Peta Hidrogeologi daerah Sindangbarang (Soestrisno, 1985) 
2.2.3. Struktur geologi 
Daerah penelitian berdasarkan pola umum struktur P.Jawa (Pulunggono dan Martodjojo, 1994) 
memiliki pola yang berarah Barat-Timur atau disebut ”Pola Jawa” yang berumur Oligosen Akhir-
Miosen Awal. Berdasarkan Peta geologi Lembar Sindangbarang dan Bandarwaru oleh Koesmono, 
dkk., tahun 1996, sesar yang dijumpai adalah sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang utama 
merupakan bagian unsur pembentukan sebagai sesar Pegunungan Selatan yang berarah barat-
timur. Sesar yang berkembang dalam Kuarter umumnya sebagai pengontrol tumbuhnya gunungapi-
gunungapi muda, terutama sistem berarah baratdaya-timurlaut yang memotong bagian tengah 
daerah penelitian yang ditempati jajaran gunungapi Kendang-Pangkalan-Guntur- Mandalawangi. 
Kekar terjadi terutama pada batuan yang berumur tua, antara lain pada Formasi Jampang dan 
terobosan diorit kuarsa, pada batuan gunungapi Neogen seperti Formasi Beser dan Batuan 
Gunungapi Plio-Plistosen. 
2.2.4. Kebencanaan Geologi 
Kebencanaan (hazard) didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang memiliki potensi 
menimbulkan atau menambah kerusakan, korban jiwa, atau kerugian lain yang ditimbulkannya, baik 
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terhadap manusia, harta-benda, maupun lingkungan. Risiko (risk) mempunyai pengertian sebagai 
pengaruh yang dikombinasikan antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak 
diinginkan dengan ukuran (besar/kecil) peristiwa itu.  
Beberapa desa di Kecamatan Sindangbarang memiliki potensi bencana, berupa gempabumi, dan 
tsunami, banjir. 
2.2.4.1.Gempa dan Tsunami 
Gempabumi yang terjadi di lepas pantai selatan Jawa Barat di wilayah Sindangbarang, Kabupaten 
Cianjur. Gempa yang terjadi tanggal 2 September 2009, menurut BMKG gempa ini berkekuatan 7,3 
SR dengan episenter gempa berada di kedalaman sekitar 30 km, sedangkan laporan USGS 
menyebutkan kekuatan gempa adalah  Mw7,0 (= 7,0 SR) dengan episentemya berada lebih dekat ke 
arah pantai, yaitu di 7,7 LS, 107.32 BT pada kedalaman sekitar 50 km. Gempa menimbulkan banyak 
korban dan kerusakan di wilayah Kabupaten Tasik, Garut, dan Cianjur.  
Jangka waktu panjang ke depan wilayah Jawa Barat tidak akan terlepas dan ancaman bencana 
gempabumi. Peta seismisitas mengindikasikan bahwa segmen megathrust di selatan Jawa Barat dan 
Selat Sunda merupakan zona seismic gap. Seismic gap artinya bagian dan suatu zona patahan yang 
sepi gempa untuk jangka waktu cukuplama. Hal ini bisa diartikan bahwa ada kemungkinan pada 
seismic gap ini terjadiakumulasi tekanan tektonik dalam jumlah besar yang siap untuk dimuntahkan 
sebagai gempa besar. Jumlah akumulasi tekanan pada megathrust dapat diperkirakan dengan lebih 
tepat apabila tingkat kuncian (degree of locking) pada batas lempeng diketahui. Makin tinggi 
kunciannya berarti makin besar akumulasi tekanan yang terjadl (IAGI, 2009). Desa-desa di 
Kecamatan Sindangbarang memiliki potensi terkena dampak terjadinya tsunami. Hal tersebut 
dikarenakan lokasinya yang berbatasan langsung dengan laut lepas. 
2.2.4.2.Banjir 
Banjir bandang telah menunjukan bahwa kondisi lingkungan di desa-desa Sindangbarang, Cianjur 
Selatan sudah semakin kritis, karenanya harus dilakukan pembenahan kembali berbagai kebijakan 
konservasi dan pertambangan pasir sungai dan pasir besi di wilayah tersebut. Tentu juga termasuk 
melakukan moratorium penerbitan izin usaha pertambangan galian pasir sungai dan pasir besi di 
sekitar 70 KM bentangan pantai Cianjur Selatan .   
3. Arahan dan Kebijakan Pengembangan 
Penataan ruang pedesaan meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu 
dengan yang lainnya. Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang pedesaan diperlukan 
peraturan perundang-undangan yang memberi dasar yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna 
menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. 
Tujuan pengembangan kawasan Sindangbarang adalah untuk pengembangan desa di wilayah pesisir 
yang ingin dicapai pada masa sekarang dan masa yang akan datang yaitu untuk menciptakan suatu 
lingkungan yang dapat memenuhi standar yang baik meliputi ekologi lingkungan, efisiensi dan 
efektifitas produksi, dan estetika serta berbasis mitigasi bencana. Pada dasarnya, pengembangan 




 Mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang mendukung kegiatan pariwisata, pertanian,  perikanan, 
kehutanan, perkebunan, penyediaan air baku dan kegiatan lain yang ada di wilayah 
penelitian, 
 Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian 
antarsektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang, serta 
berkelanjutan,  
 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan 
tatanannya, 
 Meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh kebencanaan yang terjadi. 
Berdasarkan tujuannya, fungsi pengembangan dan struktur ruang pedesaan dikawasan pesisir pantai 
dapat dibedakan menjadi beberapa zonasi pemanfaatan ruang yang diarahkan sebagai berikut: 
3.2. Kawasan Lindung Nasional 
3.2.1. Kawasan Perlindungan Setempat (Sempadan Pantai) 
Kawasan ini dimaksudkan untuk kawasan yang terletak di pesisir pantai. Pengembangan kawasan 
sempadan pantai diarahkan sebagai penetapan kawasan sempadan pantai (Sindangbarang) sebagai 
kawasan lindung dengan mempertimbangkan keberadaan kegiatan yang telah ada saat ini. Adapun 
kriterianya sebagai berikut: 
 Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut 
tertinggi ke arah darat; atau 
 Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak 
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. 
3.2.2. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya 
Pengembangan kawasan ini berupa pengembangan kawasan pantai berhutan bakau bagi kawasan 
di pesisir pantai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ancaman adanya abrasi dan tsunami. Kawasan 
ini ditetapkan dengan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus 
tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, diukur dari garis 
air surut terendah ke arah darat. 
3.2.3. Kawasan Rawan Bencana Alam 
Kawasan yang dikembangkan dengan basis mitigasi bencana, maka hendaknya memasukkan 
pengembangan kawasan rawan bencana alam. Pengembangan desa di kawasan pesisir perlu 
memperhatikan aspek kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. Kawasan 
rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap 
gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul 
akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari, sedangkan kawasan rawan banjir 
ditetapkan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi 
mengalami bencana alam banjir. 
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3.2.4. Kawasan Lindung Geologi 
Pengembangan dan pengelolaan desa di pesisir pantai sebagai daerah catchment area dan objek 
wisata alam dengan mempertimbangkan keberadaan kegiatan yang ada saat ini. Secara teknis, 
penetapan kawasan lindung ini berdasarkan pada keunikan yang dimiliki yaitu berupa bentang alam 
gumuk pasir. 
3.3.Kawasan Budidaya 
3.3.1. Kawasan Budidaya Utama (regional) 
Kawasan budidaya yang berskala regional, terdiri dari kegiatan pariwisata, perikanan, dan pertanian. 
Dalam hal ini yang dapat dilakukan untuk pengembangan pedesaan di kawasaan pesisir berupa 
budidaya rumput laut, biota laut atau dengan membudidayakan tanaman bakau.  
3.3.1.1.Kawasan Budidaya Pendukung (lokal) 
Kawasan budidaya untuk kegiatan yang bersifat lokal yang merupakan kegiatan pendukung, terdiri 
dari permukiman, agroforestry, dan hutan. Konsep pengembangan desa yang mendukung 
pengembangan kawasan budidaya pendukung adalah dengan membangun pemukiman berkonsep 
“beach view”. Namun tentunya pembangunan yang tetap memperhatikan aspek-aspek yang ramah 
lingkungan, tidak mengganggu ekosistem laut dan memperhatikan fungsi kawasan lainnya. 
3.3.1.2.Kawasan Rawan Bencana Geologi 
Kawasan ini ditujukan karena tingkat kerawanan bencana geologi yang relatif tinggi di wilayah 
Kecamatan Sindangbarang. Hal ini dijadikan sebagai dasar penentuan tata ruang wilayah yang 
berbasis mitigasi bencana. Harapannya akan mengurangi korban dan dampak yang ditimbulkan 
akibat bencana. Bencana geologi yang biasanya terjadi di Kecamatan Sindangbarang atau di 
kawasan pesisir lainnya adalah berupa gempa bumi, tsunami, dan abrasi. 
Kesimpulan  
Desa-desa pesisir di Kecamatan Sindangbarang merupakan cerminan wilayah yang sedang dalam 
proses pengembangan. Proses tersebut akan memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun 
sebaliknya. Baik-buruknya dampak yang diberikan sangat berhubungan dangan pentaan ruang yang 
berbasis mitigasi bencana dan ramah lingkungan. Zonasi pengembangan desa di kawasan dilakukan 
berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 26 tahun 2008 serta di dukung oleh Peraturan Menteri 
ESDM No.17 thn 2012. Zonasi tersebut meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan 
rawan bencana geologi. Masing-masing zonasi tersebut dibedakan berdasarkan faktor-faktor 
pendukung yang berkembang di dalamnya. Zonasi tersebut diharapkan akan memberikan ruang 
bagi masing-masing kawasan untuk berkembang. Solusi dalam pengembangan desa di kawasan 
pesisir adalah dengan memperhatikan tingkat kerawanan bencana geologi seperti gempa bumi, 
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Indonesia merupakan salah satu negara di dunia, yang banyak memiliki bentuk administrasi 
wilayah kependudukan berupa desa. Akan tetapi, peran desa yang membentuk upaya untuk 
memberikan usaha mengarah kepada kelestarian hutan masih sangat kurang, mengingat kurang 
diperhatikannya masalah sosial ekonomi masyarakat.  Berdasarkan data statistik Kementerian 
Kehutanan (2009), terdapat kawasan hutan yang terdegradasi seluas 59,7 juta hektar dari luas total 
137,09 juta hektar.  Laju degradasi lahan hutan di Indonesia sebesar 1,08 juta ha per tahunnya dan 
luas lahan kritis mencapai 30.196.799,92 hektar. Terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di 
Indonesia, setidaknya terdapat 19.410 desa di sekitar hutan (BPS, Ditjen Planologi 2008 dan 2009).  
Namun sekitar 48,8 juta penduduk dalam desa hutan tersebut, 10,2 juta di antaranya termasuk 
kategori miskin (CIFOR). Perambahan hasil hutan dan praktek ilegal logging makin meningkat, 
menyebabkan semakin parahnya laju kerusakan hutan Indonesia. Fenomena kerusakan hutan 
semakin membesar, menandakan bahwa penerapan hutan desa secara administratif maupun teknis 
belum mencapai standar minimum pelaksanaan idealnya.  Mengingat keberadaaan hutan desa 
seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi para penduduk di sekitarnya dalam lembaga 
pengelolaan yang berbentuk desa.  
Di dalam upaya pengelolaan manfaat desa hutan, telah banyak ditemui lembaga lembaga yang 
mampu membentuk pola pikir dan kesadaran masyarakat desa, bahkan hingga ke ranah teknis.  
Review dari adanya keberhasilan bentuk pengelolaan dengan metode berbagai lembaga di beberapa 
wilayah desa hutan di Indonesia, menjadi dasar usulan penulis terkait beberapa inovasi yang dapat 
dikembangkan untuk memberikan alternatif metode yang dapat dikembangkan ke depannya nanti, 
menjadi topik utama tulisan ini.  Usulan penulis meliputi deskripsi program Desa Hutan Lestari, 
inovasi Desa Hutan Lestari dari konsep dan bentuk pembangunan desa hutan yang telah ada, cost 
management Desa Hutan Lestari, potensi rekanan bagi pembangunan Desa Hutan Lestari, serta 
kesimpulan dari keseluruhan konsep Desa Hutan Lestari. Tulisan bertujuan agar metode 
pengembangan dan penerapan pola pikir serta mekanisme teknis pembangunan Desa Hutan Lestari, 
yang mampu mencapai standar minimum pengelolaan hutan desa yang sustainable secara ekonomi 




Review 1. : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Glandang, Kabupaten 
Pemalang, Jawa Tengah. 
Proses pembangunan Lembaga Masarakat Desa Hutan (LMDH) Glandang berawal dari satu 
peristiwa besar, Reformasi 1998.  Kerusakan hutan, didominasi tegakan Jati, membuat masyarakat 
gerah dengan kerugian ekologis, meskipun secara ekonomi meningkat dengan adanya perluasan 
lahan pertanian.  Kerugian ekologis berupa kebutuhan air yang kian langka, peningkatan suhu udara 
yang ekstrim, serta angin kencang membuat keuntungan ekonomi tadi tidak terasa, bahkan jauh 
lebih terasa minus.  Akhirnya tanggal 16 Juli 2004, masyarakat pecinta hutan dan lingkungan di 
Glandang bermusyawarah, sebelum akhirnya bersepakat membentuk suatu lembaga masyarakat 
yang bertugas dalam pengelolaan hutan, yang diberikan nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH).  Lembaga tersebut diaktenotariskan tahun 2004, dengan dasar hukum yang jelas berupa SK 
Kepala Desa no 10 Tahun 2004.  Kemudian pada thun 2006, diresmikan dengan nama LMDH Karya 
Lestari.  
Visi misi yang jelas, dengan 5 misi dalam praktiknya memberikan keberhasilan dalam 
pembentukan kerjasama seperti berikut :  
1. Penanaman tebu seluas 26,1 ha di petak 68c dan 68d, kerjasama antara LMDH Karya Lestari, 
Perhutani KPH Pemalang dan PG. Sumberharjo. 
2. Penanaman sengon di petak 68a seluas 43,2 ha, kerjasama antara LMDH Karya Lestari, PT AAPC 
Indonesia dan Perhutani KPH Pemalang. 
3. Penanaman sengon di petak 69a seluas 10 ha, kerjasama antara LMDH Karya Lestari, PKHR UGM dan 
Perhutani KPH Pemalang. 





Pembentukan Program Kerja yang jelas dalam upaya mencapai visi dan misi lembaga, juga diterapkan dan 
membantu dalam upaya pembentukan kerjasama program di atas.  Jumlah anggota lembaga mencapai 700 
orang, dimana 300 orang berasal dari desa Glandang, sisanya berasal dari luar desa Glandang, dengan adanya 
3 klasifikasi keanggotaan : anggota biasa, anggota mitra dan anggota luar biasa; yang memiliki peran dan 
tanggung  jawab yang makin besar dari anggota biasa ke anggota luar biasa. 
Review 2. : Hutan Desa Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 
Kabupaten Bantaeng memiliki hutan seluas 0,3% dari total luas wilayah, akan tetapi dari hutan seluas 
6.222 ha tersebut, sebesar 2.773 ha atau 44 persennya memiliki fungsi hidrologis yang amat 
bermanfaat bagi daerah kabupaten Bantaeng.  Pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng 
meliputi 3 penataan utama : tata kelola tenurial, tata kelola kelembagaan dan tata kelola 
penghidupan.  Hak tata guna lahan (TGL) menjadi permasalahan utama, di samping kelembagaan 
dan ekonomi, karena ditemukan 2 versi TGL pada penerapannya di lapangan, antara TGL versi 
pemerintah dan versi masyarakat.  Reforma agraria menjadi isu utama, semenjak terjadinya 
pembangunan hutan Desa di Kabupaten Bantaeng tahun 2008 serta munculnya penetapan areal 
kerja hutan desa pada 3 desa dan 1 kelurahan : Desa Pattaeneteang, Desa Labbo, dan Kelurahan 
Campaga seluas  704 ha pada Januari 2010.  Penyelesaian tata kelola tenurial dilalui dengan tahapan 
seperti bagaimana memahamkan bahwa pihak yang memiiki hak utama dalam pengelolaan hutan 
desa adalah yang masuk dalam kategori miskin, kemudian diikuti dengan penyelesaian konflik 
bahwa terdapat beberapa petani yang menggunakan pembayaran pajak SPPT ke pihak Dishutbun 
Kabupaten Bantaeng sebagai dasar penentuan hak pengelolaan hutan desa, serta transformasi 
manfaat dan peran masing-masing pihak dalam tata kelola hutan desa.   
Permasalahan tata kelola kelembagaan, dilalui dengan adanya proses pembentukan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) untuk menata dan memperbaiki pembagian hak hak pengelolaan desa hutan 
khususnya dan penataan serta penguatan lembaga masyarakat pengelola hutan secara umum.  
Integrasi dengan lembaga adat lokal serta pembentukan seperangkat peraturan pengelolaan hutan 
desa, menjadi langah teknis yang dilakukan demi mencapai lembaga yang kuat dan mampu 
bersinergi dengan baik terhadap pihak pihak terkait.  Produk dari lembaga BUMDES berupa adanya 
aturan mengenai reward and punishment dalam kegiatan pengelolaan hutan, dengan sanksi berupa 
sejumlah uang apabila terjadi pelanggaran peraturan. 
Tata kelola penghidupan, menandai keberhasilannya dengan peningkatan pendapatan rata rata 
warga sebesar 73% dari perbandingan sebelum penerapan program hutan desa dengan setelah 
penerapan program.  Sektor unggulan yang mendukung tercapainya peningkatan pendapatan 
sebesar 73% yakni sektor pengolahan hasil hutan (khususnya di Desa Tebo), dengan penerapan 
kawasan untuk pengembangan tanaman kopi organik seluas 126, 2 ha dengan pola tanam 
agroforestry, pembudidayaan dan pemanfaatan rotan, serta pengelolaan jasa lingkungan aliran air.  
Hasilnya, wilayah Desa Hutan Campaga di Kabupaten Bantaeng mampu berkontribusi sebesar 15,4% 




Keberhasilan program baik dalam LMDH Glandang maupun di Kabupaten Bantaeng menyiratkan 
adanya variasi permasalahan dalam setiap wilayah untuk proses pembangunan lembaga 
pengelolaan hutan desa sebagai wujud terbentuknya desa hutan.  Perbedaan konsep berarti 
perbedaan metode, parameter serta teknis cara pembangunan dan pengemangan desa hutan di 
Indonesia menjadi semakin diverse. Kebutuhan mendesak akan desain panduan pembangunan 
sebuah desa hutan yang lestari, tidak sekedar desa hutan semata, menjadi jamak demi pencapaian 
peran desa sebagai ujung tombak kelestarian hutan.  Mengingat potensinya yang begitu besar dan 
diperlukannya konsep serta desain penerapan pembangunan desa hutan yang lestari, maka penulis 
merasa sangat perlu menyampaikan pemikiran, gagasan yang tidak mengawang-awang serta logis-
aplikatif bagi perkembangan kelestarian hutan di Indonesia. 
Konsep Desa Hutan Lestari 
Konsep hutan desa berlandaskan 
pada prinsip pengelolaan wilayah 
hutan negara oleh masyarakat 
pedesaan demi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat desa 
tersebut.  Konsep Desa Hutan 
Lestari merupakan 
penyempurnaan dari konsep yang 
ada sebelumnya, Desa Hutan.  
Desa Hutan Lestari, secara istilah 
menyempurnakan desa hutan, dimana pengembangan istilah ini didasarkan pada pengembangan 
pola pikir (mindset) yang akan mengarahkan kepada visi pembangunan desa hutan yang lestari, lebih 
dari sekedar pemanfaatan desa hutan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, yakni juga 
untuk kelestarian hutan itu sendiri.  Jadi menurut penulis, konsep Desa Hutan Lestari memiliki prinsip 
yang melandasi “pengelolaan wilayah hutan negara oleh masyarakat dessa, demi kelestarian hutan 
yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”. Maknanya, kesejahteraan 
masyarakat dicapai dengan adanya kelestarian hutan, bukan sebaliknya, sehingga memberikan 
edukasi untuk mencegah terjadinya eksploitasi hasil hutan semenjak awal, dan memberikan 
pemahaman bahwa “apabila hutan lestari, maka desa hutan berseri”, karena kesejahteraan 





Inovasi Desain Teknis 
Penerapan desain dan teknis dari konsep Desa Hutan Lestari, diejawantahkan dalam bentuk 
penerapan secara bertahap.  Dari hasil studi banding serta review keberhasilan serta kekurangan 
konsep Desa Hutan, kemudian melangkah ke arah bagaimana menyikapinya sehingga terwujud 
inovasi dalam teknis dan desainnya. Parameter pengukuran tata kelola agraria, tata kelola 
kelembagaan dan tata kelola penghidupan, ditambahkan dengan parameter tata kelola kelestarian.  
Parameter pengukuran meliputi 2 parameter utama : pengelolaan jasa lingkungan dan pengelolaan 
flora fauna.  Parameter ini saling mendukung dan terintegrasi, dimana pengelolaan jasa lingkungan 
berupa aliran air misalnya, merupakan produk sekaligus sumber dari pengelolaan flora fauna.  
Penerapan desain teknis dari intergrasi pengelolaan jasling dan flora fauna diterapkan melalui 
penyuluhan intensif berdasarkan kearifan lokal hutan desa setempat.  Kerjasama dengan pemerintah 
dan swasta dapat dilakukan, melalui Dinas Kehutanan maupun Perhutani yang membangun 
roadshow penyuluhan mengenai parameter baru ini bekerjasama dengan pihak Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 
Parameter pengukuran keberhasilan pada setiap tata kelola diukur melalui kriteria dan goal yang 
jelas, diantaranya adalah sebagai berikut : 
 Persentase pengurangan konflik lahan dan batas wilayah pengelolaan (Tata Kelola Agraria) 
 Persentase jumlah Reward-Punishment dalam kegiatan LMDH (Tata Kelola Kelembagaan) 
 Persentase pendapatan rata rata per bulan dan per tahun penduduk (Tata Kelola 
Penghidupan) 
 Persentase peningkatan pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan serta kekayaan flora 
fauna dalam hutan (Tata Kelola Kelestarian). 
Pengukuran parameter di atas menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dengan 
menggunakan survey dan wawancara serta pengukuran abundance (kelimpahan) untuk pengukuran 
jasa lingkungan dan flora fauna.  Dengan skema demikian, semua parameter akan terukur dan 
menjadi lebih mudah diobservasi, dengan penyajian dalam bentuk grafik maupun pie chart. 
Hasil pengukuran dan keberhasilan kegiatan Desa Hutan Lestari akan didukung dengan media selain 
poster atau media fisik lain, seperti dengan akun Facebook Desa, Path, Instagram maupun Twitter.  
Media promosi dan komunikasi program via IT dibentuk sebagai suatu tools untuk mengenal serta 
memperoleh feedback, demi terwujudnya berbagai program wisata di desa tersebut.  Desa akan 
memperoleh feedback, sebagai masukan bagaimana menata wisata serta potensi bidang lain yang 
dapat meningkatkan penghasilan desa secara umum, serta tiap 
tiap bidang usaha desa secara umum.   
Sebagai contoh, pengembangan industri bibit, makanan khas, 
wisata hutan dan flora fauna, serta berbagai bentuk industri 
lainnya.  Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa 
pembuatan landasan hukum serta kenotariatan dari sisi hukum, 
sehingga nantinya LMDH dapat berbadan hukum serta mendapat 









Sumber Biaya dan Profit Share 
Kebutuhan pendanaan menjadi sangat jamak ketika muncul inovasi dalam suatu konsep besar yang 
bersifat membangun.  Dalam prosesnya, pendanaan dalam konsep Desa Hutan Lestari dapat 
bersumber dari sumber dana utama, yaitu pemerintah maupun masyarakat.  Sumber dana 
pemerintah yang dialokasikan melalui dana desa, menjadi skema sumber dana yang terbaik untuk 
saat ini.  Sumber dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan skema crowd funding, dimana 
desainnya dapat sedikit dimodifikasi.  Keuntungan yang dihasilkan dapat dibagikan dalam skema 
bagi hasil (umumnya di pulau Jawa) maupun profesional agreement yang terintegrasi dengan pola 
adat istiadat setempat (biasa diterapkan di luar Jawa).  Kebutuhan dana maupun skema bagi hasilnya 
menggunakan contoh skema ini : 




1 Biaya Operasional 
LMDH 
15 10 





4 Operasional FK 
PHBM Desa 
5 2,5 
5 Dana Sosial 5 2,5 
6 Kas LMDH 30 5 
7 Pesanggem - 55 
*Sumber : Leaflet LMDH Karya Lestari 
Stakeholder Potensial 
Kebutuhan akan mitra kerja dalam upaya pembangunan Desa Hutan Lestari menajdi sangat esensial, 
utamanya dalam upaya untuk merengkuh kemudahan dan keuntungan di dalam proses terkait 
perolehan hak pengelolaan dan guna lahan di hutan negara (untuk di wilayah Jawa) maupun reforma 
agraria antara hak adat dengan peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan (di luar 
Jawa umumnya).  Di samping itu, sisi keberhasilan pengelolaan jasling serta flora fauna yang menjadi 
salah satu fondasi utama konsep Desa Hutan estari, dapat meningkat pesat dengan kerjasama 
dengan pihak pemerintah maupun swasta. 
Bentuk kerjasama diawali dengan pengajuan proposal bisnis dari desa kepada pemerintah daerah 
setempat, untuk pemanfaatan hasil dari produk jasling dan fora fauna di dalam hutan.  Kerjasama 
dengan model ini dapat mengarahkan desa hutan menjadi sesuai peruntukan berdasarkan potensi 
masing-masing desa. Misalnya, desa hutan lestari untuk wisata, desa hutan lestari untuk produksi 
fauna, desa hutan lestari untuk konservasi dan sebagainya.  Setelah diperoleh minat dari stakeholder, 
berikutnya diperlukan pembicaraan terkait skema pembagian keuntungan, dilanjutkan dengan 
penerapan terbatas bentuk kerjasama, hingga akhirnya penandatanganan MoU kerjasama untuk 
skema jangka panjang. 




Dalam setiap pengembangan konsep yang sudah ada maupun inovasi konsep baru, selalu 
memunculkan tantangan tersendiri pada setiap penerapannya.  Demikian halnya dengan 
pengembangan konsep Desa Hutan Lestari, diperlukan strategi dan analisa yang mendalam sebagai 
salah satu hal yang sangat essensial di dalam upaya awal penerapan di desa desa hutan seluruh 
Indonesia.  Berikut disajikan tabel analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat) 
yang disajikan penulis, untuk menggambarkan proyeksi penerapan konsep Desa Hutan Lestari di 
masa mendatang. 
Tabel 1. Analisis SWOT Penerapan Konsep Desa Hutan Lestari di Indonesia 
Strength Weaknesses 
+ Konsep memiliki kesesuaian dengan 
kondisi fisik maupun masyarakat desa di 
Indonesia 
+ Mendukung kemajuan desa berbasis 
pengelolaan lingkungan 
+ Diperkuat dengan pengembangan SDM 
masyarakat desa berbasis pelatihan, 
sehingga potensi pengembangan 
penerapan konsep amat besar. 
- Perlunya penyesuaian terkait inovasi 








* Potensi pembangunan usaha berbasis 
lingkungan berkelas dunia oleh warga 
desa hutan, yang dikelola di bawah 
lembaga LMDH sangat besar 
* Kerjasama dengan stakeholder memberi 
peluang kemudahan akses informasi, 
transportasi dan investasi masuk ke desa 
hutan 
* Pengembangan desa hutan memberikan 
potensi pengembangan infrastruktur dan 
administrasi dari pemerintah pusat 
maupun daerah, yang memberikan 
peluang pengembangan desa hutan 
dalam skala yang lebih masif. 
- Kesadaran lingkungan yang rendah 
masih menjadi kesulitan tersendiri dalam 
penerapan konsep 
- Pemahaman bahwa “apabila lingkungan 
lestari, ekonomi desa turut berseri” masih 
belum merata di kalangan masyarakat 
desa di Indonesia 
 
Kesimpulan Umum 
Dalam proses penyempurnaan peran desa sebagai ujung tombak kelestarian hutan di Indonesia, 
tak boleh ada kata lelah dan puas. Desa memiliki potensi dan peran yang sangat signifikan, seperti 
yang saat ini mulai muncul dalam berbagai skema dan upaya pelestarian hutan seperti konsep awal 
desa hutan.  Perkembangan desain serta teknis penerapan mutlak diperlukan, selalu dalam upaya 
kita menggenggam generasi muda yang berbangga dengan desanya sendiri, yang mempunyai peran 
penting sebagai pejuang lingkungan. Walau masih perlu perbaikan sana-sini, tetapi konsep Desa 
Hutan Lestari dihadirkan sebagai salah satu solusi di tengah kurangnya inovasi dalam penerapan desa 
untuk mengelola hutan desa masing-masing.  Dengan penyempurnaan berupa tata kelola kelestarian 
yang terukur dan teramati dengan jelas serta rinci, diharapkan akan muncul desa hutan lestari yang 
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Pertambangan adalah suatu usaha yang dilakukan nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Mereka 
mencari batu untuk dijadikan alat memasak dan berburu, mereka mencari dan mengasah logam 
untuk dijadikan senjata. Tidak hanya itu, sekarang pun pertambangan dilakukan untuk bertahan 
hidup atau bahkan menjadikan hidup lebih baik lagi. Menambang batubara untuk dijadikan energi, 
menambang logam tanah jarang untuk mendapatkan logam semi konduktor, serta menambang 
untuk menjadikan insfraktruktur menjadi lebih maju. 
Pertambangan selalu dikaitkan dengan perubahan lingkungan akibat tambang serta efek negatifnya 
setelah pasca penambangan. Hal tersebut dapat menjadi musibah bila kita tidak merencanakan 
dengan baik dan menjadi berkah bila kita dapat mengelolanya dengan bijak. 
Batu andesit yang tersebar luar di Indonesia ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan bijak untuk 
membangun insfraktruktur kita menjadi lebih maju. Tersedianya insfraktruktur yang layak akan 
memutar roda ekonomi lebih cepat dan besar. Sehingga diharapkan melalu kegiatan pertambangan 
Andesit ini akan tercipta multiplier effects yang sangat besar serta berkelanjutan agar kesejahteraan 
masyarakat dapat tercapai. 
1. Pengertian Andesit 
Batu Andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik yang terbentuk dari pembekuan lava yang 
keluar ke permukaan bumi saat letusan gunung berapi. Batu andesit memiliki komposisi antara 
plagioklas, anortite dan biotit. Mempunyai struktur yang massive serta mempunyai warna coklat 
kehitaman yang bervariasi karena kandungan mineral didalamnya serta proses pembekuan 
(Mottana, 1978).  
Peranan bahan galian ini penting sekali di sektor konstruksi, terutama dalam pembangunan 
infrastruktur, seperti jalan raya, gedung, jembatan, saluran air atau irigasi dan lainnya. Dalam 
pemanfaatannya dapat berbentuk batu belah, split dan batu hias. Sebagai negara yang sedang 




Gambar 1. Peta Geologi Indonesia 
 




2. Potensi Pertambangan Batu Andesit di Indonesia 
Batu andesit terbentuk di daerah yang mempunyai karakteristik gunung apinya berlava asam. Lava 
yang asam tersebut berada di gunung-gunung api Indonesia. Oleh karena itu, potensi andesit 
Indonesia sangatlah banyak dan beragam (Gambar 1), terutama di daerah gunung api yang aktif 
maupun tidak aktif (Mottana, 1978). 
Pada beberapa tempat, batu andesit ditemukan secara utuh atau bulk, hal ini dikarenakan batu 
andesit yang tersingkap merupakan hasil dari vulkanik neck, sill dan laccolith (Gambar 2). Ada juga 
yang berbentuk boulder-boulder besar yang merupakan runtuhan dari bentuk bentuk vulkanik 
diatas. 
3. Kegunaan dan Spesifikasi 
Batu Andesit banyak digunakan untuk pagar, dinding, lantai rumah, kolam renang, kolam ikan 
(kolam hias), kamar mandi, pilar dan taman. Struktur yang keras dari batu andesit menjadikan batu 
ini salah satu primadona di Indonesia. Terutama sangat banyak digunakan di dinding rumah 
minimalis, mall, hotel dan perkantoran. Andesit banyak digunakan untuk sektor konstruksi, terutama 
infrastruktur seperti sarana jalan raya, jembatan, gedung-gedung, irigasi, bendungan dan 
perumahan, landasan terbang, pelabuhan dan lain-lain. 
Sebelum digunakan, batu andesit akan diuji terlebih dahulu agar dapat mengetahui spesifikasi dari 
andesit tersebut. Untuk menguji kualitas batuan dapat dilakukan dengan uji kuat tarik, kuat tekan, 
kuat geser, densitas, berat jenis dan lain-lain. Hasil dari uji itu akan diperoleh sifat-sifat elastisitas dari 
batuan. Sifat ini berperan penting sehubungan dengan pemanfaatan batuan itu sendiri. Uji kuat tarik 
pada prinsipnya adalah dengan memberi beban atau gaya pada sisi contoh andesit yang berbentuk 
silinder (penekanan diametral) sampai contoh batuan tersebut pecah. 
Andesit banyak digunakan di sektor kontruksi. Pemanfaatan yang lain adalah untuk bahan baku 
pembuatan dimension stone, patung seni dan sebagainya. Dalam bentuk agregat, andesit banyak 
digunakan untuk pembangunan jembatan, pembuatan galangan kapal untuk dermaga, pondasi  jalan 
kereta api, bendungan atau dam. Pada pembuatan dimension stone andesit dipotong berdasarkan 
ukuran tertentu, dipahat, diampelas/diasah, kemudian dipoles agar dapat dimanfaatkan untuk 
keperluan: batu hias, tegel, dan peralatan rumah tangga. Untuk batu andesit yang digunakan untuk 
keperluan pembangunan, lebih baik apabila batu tersebut masih fresh atau masih segar namun tidak 
mempunyai warna yang menarik. Untuk batu andesit yang menjadi hiasan, akan lebih baik jika 
mempunyai warna yang menarik.  
4. Jenis 
Batu Andesit mempunyai beberapa jenis karena terendapkan di lingkungan geologi yang berbeda 
serta pada suhu, waktu dan temperatur yang berbeda. Sehingga batu andesit dapat terlihat 





Andesit Tropical Red; Hias Andesit Black Absolut; Hias 
  
Andesit Polos; Batu Belah Andesit Bintik; Hias dan Batu Belah 
Gambar 3. Jenis corak-corak batu Andesit 
5. Dasar Hukum Tambang Rakyat dan Pertambangan Andesit 
Pemerintah pusat dalam hal ini kementrian Energi dan Sumber Daya mineral telah menyusun dan 
menetapkan peraturan untuk pertambangan rakyat dan pertambangan andesit. Peraturan tersebut 
dibahas lebih detail oleh Keputusan Menteri ESDM, peraturan pemerintah maupun Peraturan Daerah 
sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 
Dan Batubara. Untuk pertambangan andesit, dapat digolongkan kepada pertambangan mineral 
bukan logam sesuai UU minerba pada pasal 34. Peraturan tentang tambang rakyat berada pada Bab 
IX tentang Pertambangan Rakyat seperti pada dibawah ini: 
Izin pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati atau Walikota daerah tersebut. Lokasi 
pertambangan rakyat ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan berkonsultasi dengan DPD 
setempat. Kepemilikan pertambangan rakyat bisa berbentuk pribadi, kelompok, maupun koperasi.  
Dalam pelaksanaannya pertambangan rakyat mempunyai kewajiban melakukan kegiatan 
penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan, mematuhi peraturan perundang-
undangan, mengelola lingkungan hidup, membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 
Pertambangan rakyat juga berhak atas pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan 
kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah serta 
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Diagram 1. Tahapan Penambangan 
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6. Tambang Rakyat 
Untuk tahapan penambangan dari proses sampai akhirnya dijelaskan secara detail pada bagian 
bagian berikut serta digambarkan pada diagram 1. 
6.1.Perhitungan Cadangan dan Penelitian Kualitas 
6.1.1.Perhitungan Cadangan 
Perhitungan kuantitas atau jumlah dari batu andesit harus dilakukan untuk keperluan penentuan 
berapa banyak produksi batu andesit serta umur tambang. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada 
perhitungan ekonomis pengusahaan batu andesit ini. Perhitungan batu andesit ini dapat dilakukan 
dengan beberapa cara dan beberapa tahap seperti dibawah ini: 
6.1.1.1.Pemetaan sebaran batu andesit  
Ini merupakan cara yang paling mudah dan paling murah. Caranya adalah dengan membuat batas 
ada atau tidaknya batu andesit dalam permukaan tanah. Data yang akan didapat adalah data yang 
tampil pada peta umumnya, sebaran batu andesit secara arah mata angin. 
6.1.1.2.Perhitungan Sumberdaya batu andesit menggunakan metode geofisika 
Perhitungan ini memerlukan biaya yang relatif agak mahal, namun dapat menentukan seberapa 
banyak sumberdaya andesit. Perhitungan ini memanfaatkan karakteristik batu andesit terhadap 
sifat-sifat fisikanya.  
6.1.1.3.Perhitungan cadangan menggunakan bor 
Perhitungan cadangan dengan metode ini merupakan perhitungan cadangan paling mahal namun 
paling akurat. Biasanya dilaksanakan setelah metode geofisika dilakukan. Fungsinya untuk 
mengecek kembali data geofisika. 
6.1.2.Penelitian Kualitas 
Sebelum melakukan penambangan, perlu dilakukan terlebih dahulu perhitungan kualitas dari bahan 
yang akan ditambang, hal ini diperlukan agar dapat menjual atau memproduksi barang tambang 
sesuai dengan kebutuhan pasar.  
Perhitungan ini dilakukan pada laboratorium-laboratorium khusus milik pemerintah atau swasta.  
Laboratorium tersebut biasa untuk uji kualitas dari batuan adalah: 
a. Laboratorium Pusat Sumber Daya Geologi, Bandung 
b. Laboratorium Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira), Bandung 
6.2.Penambangan 
6.2.1.Metode penambangan 
Metode penambangan yang dilakukan untuk menjaga mengurangi efek terhadap lingkungan dan 
tercapainya nilai keekonomisan barang tambang adalah tambang terbuka. Tambang terbuka ini 




tempat yang telah disediakan. Lalu setelahnya memindahkan batu andesit ke tempat pengolahan 
batu Andesit (Gambar 4). 
 
Gambar 4. Penambangan Batu Andesit dan Pembongkaran Tanah Penutup 
6.2.2.Pembongkaran Tanah Penutup 
Pembongkaran tanah penutup biasa dilakukan dengan backhoe atau excavator. Pemindahan 
dilakukan setelah tanah subur yang berada diatasnya diletakaan pada tempat yang telah disediakan. 
Setelah itu baru pemindahan tanah yang tidak subur. 
6.2.3.Pembongkaran batu andesit 
Pembonkaran batu andesit bisa menggunakan linggis atau backhoe atau bahkan gergaji batu. Hal itu 
bisa dilakukan dengan mempertimbangan hasil akhir ato produk yang dijual. Bila dijual sebagai batu 
cor atau split, semua alat bisa digunakan. Namun bila digunakan untuk patung dan membutuhkan 
dimensi yang bagus, bisa menggunakan gergaji batu. 
6.3.Pengangkutan 
Pengangkutan yang digunakan bisa dibagi didalam 2 tahap, tahap pertama di dalam tambang dan 
pengangkutan ke luar tambang. Pengangkutan didalam tambang bisa menggunakan truck dengan 
kapasitas sebesar kapasitas produksi. Biasanya truk yang digunakan dengan kapasitas 2, 4 dan 8 ton. 
Perbedaan mendasar dari truk yang digunakan untuk distribusi diluar area tambang adalah truk 




Gambar 5. Pemuatan Hasil Pengolahan dan Pengangkutan Batu Andesit 
6.4. Pengelolaan lingkungan 
Lingkungan harus tetap dikelola agar nantinya tidak menyebabkan gangguan lingkungan. Efek-efek 
lingkungan yang akan terjadi apabila penambangan andesit dilakukan: 
1. Udara; efek debu akan bertambah, namun bisa diatasi dengan adanya jarak dari lokasi 
penambangan ke rumah penduduk sekitar dan penyiraman pada area berdebu. 
2. Air; penambangan andesit secara umum tidak akan mempengaruhi ketersediaan air 
tanah, namun hal itu tergantung besar kecilnya dan lama tidaknya penambangan. 
3. Suara; yaitu timbul suara bising mesin pertambangan. Hal ini diatasi dengan 
memperhitungkan jarak dari lokasi penambangan ke rumah penduduk sekitar. 
4. Getaran (peledakan); sebisa mungkin tidak menggunakan peledakan, namun apabila 
diharuskan menggunakan peledakan, maka harus diperhitungkan pengaruh peledakan 
terhadap bangunan sekitar 
6.5.Pengolahan dan Produk 
Pengolahan andesit dilakukan dengan cara mereduksi ukuran yang sesuai dengan berbagai 
kebutuhan (Gambar 6). Untuk kegiatan ini dilaksanakan melalui unit peremukan (crushing plant). 
Tahapan pengolahan meliputi: 
 Peremukan dengan primary crusher seperti jaw crusher, cone crusher atau gyratory 
crusher yang dilanjutkan dengan secondary crusher; 
 Pengangkutan menggunakan ban berjalan; 
 Pemisahan menggunakan pengayak (screen); 





Gambar 6. Proses Pengolahan Batu Andesit menjadi Batu Split 
7. Reklamasi dan Akhir Tambang 
Reklamasi dilakukan sepanjang proses pertambangan dan setelah pertambangan. Bila sudah tidak 
bisa digali lagi atau sudah tidak terdapat Batu Andesit, diharapkan untuk ditanam pohon. 
Perencanaan reklamasi yang tepat, akan mengurangi efek lingkungan yang diakibatkan dari proses 
pertambangan. 
Pada saat tambang ini berakhir, diharapkan sudah terdapat subsitusi dari kegiatan pertambangan, 
seperti perikanan dari kolam yang dihasilkan proses pertambangan atau peternakan ayam atau itik 
dari proses penggalian (daerah tambang secara umum kondusif untuk daerah peternakan). Modal 
peternakan atau perikanan tersebut did apat dari laba yang disisihkan. Apabila akhir tambang dapat 
direncanakan dengan baik dan benar, maka pemutusan hubungan kerja karena tutupnya tambang 
tidak akan terjadi. Serta menjadikan tambang untuk modal awal pembangunan. 
8. Organisasi 
8.1. Organisasi 
Tambang ini harus mempunyai orang yang dituakan agar apabila terjadi masalah dapat 
mengkoordinir kegiatan. Segala masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat agar 
menimbulkan kepemilikan pada tambang ini oleh masyarakat. 
8.2. Sistem kerja 
Sistem kerja pada tambang rakyat ini bisa berupa borongan atau perhari. Borongan diartikan, 
pengumpul atau pengolah batu Andesit menilai kerja dengan hasil galian. Misalkan 1 truk 2 ton 
dihargai 400 ribu rupiah. Untuk perhari bisa diartikan pekerja dibayar dari banyaknya jam saat 
mereka bekerja. Terdapat kontradiksi dalam penentuan system kerja. Namun, yang paling utama 
adalah konsistensi dari produksi. Yang tentunya akan berpengaruh terhadap pemasaran dan hasil. 
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9. Perkiraan Biaya 
Suatu perencanaan tidak akan lengkap bila tidak ada analisis secara keekonomian dari proyek 
tersebut. Perkiraan biaya yang tertulis disini merupakan pengalaman pribadi penulis. 
9.1. Pengeluaran 
Biaya yang tertulis merupakan biaya pembelian modal dan penyewaan alat untuk produksi.  Serta data tersebut 
diambil pada Bulan Maret 2014 di Daerah Jawa Barat. Tentunya akan mengalami penyesuaian pada waktu dan 
tempat yang berbeda. 
No Kegiatan Satuan Biaya Keterangan 
1 Administrasi   Rp1.000.000,00   
2 Perizinan Eksplorasi   Rp1.000.000,00   
3 Pemetaan Sebaran Batu Andesit 5 Ha Rp1.000.000,00   
4 Perhitungan Sumberdaya 5 Ha Rp30.000.000,00   
5 Perhitungan Cadangan 5 Ha Rp50.000.000,00   
6 Penelitian kualitas 10 sampel Rp5.000.000,00   
7 Perizinan Pertambangan   Rp2.000.000,00   
8 Penambangan       
  a. Truck perhari Rp300.000,00 Sewa 
  b. Excavator perhari Rp500.000,00 Sewa 
  c. Bulldozer perhari Rp500.000,00 Sewa 
  d. Peralatan Tukang   Rp10.000.000,00   
  e. Peralatan Keamanan   Rp10.000.000,00   
9 Pengolahan       
  a. Peremuk batuan   Rp200.000.000,00   
  b. Pemotong batu   Rp350.000.000,00   
10 Reklamasi   Rp66.030.000,00   
  Total   Rp727.330.000,00   
9.2. Pemasukan 
Pemasukan yang didapatkan dari kegiatan tersebut adalah 
No Kegiatan Satuan Besar Keterangan 
1 Batu andesit split 5 cm  1 truck 4 ton Rp300.000,00   
2 Batu andesit split 2 cm  1 truck 4 ton  Rp650.000,00   
9.3. Break Even Point 
Dalam operasinya selama 8 jam yang dimulai dari pukul 8.00 sampai pukul 17.00 dengan istirahat 
pada pukul 12.00-13.00. Pertambangan tersebut dapat menghasilkan 16 truk berkapasitas 4 ton 






No Kegiatan Satuan Besar Keterangan 
1 Pengeluaran   Rp726.030.000,00   
2 Pemasukan 16 truk 4 ton 5cm perhari  Rp4.800.000,00   
3 Pemasukan 8 truk 4 ton 2cm perhari  Rp5.200.000,00   
Dengan kondisi tersebut, proyek tersebut mempunyai break even poin untuk produksi 5 cm pada hari 
ke 160 hari kerja dan untuk sekenario produksi 2 cm 135 hari kerja. 
Catatan: Biaya operasional seperti sewa truck, bahan bakar, gaji karyawan dll tidak bisa dimasukan 
kedalam perhitungan break even point karena belum adanya cadangan batu andesit baik berapa lama 
dan berapa besar cadangan tersebut. 
10. Pembuatan Koperasi Pertambangan Desa 
Pembuatan koperasi pertambangan desa dilakukan agar terdapat payung hukum formal kegiatan 
pertambangan. Selain itu juga, modal dapat di kumpulkan dari kegiatan ini. Koperasi sebagai badan 
hukum mempunyai beberapa keistimewaan dari segi peraturan pertambangan dan besar wilayah 
pertambangan rakyat. Apabila bersistem koperasi, pembinaan secara bertahap dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah, selain itu wilayah pertambangan menjadi 5 Ha, lebih besar daripada berbentuk 
pribadi maupun kelompok. 
11. Potensi Kolaborasi 
Biaya pembangunan pengolahan barang tambang sangat besar, apalagi apabila dijadikan batu hias, 
harus melewati pembakaran terlebih dahulu. Namun, apabila pemerintah daerah (kabupaten atau 
kota) mendukung, modal dapat didapatkan. Apabila memang secara ekonomi prospek, bisa 
dijadikan sebagai badan usaha milik daerah. 
Kegunaan batu andesit sebagai bahan untuk insfraktruktur dapat menjadikan pertambangan rakyat 
dapat berkolaborasi dengan proyek pembangunan di pemerintah, semisal jalan atau bahkan 
jembatan. Namun, batu andesit tersebut melalui beberapa tes terlebih dahulu agar dapat diketahui 
layak atau tidak batu andesit tersebut digunakan untuk pembangunan jalan maupun jembatan. 
Kolaborasi dengan pemerintah maupun proyek pemerintah dapat menghasilkan multiplier efek yang 
panjang dan besar. Sumber daya alam dapat termanfaatkan dengan baik, biaya pembangunan 
menjadi lebih murah dan tentu saja tersedianya lapangan kerja untuk penduduk lokal. Efek tersebut 
belum terhitung dengan adanya warung disekitar tambang, bengkel peralatan pertambangan dan 
penjual peralatan dan perlengkapan tambang. Multiplier efek yang sangat besar untuk dapat 
menjalankan roda ekonomi suatu daerah. 
12. Timeline Kegiatan 
Timeline Kegiatan diatas merupakan gambaran kasar dari proses pertambangan rakyat. Hal itu 
nantinya akan sangat tergantung dengan kondisi lapangan atau kondisi aktual di daerah tersebut. 
Seperti misalnya perizinan eksplorasi dan pertambangan, hal itu akan tergantung darii kondisi 
Pemerintah Daerah dan Proposal yang diajukan oleh masyarakat. Kondisi cuaca juga sangat 
berpengaruh pada kegiatan Pemetaan Sebaran Batu Andesit, Perhitungan Sumberdaya dan 
Perhitungan Cadangan. Karena apabila cuaca hujan atau badai, kegiatan tersebut harus dihentikan. 
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No Kegiatan Minggu ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Administrasi awal x              
2 Perizinan Eksplorasi  x x            
3 Pemetaan Sebaran Batu Andesit    x           
4 Perhitungan Sumberdaya     x          
5 Perhitungan Cadangan      x         
6 Penelitian kualitas    x x x         
7 Perizinan Pertambangan       x x       
8 Penambangan         x x x x x x 
9 Pengolahan         x x x x x x 
10 Pemantauan dan Perawatan Lingkungan    x x x   x x x x x x 
Kegiatan Penambangan dan Pengolahan berlangsung selama bahan galian masih ada. Apabila ditemukan 
cadangan baru, maka proses penambangan dan pengolahan akan berlangsung lebih lama. Selain itu juga, 
masyarakat dan pemerintah secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan perawatan lingkungan. 
Kegiatan tersebut dimulai dari pemetaan sebaran sampai kegiatan pertambangan dan pengolahan selesai 
dilaksanakan. 
13. Penutup 
Pertambangan Andesit memang menjanjikan, selain harga komoditi yang tidak turun dan cenderung naik, juga 
karena andesit dibutuhkan untuk pembangunan. Namun, pertambangan ini hanya bersifat sementara. Artinya 
setelah barang tambang habis, kegiatan pertambangan harus mencari tempat lain lagi atau berhenti. Tambang 
rakyat andesit ini cocok untuk dijadikan modal pembangunan desa. Laba hasil penjualan, ditabung dan 
dikonversikan dalam bentuk lain semisal peternakan atau perikanan. Setelah pertambangan selesai, kegiatan 
ekonomi masyarakat tetap berjalan hanya berganti dari pertambangan menjadi peternakan atau perikanan.  
Oleh karena itu, tambang rakyat andesit ini akan menjadi musibah bila kita rakus dalam eksploitasinya dan 
akan menjadi berkah aabila kita dapat mengelolanya dengan bijak. Majulah pertambangan demi 
pembangunan. 
Referensi 
Arief M.Sc., Dr. Ir. Irwandy dan Adisoma Ph.D, Ir Gatut S. Buku Ajar Perencanaan Tambang. Departemen teknik Pertambangan. Bandung: 
ITB. 2002. 
Darman, Regional Geology of Indonesia, 2000 
Gautama, Dr. Ir. Rudy Sayoga. Diktat Kuliah Sistem Penyaliran Tambang. Departemen Teknik Pertambangan. Bandung: ITB. 1999. 
Hustrulid, William dan Kuchta, Mark. Open Pit Mine Planning & Design vol 1- Fundamental. A.A. Balkema/Rotterdam/Brockfield. 1995. 
Mottana A et All. Rock And Minerals. Simon & Schuster. 1978 
Prodjosumarto, Partanto. Diktat Kuliah Pemindahan Tanah Mekanis. Departemen Teknik Pertambangan. ITB. Bandung. 2000. 





Aspek Ekonomi, Sosial, Budaya, dan 
Hukum Dana Desa 
 
 Dana Desa Bagian Dari Upaya Perbaikan Pengelolaan Fiskal Nasional dan Daerah 
oleh Diniafini Saputri Siregar dan Dwi Anggi Novianti.  
 Kajian Undang-Undang  Nomor 6 tahun  2014 Tentang Desa: Berkah atau Musibah 
oleh Sitti Nurlin.  
 Membangunan Desa:  Jangan Ragu dan Jangan Ditunda-Tunda oleh Iman 
Widhiyanto. 
 Pengembangan Jejaring Strategis (Strategic Network) antar Desa Penerima Dana 
Bantuan Pemerintah Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Produktivitas Desa oleh 
Arif Hartono. 
 Gerakan Intelektual Muda Membangun Desa oleh Saniman.  
 Meng-akuntansikan Dana Desa oleh Arfian Erma Zudana.  
 Terapi MURAH ‘Musik Daerah’ Bagi PEDES ‘Perempuan Desa’ Lansia oleh Umi 
Lutfiah.  
 Pemanfaatan Posyandu Balita dalam Pengembangan Posbindu PTM di Desa oleh 
Listy Handayani. 
 Peran Desa dalam Menumbuhkan Kesadaran Kesehatan Jiwa Masyarakat oleh 
Herlina Siwi Widiana. 
 SABSA (SArana Belajar deSA) Sebagai Wadah Peningkatan Produktivitas dan 
Kreativitas Masyarakat Desa oleh Rizky Firmansyah.  
 Peran Komunitas Desa dalam Pemertahanan Bahasa dan Budaya Daerah oleh 
Kristian Adi Putra.  
 Program Melestarikan dan Mengembangkan Kearifan Lokal Dalam Upaya 
Menyelesaikan Permasalahan Sosial-Budaya oleh Irham Yuwanamu.  










Pengantar Bagian II: 
Aspek Ekonomi, Sosial, Budaya, dan 
Hukum Dana Desa 
 
Oleh: 
Rully Prassetya, S.E., MPP, M.Sc. 
Alumni BPI LPDP 
MSc in Economics, University College London, UK 
Co-Founder, Mata Garuda Think Tank Division 
T.A.Octaviani Dading, S.Hum., M.Sc., 
Alumni BPI LPDP 
University of Edinburgh 
Co-Founder, Mata Garuda Think Tank Division 
 
 
Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskinnya 
secara signifikan. Gambar 1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di pedesaan turun 
dari 80% di tahun 1984 ke 14% pada 2012. Penduduk miskin di perkotaan juga turun dari 50% di tahun 
1984 ke 10% di tahun 2013. Lebih baik lagi, terjadi penyempitan gap antara jumlah penduduk miskin 
perkotaan dan pedesaan. Gap tersebut turun dari sekitar 30% di tahun 1984 hingga 4% di tahun 2012. 
Program pengentasan kemiskinan seperti transmigrasi, Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program pro-poor lainnya berkontribusi positif dalam 





Penduduk di bawah 
Garis Kemiskinan 
$1.90 (PPP) per hari 
Sumber: Povcalnet 
World Bank, ,  
diakses  




































































































Dalam hal tingkat kesenjangan ekonomi, sebagaimana diukur melalui Indeks Gini, capaian Indonesia 
belum sebaik penurunan tingkat penduduk miskin sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 
Sebagaimana diperlihatkan Gambar 2, tingkat kesenjangan ekonomi justru meningkat baik di 
pedesaan dan di perkotaan; terutama semenjak pertengahan tahun 2000-an. Angkanya bahkan 
sudah melebihi 40 di perkotaan semenjak tahun 2011. 
 
Gambar 2. Indeks Gini Indonesia 
Sumber: Povcalnet World Bank, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?0, diakses 24 
Desember 2015. 
Untuk menuntaskan persoalan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta untuk 
memberdayakan masyarakat, pemerintah menganggarkan dana desa setiap tahunnya mulai tahun 
2015. Dana desa ini diamanatkan oleh Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta 
dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22/2015. Tujuan akhir dana desa adalah 
untuk mempercepat perkembangan infrastruktur di pedesaan serta membuka kesempatan kerja 
yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim monitoring PNPM Mandiri pada tahun 2012, 
ditemukan bahwa proyek-proyek infrastruktur pedesaan yang dilakukan melalui program PNPM 
memiliki banyak manfaat (Media Keuangan, Vol. IX, No. 88, hal. 42-44). Pertama, proyek-proyek 
PNPM yang dilaksanakan memiliki Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang tinggi. Semua proyek 
tersebut memiliki EIRR di atas 30%; jauh di atas batas 12% sebuah proyek dianggap layak. Kedua, 
proyek-proyek PNPM memiliki general income multiplier yang tinggi, dengan rata-rata 1.30. Artinya, 
biaya proyek satu juta akan menghasilkan perputaran uang sebanyak 1,3 juta. Ketiga, proyek-proyek 
PNPM menghasilkan penghematan sebesar 24% hingga 36% jika dibandingkan apabila proyek 
tersebut dilaksanakan dengan biaya proyek standar harga pemerintah daerah. Kelebihan proyek 
infrastruktur pedesaan dengan motode PNPM ini tampaknya membuat pemerintah memberi 
perhatian lebih bagi pendanaan program pedesaan melalui dana desa.  
Pada tahun 2016, dana desa akan ditingkatkan menjadi Rp46 triliun, atau sekitar Rp700 juta untuk 




































































































setiap desa di tahun 2015.1 Peningkatan yang signifikan ini tentu perlu dibarengi dengan perbaikan 
konsep dan administrasi dana desa; terutama setelah realisasi di tahun 2015 yang di bawah harapan. 
Gambar 3 menunjukkan roadmap alokasi dana desa hingga tahun 2019. Terlihat bahwa dana desa 
ditargetkan mencapai Rp 111 triliun pada tahun 2019 nanti; suatu jumlah yang sangat besar. 
 
Gambar 3. Roadmap dana desa 2015-2019 (dalam triliun Rupiah). Sumber: Majalah Keuangan, Januari 2016. 
Di awal tahun 2015, banyak pihak yang optimis akan pelaksanaan program dana desa; namun tidak 
sedikit pula yang pesimis. Hingga akhir tahun 2015, sepertinya hal-hal yang dikhawatirkan oleh 
berbagai pihak mulai mengemuka. Sebagai contoh, meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan 
80% dana desa sesuai jadwalnya, tingkat peyerapan dana desa di tingkat pedesaan masih rendah. 
Hingga 13 November 2015, dana desa yang disalurkan dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke 
RKD (Rekening Kas Desa) baru mencapai Rp6.2 triliun (sekitar 30%).2 Mengingat jumlah dana desa 
akan terus ditingkatkan, tentu sangat penting dilakukan evaluasi atas capaian tahun 2015 ini.  
Evaluasi dana desa tahun 2015  
Sesuai PP Nomor 22 Tahun 2015, dana desa dicairkan dalam tiga tahapan. Tahap pertama, 40 persen 
dana disalurkan paling lambat pada minggu kedua April dengan syarat Pemda Kabupaten/Kota telah 
menyampaikan Perda APBD dan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian dana desa. Tahap 
kedua, 40 persen dana disalurkan paling lambat pada minggu kedua Agustus dengan syarat 
Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa pada Semester I pada 
tahun berjalan. Tahap ketiga, dana tersalur sebesar 20 persen paling lambat minggu kedua Oktober 
dengan syarat laporan realisasi penggunaan dana desa tahap satu dan dua. Berikut adalah beberapa 
evaluasi atas penyelenggaraan dana desa pada tahun 2015 (Media Media Keuangan, Vol. XI, No. 100, 
Januari 2016, hal. 35): 
Pertama, keterlambatan penyampaian peraturan bupati dan peraturan kepala walikota tentang 
pembagian dana desa. Peraturan bupati atau walikota ini tentu diperlukan untuk pencairan dana desa 
tahap pertama. Namun keterlambatan ini pada tahun 2015 dapat dipahami karena Peraturan 
Pemerintah No. 22/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.93/2015 tentang tata cara 
pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa baru dikeluarkan 
                                                                    
1 http://www.kemendesa.go.id/berita/1715/tahun-depan-dana-desa-jadi-rp-700-juta, diakses 13 Desember 2015. PP No 22/2015 
menargetkan dana desa mencapai 10 persen dari dari dan di luar dana transfer ke daerah. Alokasi dana desa dilakukan melalui akokasi dasar 
sebesar 90% yang dibagikan rata pada seluruh desa dan 10% yang didasarkan pada jumlah penduduk (25%), luas wilayah (10%), angka 
kemiskinan (35%), dan tingkat kesulitan geografis (30%). 
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pada bulan Mei 2015. Sehingga banyak kepala daerah yang memilih untuk menunggu peraturan 
tersebut dikeluarkan terlebih dahulu.  
Kedua, beberapa persoalan teknis, meliputi: (1) ketentuan hukum yang belum sejalan satu sama lain; 
(2) terlambatnya Bupati dan Walikota dalam menetapkan ketentuan terkait; (3) keterlambatan 
penyaluran dana dari kabupaten/kota ke desa karena pemerintahan desa belum sanggup 
menyediakan dokumen persyaratan; (4) terlambatnya kabupaten/kota dalam menyampaikan 
laporan realisasi penyaluran dan penyerapan dana; dan (5) belum terpenuhinya ketentuan Alokasi 
Dana Desa (ADD) dan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dari APBD ke desa. 
Ketiga, terdapat beberapa modus penyelewengan dana desa.3 Pertama, dalam memanfaat 
perangkat desa yang minim informasi, beberapa pemerintah kabupaten/kota hanya menyalurkan 
sebagian dana desa. Kedua, pemerintah kabupaten/kota sengaja menunda penyaluran dana desa 
untuk mendepositokan dana ini dan mengambil manfaat darinya. Ketiga, pemerintah 
kabupaten/kota membebankan biaya pelatihan yang cukup besar kepada aparat desa. Keempat, 
sebagian kabupaten/kota masih mengambil alih wewenang pengadaan barang dana desa.  
Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki, capaian pengelolaan dana desa pada tahun 2015 yang 
belum maksimal ini tentu dapat dipahami mengingat ini adalah tahun pertama pengelolaan dana 
tersebut. Langkah-langkah perbaikan perlu terus dilakukan agar dana desa dapat dimanfaat secara 
efisien, bersih, dan profesional.  
Langkah perbaikan ke depan 
Pertama, good planning. Dana desa sebaiknya dianggarkan untuk proyek infrastruktur desa; 
bukannya kegiatan administratif seperti belanja pegawai dan belanja barang pemerintahan desa. 
Selain itu, sebaiknya dana desa digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan masing-maisng 
desa. Konsep One Village One Product (OVOP) sebagaimana yang telah diimplementasikan di Jepang, 
Thailand dan Brunei Darussalam dapat dicontoh.  Konsep ini menekankan pengembangan produk 
yang memiliki nilai tambah yang tinggi bagi setiap desa.  
Kedua, administrative assistance to the village administration. Perlu adanya pendampingan dan 
sosialisai lebih intens kepada masyarakat desa. Perlu keterlibatan BPKP dalam mengelola dana desa 
yang bebas korupsi. Hal ini dapat diatasi melalui program pendampingan, sebagaimana yang 
dilakukan program PNPM. Dengan jumlah desa dan kelurahan mencapai 80.000, cukup mustahil bagi 
pemerintah untuk melakukan monitoring efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di setiap 
desa. Untuk itu, sistem pendampingan perlu diperkuat sehingga melalui proses yang baik, kebutuhan 
untuk monitoring secara detil di bagian akhir bisa teratasi.  
Ketiga, evaluasi value for money. Agar dana desa memiliki efek besar terhadap kesejahteraan 
masyarakat, sebaiknya diterapkan audit value for money terhadap penggunaan dana desa tersebut; 
yaitu berapa besar dampak yang dihasilkan dari kegiatan dana desa tersebut. Dengan adanya ukuran 
ini, kritera evaluasi penggunaan dana desa akan menjadi lebih terarah. 
Keempat, perbaiki koordinasi regulasi dana desa. Pada saat ini peran dari tiga kementrian masih 
belum jelas dan terdapat perbedaan indikator kesuksesan masing-masing kementrian. Sebagai 
                                                                    






contoh, kementrian keuangan tentu menginginkan agar dana desa ditransfer ke daerah sesuai 
jadwalnya; sementara kementrian dalam negeri ingin memastikan bahwa dana tersebut dikelola 
sesuai peraturan; dan kementrian desa PDTT menginginkan agar dana desa tersebut digunakan 
untuk kegiatan prioritas. Berikut adalah pembagian kewenangan pada saat ini (Media Keuangan Vol. 
X, No.03, Hal. 23-24): 
 Kementrian keuangan memiliki empat peran, yaitu: (1) menganggarkan dana desa dalam 
APBN; (2) mengalokasikan dana desa ke setiap kabupaten atau kota; (3) menyalurkan dari 
rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD); dan (4) 
melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap realisasi penggunaan dana desa. 
 Kementrian dalam negeri, berperan dalam pengelolaan keuangan di desa sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. Peraturan tersebut mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, 
kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran, pendapatan, dan belanja desa, serta 
semua aspek pengelolaan keuangan desa. Aspek tersebut meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. 
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan pada 
tataran pelaksanaan dana desa, seperti menentukan kegiatan prioritas yang dapat dibiayai 
dari dana desa maupun kegiatan pendampingan dalam rangka pelaksanaan dana desa. Hal 
ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengguanaan dana desa tahun 2015. 
Tentunya terdapat banyak masukan lain terhadap pengelolaan dana desa. Pada bagian ketiga buku 
ini, terdapat 13 esai yang memaparkan beberapa pemikiran dan masukan terkait penggunaan dana 
desa.  
Highlights artikel pada bagian ketiga 
Enam esai pertama memberi masukan terkait konsep penyelenggaran dana desa baik dari sisi 
kebijakan fiskal, pengembangan jejaring pemerintahan desa, hingga pemanfaatan sumber daya 
manusia pemuda di pedesaan.  
Esai yang pertama dari Diniafini Saputri Siregar dan Dwi Anggi Novianti berjudul “Dana Desa Bagian 
Dari Upaya Perbaikan Pengelolaan Fiskal Nasional dan Daerah”. Pada esai ini penulis menjelaskan 
bahwa dana desa sebagai bentuk perbaikan pengelolaan fiskal dan struktur APBN perlu 
memprioritaskan program-program strategis dalam penggunaannya. Program itu sebaiknya berupa 
pembangunan infrastruktur, kegiatan padat karya, serta kegiatan lainnya yang menunjang 
perkembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga menekankan bahwa kemampuan desa 
untuk memanfaatkan dana ini perlu diperhatikan agar efektivitas penggunaan anggaran dapat 
tercapai. Hal ini dapat dilakukan melalui pendampingan dari otoritas pemerintahan yang lebih tinggi 
serta pendampingan teknis dari lembaga swadaya masyarakat. Penulis juga menekankan bahwa 
sistem pengawasan yang digariskan dalam undang-undang desa sudah baik; tinggal apakah para 
unsur pemerintah desa, masyarakat, dan badan permusyawaratan desa sanggup menjaga komitmen 
mereka dalam mengelola dana desa secara optimal.  
Esai kedua dari Sitti Nurlin berjudul “Kajian Undang-Undang  Nomor 6 tahun  2014 Tentang Desa: 
Berkah atau Musibah”. Pada esai ini penulis menyatakan bahwa semestinya Indonesia merupakan 
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sebuah welfare state; sehingga akar pembangunan dari pedesaan perlu diperkuat. Dana desa yang 
dicanangkan pada tahun 2015 ini merupakan langkah yang tepat. Namun penulis mengingatkan 
bahwa dana yang besar itu, apabila seorang Kepala Desa dan perangkatnya tidak dibekali dengan 
pengetahuan dan pemahaman yang memadai terutama dalam penggunaan dan pengelolaan 
anggaran, maka kehadiran Undang-Undang Desa dpaat menjadi “musibah” bukannya “berkah” bagi 
pemerintah Desa. Pada esai ini penulis kemudian menjelaskan beberapa potensi sumber “musibah” 
dalam pengelolaan dana desa beserta solusi yang dapat diambil.  
Esai ketiga dari Iman Widhiyanto berjudul “Membangunan Desa:  Jangan Ragu dan Jangan Ditunda-
Tunda”. Pada esai ini penulis mengingatkan bahwa masing-masing desa dan kelurahan di Indonesia 
memiliki karakteristik yang beragam. Keberagaman tersebut pada satu sisi dapat menjadi kekuatan 
dan faktor pendorong pembangunan desa, namun pada sisi lain juga bisa menjadi faktor 
penghambat. Kemampuan manajerial pemerintahan desa untuk mengelola keberagaman yang 
dimilikinya  akan  menetukan keberhasilan dalam pembangunan desa. Penulis kemudian 
menjelaskan beberapa tantangan pengelolaan dana desa, di antaranya adalah faktor sumber daya 
manusia, kelembagaan, teknologi, infrastruktur, dan karakteristik desa itu sendiri. Penulis kemudian 
juga menjelaskan delapan syarat keberhasilan pengelolaan dana desa serta hal-hal yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintahan desa, untuk menyukseskan program dana 
desa.  
Esai keempat dari Arif Hartono berjudul “Pengembangan Jejaring Strategis (Strategic Network) antar 
Desa Penerima Dana Bantuan Pemerintah Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Produktivitas Desa.” 
Pada esai ini, penulis menyatakan bahwa pembentukan dan penggunaan jaringan strategis antar 
desa dapat memberikan dampak ekonomis yang positif bagi desa; namun saat ini, hubungan antar 
desa (paguyban desa atau BKAD) yang tersistematis masih kurang dan kegiatannya kurang 
bermanfaat  bagi produktivitas desa. Forum yang saat ini ada lebih berfokus pada kegiatan 
koordinasi, perlindungan dan pelestarian aset PPK tingkat kecamatan, tidak menekankan adanya 
kegiatan pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan untuk peningkatan produktivitas desa. 
Penulis kemudian memberikan uraian mengenai bentuk jejaring strategis, aktivitasnya yang sesuai 
dengan siklus penggunaan dana desa, serta contoh studi kasus. 
Esai kelima dari Saniman berjudul “Gerakan Intelektual Muda Membangun Desa”. Pada esai ini, 
penulis mengusulkan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat yang berstatus sebagai 
sarjanawan muda asli desa dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung pemerintah desa dalam 
merencanakan, melaksanakan, mengawasi, melaporkan dan mengevaluasi penggunaan dana desa 
yang inovatif berkhasanah budaya setempat. Penulis kemudian mengusulkan agar dibentuk 
lembaga swadaya di setiap yang mewadahi gerakan ini secara rinci serta menjelaskan struktur dan 
tugas pengurus lembaga tersebut.  
Esai keenam dari Arfian Erma Zudana berjudul “Meng-akuntansikan Dana Desa”. Pada esai ini, 
penulis menyatakan bahwa dalam bidang akuntansi, setidaknya terdapat dua hal yang harus 
dilakukan untuk dapat mensukseskan penerapan UU Desa tahun 2014. Hal pertama adalah 
penetapan visi, misi, goal dan strategi yang sesuai dengan karakteristik desa. Hal kedua adalah 
prinsip pertanggungjelasan dari pengguna dana desa kepada pemilik dana. Contoh bentuk 
pertanggungjelasan ini adalah pemberian penjelasan dalam laporan kegiatan mengenai alasan 




tujuan kegiatan itu tidak tercapai (apabila tidak tercapai). Pada akhirnya, penulis berharap terdapat 
good governance dalam pengelolaan dana desa ini. 
Empat esai berikutnya merupakan esai yang menawarkan beberapa program kesehatan dan 
pembelajaran di tingkat masyarakat desa. 
Esai pertama dalam bidang kesehatan dari Umi Lutfiah berjudul “Terapi MURAH Musik Daerah’ Bagi 
PEDES ‘Perempuan Desa’ Lansia”. Pada esai ini, penulis menyebutkan beberapa tantangan yang 
dihadapi oleh kaum lansia. Di antaranya adalah terkait status perkawinan, tingkat intelektualitas, dan 
masalah kesehatan. Untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, dan social lansia, penulis memberikan 
saran dilakukan terapi musik daerah bagi mereka. 
Esai kedua dalam bidang kesehatan dari Listy Handayani berjudul “Pemanfaatan Posyandu Balita 
dalam Pengembangan Posbindu PTM di Desa”. Pada esai ini penulis menyatakan bahwa Penyakit 
Tidak Menular (PTM) merupakan salah satu tantangan utama kesehatan saat ini. Oleh karena itu, 
penulis mengusulkan melakukan pengendalian faktor risiko PTM melalui Pos Pembinaan Terpadu 
(Posbindu) PTM di tingkat pedesaan. Penulis juga membuat rancangan biaya dan timeline untuk 
melaksanakan kegiatan ini.  
Esai ketiga dalam bidang kesehatan dari Herlina Siwi Widiana berjudul “Peran Desa dalam 
Menumbuhkan Kesadaran Kesehatan Jiwa Masyarakat”. Pada esai ini penulis mengatakan bahwa 
penyakit kesehatan mental merupakan salah satu penyakit yang kurang dipahami dan dianggap 
memalukan oleh masyarakat sehingga penanganannya pun menjadi terhambat. Untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat terkait gangguan jiwa, penulis mengajukan beberapa strategi: 
(1) menentukan key person/tokoh kunci; (2) menjalin hubungan dengan narasmber; (3) melakukan 
pelatihan bagi tokoh kunci; (4) menentukan media sosialisasi; dan (5) mengembangkan sistem 
rujukan.   
Esai selanjutanya mengenai pembelajaran desa dari Rizky Firmansyah berjudul “SABSA (SArana 
Belajar deSA) Sebagai Wadah Peningkatan Produktivitas dan Kreativitas Masyarakat Desa”. Pada 
esai ini penulis mengajukan program Sarana Belajar Desa (SABSA) sebagai langkah untuk 
meningkatkan potensi sumber daya manusia di setiap desa. SABSA merupakan sarana pendidikan 
informal yang dibuat untuk mewadahi pembentukan produktivitas masyarakat, dan 
mengembangkaan kreativitas anak-anak. Beberapa hal yang dicakup oleh program SABSA ini 
adalah: (1) perpustakaan desa; (2) pelatihan keterampilan; (3) teknologi informasi; dan (4) 
manajemen kepemimpinan. Penulis kemudian mengajukan usulan kongkrit untuk pelaksaan 
program SABSA ini.  
Selanjutnya terkait budaya, sebagai orang yang sedang atau telah selesai menuntut ilmu, kita 
tercerahkan untuk merefleksikan kekurangan di sekitar kita dan membangunnya ke arah yang lebih 
baik. Karen Strassler (2010) menulis bahwa R.A. Kartini yang mendapatkan wawasan Jawa dan 
Belanda adalah contoh cendekiawan dengan double gaze ini. Strassler mengatakan bahwa Ibu 
Kartini dengan kedudukannya sebagai orang yang terdidik dapat meliaht dan memahami dunia 
tradisional orang Jawa dan mencontoh ke-modern-an dunia Belanda. Ini adalah double gaze yang 
dimiliki oleh elit “native” di zaman kolonial saat itu. Apakah kita Kartini masa kini dalam pengertian 
ini? Di mana kita menjadi “broker” modernisasi bagi orang-orang dengan keadaan yang kita anggap 
kurang beruntung. Dengan tidak menafikkan pentingnya berbagai intervensi pemerintah dalam 
berbagai segi pembangunan, kami mengajak para pembaca untuk meletakkan diri sebagai orang-
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orang yang mendapatkan program-program intervensi dari pemerintah. Budaya, layaknya 
kemiskinan di Indonesia, adalah salah satu topik yang sering dimuseumifikasi sebagai masalah 
berbagai kelompok yang “terpinggirkan”. Saat kita berbicara budaya, kita sering melihatnya sebagai 
sesuatu hal yang harus “ditolong”, “diselamatkan”, “dipelihara”, “dijaga”, “di-monetize” sebagai 
objek wisata, dimuseumkan. Sedangkan, budaya adalah cara kita hidup sehari-hari. Bangsa 
Indonesia sangat beruntung memiliki budaya seluas nusantara yang sebenarnya bisa dikembangkan 
menjadi sumber daya strategis sebagai soft power. Namun, saat ini kita belum mampu melihat ini 
sebagai  kekuatan negara. Saat ini kita masih berkutat dengan pemertahanan budaya. Saat budaya 
butuh dipertahankan, maka kekuatan apakah yang membuatnya terkikis? Bisa jadi ini adalah 
kekuatan yang sama dengan yang ingin mempertahankan budaya, melihatnya sebagai objek, bukan 
sesuatu yang layak hidup berdampingan sebagai subjek negara ini. 
Namun, jika para pelaku budaya dan pengguna bahasa daerah tidak mau lagi menjalankan atau 
menggunakan bahasa mereka, mengapa mereka harus mempertahankannya? Kesimpulan dari 
ketiga esai bertema budaya selanjutnya menyiratkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab 
untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi berbagai budaya (dalam hal ini di dalamnya 
termasuk bahasa) untuk tetap hidup di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menentukan 
sendiri definisi modernisasi atau masa depan yang baik yang sesuai dengan keinginan mereka. 
Pemertahanan budaya dalam hal ini adalah seperti mekanisme diskriminasi positif atau affirmative 
action karena adanya ketimpangan kuasa yang terjadi di masa lalu dan mungkin tetap terjadi saat ini. 
Diskriminasi positif ini bertujuan untuk membuat budaya dan bahasa yang mulai punah sebagai 
sebuah hal yang berharga. Esai-esai bertema budaya yang ada di dalam Bab ini berhubungan dengan 
pemertahanan bahasa daerah, kearifan lokal, dan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur 
alternatif. Dari sudut pandang para penulis, dapat dilihat bahwa intervensi diperlukan, terutama 
untuk memupuk kepercayaan diri dari pelaku budaya atau pengguna bahasa yang bersangkutan 
bahwa tata cara mereka adalah penting dan berharga bagi negara Republik Indonesia.  Beberapa 
tulisan perlu untuk membahas lebih dalam mengenai kaitan antara bahasa dan tata cara hidup 
dengan keberlangsungan serta identitas manusia yang menuturkan dan menjalankan bahasa dan 
tata cara tersebut. Hanya dengan pendalaman seperti ini kita akan mengerti bahwa budaya bukanlah 
objek museum dan wisata semata dan mulai menghargainya sebagai sebuah subjek yang organik 
dan senantiasa berkembang. 
Esai pertama dalam tema budaya dari Kristian Adi Putra berjudul “Peran Komunitas Desa dalam 
Pemertahanan Bahasa dan Budaya Daerah”. Pada esai ini penulis menyatakan bahwa bahasa dan 
budaya daerah Indonesia berada pada ambang kepunahan. Untuk itu penulis memberikan beberapa 
rekomendasi peran dan program yang dapat dilakukan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan 
masyarakat desa.   
Esai kedua dalam tema budaya dari Irham Yuwanamu berjudul “Program Melestarikan dan 
Mengembangkan Kearifan Lokal Dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Sosial-Budaya”. Pada 
esai ini penulis menjelaskan upaya yang dapat ditempuh pemerintah desa dalam melestarikan dan 
mengembangkan kearifan lokal sebagai bentuk pendekatan yang holistik dalam membentuk 
identitas dan melakukan pembangunan daerah ataupun desa. Strategi ini mencakup: (1) program 




pameran; dan (4) pembuatan website. Penulis juga mengajak pemerintah daerah ataupun desa, 
masyarakat, UKM/pengusaha, dan akademisi untuk bersinergi merealisasikan ini. 
Esai terkahir dalam tema budaya dari Suar Sanubari berjudul “Pelatihan Penyelesaian Sengketa 
Alternatif bagi Kepala Desa/Adat”. Pada esai ini penulis menyampaikan bahwa kepala desa/adat 
perlu untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai arbiter, sehingga dapat menjadikan 
penyelesaian sengketa tradisional sebagai suatu penyelesaian sengketa alternatif formal yang juga 
diakui negara. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan penyelesaian sengketa alternatif bagi 
kepala desa/adat untuk memperkenalkan kemudian meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 
penyelesaian sengketa. 
Demikianlah highlights esai-esai dalam bagian ketiga buku ini. Semoga esai-esai ini memberi insights 
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Perbaikan Prioritas Pengelolaan Fiskal Pemerintah 
Saat ini Indonesia tengah memasuki era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden 
Jokowi. Untuk mengakomodasi visi, misi, dan program kerja Kabinet Kerja, Pemerintah telah 
mengajukan Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Perubahan (RAPBN-P) 2015 yang telah 
disetujui oleh DPR menjadi APBN-P. Melalui APBN-P 2015 tersebut kita dapat melihat gambaran 
prioritas kebijakan ekonomi Pemerintah melalui program kegiatan yang akan dilaksanakan serta 
alokasi anggarannya. Salah satu agenda yang menjadi prioritas utama dari pemerintah tersebut 
adalah pembangunan infrastruktur, khusunya infrastruktur dasar yang menunjang sektor pangan, 
maritim, energi, serta konektivitas antar daerah.  
Komitmen pemerintah untuk lebih memberi perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur 
tercermin antara lain dari kebijakan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 
yang diluncurkan pada pertengahan November 2014 silam, disusul dengan kebijakan yang lebih 
progresif yakni mencabut subsidi untuk bahan bakar premium (Ron 88) dan menetapkan subsidi 
tetap (fixed subsidy) untuk bahan bakar solar terhitung mulai 1 Januari 2015. Salah satu tujuan utama 
dari perubahan skema subsidi BBM tersebut adalah untuk merealokasi anggaran subsidi bbm yang 
selama ini sudah sangat membengkak dan tidak tepat sasaran kepada pos pengeluaran lain yang 
lebih produktif seperti belanja infrastruktur. Implikasi dari perubahan kebijakan subsidi energi 
tersebut adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah anggaran untuk infrastruktur (Rp 290,3 triliun) 
akan lebih besar daripada anggaran belanja subsidi energi (Rp137,8 triliun). 
Hal ini tentunya merupakan sebuah pencapaian yang penting dan positif dalam pengelolaan fiskal 
pemerintah Indonesia, karena selama ini alokasi anggaran yang amat besar untuk subsidi bbm selain 
tidak tepat sasaran (sebagian besar dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu) juga 
menimbulkan berbagai distorsi ekonomi dan sosial seperti penyelundupan bbm akibat adanya 
disparitas harga, serta terhambatnya penggunaan dan pengembangan energi alternatif/terbarukan. 
Sementara itu pembangunan infrastruktur yang sifatnya memiliki efek pengganda (multiplier effect) 
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dapat memberi pengaruh yang lebih signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur 
yang bersifat padat karya juga diharapkan dapat berdampak pada percepatan penurunan angka 
pengangguran dan kemiskinan.  
Penajaman pengelolaan fiskal dan perbaikan struktur APBN tersebut tidak hanya menjadi peran 
pemerintah pusat saja. Keterlibatan daerah hingga pada tingkat desa untuk turut berperan aktif 
dalam menjalankan agenda prioritas pemerintah tersebut juga diperbesar antara lain dengan 
kenaikan anggaran Dana Desa yang cukup signifikan. Peningkatan anggaran Dana Desa di dalam 
APBN-P 2015 tersebut merupakan salah satu bagian dari pengalihan anggaran subsidi BBM.  
Desentralisasi Fiskal dan Dana Desa 
Indonesia sudah tidak lagi menganut pengelolaan anggaran yang terpusat. Sebaliknya, peran dan 
penerapan desentralisasi fiskal terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, ditunjukkan dengan pos 
Transfer ke Daerah yang besarannya terus bertambah dari tahun ke tahun di dalam APBN (Gambar 
1). Tentunya pelaksanaan desentralisasi fiskal ini tidak sebatas hanya masalah meningkatkan 
kuantitas anggarannya saja, tetapi lebih penting lagi bagaimana mencapai kualitas anggaran yang 
baik sehingga pembangunan daerah bisa berjalan optimal. Memang harus diakui kesenjangan 
pembangunan dan kesejahteraan antar daerah masih terjadi hingga saat ini. Melalui desentralisasi 
fiskal, anggaran harus diarahkan untuk pembangunan daerah melalui pengeluaran-pengeluaran 
yang bersifat produktif. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, pembangunan juga harus 
dilaksanakan hingga ke satuan wilayah terkecil. Oleh karena itu, terciptalah Dana Desa sebagai salah 
satu instrumen desentralisasi fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah perdesaan. 
 
Gambar 1. Transfer ke Daerah dalam APBN (Rp Triliun) 
Sumber: Kementerian Keuangan 
Kewenangan Pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus wilayahnya berdasarkan prinsip 
otonomi dan desentralisasi terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Namun demikian, menurut UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan pemerintah 
desa dalam hal perencananaan pembangunan dan keuangan tidak termasuk dalam kewenangan 
Desa. Hal ini jelas menyimpang dari semangat otonomi yang digaungkan dalam UU tersebut, 
mengingat hal tersebut mengartikan Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, bukan sebagai 
entitas yang berdiri sendiri. Sebaliknya, UU tersebut mengakui adanya kewenangan asli Desa untuk 












Kelemahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tersebut menjadi pemicu diterbitkannya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini kembali menegaskan 
tentang hak asal usul desa yang tersirat dalam kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang 
tersebut, yaitu kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Selain itu, pengalokasian 
dana untuk pembangunan desa telah jelas disebutkan dalam undang-undang desa. Dengan 
demikian, tujuan utama Undang-Undang Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan membangun wilayah pedesaan guna meningkatkan ekonomi kerakyatan yang 
berkelanjutan. 
UU Desa dalam pasal 72 menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa akan bersumber dari alokasi 
APBN. Implikasi dari amanat ini adalah terhitung mulai tahun 2015 pemerintah pusat 
mengalokasikan Dana Desa yang merupakan salah satu bagian dari Transfer ke Daerah. Dalam APBN 
2015 Dana Desa yang dianggarkan adalah sebesar Rp9,1 Triliun, dimana nilai tersebut dinaikan secara 
signifikan hingga mencapai Rp20,8 Triliun di dalam APBN-P 2015. Kenaikan anggaran Dana Desa 
tersebut juga merupakan bagian dari realokasi penurunan subsidi BBM/energi dan komitmen 
pemerintah untuk memberi perhatian lebih besar pada pembangunan infrastruktur khususnya di 
daerah. Prioritas penggunaan Dana Desa tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan 
antara lain di sektor pertanian dan pangan, perikanan, peternakan, dan maritim, yang menunjang 
kedaulatan pangan nasional. Dalam menentukan besaran dana desa untuk tiap daerah, Pemerintah 
telah menetapkan kriteria dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. 
Data Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana ditampilkan di Gambar 2, menunjukan bahwa 
secara sektoral, pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor dengan kontribusi ke-empat 
terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (setelah industri pengolahan, konstruksi, dan 
perdagangan). Dengan pentingnya peranan sektor pertanian dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi Indonesia, penggelontoran dana desa menjadi sangat relevan mengingat corak desa yang 
dekat dengan sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Oleh karena itu peran dana desa 
akan sangat vital bukan hanya bagi perkembangan desa itu sendiri, tetapi juga untuk menopang 
pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Lantas,  kegiatan seperti apa saja yang perlu dilakukan 
dengan mempergunakan anggaran dana desa tersebut? Tentunya setiap daerah mempunyai 
karakteristik tersendiri, namun beberapa hal berikut kiranya harus terakomodasi dalam kegiatan 
yang dibiayai oleh dana desa: 
1. Pembangunan infrastruktur. Selama ini perkembangan infrastruktur yang relatif lambat dianggap 
menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi lagi. 
Dalam Global Competitiveness Index Report 2014-2015 hambatan infrastruktur masih menjadi salah 
satu faktor penghalang terbesar untuk doing business di Indonesia. Terkait lebih spesifik dengan dana 
desa, pembangunan infrastruktur melalui  penggunaan dana ini diharapkan dapat mengurangi 
kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia yang cenderung memburuk, terlihat dari rasio gini 
yang makin tinggi. Kesenjangan pendapatan tersebut terjadi bukan hanya antar golongan 
masyarakat, namun juga antar daerah. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud di sini adalah 
infrastruktur yang bersifat dasar dan sesuai dengan corak desa masing-masing. Salah satu contoh 
misalnya dana desa tersebut digunakan untuk membangun sistem irigasi sawah atau pembangunan 
jalan desa yang untuk menunjang pemasaran hasil pertanian. Dengan hasil pertanian yang lebih baik 
dan distribusi yang lebih lancar, distorsi harga dan ekonomi dapat diminimalisir dan pada akhirnya 
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akan memberikan keuntungan bagi masyarakat desa penghasil maupun bagi daerah lainnya yang 
mengkonsumsi. 
2. Kegiatan Padat karya. Salah satu faktor pertimbangan dalam penentuan besarnya jumlah dana desa 
bagi masing-masing daerah adalah angka kemiskinan di daerah tersebut. Artinya, penyaluran dana 
desa tersebut mengandung agenda pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu seyogyanya dalam 
implementasinya kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dapat menyerap tenaga kerja agar taraf 
kehidupan masyarakat desa dapat meningkat.  
3. Human development and empowerment. Hal terpenting dalam penggunaan dana desa ini ialah 
bagaimana dana tersebut dapat memberi kontribusi optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat pedesaan. Kegiatan yang dibiayai oleh dana desa tersebut juga harus digunakan antara 
lain untuk membantu masyarakat memperoleh akses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan 
kesehatan. Contoh sederhana namun penting yang dapat menjadi perhatian adalah misalnya 
bagaimana dengan dana ini desa dapat membangun jalan atau jembatan penghubung yang akan 
membantu akses siswa di daerah terpencil menuju sekolah. 
Sekali lagi yang menjadi kunci adalah kegiatan yang didanai oleh dana desa tidak harus sangat 
canggih tetapi harus mampu menjawab permasalahan mendasar di pedesaan. 
 
Gambar 2. Kontribusi Lapangan Usaha terhadap Pertumbuhan PDB 2014 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
Mekanisme Pengelolaan Dana Desa 
Harus kita akui bahwa salah satu permasalahan pelik yang masih belum terselesaikan di Negara ini 
adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan dalam GCI, korupsi diidentifikasi sebagai masalah 
paling besar yang masih dihadapi Indonesia. Begitu banyak contoh bagaimana suatu program telah 
dirancang dengan tujuan yang baik namun akhirnya tidak efektif karena adanya penyimpangan di 
tahapan implementasi. Hal ini juga patut kita waspadai dan cermati dalam pengelolaan dan 
penggunaan dana desa. Selain aspek penyimpangan anggaran, kapasitas dan kemampuan desa 
untuk memanfaatkan dana ini juga perlu untuk diperhatikan agar efektivitas penggunaan anggaran 
dapat tercapai. Perlu dirancang suatu sistem untuk memonitor pengelolaan dana desa, misalnya 
pendampingan dari level otoritas yang lebih tinggi (Pemerintah Kota/Kabupaten) agar pengelolaan 














pendampingan teknis dari kalangan non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
ingin turut serta membangun daerah, juga dari  unsur akademis seperti universitas-universitas di 
sekitar wilayah tersebut. 
Sebetulnya di dalam Undang-Undang Desa telah diatur mengenai aspek manajemen dan 
akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Selain mengenai prioritas program dan kegiatan, di dalam 
Undang-Undang tersebut juga telah diatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan hingga 
pengawasan pembangunan desa, mencakup di dalamnya aspek pengelolaan keuangan dan aset 
desa. Mekanisme perencanaan pembangunan desa kurang lebih merupakan “miniatur” dari sistem 
pembangunan dan penganggaran nasional, dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dalam skala desa, kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa ada di tangan Kepala Desa dan pembahasan rencana pembangunan 
desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengikutsertakan 
masyarakat desa. Rancangan APBD sendiri diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan 
bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Sesuai pasal 39 Undang-Undang Desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat 
diperpanjang sebanyak 3 (tiga) periode. Masa jabatan tersebut berbeda dengan aturan sebelumnya 
yang terdapat pada Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dimana hanya memperbolehkan kepala 
Desa untuk menjabat selama 2 (dua) kali periode. Seorang ahli sejarah asal Inggris, Lord Alton, 
pernah mengungkapkan bahwa “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. 
Mempertimbangkan ungkapan tersebut, dengan bertambahnya jangka waktu kekuasaan seorang 
Kepala Desa sekiranya dapat membuka peluang terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan 
antara lain dalam hal pengelolaan anggaran, jika tidak dijunjung oleh sikap integritas yang tinggi. 
Namun demikian, demi menghindari kesewenang-wenangan Kepala Desa, BPD diberi fungsi 
pengawasan atas kinerja Kepala Desa (pasal 55 Undang-Undang Desa). Penguatan fungsi BPD 
memberikan sinyal positif akan adanya mekanisme check and balance dan praktik good corporate 
governance.  
Selain itu, di tingkat daerah terdapat juga Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Daerah yang 
memiliki fungsi pengawasan dan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 
termasuk desa. Sehingga meskipun Kepala Desa memiliki kemungkinan untuk berkuasa dalam 
jangka waktu yang cukup panjang (18 tahun) namun dengan tersedianya unsur-unsur pengawasan 
kinerja dan anggaran tersebut, seharusnya mismanagement anggaran desa hingga korupsi tidak 
seharusnya terjadi, belum lagi adanya pengawasan yang dilakukan langsung oleh masyarakat 
setempat. 
Lebih jauh lagi, Undang-Undang Desa mengamanatkan agar pendampingan dan bantuan perlu 
diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan desa, seperti misalnya 
dalam hal penyusunan proposal anggaran dan budgeting4. Pemerintah Daerah/ Kabupaten juga harus 
memberikan akses informasi melalui sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. 
Sistem informasi ini harus dapat diakses oleh masyarakat desa dan para pemangku kepentingan. 
Berpijak pada aturan tersebut, sebetulnya tidak ada alasan pengelolaan dana desa tidak tepat 
sasaran dan tidak efektif. Perlu ada komitmen yang kuat dari unsur pemerintah desa, masyarakat, 
                                                                    




Badan Permusyawaratan Desa, hingga level pemerintahan yang lebih tinggi agar dana desa dapat 
optimal digunakan untuk membangun wilayah desa sesuai dengan corak dan kebutuhan di masing-
masing desa/wilayah. Jika hal tersebut dapat tercapai, pada akhirnya pembangunan desa yang 
berjalan dengan baik akan menjadi modal penting pembangunan ekonomi secara nasional. 
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Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merupakan landasan yuridis konstitusional 
pembentukan undang-undang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 
ini kemudian mempunyai makna bahwa mengharuskan negara untuk  mewujudkan negara 
kesejahteraan (welfare state). Welfare state dapat dicapai dengan lebih efektif  apabila akar 
pembangunan dimulai dari pedesaan. Kami  sependapat bahwa salah satu keberhasilan 
pembangunan pertama-tama sangat tergantung pada keputusan politik, baik dari lembaga eksekutif 
maupun legislatif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan  yang tidak terlepas 
dari keterkaitan dengan berbagai sektor-sektor lainnya, termasuk dalam penyediaan dana anggaran 
yang diperlukan. Namun sejauh ini anggaran dari APBN yang dikucurkan untuk Pemerintah Desa 
masih sangat  minim, dan ini menjadi faktor penting yang sangat menentukan kesuksesan dan 
percepatan pembangunan di pedesaan. Undang-Undang tentang perdesaan memberikan konsep 
yaitu 10% dana dari APBN bisa dikucurkan untuk perdesaan, sehingga ini akan menunjang 
kesuksesan pembangunan di perdesaan. Hal ini semakin mungkin untuk direalisasikan  dengan  
kehadiran undang-undang desa ( UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Semangat pembentukan 
undang-undang desa pada dasarnya  berangkat dari semangat ekonomi kerakyatan yang merupakan 
wujud penjelmaan dari demokrasi ekonomi yang mana inti demokrasi ekonomi adalah “sharing of 
power” diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat nasional.  Termasuk hak untuk 
menyatakan pendapat dan bersaing, mendapatkan keadilan sosial, dan kesejahteran ekonomi  untuk 
semua anggota masyarakat, bangsa, dan negara.5 
Bahwa dalam undang-undang desa  menyatakan  desa merupakan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.6 Terminologi 
ini merupakan hal yang paling fundamental untuk tetap menghormati dan menjunjung tinggi asas 
kearifan lokal yang sebagaimana diadopsi oleh konstitusi. Selain itu pembangunan desa 
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.7 Dewasa ini Desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, 
maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera. 
Pada tataran implementasi telah dihadapkan dengan persoalan ketidakmerataan pembangunan, 
daerah yang semakin tertinggal, dan banyaknya kesenjangan social yang sampai saat ini belum juga 
dijamah sepenuhnya oleh pemerintah sehingga berimplikasi pada munculnya beragam aspirasi 
masyarakat. Berbagai macam faktor yang menjadikan hal ini terjadi. Faktor yang utama bagi hukum 
untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan 
“stability”, ‘predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem 
pembangunan ekonomi apa saja untuk berfungsi termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah 
potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling 
bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu 
langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk 
pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang 
traditional.8 Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standard pola tingkah laku 
Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pembangunan terutama pola pembangunan 
desa. Terganggunya prasarana ekonomi Setempat dan keengganan masyarakat lokal untuk 
mengambil bagian dalam proses mobilisasi sosial.9 Begitu juga, kesejahteraan sosial  bisa dicapai 
dengan memberikan setiap orang menurut apa yang ia perlukan, Namun langkah tersebut dapat 
mengikis secara perlahan persatuan nasional yang secara normal harus membuat konsesi kepada 
ekonomi regional/pedesaan yang berbeda dan pembangunan ekonomi yang memerlukan insentif 
keuangan, maka dengan berbagai terobosan dan langkah konkrit untuk menjadikan bangsa ini lebih 
baik maka apa yang menjadi keraguan masyarakat semakin tercerahkan dengan adanya undang-
undang desa. Namun  menurut kami masih banyaknya masyarakat terutama kepala desa beserta 
perangkatanya belum memahami secara komprehensif undang-undang desa. Oleh karena itu   perlu 
adanya penyuluhan dan sosialisasi peraturan yang bersangkutan kepada kepala desa beserta 
perangkatnya. Adalah kejadian yang menyedihkan bahwa suatu undang-undang yang baru keluar 
langsung dituntut oleh masyarakat untuk diubah bahkan dicabut.  
Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 
8.000 (delapan ribu) kelurahan yang mempunyai keunikan, keragaman, bahkan karateristik yang 
berbeda, dengan perbedaan yang pluralism  maka perlu dipetakan  potensi daerah dengan 
menggunakan metode pendekatan pembangunan yang berbeda pula yang mana harus ditinjau dari 
berbagai macam aspek, baik aspek geografis, ekonomi, social, kearifan lokal, dan lain sebagainaya 
karena tidak dapat dipungkiri bahwa  setiap desa memiliki kesiapan yang beragam dalam 
                                                                    
7 Lihat Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
8  Leornard J. Theberge,”Law and Economic Development”, Journal of International Law And Politic Vol. 9 (1980) h. 232 




melaksanakan  pembangunan desa, ini  juga berhubungan dengan tingkat pendapatan desa, 
kesiapan personel pemerintah desa, dan lain sebagainya. 
Sesungguhnya hal yang menjadi substansial dalam undang-undang desa adalah alokasi dana 
pembangunan desa dari APBN 10 % (Sepuluh per seratus) dengan asumsi bahwa setiap desa  dalam 
setiap tahun  mendapatkan anggaran  yang terbagi atas dua yaitu, 70% dan 30 %. 70 % untuk biaya 
pembangunan fisik atau infrastruktur dan 30 % untuk belanja desa/pegawai.10 Di dalam penjelasan 
Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa Besaran alokasi anggaran yang 
peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer 
Daerah (on top) secara bertahap.11 Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat  kesulitan geografis dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.  Diperkirakan setiap desa akan 
mendapatkan dana sekitar 1.4 miliar berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU desa yaitu, 10 
persen dari dan transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59, 2 triliun, 
ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10 persen sekitar Rp. 45,4 triliun. Jadi diperkirakan total 
dana untuk desa adalah Rp.104, 6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu  desa se-Indonesia. Anggaran 
tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang di dalamnya terdapat 
dusun-dusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten 
atau provinsi.  
Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang desa menyatakan 
bahwa Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang 
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).  Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa 
dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:  ADD yang berjumlah kurang dari 
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus); ADD 
yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh 
ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus); ADD yang berjumlah lebih dari 
Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta 
rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);  Pengalokasian batas maksimal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah 
perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.12  Dengan nilai yang sebesar itu 
apabila seorang Kepala Desa dan perangkatnya tidak dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman 
yang memadai terutama dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran maka patut menjadi 
pertanyaan besar, apakah  kehadiran Undang-Undang Desa menjadi “Berkah atau Musibah” bagi 
pemerintah Desa? 
Ada beberapa potensi masalah (90 % Potensi masalah) yang dapat kami sampaikan yaitu: 
1. Ada uang tidak ada barang, jika tidak ada maka  potensi yang akan timbul adalah program pembangunan 
akan mundur dan bisa menjadi persoalan hukum yang akan berujung  penjara. 
2.  Ada barang namun harganya mahal dalam konteks ini berbicara hukum ekonomi tentang 
penyedian (supply) barang. 
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11 Penjelasan rumusan  Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
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3. Jika ada barang dan kemudian tidak sesuai dengan spesifikasinya (paksa beli) maka ada 
potensi masalah dan akan menjadi persoalan hukum dan berujung  penjara 
4.  Notanya tidak standar akuntansi karna tidak ada PPN/PPH maka potensinya masalah dan 
berujung penjara. 
Berdasarkan catatan permasalahan di atas maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah desa beserta perangkatnya antara lain: 
1. Setiap desa harus mendirikan BUM Desa (Undang-Undang Desa BAB X Tentang Badan Usaha 
Milik Desa) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan 
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pada BUM Desa inilah 
akan dijumpai hasil kekayaan desa seperti hasil pertanian, peternakan, pariwisata, dan hasil 
kekayaan lainya. BUM Desa akan menjadi pusat bisnis dan proses kegiatan ekonomi bagi 
masyarakat pedesaan tersebut.  Jika dalam teori ekonomi maupun administrasi publik dikenal 
dengan public and private partnership (kemitraan antara sektor publik dengan sektor swasta), 
maka BUMDes merupakan bentuk public and community partnership, yakni kemitraan antara 
pemerintah desa sebagai sektor publik dengan masyarakat setempat. Namun hal yang tidak 
kalah urgensinya bahwa  Legalitas (payung hukum maupun badan hukum)   merupakan sorotan 
penting  dalam  pendirian suatu  badan hukum ( BUMDes). Pilar hukum merupakan hal yang 
utama dan pertama-tama  untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas BUMDes. 
BUMDes yang berbadan hukum tentu mempunyai potensi berkembang menjadi besar karena 
memiliki legalitas dan akuntabilitas dalam melakukan pergaulan hukum dengan pihak-pihak 
luar yang lebih besar dan luas. Sebaliknya BUMDes yang tidak berbadan hukum hanya mampu 
menjalankan bisnis yang berskala  lokal, tidak mampu melakukan pergaulan hukum secara luas. 
Ketika BUMDes tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) yang jelas, maka usaha desa 
ini tidak bisa menjadi subyek yang melakukan perbuatan hukum (misalnya meminjam uang di 
bank maupun kerjasama bisnis) untuk mengakumulasi modal. Berdasarkan hal ini, jika tidak 
berstatus hukum, maka BUMDes selamanya akan kerdil dan hanya bergerak di ranah lokal desa.  
2. Setiap BUMDES dalam kecamatan dan Kabupaten membuat badan kerja sama antar desa ( 
BKAD). Pola kerja sama yang akan dibangun adalah dalam hal pengembangan usaha bersama 
yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, Kegiatan 
kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-   Desa, 
dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.  
3. Pemerintah desa berhak dan  mempunyai  otoritas untuk menunjuk pihak ketiga sebagai 
penyedia barang dan jasa yang memiliki visi dan misi yang sama dengan desa tersebut yang 
mana pihak ketiga  tersebut adalah pihak yang berorientasi mengangkat kehidupan masyarakat 
desa, juga merupakan penjelmaan dari rasa kebersamaan dan rasa solidaritas dari seluruh 
komponen masyarakat di perdesaan. Penunjukan pihak ketiga ini  telah diakomodir pada Pasal 
91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa Desa dapat 
mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. Bahwa 
berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk 
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 




dimaksud dalam undang-undang a quo,  tetapi ini tidak semudah membalikan telapak tangan 
dan tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan skepticism diberbagai kalangan karena konsep 
penunjukan pihak ketiga bukanlah suatu jaminan untuk menjadikan pembangunan desa 
menjadi lebih baik dan kegiatan ekonomi berjalan dengan mulus.  Kekhawatiran ini didukung 
dengan  teori Adam Smith, yang mana ada sebuah peringatan bahwa terlalu banyak 
kepercayaan diantara para pelaku ekonomi adalah munculnya cartels (gabungan perusahaan 
yang memonopoli) yang mencekik ekonomi dan monopoli. Demikian juga dengan peringatan 
Max Weber, bahwa jaringan kerja yang didasarkan kepercayaan lebih jauh mengubah dan 
menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengundang penumpang gelap (free riders) dari 
dalam yang tidak untuk bekerja sekeras mungkin, atau harus kerja keras, jika mereka tidak 
terhubungkan. Pendapat skeptis itu juga diteruskan oleh Mancur Olson (1965). Olson 
berpendapat bahwa setiap aktor akan selalu memaksimalkan kepentingan dan keuntungan 
pribadinya terlepas dari semangat aksi kolektif. Dalam aksi kolektif itu bersiko memunculkan 
para penumpang gratis (free rider) yang mencari keuntungan pribadi sehingga merusak aksi 
kolektif. Fenomena penumpang gelap, elite capture maupun kartel elite – yang menjadi ciri khas 
utama politik eksklusif – merupakan faktor genting yang menghambat atau merusak BUMDes. 
Sebuah contoh kecil, pergantian kekuasaan kepala desa yang berangkat dari konflik elite lokal, 
bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan BUMDes. Sebaliknya BUMDes bisa tumbuh kokoh 
dan berkelanjutan bila bekerja dalam politik inklusif di ranah desa. Bahkan politik inklusif (modal 
politik yang kuat dan kaya) bisa menjadi jembatan transfomasi dari modal sosial menjadi modal 
ekonomi. Sebagai contoh, jembatan ini ditempuh melalui proses partisipasi dan aksi kolektif 
mulai mengidentifikasi aset-aset lokal, membangun perencanaan desa, membentuk BUMDes 
melalui musyawarah desa, hingga membentuk konsensus nilai yang disepakati bersama.  
4. Jika dianggap perlu pemerintah desa dapat membentuk tim khusus secara internal dan secara 
eksternal, tim khusus internal yang dimaksud berasal dari dalam pemerintahan desa itu sendiri, 
penunjukan pihak internal ini dilakukan agar roda pemerintahan dan tata kelola desa tetap 
terkontrol oleh pemerintah desa setempat . Sedangankan secara eksternal dapat dilakukan pula 
dengan cara  melibatkan dan memberdayakan kaum inteletual (sarjana-sarjana muda) sebagai 
problems solver terutama dalam hal pelatihan atau pendampingan teknis dan akses pasar. 
Mekanisme penunjukan tersebut dilakukan melalui badan  permusyawaratan desa. Terhadap 
pendampingan teknis dan akses pasar pemerintah desa dapat bersinergi dengan kaum 
intelektual, yang mana pola sinergi yang akan dibangun adalah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab untuk bersama-sama: 
 Menyediakan barang sejumlah cukup dan tepat waktu, membuat RAP (Rencana 
Anggaran Pembiayaan) untuk alokasi dana 1,4 milyar. 
 Barang yang disedikan harus sesuai dengan spesifikasi (tidak boleh paksa beli). 
 Menyediakan nota standar akutansi, dalam hal ini akan didampingi akuntan dalam 
setiap kabupaten. 
 Menyediakan harga barang lebih murah dari semua sekabupaten setempat. 
 70%  total keuntungan dikembalikan kepada masing-masing desa (BUMDES), dan 30 
% operasional untuk kaum intelektual. 
 Membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 
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1. Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia masyarakat desa pada umumnya dan  kepada 
seluruh Kepala Desa se-Indonesia pada khususnya. 
2. Mampu mengembangkan interaksi intelektual Kepala Desa sebagai wujud serta dalam 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya pemahaman terhadap Undang-
Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. 
3. Kepala Desa beserta perangkatnya lebih memahami  bagaimana tataran implementasi teoritis 
tentang kesejahteraan yang baik dalam membangun, memberdayakan dan mengelola prakarsa 
desa yang baik dan bermutu. 
4. Untuk menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan desa dari kemiskinan sehingga setiap 
desa mempunyai uang yang didapat dengan cara yang halal, orientasinya sebenarnya kepada 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 
5. Program ini harus betul-betul dipahami oleh setiap kepala desa karena ini merupakan anggaran 
yang cukup besar, sehingga perlu ada pemahaman setiap kepala desa dalam mengelola secara 
baik, terencana, dan bertanggung jawab. 
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Pemerintah bersama dengan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa pada tanggal 15 Januari 2014 dan mencantumkannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Undang-Undang tersebut mulai berlaku sejak diundangkan yang 
berarti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah mengikat pihak-
pihak yang terkait. Pemerintah juga telah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar 
pelaksanaan Undang-Undang tersebut melalui PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Penetapan dan pemberlakuan kedua produk hukum tersebut bertujuan untuk  (1) memberikan 
pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, (2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, 
(3)  melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, (4)  mendorong 
prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa 
guna kesejahteraan bersama, (5)  membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, (6)   meningkatkan pelayanan publik bagi warga 
masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, (7) meningkatkan 
ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, (8) memajukan perekonomian 
masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan (9)  memperkuat 
masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
Tujuan yang sangat mulia tersebut harus didukung dan dapat segera direalisasikan pada kurang lebih 
73.000 desa dan 8.000 kelurahan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Masing-masing desa 
dan kelurahan di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dilihat dari sisi sosial, budaya, 
sumber daya, kondisi demografi, dan ekonomi. Keberagaman tersebut pada satu sisi dapat menjadi 
kekuatan dan faktor pendorong pembangunan desa, namun pada sisi lain juga bisa menjadi faktor 
penghambat. Kemampuan manajerial pemerintahan desa untuk mengelola keberagaman yang 




Tantangan Pembangunan Desa 
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  disebutkan bahwa desa diberi wewenang dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan adat istiadat desa. Di dalam wewenang tersebut tersirat adanya suatu tanggung jawab, 
serta kerja besar yang penuh tantangan. Namun demikian kerja besar ini harus dimulai dan tidak bisa 
ditunda-tunda lagi sejak ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa. Tantangan yang dihadapi 
desa dalam pembangunan desa antara lain berkaitan dengan : Sumber Daya Manusia (SDM), 
Kelembagaan, Teknologi, Infrastruktur, dan karakteristik Desa itu sendiri. 
Dalam pembangunan, apapun jenis bidangnya, diperlukan SDM yang cukup jumlahnya, cakap dalam 
pelaksanaan tugasnya, dan tangguh dalam menghadapi persoalan dan hambatan. Oleh karena itu 
SDM Kepala Desa, Aparat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa perlu terus ditingkatkan 
kemampuannya agar dapat menjalankan roda pemerintahan desanya dengan baik, dan mampu 
mentransformasikannya kepada masyarakat desa.  
Kelembagaan pemerintah desa telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 
terkait. Tugas pokok dan fungsi,  bentuk, dan kewenangan kelembagaan di desa telah diuraikan 
dengan jelas. Permasalahannya adalah bagaimana lembaga-lembaga tersebut mampu bekerja 
secara efisien dan efektif melaksanan tugas dan fungsinya serta mampu 
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintahan yang lebih tinggi terlebih lagi kepada 
masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota yang membawahkan desa perlu untuk terus menerus 
melakukan pembinaan dan pengawasan agar lembaga-lembaga dimaksud dapat berfungsi dengan 
baik. 
Teknologi saat ini telah sangat maju, namun belum menjangkau seluruh pelosok desa. Jangankan 
komputer,  listrik saja belum tentu bisa dinikmati seluruh masyarakat desa. Penggunaan teknologi 
yang tepat diyakini mampu untuk mempercepat proses pembangunan. Pemerintah perlu untuk 
mendorong dan mempercepat pemerataan penggunaan teknologi agar teknologi dapat 
memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Beberapa upaya memang telah dilakukan seperti 
program internet masuk desa, namun program ini belum merata dan belum semua desa dapat 
terjangkau. 
Infrastruktur merupakan permasalahan klasik di Republik Indonesia. Pemerintah perlu terus 
menggenjot pembangunan infrastruktur untuk membuka daerah-daerah terisolasi dan memperbaiki 
infrastruktur yang telah rusak. Jalan, jembatan, irigasi, jaringan perlu dibangun secara besar-besaran 
agar desa tidak lagi miskin infrastruktur. 
Karakteristik masing-masing desa sangat beragam. Keragaman tersebut didasarkan pada faktor 
geografis dan demografis. Misalkan keragaman mata pencaharian, ketersediaan sumber daya alam, 
sosial budaya, dan jumlah penduduk. Karakteristik desa di Pulau Jawa tentunya akan berbeda dengan 
karakteristik desa di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan daerah lainnya. Keragaman karakteristik akan 
menjadikan tantangan pembangunan desa yang berbeda-beda untuk masing-masing desa, hal 







Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang tentang Desa, ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, melakukan sosialisasi 
Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah terkait kepada seluruh aparat pemerintahan dan 
lapisan masyarakat sehingga mereka mengetahui dengan baik bahwa masyarakatlah subyek 
pembangunan yang oleh karenanya peran partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa 
dapat dilakukan. Kedua, pembangunan  desa harus dilakukan secara inklusif, yaitu melibatkan 
seluruh elemen masyarakat sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan oleh semua elemen 
masyarakat. Ketiga, adanya transfer ilmu pengetahuan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada 
pemerintahan desa tentang bagaimana melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Keempat, penerapan teknologi yang tepat yang terjangkau masyarakat. Kelima, ketersedian 
prasarana pendukung pembangunan desa seperti internet, listrik, komputer dan lainnya. Keenam, 
diperlukan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan dari pemerintahan yang lebih tinggi sehingga 
terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Ketujuh, perlu pendampingan khususnya pada tahap 
awal pelaksanaan Undang-Undang Desa. Kedelapan, kecukupan keuangan desa untuk 
melaksanakan pembangunan. 
Pengelolaan Keuangan Desa 
Syarat kedelapan dari keberhasilan pembangunan desa adalah kecukupan keuangan desa. Dalam 
prinsip money follow functions, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa 
untuk mengelola daerahnya harus diikuti dengan transfer/pelimpahan keuangan negara dan 
keuangan daerah kepada keuangan desa. Semua kegiatan  pembangunan desa yang telah 
direncanakan dan di prioritaskan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak cukup dananya. 
Pemerintah Desa diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatannya disamping 
menerima transfer uang dari pemerintahan yang lebih tinggi.  
Dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah terkait disebutkan bahwa sumber 
pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan 
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan 
pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan 
Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan 
tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta 
sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang 
bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara 
merata dan berkeadilan. 
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Semua pendapatan desa dari sumber-sumber di atas harus dikelola dengan baik. Alokasi dana desa 
sebesar Rp1,4 miliar bukanlah uang hadiah yang bisa digunakan semaunya, namun harus digunakan 
dengan perencanaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk 
menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik maka pengelolaan keuangan desa harus dilakukan 
dengan profesional, terbuka, dan bertanggungjawab. Profesional berarti pengelolaan keuangan desa 
dilakukan oleh orang yang ahli dan berdasarkan mekanisme tertentu. Terbuka artinya bahwa siapa 
pun boleh mengetahui pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab dimaksudkan bahwa 
setiap rupiah penggunaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan didukung dengan bukti-
bukti yang sah. 
Terdapat beberapa asas-asas pengelolaan keuangan desa yang harus dipahami sebagaimana best 
practices dalam pengelolaan keuangan negara. Asas tersebut adalah Akuntabilitas berorientasi hasil,  
Profesionalitas, Proporsionalitas,  Keterbukaan dalam Pengelolaan, Pemeriksaan keuangan oleh 
Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.  
Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan 
pemerintahan yang lebih tinggi. Asas akuntabilitas pada hasil menghendaki agar dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dibuat rencana kerja dan anggaran yang berorientasi pada 
hasil yang hendak dicapai. Pemerintahan desa membuat perencanaan berdasarkan prioritas 
pembangunan yang ditetapkan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah 
Desa. 
Asas Profesionalitas didefinisikan sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 
kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas Proporsionalitas adalah 
asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan 
desa. Asas Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pembanguan desa, dan asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri 
diartikan sebagai  kebebasan dan kemandirian BPK dalam melakukan pemeriksaan dari sisi 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
Apa yang harus dilakukan 
A. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Agar Pembangunan desa dapat segera diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa, 
hal-hal dibawah ini perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan, yaitu: 
a. Sosialisasi Undang-Undang Desa dan Peraturan pelaksanaannya kepada Pemerintahan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa dan Masyarakat. 
b. Menetapkan kelembagaan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa. 
c. Menyiapkan peraturan-peraturan Bupati/Walikota sebagai petunjuk teknis implementasi Undang-
Undang Desa. 
d. Menyediakan alat bantu berupa format, program aplikasi untuk  menyusun rencana jangka menengah 
dan rencana jangka pendek pembangunan desa. 
e. Melakukan pendampingan secara terus menerus sampai pemerintahan desa mampu secara mandiri 
menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan terkait lainnya. 





B. Pemerintahan Desa 
Menyongsong euforia pelaksanaan Undang-Undang Desa yang disertai dengan transfer dana ke 
desa dalam jumlah yang cukup besar, beberapa hal berikut dapat dilakukan pemerintah desa pada 
tahap awal, yaitu: 
a. Memahami dan mengerti Undang-Undang Desa dan Peraturan terkait lainnya. 
b. Melakukan reorganisasi kelembagaan desa sesuai dengan Undang-Undang Desa. 
c. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa . 
d. Menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa tahun 2015.  
e. Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta menuangkannya dalam dokumen 
yang dipersyaratkan. 
f. Melakukan inventarisasi aset-aset desa dan mengadministrasikan dokumen pendukung bukti 
kepemilikan aset desa dengan baik.  
g. Melaksanakan program kerja pembangunan desa yang telah ditetapkan dan melakukan 
pengelolaan aset desa dengan baik. 
Pada tahap awal implementasi Undang-Undang Desa ini, Kepala Desa atau perangkat desa yang ditunjuk 
membuka Rekening Kas Desa (RKD). RKD dibuka hendaknya dibuka pada bank pemerintah (Bank BUMN atau 
BPD) untuk memitigasi risiko fraud. RKD digunakan untuk menampung pendapatan desa dari berbagai sumber 
pendapatan desa yang sah dan membayar semua pengeluaran atas tagihan-tagihan yang sah kepada 
pemerintah desa. Semua pendapatan desa harus segera disetorkan ke RKD dan semua jenis transfer dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui RKD. Pendapatan desa tidak boleh disetorkan ke 
rekening pribadi penyelenggara pemerintah desa. Pendapatan desa yang belum disetorkan ke RKD tidak 
diijinkan untuk digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan desa.  
Kepala Desa harus menunjuk salah seorang perangkat desa untuk menjadi Bendahara Desa. Tugas 
Bendahara Desa adalah melakukan penerimaan pendapatan desa, penyetoran pendapatan desa ke 
RKD, melakukan pembayaran atas tagihan/belanja yang sah kepada desa melalui RKD, melalukan 
pencatatan/pembukuan atas pendapatan dan belanja desa, mempertanggungjawabkan 
pembukuannya kepada Kepala Desa dan Badan Pemeriksa. Pembayaran yang dilakukan Bendahara 
Desa berdasarkan perintah secara tertulis dari Kepala Desa dengan dilengkapi dengan dokumen-
dokumen pendukungnya. 
Penutup 
Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan yang lebih besar untuk 
mengatur daerahnya sendiri. Kewenangan yang lebih besar tersebut disertai dengan transfer dana 
yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa sesuai prioritas desa 
bersangkutan.  
Pembangunan desa telah menjadi prioritas pembangunan nasional pemerintah Indonesia yang 
dibuktikan dengan dibentuknya  Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi pada masa Presiden Joko Widodo. Apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa 
merupakan amanat konstitusi yang harus dipatuhi, dilaksanakan dan didukung oleh seluruh elemen 
bangsa, karena pada hakekatnya pembangunan desa itu sendiri merupakan sarana transmisi bagi 




Transfer dana ke desa yang tidak sedikit harus disikapi sebagai amanah yang harus ditunaikan 
kepada masyarakat, bukan digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. 
Setiap rupiah uang yang digunakan dalam pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan 
dan didukung dengan bukti-bukti yang sah memalalui tata kelola keuangan desa yang baik. 
Keterbatasan SDM, Teknologi, Prasarana, dan Infrastruktur desa menjadi tanggungjawab dan 
tantangan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
pemerintah desa bahkan seluruh masyarakat untuk mengatasinya. Kunci keberasilan dalam 
pembangunan desa harus dapat direalisaikan agar pembangunan desa dapat berhasil dengan baik 
untuk mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Namun demikian yang lebih 
penting dari itu semua adalah pembangunan desa harus dilaksanakan dan dimulai SEKARANG. 
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Policy runs on ideas and experience: ideas have the advantage that, if you share them around, their total 
value increases. They also tend to multiply. Experience helps us to grow ideas into success stories.  
(Mariann Fischer-Boel, European Commissioner 2004 to 2009) 
Pendahuluan 
Bagian pendahuluan berisi gambaran makalah secara garis besar yang dibagi menjadi tiga bagian, di 
mana masing-masing bagian tersebut menjawab pertanyaan apa (what), mengapa (why) dan 
bagaimana (how).  
Apa (what)? 
Penjelasan terhadap pertanyaan apa dibagi menjadi dua yaitu penjelasan singkat tentang tema 
tulisan makalah dan tujuan penulisan makalah. Garis besar dari penulisan makalah ini adalah 
mengenai strategi pengembangan jejaring strategis antar desa penerima dana bantuan pemerintah 
dan manfaatnya untuk peningkatan produktivitas desa. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 
membekali kepala desa di seluruh Indonesia dan semua pihak yang terkait dengan program dana 
bantuan desa mengenai: (1) jejaring strategis antar desa; (2) kiat keberhasilan (best practices) dan 
strategi untuk membangun jejaring strategis antar desa; dan (3) berbagai manfaat dari jejaring 
strategis untuk meningkatkan produktivitas desa.  
Mengapa (why)? 
Pada bagian ini dibahas berbagai alasan yang melatarbelakangi penulisan makalah ini seperti: 
 Latar belakang subyektif. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi penulis selama berada 
dalam lingkungan beberapa desa yang pernah dikunjungi, yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan 
hubungan antar desa (dalam bahasa keseharian disebut paguyuban desa) dalam bentuk kerjasama 
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yang sistematis dan berkelanjutan. Bahkan seringkali paguyuban hanyalah sekedar nama yang minim 
atau bahkan tidak adanya kegiatan yang sifatnya sistematis, berkelanjutan dan mampu mendukung 
produktivitas desa.  
 Latar belakang obyektif. Berdasarkan berbagai referensi hasil penelitian yang membuktikan bahwa 
pembentukan dan penggunaan jaringan strategis antar organisasi bisnis dapat memberikan dampak 
ekonomis yang positif bagi organisasi (Gulati et al., 1998; Gulati et al., 2000; Inkpen and Tsang, 2005; 
Murdoch, 2000).  
 Implementasi jejaring strategis mencerminkan nilai dan budaya yang menjunjung kebersamaan yang 
diyakini masih relevan dijalankan di dalam sebuah organisasi desa. Contohnya adalah kebiasaan 
bergotong royong yang melibatkan kerjasama antar warga desa. 
 Jejaring strategis dapat diimplementasikan pada semua jenis desa: pesisir, pertanian, tertinggal dan 
terpencil, perikanan dan lain-lain. 
Bagaimana (how)? 
Jawaban terhadap pertanyaan bagaimana akan menjelaskan beberapa hal seperti pemahaman 
tentang jejaring strategis, anggota dalam jejaring strategis, pembuatan kerangka jejaring strategis, 
aktivitas dalam jejaring strategis, dan berbagai manfaat dari jejaring strategis bagi peningkatan 
produktivitas desa. Jawaban terhadap pertanyaan bagaimana dijelaskan pada bagian jejaring 
strategis (bagian 2).  
Jejaring Strategis   
Bentuk/Tipe Jejaring Strategis 
Jejaring (network) yang dapat dikembangkan untuk mendukung produktivitas desa dapat dibagi 
menjadi dua macam yaitu berdasarkan tingkat formalitas (formal dan informal) dan berdasarkan 
struktur jejaring (vertikal dan horizontal). Jejaring formal adalah hubungan antar organisasi yang 
bersifat formal yang biasanya diatur dengan peraturan atau kontrak (OECD/Eurostat, 2005). Dalam 
konteks ini contoh hubungan formal dapat dilakukan antara desa dan berbagai lembaga pemerintah 
(misalnya, antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/BPMD). Jejaring informal adalah 
hubungan antar organisasi yang sifatnya informal, sukarela dan tidak diatur dengan sebuah 
peraturan atau kontrak. Sebagai contoh jejaring informal dapat dibentuk antar desa penerima dana 
bantuan desa, antara desa dengan kelompok pengusaha lokal, dan lain sebagainya.  
Pembagian jejaring strategis berdasarkan struktur dapat dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan 
horizontal.  Jejaring strategis vertikal dapat dijalin antara organisasi yang memiliki kesamaan yang 
saling terkait. Misal jejaring vertikal antara pemasok pakan ikan lele, peternak ikan lele dan para 
penjual ritel ikan lele di pasar. Jejaring strategis horizontal dapat dijalin antara organisasi yang 
bersifat umum tanpa adanya kesamaan yang saling terkait. Sebagai contoh jejaring strategis yang 
dibangun antara sebuah kelompok desa dengan instansi pertanian setempat. 
Anggota Jejaring Strategis  
Jejaring strategis dapat beranggotakan anggota inti (beranggotakan gabungan beberapa desa 
penerima dana bantuan desa) dan dapat diperluas jejaring tersebut dengan pihak lain (non-inti) yang 
dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas desa. Contoh anggota non-inti adalah 
pemasok pakan ternak atau bibit unggul pertanian, departemen pertanian dan peternakan tingkat 




Kerangka Jejaring Strategis 
Gambar 1 pada bagian lampiran menggambarkan contoh kerangka jejaring strategis yang 
dikembangkan oleh penulis. Dengan adanya kerangka tersebut akan memudahkan untuk 
memahami dan mengimplementasikan jejaring strategis antar desa dan semua pihak yang terkait 
dengan program dana bantuan desa. Fokus pembahasan dalam makalah ini hanya pada 
pengembangan jejaring strategis pada tingkat desa (dalam lingkaran merah). Tanda panah dua arah 
menunjukkan hubungan timbal balik antar organisasi yang terdapat dalam kerangka tersebut. 
Kerangka tersebut juga dapat diadopsi untuk pengembangan di luar tema jejaring strategis. Sebagai 
contoh pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait penyaluran dana bantuan desa pada tingkat 
regional 1 (kabupaten), regional 2 (propinsi) dan nasional baik yang bersifat bottom up (dari tingkat 
bawah ke atas) atau top down (dari tingkat atas ke bawah); pengembangan sistem informasi 
penyaluran dana bantuan desa; sistem monitoring penyaluran dana bantuan desa dan lain-lainnya.  
Aktivitas Anggota Jejaring Strategis 
Berbagai aktivitas yang dapat dijalankan oleh kelompok desa yang tergabung dalam sebuah jejaring 
strategis pada prinsipnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu persiapan (pra-penerimaan dana 
bantuan), penggunaan dan pengelolaan dana bantuan, dan paska penggunaan dan pengelolaan dana 
bantuan. 
Tahapan Persiapan (Pra-penerimaan Dana Bantuan) 
Semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota jejaring strategis sebagai langkah persiapan sebelum 
didistribusikannya dana bantuan dapat dikategorikan dalam tahapan ini. Sebagai contoh aktivitas 
pemetaan seluruh potensi sumber daya desa; pencarian ide pengembangan usaha dalam bidang 
pertanian, peternakan, dan perkebunan; berbagai macam program penyuluhan dan lain-lain. 
Tahapan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bantuan 
Idealnya, tahapan ini dibagi menjadi beberapa periode putaran waktu tertentu untuk memudahkan 
proses dan evaluasi berbagai program inovatif yang telah ditetapkan oleh kelompok desa anggota 
sebuah jejaring strategis. Misalnya, kelompok desa memutuskan untuk melaksanakan program 
penggemukan sapi, maka periodesasi program tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu per satu 
tahun, mulai dari pencarian dan pembelian bibit sapi unggulan sampai dengan penjualan sapi yang 
telah digemukkan.  
Tahapan Pasca Penggunaan dan Pengelolaan Dana Bantuan 
Semua aktivitas yang dijalankan setelah sebuah program inovatif pilihan kelompok desa (seperti 
program penggemukan sapi) dalam periode putaran waktu tertentu berakhir, maka semua aktivitas 
tersebut dapat dikategorikan dalam tahapan ini. Sebagai contoh aktivitas evaluasi kinerja program 
usaha penggemukan sapi selama setahun.  
Tahapan Implementasi Jejaring Strategis 
Bagian ini membahas beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan sebelum diimplementasikannya 





Evaluasi Program dan Peraturan Sejenis 
Sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, pemerintah 
telah mengeluarkan Permendagri No. 38 tahun 2007 tentang kerjasama desa. Namun sebelum 
peraturan tersebut diimplementasikan, di tingkat lapangan telah banyak dilakukan kerjasama antar 
desa yang sifatnya sukarela melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) pada tingkat kecamatan. 
Payung hukum dan peraturan pendukung kegiatan tersebut adalah UU No 32/2004 pasal 214 ayat 1 
dan 4, dan PP No 72/2005. Dengan adanya beberapa peraturan pemerintah yang mengatur sebuah 
program yang sama, maka pemerintah baru sekarang perlu untuk melakukan evaluasi dan 
pengkajian terhadap efektivitas peraturan dan program tersebut apakah dapat digunakan untuk 
mendukung program jejaring strategis untuk meningkatkan produktivitas desa. Beberapa kegiatan 
dari BKAD lebih berfokus pada kegiatan koordinasi, perlindungan dan pelestarian aset PPK tingkat 
kecamatan, tidak menekankan adanya kegiatan pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan 
untuk peningkatan produktivitas desa. 
Proyek Percontohan 
Proyek percontohan perlu dibuat oleh pemerintah untuk memberikan model jejaring strategis antar 
desa sehingga keberhasilan proyek tersebut dapat ditiru oleh desa yang lain. Proyek percontohan 
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti lokasi pelaksanaan (sedapat 
mungkin mengakomodir berbagai tipe desa yang ada, misal pesisir, pertanian, tertinggal dan 
terpencil, perikanan dan lain-lain), bentuk jejaring strategis (vertikal dan horisontal), dan keragaman 
sumber daya yang dimiliki desa. Sehingga keberhasilan proyek percontohan dapat lebih mudah ditiru 
oleh berbagai desa lain yang memiliki beragam latar belakang.  
Platform Jejaring Strategis  
Setelah program jejaring strategis berhasil diinisiasi melalui proyek percontohan, maka untuk 
mempercepat penyebarluasan informasi, transfer informasi dan pengetahuan, dan peningkatan 
produktivitas desa pada tingkat nasional, selanjutnya pemerintah dapat membuat sebuah sistem 
informasi yang komprehensif dengan mengadopsi beberapa contoh studi kasus jejaring strategis 
yang telah berhasil dikembangkan di beberapa negara maju seperti yang dijelaskan pada bagian studi 
kasus. 
Contoh Studi Kasus 
Bagian ini membahas secara singkat dua studi kasus implementasi program jejaring strategis antar 
desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas desa di beberapa negara 
maju yang dapat diterapkan di Indonesia.  
www.ruralgateway.org.uk 
Pada tahun 2009, pemerintah Skotlandia melalui the Scottish National Rural Network 
mengembangkan sebuah program yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai desa (rural 
area) yang memiliki banyak keragaman dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian dan 
pengembangan komunitas desa dengan menggunakan platform online 
www.ruralgateway.org.uk. Website tersebut memuat berbagai macam berita dan informasi 




pengembangan desa di Skotlandia. Gambar 1 menunjukkan halaman muka dari website 
tersebut.  
 
Gambar 1. Laman Beranda Rural Gateway 
Electronic Networking for Rural Asia/Pacific (ENRAP) 
Contoh studi kasus kedua adalah platform online untuk pengembangan desa di wilayah Asia Pasifik 
yang digagas oleh badan PBB, the International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
bekerjasama dengan International Development Research Centre of Canada (IDRC). Tujuan program 
tersebut adalah untuk meningkatkan pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan pada 
tingkat negara dan regional se-Asia Pasifik dengan tujuan untuk pengentasan kemiskinan. Gambar 2 





Gambar 2. Website IFAD – ENRAP Program 
Manfaat Jejaring Strategis  
Pertukaran dan Transfer Informasi dan Pengetahuan 
Anggota yang terlibat langsung dalam jaringan strategis dengan anggota lainnya memiliki 
keunggulan dalam hal kepemilikan informasi dan pengetahuan dan kekuatan ikatan kebersamaan 
yang akan menentukan kinerja jejaring strategis (Gulati, 1998). Dalam konteks pelaksanaan program 
inovatif yang didukung dengan dana bantuan desa, kelompok desa yang secara aktif 
mengembangkan dan melakukan kolaborasi melalui jejaring strategis memiliki akses informasi dan 
pengetahuan tentang berbagai program inovatif dibandingkan desa lain yang menjalankan program 
secara mandiri. Tabel 1 memberikan contoh aplikasi riil dari transfer informasi dan teknologi pada 
kelompok desa yang berkolaborasi dalam sebuah jejaring strategis. 








Pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan antara 
kelompok pengusaha lokal dengan kelompok desa anggota jejaring 
strategis tentang pemetaan sumber daya desa dan ide program 
pengembangan usaha kewirausahaan (pertanian, peternakan dan 
perkebunan) untuk peningkatan taraf hidup masyarakat desa.  
2 Penggunaan dan 
pengelolaan dana 
bantuan desa 
Pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan antara dinas 
pertanian setempat dengan kelompok desa anggota jejaring 
strategis tentang praktek lapangan perawatan kualitas produk 




3 Paska penggunaan 
dan pengolahan 
dana bantuan desa 
Pertukaran dan transfer informasi dan pengetahuan antar desa 
anggota kelompok jejaring strategis atau antara BPMD tingkat 
kabupaten dengan desa anggota kelompok jejaring strategis 
tentang pembuatan sistem evaluasi kinerja yang efektif. 
Peningkatan Produktifitas Desa 
Adanya kolaborasi antar anggota jejaring strategis dalam pelaksanaan berbagai program inovatif 
(mulai dari penyatuan ide, sumber daya dan aktivitas) dengan sumber dana dari bantuan pemerintah 
maka akan memperbesar tingkat keberhasilan pelaksanaan dan produktivitas program yang 
diindikasikan dengan tingkat pengembalian (keuntungan) dana bantuan. Selain itu kolaborasi yang 
dilakukan dengan menggunakan jejaring strategis juga bermanfaat untuk mengurangi resiko karena 
adanya kegagalan program inovatif pilihan kelompok desa dapat ditanggung bersama-sama. 
Tantangan Implementasi Jejaring Strategis  
Bagian terakhir makalah ini menjelaskan beberapa kemungkinan tantangan implementasi jejaring 
strategis yang mungkin akan menjadi kendala dalam proses implementasi. 
 Kurangnya pemahaman dan adanya resistensi para kepala desa mengenai pentingnya jejaring 
strategis dan kerjasama untuk mendukung peningkatan produktifitas desa. 
 Minimnya dukungan dan peranan pemerintah untuk mendukung program pengembangan jejaring 
strategis. 
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Desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 
yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Soetadjo, 1984) menurut 
sadu wasistiono pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan 
Desa bagi kepentingan penduduk dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, hanya dapat diketahui dan disediakan oleh 
masyarakat Desa dan bukan pihak luar13. 
Pernyataan di atas sejalan dengan pemahaman pemerintah saat ini bahwa dalam membangun Desa 
sebagai daerah otonom unit terkecil Negara ini harus dipercayakan kepada masyarakat Desa karena 
hanya masyarakat Desa sendiri yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Desa. Pemahaman ini 
dijabarkan oleh pemerintah dengan cara mengalokasikan Anggaran Negara ke Desa untuk dikelola 
secara langsung. 
Pengelolaan dana ini, sebenarnya membutuhkan sinergitas multi disiplin ilmu untuk pencapaian 
realisasi dana Desa yang efektif,efisien,tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan Pedoman 
Penggunaan Dana Desa yang diterbitkan oleh Menteri Desa maupun dari Inovasi Masyarakat Desa 
itu sendiri. Mengingat secara umum perangkat Desa di Indonesia mempunyai sumber daya manusia 
yang terbatas, sehingga sangat membutuhkan dukungan dari pihak lain.  
Supaya tidak keluar dari konsep di atas, maka pemerintah Desa dapat memberdayakan masyarakat 
yang berstatus sebagai sarjanawan muda asli Desa yang terdiri dari Pegawai Negeri, Karyawan, 
Pengusaha dan pencari kerja dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung Pemerintah Desa dalam 
merencanakan, melaksanakan,mengawasi,melaporkan dan mengevaluasi penggunaan dana Desa 
yang inovatif berkhasanah budaya setempat.  
Gerakan ini dapat dibentuk berstatus organisasi swadaya mandiri di bawah payung hukum Undang-
Undang N0 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, atau organisasi non formal yang 
bersifat partisipatif  memberikan ide,pemikiran,saran,kritikan dan data analisis yang valid tentang 
permasalahan yang ada di Desa, sehinggga dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Desa dalam 
memprioritaskan Pembangunan dan Pemberdayaan dengan menggunakan Dana Desa.  
                                                                    




Hal ini juga searah dengan kebijakan yang akan diterbitkan oleh Menteri Desa tentang Pelatihan dan 
Pendampingan Desa serta dapat menjadi bahan pemerintah menjadikan gerakan ini sebagai salah 
satu wadah pendamping Desa yang berbentuk partisipasi masyarakat asli Desa itu sendiri. Berikut 
ulasan teknis gerakan ini : 
A. Siapa Intelektual Muda itu ? 
Hampir Setiap Desa mempunyai kekayaan Sumber Daya Manusia yang berprofesi sebagai 
karyawan, pedagang, petani, pegawai negeri dan pencari kerja. Sinergitas dari beragam latar 
belakang pendidikan dan profesi ini dapat membuahkan suatu pemikiran dan tindakan yang 
dapat membantu Pemerintah Daerah dalam membangun Desa. 
B. Seperti apa status Gerakan ini ? 
Pemerintah Desa dapat membentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang berpayung hukum 
atas dasar desakan masyarakat atau inisiatif pemerintah Desa itu sendiri. Lembaga swadaya 
yang terdiri dari intelektual muda (Pekerja dan Pencari Kerja) ini dapat diusulkan sebagai gerakan 
menyambut kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana ke setiap Desa. 
C. Apa Tujuan Lembaga ini ? 
Adapun tujuan lembaga ini adalah : 
1. Membantu pemerintah dalam meneliti dan menganalisis permasalahan-permasalahan 
dalam komunitas masyarakat  yang meliputi permasalahan sosial, ekonomi, politik dan 
budaya. 
2. Mendorong kemampuan SDM masyarakat di bidang pembangunan ekonomi, politik, sosial 
dan budaya dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. 
3. Membantu pemerintah desa/kampung dalam mengurus dan mengatur kepentingan 
masyarakat di bidang pelayanan, pembangunan, administrasi dan pemberdayaan 
masyarakat serta menjalin persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. ` 
D. Apa Manfaat Gerakan ini ? 
1. Terbantunya pemerintahan desa dalam menganalisa permasalahan di desa. 
2. Adanya solusi lain yang dapat dipertimbangkan pemerintahan desa selain musyawarah 
perangkat desa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. 
3. Mengurangi pengangguran sarjana di desa. 
4. Adanya bentuk lembaga swadaya sebagai perwakilan masyarakat dalam membantu dan 











E. Seperti apa Struktur dan Tugasnya ? 
 
A. Ketua 
1. Mewakili organisasi baik didalam maupun di luar desa 
2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan 
3. Memimpin rapat anggota dalam menentukan kebijakan 
4. Menyerahkan hasil kegiatan organisasi kepada Kepala Desa 
 
B. Penasehat 
Penasehat terdiri dari Dewan Petinggi Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda yang mempunyai 
kewenangan : 
1. Memberikan pernyataan kepada ketua yang berupa saran dan keritikan 
2. Memonitoring kegiatan organisasi secara keseluruhan 
C. Sekretaris 
1. Mewakili ketua dalam hal-hal teknis 
2. Bertanggung jawab atas ketertiban administrasi  
3. Menggkoordinir kegiatan organisasi yang telah ditetapkan oleh forum dan telah disetujui 
oleh ketua 
4. Membantu ketua mengawasi pekerjaan yang dibebankan kepada bagian Personalia, Bank 





1. Melaksanakan penyelenggaraan penerimaan anggota baru  
2. Sosialisasi dan koordinasi keanggotaan 
3. Menyiapkan persyaratan teknis penerimaan anggota baru 
4. Absensi daftar hadir kegiatan 
5. Incoming letter/surat masuk 
6. Outgoing letter/surat keluar 
7. Memperbaharui/ update dan record data keanggotaan 
8. Melaksanakan proses pembinaan dan peningkatan kemampuan anggota 
9. Menindaklanjuti pemberian sanksi kepada anggota yang bermasalah. 
E. Bank Data 
Bank data adalah bagian sekretariat organisasi yang secara umum menangani pelayanan 
informasi dan media dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 
1. Melaksanakan verifikasi dan perekaman data ke aplikasi system informasi dan pengolahan 
data 
2. Melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi data 
3. Perancangan,pemeliharaan dan pengintegrasian database antar bidang 
4. Pemeliharaan bank data atau pusat data dengan melakukan validasi dan pemutakhiran 
data pada database 
5. Melaksanakan back up database dan pengamanan database 
6. Melaksanakan dan penerapan manajemen pelayanan media 
7. Melaksanakan koordinasasi dengan unit kerja lainnya mengenai manajemen data. 
F. INVENTARIS 
1. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengelolaan dan penyajian data dalam urusan 
barang inventaris 
2. Melaksanakan penyusunan dan peyempurnaan standar barang 
3. Membuat peraturan mengenai peminjaman barang 
4. Melaksanakan pengendalian inventaris  
5. Melaksanakan pemeliharaan inventaris 
G. Bendahara 
1. Mengatur dan bertanggungjawab terhadap keuangan organisasi 
2. Pemegang kebijakan umum dalam hal pengelolaan dan pengaturan keuangan 
3. Mengatur,menyimpan, mengaudit dan mencatat pemasukan maupun pengeluaran 
keuangan 
4. Melaporkan pendapatan dan belanja keuangan secara rutin 
5. Memberikan informasi dan akuntabilitas keuangan kepada unit kerja terkait 
6. Mengontrol, menganalisis dan mengevaluasi perkembangan penyaluran keuangan  
H. Humas 
1. Mensosialisasikan kegiatan organisasi kepada masyarakat 
2. Menyiapkan rancangan dan melaksanakan dokumentasi kegiatan 
3. Mempublikasikan kegiatan kepada anggota dan masyarakat 
4. Menyampaikan informasi kegiatan organisasi kepada anggota dan masyarakat 
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5. Mewakili ketua dalam penyampaian informasi kepada anggota dan masyarakat 
6. Menerima informasi dari luar secara langsung 
7. Membuat peraturan dalam hal hubungan masyarakat 
I. Bidang PENLITBANG 
1. Melaksanakan penelitian di bidang peningkatan Sumber Daya Manusia 
2. Mengumpulkan masalah-masalah di bidang sosial ekonomi politik dan budaya  
3. Menganalisis permasalahan kemudian menyimpulkan suatu solusi setiap aspek 
permasalahan 
4. Membuat rekomendasi kepada pemerintah desa berupa solusi atas permasalahan desa 
5. Mengembangkan hasil penelitian 
6. Merancang peluang peningkatan mutu masyarakat di segala bidang dalam bentuk 
pendidikan 
J. Bidang Sosial dan Lingkungan Hidup 
1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial yang meliputi bantuan sosial dan konflik 
sosial  
2. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam hal kesejahteraan sosial 
3. merumuskan kebijan teknis dibidang lingkungan hidup yang meliputi pencegahan 
pencemaran lingkungan, kebersihan lingkungan, mitigasi bencana, tanggap 
darurat,bencana pengelolaan air bersih dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap 
lingkungan hidup 
4. merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan masyarakat 
K. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1. Merumuskan kebijakan dalam hal pemberdayaan masyarakat yang meliputi ekonomi 
sosial, politik dan budaya 
2. Melaksanakan peningkatan kemampuan masyarakat atas kepemilikan aset(sumber daya 
fisik dan finansial) serta kemampuan(individu dan kelompok) untuk memanfaatkan aset 
tersebut demi perbaikan kehidupan individu dan kelompok masyarakat 
3. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 
4. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 
berkembang 
5. Melakukan penguatan lembaga dan organisasi masyarakat guna mendukung peningkatan 
akses sumber daya yang dapat meningkatkan ekonomi msyarakat 
6. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui bantuan peningkatan keterampilan dan 
pengetahuan, penyediaan sarana dan prasarana seperti, modal, informasi pasar san 
teknologi 
L. Analisis pembangunan 
1. Merencanakan kegiatan pembangunan fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat 
2. Merencanakan pembangunan  fasilitas umum sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat yang 
meliputi pemberdayaan masyarakat dan kesehatan masyarakat 
3. Membuat usulan kepada pemerintah dalam hal analisis pembangunan sesuai perencanaan 





4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam hal sinkronisasi kegiatan 
5. Ikut serta atau berperan aktif secara langsung dalam pembangunan fisik di desa. 
M. Seni dan Olahraga 
1. Merumuskan langkah-langkah strategis dalam pengembangan bakat pemuda desa di bidang seni 
dan olahraga 
2. menjaring pemuda-pemuda berprestasi di bidang seni dan olahraga  
3. menganalis kebutuhan fisik untuk mendukung kegiatan seni dan olahraga sesuai minat dan bakat 
masyarakat 
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam hal dukungan pengembangan seni dan 
olahraga di Desa. 
Sebagai sarjanawan asli Desa sudah pasti mempunyai keinginan dalam hati masing-masing untuk 
membangun tanah kelahirannya baik secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk buah 
pikiran yang tertuang dalam tulisan. Karena gerakan ini merupakan panggilan jiwa bagi setiap 





Pedoman Penganggaran Dana Desa 2015 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat, daerah dan desa terikat kepada masing-
masing Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini mengacu kepada UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 
“Negara indonesia Adalah Negara Hukum”.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan mulai dari 
perencanaan, pelaksaan, pengawasan dan evaluasi yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan maka pejabat penyelenggara akan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu saya akan 
mengulas Pedoman penganggaran dana Desa. 
Berdasarkan surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 
Indonesia N0. 022/50/M-DPDTT/I/2014 Tanggal 30 Januari 2015 Perihal Prioritas Belanja Dana Desa 
yang bersumber dari APBN di sampaikan bahwa Prioritas Belanja Dana Desa yang bersumber dari 
APBN Tahun 2015 Adalah sebagai berikut: 
1. Dana Desa yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa 
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 19 Huruf a dan huruf B dan 
Pasal 20. 
2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 
PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2, dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 pasal 19 ayat 1 dengan 
Ketentuan jika prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah tercukupi untuk didanai oleh 
dana Desa pada Tahun 2015. 
3. Prioritas belanja dana Desa untuk Pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan 
sebagaimana dinyatakan oleh UU No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 yaitu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan Kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui : 
a. Pemenuhan Kebutuhan dasar. 
b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa. 
c. Pengembangan potensi ekonomi lokal. 
d. Serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
4.  Prioritas belanja Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa serta pengembangan ekonomi 
lokal harus sesuai dengan dengan dan mendukung target pembangunan sektor Unggulan sebagaimana 
dituangkan dalam Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJM Nasional tahun 2015-1019. Yaitu mendukung 
kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, mendukung pariwisata 
dan industri yang merupakan kewenagan skala lokal Desa, termasuk pembangunan pasar dan infrastruktur 
Desa untuk mendukung sektor tersebut. 
5. Prioritas belanja Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar mencakup kebutuhan dasar 
permukiman/rumah tangga, peningkatan akses masyarakat Desa terhadap kebutuhan pendidikan dan 
kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan primer masyarakat miskin. 
a. Kebutuhan dasar pemukiman/rumah tangga mencakup pembangunan dan pemeliharaan sanitasi 
dan air bersih. 
b. Kebutuhan dasar pendidikan mencakup dukungan terhadap masyarakat Desa agar dapat mengakses 
pendidikan, seperti penyelenggaraan pendidikan usia dini di Desa dan bantuan terhadap kelompok 
miskin agar tetap bersekolah. 
c. Kebutuhan dasar kesehatan mencakup peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan akses 
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. 
d. Kebutuhan primer masyarakat miskin mencakup sumbangan biaya sekolah, biaya penyembuhan 




6. Alokasi dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat terutama dialokasikan 
untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi yang mencakup : 
a. Bantuan terhadap masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan atau mengkakses pekerjaan  
b. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat untuk penguasaan dan pengelolaan hutan Desa 
dan hutan kemasyarakatan 
c. Mendukung kegiatan prioritas nasional untuk seperti Land Reform bagi masyarakat Desa. 
d. Melakukan pendampingan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan 
oleh BUMDesa maupun oleh kelompok masyarakat Desa. 
7. Selain mendukung prioritas Nasional yang tercermin dalam RPJMN 2015-2019, Alokasi dana Desa juga 
harus sesuai dan mendukung prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah daerah 
Provinsi yang ditetapkan oleh Daerah. 
8. Sesuai dengan UU No. 6/2014 Pasal 72 Ayat 1, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN disepakati 
dalam Musyawarah Desa. 
9. Pengaturan Mengenai Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana Pokok-pokok tersebut akan dituangkan 
dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang diterbitkan 
dalam waktu Dekat.    
 
Pedoman Prioritas Belanja Desa yang bersumber dari APBN Tahun 2015 di atas merupakan penjabaran dari 
produk hukum yang menjadi dasar Dana Desa yaitu : 
1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
2. Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan 
dan Belanja Negara 
3. Peraturan Pemerintah RI No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahung 
2014 Tentang Desa 
4. Peraturan Menteri Desa mengenai Pemanfaatan Dana Desa : 
a. Peraturan Menteri Desa Tentang Kewenangan Desa (Belum Terbit) 
b. Peraturan Menteri Desa Tentang Keuangan Desa (Belum Terbit). 
c. Peraturan Menteri Desa Tentang Musyawarah Desa (Belum Terbit). 
d. Peraturan Menteri Desa Tentang Pelatihan dan Pendampingan Desa (Belum Terbit). 
Produk Hukum di atas sangat penting bagi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 
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Berlakunya Undang-Undang Desa (UU Desa) tahun 2014 yang mengatur pemberian dana ke desa 
memperlihatkan bahwa pemerintah saat ini mulai memperhatikan pembangunan daerah pedesaan. 
Walaupun berakar dari pembangunan pedesaan, dana desa ini dimaksudkan untuk kemajuan Bangsa 
Indonesia secara keseluruhan.  Namun perlu juga diingat bahwa penerapan UU Desa tahun 2014 ini 
tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kegagalan. Untuk menghindari kegagalan tersebut, 
banyak hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan agar dampak dan hal positif yang diharapkan 
dari UU Desa tahun 2014 dapat benar-benar terwujud.   
Dalam bidang akuntansi, setidaknya terdapat dua hal yang harus dilakukan untuk dapat 
mensukseskan penerapan UU Desa tahun 2014. Hal pertama adalah penetapan visi, misi, goal dan 
strategi.  Dalam area akuntansi manajemen dikenal istilah process of crafting the strategy, yang 
merupakan proses formulasi penerapan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Proses tersebut akan mempermudah penentuan arah dari segala kegiatan dan kebijakan agar 
terintegrasi dengan visi, misi, goal dan strategi yang telah ditetapkan selain untuk membantu dalam 
proses evaluasi pencapaian kinerja. De Kluyver dan Pearce (2012) menyebutkan bahwa visi 
merupakan posisi yang ingin dicapai, sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai alasan 
keberadaan suatu organisasi. Terkait dengan UU Desa tahun 2014, penetapan visi, misi, goal dan 
strategi haruslah didasarkan pada pemetaan potensi yang ada di setiap desa, sehingga akan sangat 
mungkin visi, misi, goal dan strategi bagi desa di daerah pertanian akan berbeda dengan visi, misi, 
goal dan strategi desa di daerah pesisir. Dengan hal tersebut, diharapkan visi, misi, goal dan strategi 
yang ditetapkan akan membawa dampak positif yang sangat besar terhadap pembangunan desa. 
Sebagai contoh penetapan visi, misi, goal dan strategi untuk desa yang memiliki potensi pertanian, 
visi yang dapat ditetapkan adalah “menjadi desa penyedia sayur tomat untuk wilayah disekitarnya”. 
Dari visi tersebut, misi yang dapat diterapkan adalah mengembangkan sayur tomat varietas unggul 
dengan masa tanam yang singkat, meningkatkan standar hidup petani tomat di wilayah desa, 
memperluas wilayah tanam sayur tomat, dan memelihara lingkungan demi kelangsungan usaha budi 
daya sayur tomat. Setelah visi dan misi ditetapkan, proses selanjutnya adalah menetapkan goal atau 
tujuan dari visi dan misi tersebut. Goal atau tujuan yang ditetapkan haruslah merupakan suatu 
pernyataan yang jelas dan konkret sehingga akan dapat diukur ketercapaiannya dengan baik serta 
memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah proses 
monitoring dan evaluasi dari kegiatan dan kebijakan yang telah dibuat serta membantu langkah 




Goal atau tujuan yang dapat diturunkan dari visi dan misi diatas antara lain adalah penggunaan bibit 
sayur tomat yang tahan hama, ulat, dan kutu buah serta dapat berbuah dalam waktu 70 hari setelah 
masa tanam.  Goal atau tujuan ini sangatlah konkret dan mudah diukur ketercapaiannya. Setelah goal 
atau tujuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi untuk mencapai goal atau 
tujuan tersebut. De Kluyver dan Pearce (2012) menyatakan bahwa untuk organisasi non-profit, 
strategi yang dapat diterapkan merupakan langkah untuk menutup gap antara keadaan sekarang 
dengan keadaan yang ingin dicapai atau dalam hal ini goal. Sebagai contohnya adalah pembangunan 
kerjasama dengan institusi pendidikan atau lembaga penelitian untuk dapat menghasilkan bibit 
sayur tomat yang tahan hama, ulat, dan kutu buah serta dapat berbuah dalam waktu 70 hari setelah 
masa tanam. Selain itu, pemerintah harus menetapkan batas waktu atau periode kapan goal atau 
tujuan itu harus tercapai, misalnya 1 tahun setelah program dana desa dimulai untuk mempermudah 
proses evaluasi dan monitoring. 
Hal kedua yang harus diperhatikan terkait bidang akuntansi dalam penerapan UU Desa tahun 2014 
ini adalah prinsip pertanggungjelasan dari pengguna dana desa kepada pemilik dana. Dalam dunia 
akuntansi dikenal istilah teori keagenan. Teori tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara 
principle sebagai pemilik modal atau yang mewakilinya dengan agent sebagai pihak yang mengelola 
dana dari principle. Teori tersebut berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang akan berusaha 
untuk memperkaya atau mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya masing-masing 
sehingga akan merugikan pihak lain. Dalam hal teori keagenan, maka agent akan mengambil 
keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan principle. 
Berkaitan dengan UU Desa tahun 2014, rakyat berperan sebagai principle, sebab salah satu modal 
dari UU ini adalah pajak dan retribusi yang rakyat bayarkan kepada pemerintah. Namun dalam 
perjalanannya, rakyat memberikan mandat kepada pemerintah untuk menjalankan modalnya. 
Sedangkan perangkat desa berperan sebagai agent yang akan melakukan pengelolaan dana dari 
rakyat. Sebagai pemilik modal, tentu saja rakyat harus mengetahui bagaimana penggunaan 
dananya. Oleh karena itu proses pertanggungjelasan harus hadir dalam penerapan UU Desa tahun 
2014 ini. Proses pertanggungjelasan tersebut disyaratkan agar agent memberikan penjelasan dari 
semua penggunaan dana atau modal yang dititipkan kepadanya. Akan lebih baik lagi apabila proses 
pertanggungjelasan ini juga mensyaratkan penjelasan mengenai mengapa suatu aktivitas atau 
pembelanjaan dilakukan serta menjelaskan mengenai outcome atau target yang diharapkan dari 
aktivitas atau pembelanjaan tersebut yang dikaitkan dengan visi, misi, goal atau tujuan yang ingin 
dicapai. Selain itu, proses pertanggungjelasan ini juga dapat mensyaratkan penjelasan mengenai 
pencapaian goal atau tujuan. Apabila goal atau tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai, maka 
perangkat desa juga harus menjelaskan sedetail-detailnya mengenai alasan ketidaktercapaian goal 
atau tujuan itu sehingga dengan proses pertanggungjelasan ini, rakyat sebagai principle dapat 
memberikan masukan untuk perbaikan program dari UU Desa tahun 2014.  
Sebagai contoh proses pertanggungjelasan yang masih berkaitan dengan contoh yang telah 
disebutkan di atas adalah perangkat desa memberikan penjelasan dalam laporan kegiatan mengenai 
alasan dilakukannya pengistirahatan pemupukan lahan selama 3 minggu setelah masa ganti 
tanaman tomat bahwa hal itu dilakukan untuk mencapai misi mengenai kelangsungan budi daya 
sayur tomat. Selain itu, perangkat desa juga dapat menjelaskan mengenai detail dari pelaksanaan 
kegiatan misalnya saja kapan kegiatan dilaksanakan dan jenis pupuk yang dipakai. Terkait dengan 
ketercapaian goal dan tujuan (penggunaan bibit sayur tomat yang tahan hama, ulat, dan kutu buah 
serta dapat berbuah dalam waktu 70 hari setelah masa tanam), principle dapat menjelaskan alasan 
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mengapa tujuan itu tidak tercapai (apabila tidak tercapai) misalnya saja dengan menjelaskan bahwa 
hal itu tidak tercapai karena belum tersedianya laboratorium dan penelitian untuk mendukung upaya 
menghasilkan bibit sayur tomat yang unggul.   
Sebagai salah satu bentuk transparansi kepada rakyat, proses pertanggungjelasan ini juga akan 
membentuk pola good governance antara rakyat melalui pemerintah dan perangkat desa sehingga 
cita-cita luhur dari UU Desa tahun 2014 dapat terwujud. 
Sudah barang tentu beberapa hambatan akan dihadapi dalam menerapkan dua hal diatas. Misalnya 
saja mengenai penetapan tujuan atau goal yang sesuai dengan keadaan dan potensi di masing-
masing desa. Untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan pendataan yang membutuhkan banyak 
sumber daya sehingga setiap kondisi, masalah, dan potensi yang ada dapat tercatat dengan baik. 
Terkait dengan proses pertanggungjelasan, masalah utama yang akan dihadapi muncul dari kesiapan 
dan kemampuan perangkat desa untuk dapat membuat suatu laporan yang dapat dimengerti dan 
bermanfaat bagi pembaca laporan tersebut. Walaupun begitu, masalah itu bukanlah suatu masalah 
tanpa solusi. Pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat 
(LSM), perguruan tinggi, maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya untuk bahu-membahu 
menyelesaikan masalah atau hambatan yang ada. Misalnya saja, pemerintah meminta data dari 
pemerintah daerah mengenai potensi daerahnya dan melakukan update dengan memberdayakan 
LSM dan perguruan tinggi di daerah-daerah untuk memetakan keadaan, permasalah, dan potensi 
dari masing-masing desa untuk digunakan sebagai landasan penetapan visi, misi, goal atau tujuan, 
dan strategi. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat meminta dan melibatkan perguruan tinggi 
untuk melakukan pendampingan kepada perangkat desa dalam proses pertanggungjelasan.  
Bukan tidak mungkin bila proses meng-akuntansikan dana desa ini dapat dilakukan dengan baik dan 
pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang ada, maka penerapan UU 
Desa tahun 2014 akan benar-benar dapat memajukan pembangunan desa dan pada akhirnya akan 
berdampak positif bagi Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tentu saja itu semua tentu 
membutuhkan kerja keras yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Semua pihak di Indonesia 
haruslah bersedia untuk terlibat dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjalankan proses ini 
sehingga cita-cita pembangunan desa dapat terwujud. 
Referensi 
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“Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang  muda yang tidak pernah menua; 
tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan, telah menua sejak muda.” 
-Mario Teguh 
Latar Belakang Masalah 
Penelitian yang berjudul Aging in the Twenty-First Century: A Celebration and a Challenge yang 
diterbitkan  oleh Dana Kependudukan PBB15 menyebutkan bahwa pada tahun 2000 untuk pertama 
kalinya jumlah penduduk yang berusia di atas 60 tahun lebih banyak daripada anak-anak di bawah 
usia lima tahun atau balita (VOA16 Indonesia, 2012). Profil Penduduk Lanjut Usia 2009 menyebutkan 
penduduk lansia (lanjut usia) adalah penduduk yang berumur di atas 60 tahun. Data yang diperoleh 
dari International Data Base Census Bureau U.S, jumlah penduduk lansia menurut jenis kelamin yang 
paling banyak adalah penduduk lansia perempuan, yaitu 11.256.759 orang (54,8%).  
Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam struktur penduduk tua. Hal ini 
dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lanjut usia sudah lebih dari 7% 
dan merupakan negara tertinggi dalam pertumbuhan penduduk lanjut usia (Gemari, 2008). Jumlah 
penduduk lansia yang terus meningkat disebabkan oleh kondisi pembangunan, khususnya di bidang 
kesehatan yang semakin membaik sehingga angka harapan hidup meningkat. Badan Pusat Statistik 
(2007) menyebutkan bahwa persentase penduduk lanjut usia mencapai 9,77% dari total penduduk di 
dunia tahun 2010 dan tahun 2020 diperkirakan jumlahnya akan mencapai 11,34%.  
Salah satu indikator berhasilnya pelayanan dan perbaikan kesehatan adalah dengan bertambahnya 
usia harapan hidup suatu negara. Ibarat dua buah mata pisau, pertambahan usia harapan hidup suatu 
negara akan menyebabkan dampak positif maupun negatif. Peningkatan usia harapan hidup dapat 
mengakibatkan terjadinya transisi epidemiologi dalam bidang kesehatan sebagai akibat 
meningkatnya jumlah angka kesakitan karena penyakit degeneratif (Kementrian Kesehatan RI, 
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2012). Peningkatan dependency ratio17 merupakan salah satu dampak negatif yang harus kita atasi 
bersama. Kenaikan dependency ratio akan menyebabkan setiap penduduk usia produktif 
menanggung semakin banyak penduduk non-produktif. Hal ini akan menghalangi terjadinya bonus 
demografi karena bonus demografi hanya dapat terjadi pada saat suatu negara memiliki angka 
dependency ratio terendah, biasanya di bawah 50% yang artinya jumlah penduduk usia kerja 
(produktif) lebih dari dua kali lipat penduduk non-usia kerja (non-produktif) (Decentralization Support 
Facility, 2011). 
Dilihat dari persebaran jenis kelamin, penduduk lansia perempuan 1.2% lebih banyak jika 
dibandingkan dengan penduduk lansia laki-laki. Susenas 2012 menyebutkan bahwa 8.2% lansia 
adalah perempuan dan 6.9% adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa umur harapan hidup paling 
tinggi adalah perempuan. Mayoritas dari mereka juga tinggal di daerah pedesaan (Survei Sosial 
Ekonomi Nasional 2009). Survei Sosial Ekonomi Nasional (2007 dan 2012) menginformasikan bahwa 
persentase lansia laki-laki yang berstatus kawin dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan 
lansia perempuan. Lansia perempuan 3 kali lipat lebih banyak yang berstatus cerai mati. Artinya, 
lansia perempuan lebih banyak yang hidup tanpa pasangan jika dibandingkan dengan lansia laki-laki. 
Masalah Penduduk Lanjut Usia 
Beban lansia perempuan tidak hanya berkaitan dengan status perkawinan mereka saja, tetapi juga 
terkait dengan tingkat intelektualitas mereka. Mayoritas dari lansia perempuan tidak pernah 
merasakan bangku pendidikan dan hanya 0.81% yang sampai di jenjang perguruan tinggi (Survei 
Sosial Ekonomi Nasional, 2007). Jika dilihat dari tingkat buta aksara, lansia perempuan yang tinggal 
di pedesaan 16.91% lebih banyak yang buta aksara jika dibandingkan dengan lansia yang tinggal di 
daerah perkotaan. 
Tidak hanya masalah pendidikan saja yang melingkupi lansia perempuan yang tinggal di pedesaan 
tetapi juga masalah kesehatan. Jika melihat kecenderungan angka kesakitan lanjut usia, terdapat 
peningkatan dari tahun ke tahun. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2003, 2005, dan 2007 
menunjukkan bahwa angka kesakitan lanjut usia yang tinggal di daerah pedesaan secara berurutan 
adalah 27.46%, 31.32%, dan 33.35%. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor akses ke pelayanan 
kesehatan, sosial ekonomi, serta budaya. Lansia yang sakit-sakitan tidak hanya akan menjadi beban 
keluarga tetapi juga menjadi beban masyarakat dan negara dalam pembangunan. 
Bustan (2006) menyebutkan bahwa masalah pembuluh darah (dari hipertensi sampai stroke), 
diabetes melitus, persendian, dan psikososial (kurang penyesuaian diri dan merasa tidak efektif lagi) 
merupakan penyakit yang paling sering diderita oleh lansia. Susenas 2012 menyebutkan bahwa 
keluhan lansia paling banyak meliputi keluhan dari efek penyakit kronis seperti asam urat, darah 
tinggi, rematik, darah rendah, dan diabetes. Keluhan lainnya adalah batuk sebanyak 17.81% dan pilek 
11.75% (Susenas, 2012). Pasal 14 (ayat 1) UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
menyatakan bahwa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan 
derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi 
secara wajar melalui upaya penyuluhan dan kuratif. 
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Beberapa penelitian menyebutkan bahwa musik dapat dijadikan terapi untuk penyembuhan 
beberapa penyakit. Terapi sendiri dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dirancang untuk 
membantu atau menolong orang dan umumnya digunakan dalam konteks masalah fisik dan mental 
(Harsono, 2014). Musik dalam konteks terapi digunakan sebagai media yang digunakan secara 
khusus dalam rangkaian terapi (Harsono, 2014).  
Musik memiliki kekuatan untuk mengobati penyakit 
dan meningkatkan kemampuan pikiran seseorang. 
Musik dalam konteks terapi dapat meningkatkan, 
memulihkan, dan memelihara kesehatan fisik, 
mental, emosional, sosial, dan spiritual. Musik 
sendiri memiliki tiga bagian penting yaitu beat, 
ritme, dan harmoni. Beat  mempengaruhi tubuh, 
ritme mempengaruhi jiwa dan harmoni 
mempengaruhi roh  
(http://www.terapimusik.com/terapi_musik.htm diakses pada tanggal 19 Mei 2014, 15:56 WIB).  
Manfaat musik sebagai pemicu kesehatan jiwa juga dibuktikan oleh ilmuan Arab, Abu Nasr al-Farabi 
(873-950M) dalam bukunya “Great Book About Music” menyatakan bahwa musik membuat rasa 
tenang, sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual, dan 
menyembuhkan gangguan psikologis. Selain itu, musik juga dapat mengurangi rasa sakit serta 
menyeimbangkan tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2013) menyebutkan bahwa 
terdapat hubungan signifikan antara lansia hipertensi yang mendapatkan terapi musik jawa dengan 
yang tidak mendapatkan terapi. Hasil menunjukkan bahwa terapi musik berhubungan dengan 
kejadian hipertensi pada lansia.  
Manfaat lain dari terapi musik adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Penelitian Dr. John Diamond 
dan Dr. David Nobel mengemukakan bahwa apabila jenis musik yang kita dengar sesuai dan dapat 
diterima oleh tubuh, maka tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan hormon serotonin yang dapat 
menimbulkan rasa nikmat dan senang sehingga tubuh menjadi kuat dan menjadi lebih sehat. Terapi 
musik terbukti mampu menimbulkan respon fisiologis pada kecemasan pasien di ICU18 dengan hasil 
90% pasien menunjukkan penurunan tekanan sistolik, 95% pasien menunjukkan  penurunan tekanan 
diastolik (Suhartini, 2008).  
Terapi musik juga mampu mengatasi masalah depresi pada lansia. Penelitian yang dilakukan di Panti 
Sosial Tresna Wredha Yogyakarta menunjukkan bahwa terdapat perbaikan tingkat emosi sesudah 
terapi dilakukan. Sebanyak 14 dari 27 lansia yang mengalami depresi dapat kembali ke keadaan 
normal (Purbowinarto dan Kartinah, tanpa tahun). 
Beberapa penelitian mengenai jenis musik yang digunakan untuk terapi musik, yaitu western music, 
classical music, dan new age music. Berbagai jenis musik sebenarnya dapat digunakan dalam terapi 
musik, asalkan sasaran kita mengenal jenis musik yang akan kita gunakan dalam proses terapi 
(Suhartini, 2011). 
                                                                    




MURAH Sebagai Alternatif Terapi  
Provinsi dengan usia harapan hidup yang tinggi secara otomatis akan memiliki penduduk lansia yang 
tinggi pula. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase penduduk lansia 
paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu 14.04% pada tahun 2007 (Survei Sosial 
Ekonomi Nasional, 2007) dan tertinggi di tahun 2012, yaitu 13.04% (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 
2012). 
MURAH (Musik Daerah) dapat digunakan dalam pelaksanaan terapi musik. Yogyakarta sebagai 
provinsi dengan jumlah lansia tertinggi di Indonesia dapat menerapkan MURAH sebagai salah satu 
alternatif peningkatan kesehatan lansia. Salah satu MURAH di Yogyakarta adalah gamelan, 
dikarakteristikkan sebagai musik yang memiliki harmoni yang lambat, warna nada yang konsisten 
dan pitch19 yang rendah (Bodman et al. Dalam Suhartini, 2011). Penelitian Mulyawati,dkk (2013) 
menunjukkan bahwa terdapat perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik pada responden 
setelah diberikan terapi musik gamelan jawa laras pelog dan slendro20. Hasil penelitian ini juga 
didukung oleh penemuan Wendy L. Magee (2002) di London yang menyimpulkan bahwa terapi 
musik yang diberikan dalam jangka waktu yang singkat dapat memberikan perubahan positif pada 
mood21 seseorang.  
Mulyawati, dkk (2013) menyimpulkan bahwa ada beberapa dampak yang dialami oleh responden 
ketika mendengarkan musik gamelan laras pelog dan slendro yaitu meningkatnya produksi 
edorphin22 dan dopamine 23yang akan menstimulasi sistem limbik. Sistem limbik merupakan pusat 
pengaturan emosi yang positif, yaitu bahagia dan rileks dan akan merangsang saraf parasimpatis 
untuk mendilatasi pembuluh darah sehingga akan terjadi penurunan tekanan darah (Boedi, dkk, 
2004; Rachael, 2006). Selain itu, terapi musik juga dapat merangsang produksi nitrit oxcid24 (nitrogen 
monoksida) dalam tubuh yang berfungsi mendilatasi25 pembuluh darah sehingga dapat menurunkan 
tekanan darah (Boedi, dkk, 2004; Rachael, 2006).  
Besarnya manfaat dari terapi MURAH ini dapat kita jadikan alternatif program peningkatan derajat 
kesehatan lansia, khususnya lansia perempuan yang tinggal di daerah pedesaan. Konsep dari terapi 
ini dapat dimasukkan ke dalam program kesehatan yang terdapat di Posyandu Lansia. 
Pelaksanannya dapat dijalankan dengan dua jenis, yaitu terapi musik aktif dan pasif. Terapi aktif 
dapat kita laksanakan dengan mengajak lansia ikut aktif bernyanyi. Terapi pasif dapat kita 
laksanakan dengan cara memperdengarkan musik tersebut kepada lansia atau menajdikan MURAH 
sebagai instrumen dalam musik senam lansia. 
Rekomendasi 
MURAH merupakan musik ideal yang dapat digunakan dalam terapi musik. Hal ini dikarenakan 
sasaran dari program adalah lansia yang terdapat di Provinsi DI. Yogyakarta. Berdasarkan paparan 
                                                                    
19 Tinggi rendah nada dalam satu bunyian 
20 Jenis nada dalam musik jawa 
21 Tekanan perasaan yang jelas dan menetap 
22 Anti nyeri alami 
23 Suatu senyawa di otak yang berperan dalam system keinginan dan kesenangan 
24 Gas pendek yang bertindak ke seluruh tubuh sebagai pembawa pesan, mengirim, dan menerima pesan yang mengatur aktivitas sel 
untuk melakukan fungsi tertentu, digunakan juga untuk memberika kekebalan tubuh yang lebih kuat 
25 Melebarkan atau merenggaangkan  
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sebelumnya, telah disebutkan bahwa musik yang paling ideal digunakan dalam terapi ini adalah jenis 
musik yang paling dikenal oleh sasaran program kita. Mayoritas lansia di daerah Yogyakarta sudah 
familiar terhadap MURAH tradisional jawa, gamelan jawa laras pelog dan slendro. Hal ini akan 
memudahkan dalam proses penerimaan dan tingkat keberhasilan terapi ini.  
Terapi MURAH juga dapat diadaptasi oleh setiap daerah di Indonesia. Jenis musiknya pun dapat 
disesuaikan dengan MURAH masing-masing provinsi. Selain untuk terapi kesehatan, penggunaan 
MURAH sebagai media terapi ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam melestarikan 
budaya daerah. 
Pelaksanaan program Terapi MURAH sudah pasti memerlukan keterlibatan peran dan tanggung 
jawab pemerintah, masyarakat, serta lembaga maupun organisasi sosial untuk bersama-sama 
berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lansia. Menjadikan penduduk lanjut usia tetap 
berdaya, sehat, produktif, dan mandiri harus kita tanam dalam pola pikir kita. Hal ini dikarenakan 
menjadikan lansia tetap berdaya tidak hanya untuk kepentingan pembangunan dan kemajuan 
bangsa saja, akan tetapi juga sebagai wujud penghormatan kita kepada kaum lansia. Tidak akan 
pernah ada kita, jika para lansia itu tidak pernah ada dan kondisi lansia adalah cerminan bagaimana 
kita yang muda memperlakukan mereka. 
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Salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian yang serius saat ini adalah masalah 
Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM merupakan penyakit degeneratif yang sering dijuluki silent killer 
karena pada mulanya penyakit ini masih asimptomatik (tanpa gejala) dan gejala muncul ketika telah 
mencapai stadium lanjut atau terjadi keparahan. Prevalensi kasus PTM di Indonesia pada umumnya 
mengalami peningkatkan diantaranya prevalensi penyakit stroke meningkat dari 8,3% tahun 2007 
menjadi 12,1% tahun 2013, prevalensi penyakit jantung koroner mencapai 1,5% pada tahun 2013, 
prevalensi penyakit hipertensi meningkat dari 7,6% tahun 2007 menjadi 9,5% tahun 2013, prevalensi 
penyakit kanker 1,43% tahun 2013, prevalensi penyakit diabetes mellitus dan penyakit metabolik 
meningkat dari 1,1% tahun 2007 menjadi 2,1% tahun 2013 (Kemenkes RI, 2013). 
Peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas  bangsa.  Pengobatan PTM 
seringkali memakan  waktu  lama  dan memerlukan biaya besar bila tidak dideteksi secara dini. Dari 
100 penderita PTM sebanyak 70 orang tidak menyadari dirinya mengidap PTM, sehingga terlambat 
dalam mendapatkan penanganan yang mengakibatkan komplikasi, kecacatan bahkan kematian. 
Padahal kejadian ini sesungguhnya dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko PTM. Faktor 
risiko PTM meliputi: kebiasaan merokok, kurang aktifitas fisik, diet yang tidak seimbang dan 
konsumsi minuman beralkohol. Pengendalian faktor risiko PTM dapat dilakukan oleh masyarakat 
sendiri melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM (Kemenkes RI, 2013). 
Pos pembinaan terpadu (Posbindu PTM) telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 
2011 untuk mencegah dan menekan kejadian PTM. Posbindu PTM merupakan tempat kegiatan 
monitoring, dan deteksi dini faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin dan periodik. 
Kegiatan Posbindu PTM diintegrasikan ke kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh karang taruna, 
majelis taklim, klub jantung sehat, klub kesehatan lain, PKK, Dharma Wanita, dan pabrik (Kemenkes 
RI, 2013).   
Namun  sampai saat ini rencana tersebut belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan baik. Bahkan di beberapa 
daerah banyak masyarkat belum mengenal Posbindu PTM. Dengan demikian dengan memanfaatkan 
Posyandu balita merupakan salah satu cara strategis untuk pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM di Indonesia 
mengingat Posyandu balita sudah terlaksana hampir di seluruh wilayah Indonesia. Posyandu balita adalah 
suatu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dengan memberdayakan dan memberikan  




ibu,  bayi  dan  anak  balita dengan menggunakan sistem 5 meja dalam pelayanannya.  Dalam program ini 
diupayakan tiap desa memiliki 1 Posbindu yang diiterasikan ke dalam Posyandu. 
Tujuan program pemanfaatan Posyandu balita dalam pengembangan Posbindu PTM adalah untuk 
pengenalan dan sosialisasi mengenai layanan Posbindu PTM dalam deteksi dini PTM melalui 
pengukuran faktor risiko agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian dengan 
segera. Sasaran Posbindu PTM adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM 
berusia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan.  
Dalam program ini, ibu dijadikan sebagai titik tolak untuk menarik minat masyarakat dalam melakukan 
pemeriksaan kesehatan di Posbindu PTM karena di dalam keluarga ibu mempunyai peranan yang besar dalam 
mempengaruhi persepsi keluarga baik itu anak, suami, maupun orang tua mengenai suatu hal termasuk 
Posbindu PTM dan pelayanannya. Ketika seorang ibu berkunjung ke Posyandu Balita untuk memeriksa 
kesehatan anaknya ataupun memeriksakan kehamilannya, di meja yang sama setelah mendapatkan pelayanan 
Posyandu balita juga diberikan pelayanan Posbindu termasuk KIE mengenai PTM. Dengan manfaat yang 
dirasakan, diharapkan ibu dapat memberikan informasi dan mempengaruhi keluarga dan masyarakat di 
lingkungan sekitarnya mengenai pelayanan kesehatan Posbindu dalam pencegahan PTM sehingga mereka 
tertarik untuk mengakses pelayanan Posbindu PTM. 
Salah satu faktor pendukung diadakan program integrasi ini adalah untuk pemerataan akses 
pelayanan kesehatan di Indonesia karena kondisi geografis yang sulit serta sumber daya yang 
terbatas sehingga pelayanan kesehatan lebih terpusat di daerah perkotaan dan tidak dapat 
menyentuh seluruh masyarakat khususnya di daerah pedesaan padahal semua orang berisiko untuk 
terjadi PTM.  Program ini dapat diterapkan pada semua karakteristik desa baik itu desa pertanian, 
desa pesisir, desa perikanan hingga desa terpencil dan tertinggal yang telah menyelenggarakan 
kegiatan Posyandu balita karena Posyandu balita yang saat ini telah dilaksanakan hampir di seluruh 
Indonesia. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan Posyandu balita dalam pelaksanaan Posbindu 
PTM lebih mudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Kegiatan Posbindu dibedakan berdasarkan tipe Posbindu PTM yaitu Posbindu PTM dasar yang sifatnya dasar 
dan sederhana serta Posbindu PTM utama dengan memberikan pelayanan yang lebih lengkap dari Posbindu 
PTM dasar dengan peralatan yang lebih lengkap dan modern. Pada program ini cukup melaksanakan Posbindu 
PTM dasar yang disesuaikan dengan kemampuan desa. Pada prinsipnya program ini dilaksanakan dengan 
menyisipkan pelayanan posbindu PTM dalam program pelaksanaan Posyandu balita yang menggunakan 5 
tahapan pelayanan yang disebut sistem 5 meja (Kemenkes RI, 2013). Tahapan pelayanan Posbindu PTM dasar 
diantaranya: 
 
1. Meja 1 yaitu pendaftaran dan pencatatan identitas pengunjung 
2. Meja 2 yaitu wawancara terarah faktor risiko PTM mengenai riwayat PTM pada keluarga dan diri pasien, 
aktifitas fisik, konsumsi buah dan sayur, merokok, potensi cedera dan kekerasan dalam rumah tangga. 
3. Meja 3 yaitu pelayanan kesehatan berupa pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks masa tubuh, 
lingkar perut dan alasisis lemak tubuh. 
4. Meja 4 yaitu pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, 
pemeriksaan uji fungsi paru sederhana dan penyuluhan mengenai pemeriksaan payudara sendiri. 
5. Meja 5 yaitu identifikasi faktor risiko PTM, Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) berupa upaya pencegahan 
PTM melalui pengaturan gaya hidup sehat. Selain itu, pada meja ini terdapat upaya tindak lanjut berupa 





Selain tahapan di atas, upaya yang juga dilakukan di Posbindu PTM adalah aktifitas fisik dan olah raga bersama 
serta pemberian makanan tambahan bergizi yang merupakan salah satu pencegahan PTM. Pelaksanaan 
program ini dilaksanakan secara terpadu dengan menyesuaikan waktu dan tempat serta sarana, dan tenaga 
yang ada.  
Dalam mendukung terselenggaranya Posbindu PTM, diperlukan pembiayaan yang cukup. Biaya dapat 
diperoleh dengan penyisihan biaya pembangunan desa, swadaya masyarakat desa ataupun bantuan dari 
Puskesmas dengan memanfaatkan sumber pemanfaatan yang potensial seperti Bantuan Operasional 
Kesehatan yang membiayai kegiatan kesehatan bersifat promotif dan preventif yang sesuai dan salah satunya 
Posbindu PTM. Selain itu, dana juga bisa didapatkan dari lembaga donor atau swasta yang umumnya didapat 
dengan mengajukan proposal atau usulan kegiatan. 
Dana digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan Posbindu. Adapun Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) 
pada 1 unit Posbindu PTM Dasar untuk 1 desa selama 1 tahun dengan perkiraan jumlah sasaran kelompok umur 
≥15 tahun sebanyak 1000 orang adalah sebagai berikut: 
 
 






Total Biaya/ tahun 
1 Belanja Alat ukur tinggi badan 
(Microtoise) 
Buah 115.000 1 115.000 
2 Belanja Timbangan Berat badan 
(Onemet) 
Buah 69.000 1 69.000 
3 Belanja Alat ukur lingkar perut (Pita 
Meteran) 
Pcs 17.250 1 17.250 
4 Belanja Tensimeter digital 
(Polygreen KP-6230) 
Buah 281.750 1 281.750 
5 Belanja Alat ukur lemak tubuh (Body 
fat caliper) 
Buah 220.800 1 220.800 
6 Belanja paket  pemeriksaan 
biokemist (Nesco GCU)  
Paket 448.500 1 448.500 





Strip asam urat (Nesco) 1 (isi 25) Pack 92.000 
40 
3.680.000 
Strip kolesterol (Nesco) 1 (isi 10) Pack 161.000 
100 
16.100.000 
Alkohol swabs (Onemet) 1 pack (isi 
20) 
Pack 23.000 60 1.380.000 
12 Biaya insetif kader Orang/ 
3 bulan 
150.000 3 orang 1.800.000 
13 Media KIE (meliputi lembar balik, 
leaflet, buku panduan, buku 
pencatatan, formulir rujukan) 
Paket 3.000.000 1 3.000.000 
14 KMS faktor risiko PTM Buah 5.000 1000 5.000.000 
15 Alat Tulis Kantor (ATK) Paket 500.000 1 500.000 
Total 36.292.300 
 
Keuntungan dari pemanfaatan Posyandu balita dalam pengembangan Posbindu PTM dalam hal dana yaitu 




meja dan kursi dari Posyandu balita.  Dengan demikian dapat menghemat biaya dan dapat digunakan untuk 
pembiayaan lain dalam kegiatan Posbindu PTM. 
 
Pelaksanaan program pemanfaatan Posyandu balita dalam pengembangan Posbindu PTM perlu dilakukan 
kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak menurut Kemenkes RI (2013) diantaranya: 
1. Pihak Puskesmas yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan Posbindu PTM di wilayah kerjanya 
dalam hal bimbingan teknis pada kader, menganalisis hasil kegiatan Posbindu PTM, menerima dan 
memberi umpan balik kasus rujukan PTM dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.  Selain 
itu, bermitra dengan pihak perguruan tinggi di bidang kesehatan dan atau swasta bila di suatu daerah 
kekurangan tenaga ahli kesehatan. 
2. Pihak pemangku kepentingan diantaranya camat dan kepala desa/ lurah dalam melakukan koordinasi hasil 
kegiatan dan tindak lanjut Posbindu PTM serta pembinaan dalam mendukung kelestarian Posbindu PTM. 
Selain itu, para pimpinan lembaga/ organisasi/ instansi, tokoh penggerak masyarakat dan dunia usaha 
untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung sumber daya yang dimiliki termasuk sarana dan pembiayaan 
sebagai sukarelawan sosial.  
3. Masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan Posbindu PTM yaitu kader yang dilatih sebagai pelaksana 
kegiatan. Kader yang berperan dalam memberi pelayanan di Posbindu PTM ini dapat menggunakan kader 
yang ada di Posyandu balita. Kader di Posbindu PTM terdiri atas kader koordinator, kader penggerak, 
kader pemantau, kader konselor/ edukator, kader pencatat yang memberikan pelayanan pada system 5 
meja.   
4. Dunia usaha 
 
Timeline Program pemanfaatan Posyandu Balita dalam pengembangan Posbindu PTM yang perlu dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
No Kegiatan 
201x 
Apr Mei Jun Jul Agu 
1 Persiapan 
 
    
2 Koordinasi Lintas Sektor dan Stakeholder      
3 Pelatihan Kader      
4 Pelaksanaan Posbindu PTM      
5 Pencatatan Pelaporan Hasil Kegiatan      
6 Analisis Hasil Kegiatan dan Pemantauan      
 
Tahapan program pemanfaatan Posyandu Balita dalam pengembangan Posbindu PTM menurut 
Kemenkes RI (2013) adalah meliputi: 
1. Tahap persiapan diawali dengan pengumpulan data dan informasi besaran masalah PTM, sarana dan 
prasarana pendukung dan sumber daya manusia yang tersedia. 
2. Pihak Dinas kesehatan melakukan pertemuan koordinasi yang diikuti oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas 
setempat, para tokoh masyarakat dan organisasi/ lembaga yang ada di masyarakat serta petugas dan 
penanggung jawab Posyandu Balita sebagai tempat penyelenggara Posbindu PTM. Pada tahap ini 
ditetapkan pembagian kader pelaksana Posbindu PTM, peran dan fungsinya, jadwal pelaksanaan, besaran 
dan sumber pembiayaan, melengkapi sarana dan prasarana, menetapkan tipe Posbindu PTM sesuai 
kebutuhan dan menetapkan mekanisme kerja antara penyelenggara Posbindu PTM dengan petugas 
kesehatan pembinanya. 
3. Pelatihan kader mengenai pelayanan Posbindu PTM khususya PTM, faktor risiko dan pengendaliaanya, 
keterampilan dalam pemantauan faktor risiko dan keterampilan dalam melakukan konseling.  
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4. Pelaksanaan Posbindu PTM setiap 3 bulan sekali oleh kader yang sudah terpilih dan terlatih dengan 
melakukan pelayanan sistem 5 meja yang dilakukan sebulan sekali sesuai dengan jadwal pelaksanaan 
Posyandu.  
5. Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan oleh kader Posbindu PTM yang dicatat dalam buku pencatatan 
hasil kegiatan Posbindu PTM dan dilaporkan ke Puskesmas. 
6. Analisis hasil kegiatan dan pemantauan yang dilakukan tiap 3 bulan sekali untuk memonitor pelaksanaan 
program serta evaluasi tahunan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas dan Dinas 
Kesehatan setempat untuk menilai kemajuan program serta hambatan yang dihadapi sebagai bahan 
perencanaan untuk waktu selanjutnya. 
Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan tidak akan lepas dari kendala yang dihadapi. Adapaun 
kendala yang mungkin akan dihadapi pada program ini adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 
baik itu kader sebagai pelaksana maupun petugas kesehatan sebagai pembina Posbindu PTM. Selain 
itu, keterbatasan sumber daya berupa dana dalam hal penyediaan logistik dan perlatan habis pakai 
yang dibutuhkan dalam pemeriksanaan kesehatan dalam mendeteksi secara dini faktor risiko PTM.  
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Seorang psikolog klinis di Puskesmas mendapat laporan dari kader kesehatan bahwa ada seorang 
gadis berusia 20an tahun mengalami perubahan perilaku. Gadis ini tinggal di sebuah desa tak jauh 
dari pusat kota. Sang psikolog kemudian melakukan kunjungan ke rumah sebagai tindak lanjut dari 
laporan kader tersebut. Psikolog menemukan si gadis dalam kondisi yang sudah tidak mau 
beraktivitas, tidak masuk kerja dan komunikasi sangat lambat, sehingga keluarga gadis tersebut 
diminta membawanya ke Puskesmas. Keesokan paginya gadis tersebut periksa di Puskesmas 
diantar orangtuanya. Dokter memberikan obat, namun psikolog tidak dapat memberikan konsultasi 
karena sulitnya komunikasi dengan si gadis. Meskipun demikian, sang Psikolog beberapa kali 
kunjungan ke rumah gadis tersebut terutama apabila si gadis tidak datang untuk kontrol di 
Puskesmas. Ketika sang Psikolog mengidentifikasi kecenderungan bunuh diri pada si gadis, ia 
kemudian memberi penjelasan kepada orangtua gadis ini untuk menyingkirkan semua perabotan 
dan obat-obat yang berpotensi digunakan untuk bunuh diri, memastikan si gadis meminum obat 
secara rutin dan mengawasi si gadis 24 jam. Suatu hari, ketika mendapati kondisi si gadis bertambah 
parah, sang psikolog menyampaikan kepada orangtua si gadis untuk membawanya ke Rumah Sakit 
Jiwa. Namun kedua orangtua menolak, mereka sulit menerima putrinya yang selama ini menjadi 
tulang punggung keluarga dirawat di Rumah Sakit Jiwa. 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sehat sebagai kesejahteraan fisik, mental dan sosial 
secara lengkap, dan tidak hanya mengacu pada ketiadaan penyakit atau kelemahan (WHO, 1946). 
Definisi sehat dari WHO ini sampai dengan saat ini masih sama, tidak pernah diubah. Namun 
demikian, pemahaman secara umum terkait sehat hanyalah mengacu pada kesehatan fisik, yang 
ditandai dengan tidak adanya penyakit fisik.  
Di Indonesia berdasar Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan pemerintah pada tahun 
2013, rata-rata penderita gangguan jiwa berat secara nasional sebesar 0,17%, artinya 17 orang 
mengalami gangguan jiwa berat dari 10.000 penduduk. Angka ini diperoleh dari dengan menanyakan 
pada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga mengenai ada tidaknya anggota keluarga 
yang mengalami gangguan jiwa berat/schizofrenia.  
                                                                    




Gangguan jiwa muncul sebagai fenomena gunung es, dimana kasus yang terdeteksi jauh lebih sedikit 
dibanding kasus yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tidak dipungkiri dalam masyarakat masih 
terdapat stigma yang menganggap gangguan jiwa tidak dapat disembuhkan dan mengidap 
gangguan jiwa adalah sesuatu yang memalukan. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk 
mengalami gangguan jiwa, namun orang lebih mudah mengakui dirinya memiliki penyakit fisik dari 
pada penyakit jiwa. Hal ini juga muncul dalam beberapa literatur yang mengungkapkan orang-orang 
di negara timur (eastern country) mengekspresikan masalah kesehatan jiwanya melalui gejala-gejala 
fisik seperti pusing, nyeri, kehilangan nafsu makan, dan sulit tidur (Seifsafari, et al., 2013, Selim, 2010, 
Halbreich et al., 2007, Kleinman, 2004). Terlebih dalam budaya dimana harmoni lebih dikedepankan 
sehingga gejolak dalam jiwa lebih baik dipendam dan dirasakan sendiri daripada diungkapkan yang 
mungkin akan menimbulkan rasa malu dan disharmoni. 
Contoh kasus di awal tulisan ini menunjukkan masih adanya stigma dalam masyarakat yang 
menghambat penanganan gangguan jiwa. Tidak sedikit penderita gangguan jiwa tidak dapat 
terlayani dengan baik karena keluarga dan masyarakat disekitarnya kurang memahami gangguan 
jiwa. Gangguan jiwa dapat terjadi pada semua orang tanpa membedakan status sosial ekonomi, 
ataupun  tempat tinggal. Tidak hanya masyarakat di perkotaan, masyarakat di desa pun 
dimungkinkan menderita gangguan jiwa.  Gangguan jiwa terdiri atas berbagai macam bentuk, mulai 
dari gangguan jiwa ringan sampai dengan gangguan jiwa berat. Sangat dimungkinkan gangguan jiwa 
ringan akan menjadi gangguan jiwa berat apabila tidak terdeteksi secara dini dan tidak mendapatkan 
tritmen dari tenaga kesehatan. 
Kesadaran masyarakat akan gangguan jiwa sangat penting karena dengan masyarakat yang 
memiliki kesadaran tinggi, kasus gangguan jiwa di masyarakat akan cepat terdeteksi. Pada 
kenyataannya seringkali ditemukan pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa berbeda 
dengan pandangan medis. Hal ini tampak pada studi terhadap penderita penyakit psikosis di 
Yogyakarta, diperoleh hasil timbulnya penyakit psikosis dipengaruhi oleh adanya ancaman ghaib dan 
kekuatan ghaib, yang didapatkan dari serangan ilmu hitam atau berbagai pengobatan religius (Good 
et al dalam Manderson & Smith-Morris, 2010). Hasil penelitian tersebut menggambarkan penyakit 
psikosis di Jawa berakar pada sebuah budaya lokal dan kehidupan religius. Kehidupan orang Jawa 
merupakan kehidupan yang penuh dengan kekuatan ghaib, orang berlatih tenaga dalam untuk 
melindungi diri, adanya negosiasi antara dunia nyata dengan alam ghaib, serta penggunaan 
kekuatan ghaib untuk hal-hal yang baik maupun yang buruk. Pengalaman psikotik menempatkan 
seseorang untuk berhubungan langsung dengan dunia ghaib, sehingga merasa berhubungan dengan 
hantu, ruh Ratu Pantai Selatan atau ruh Sultan Yogya, baik melalui pendengaran maupun 
penglihatan. Dengan demikian orang Jawa tidak dianggap gila hanya karena mereka melihat hantu, 
sehingga pengobatan yang dicari lebih mengarah kepada mencari tahu peran dunia ghaib terhadap 
penyakit yang diderita daripada pengobatan medis.   
Untuk menjembatani perbedaan tersebut diperluikan komunikasi antara masyarakat dengan 
paramedis. Ketika paramedis memahami budaya masyarakat dalam melihat gangguan jiwa, maka 
paramedis akan mampu memberikan informasi-informasi terkait gangguan jiwa kepada masyarakat 
dengan mempertimbangkan budayanya. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki 
persepsi yang sama dengan paramedis terkait gangguan jiwa.  
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Kesadaran terhadap gangguan jiwa yang tinggi pada masyarakat dapat mengurangi stigma tentang 
gangguan jiwa yang ada di masyarakat. Beberapa negara mengembangkan program-program untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Pada komunitas Vietnam di Amerika 
Serikat, kampanye anti sigma terhadap penyakit jiwa berhasil dilakukan dengan media radio lokal 
dan surat kabar (Han, et al., 2015). Terdapat lima pesan yang disampaikan melalui siaran radio dan 
tulisan di surat kabar kepada masyarakat luas yaitu:  kesehatan mental adalah bagian dari setiap 
masyarakat dan keluarga, penyakit jiwa adalah nyata dan harus diakui, tidak ada seorang pun yang 
harus disalahkan, penyakit jiwa dapat disembuhkan serta masyarakat memiliki sumber daya sehingga 
pengobatan dapat dilakukan.  Sedangkan di Philadelphia kampanye untuk mengurangi stigma 
terhadap bunuh diri dilakukan dengan menyelenggarakan acara seni yang mengundang partisipasi 
masyarakat luas (Mohatt, et al., 2013). Dalam acara seni ini dilakukan kegiatan merancang dan 
membuat gambar pada dinding/ mural yang berkaitan dengan bunuh diri serta cerita tentang kisah 
bunuh diri yang terjadi di masyarakat. Masalah gangguan jiwa merupakan salah satu penyebab dari 
kasus bunuh diri di masyarakat. 
Di Indonesia, program-program peningkatan kesiagaan terhadap kesehatan jiwa masyarakat terjadi 
di beberapa daerah. Pada tahun 2004, gempa bumi dan tsunami terjadi di Nanggroe Aceh 
Darussalam dan Nias. Setelah terjadi bencana, banyak orang mengalami psikopatologi tingkat tinggi 
(Irmansyah et al., 2010). Rumah sakit jiwa Banda Aceh Mental menjadi satu-satunya fasilitas di 
seluruh  Nanggroe Aceh Darussalam. Hal tersebut mendorong sebuah keputusan untuk 
meningkatkan PUSKESMAS untuk memberikan layanan kesehatan mental dan perawatan khusus 
setelah tsunami (Prasetiyawan et al., 2006; Setiawan et al., 2008). Perawat dan dokter umum 
mendapatkan pelatihan, perawat mendapatkan pelatihan mengenai peran perawat dalam 
melakukan diagnosis dan memberikan intervensi untuk masalah kesehatan mental, sedangkan 
dokter umum mendapatkan pelatihan berdasar kurikulum dokter umum yang disusun oleh 
Departemen Kesehatan berdasar International Classification of Disease Primary Care version 
(Prasetiyawan et al., 2006).  Di Kota Biereun, Aceh, pemimpin masyarakat mendapatkan pelatihan 
kesehatan mental yang meliputi tata kelola permasalahan psikososial dan pengembangan Desa 
Siaga Sehat Jiwa (Mental Health Alertness Villages) di empat desa, dimana pemimpin masyarakat 
dilatih untuk mendeteksi masalah kesehatan mental di masyarakatnya, kemudian merujuk mereka 
ke perawat kesehatan mental masyarakat (Prasetiyawan et al., 2006; Setiawan et al., 2008). Sebagai 
akibat dari bencana, Aceh memperkuat sistem kesehatan mental (Maramis, Tuan, Minas, 2011).  
Pada tahun yang sama, di Kabupaten Sleman Propinsi DIY, psikolog klinis diintegrasikan pada sistem 
PUSKESMAS, dimulai dengan diberikannya layanan kesehatan mental oleh enam psikolog klinis 
melalui kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dengan Fakultas Psikologi Universitas 
Gadjah Mada. Program ini dikembangkan sebagai respon terhadap rendahnya angka kesehatan 
mental di wilayah Kabupaten Sleman (Retnowati, 2011), dan sampai saat ini di setiap PUSKESMAS 
di Kabupaten Sleman terdapat satu orang psikolog klinis. Psikolog di setiap Puskesmas tidak hanya 
bertugas di dalam Puskesmas tetapi juga memberikan promosi kesehatan jiwa pada masyarakat. 
Dengan bekerja sama dengan dokter, perawat jiwa dan tenaga kesehatan yang lain di Puskesmas, 
psikolog melakukan sosialisasi pada masyarakat. Berbagai cara dilakukan agar masyarakat memiliki 
kesadaran akan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Di sebuah Puskesmas, 
psikolog dan tenaga kesehatan yang lain masuk pada pertemuan kepala dusun yang diadakan di 




mempengaruhi masyarakatnya. Di Puskesmas yang lain, kader kesehatan dilatih dengan materi-
materi kesehatan jiwa sehingga kader-kader ini dapat menyampaikan informasi lebih lanjut kepada 
masyarakat luas serta memberikan informasi tentang gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat. 
Saat ini dapat dikatakan masyarakat di Kabupaten Sleman telah memiliki kesadaran akan kesehatan 
jiwa, masyarakat dapat menyadari kebutuhannya untuk berkonsultasi dengan psikolog dan datang 
ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan.  
Contoh-contoh peningkatan kesadaran kesehatan jiwa pada masyarakat  yang telah diuraikan di atas 
menunjukkan peran tokoh-tokoh masyarakat dan anggota masyarakat sangat penting bagi 
tumbuhnya kesadaran kesehatan jiwa dan berkurangnya stigma. Beberapa langkah yang dapat 
dilakukan pada tingkat desa untuk menumbuhkan kesadaran kesehatan jiwa dan mengurangi 
stigma, adalah : 
1. Menentukan key person/tokoh kunci 
Dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi masing-masing desa, dapat ditetapkan siapa tokoh-
tokoh yang dirasa memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Tokoh-tokoh formal seperti 
Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK dapat dipilih menjadi tokoh kunci dalam program 
peningkatan kesadaran kesehatan jiwa pada masyarakat. Tokoh-tokoh informal, seperti pemuka 
agama juga dapat dilibatkan. Selain itu anggota masyarakat dapat pula dipilih untuk terjun langsung 
ke masyarakat. Tokoh-tokoh ini yang akan menjadi ujung tombak dalam upaya menumbuhkan 
kesadaran kesehatan jiwa pada masyarakat secara luas.  
2. Menjalin hubungan dengan narasumber 
Berbagai tenaga kesehatan dapat dijadikan narasumber bagi peningkatan wawasan terkait 
kesadaran kesehatan jiwa. Sejak tahun 2009 Kementrian Kesehatan mengembangkan program 
Community Mental Health Nursing (CMHN) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa bagi 
masyarakat. Desa dapat melakukan kerja sama dengan Puskesmas yang telah memiliki program 
CMHN, namun apabila Puskesmas yang membawahi sebuah Desa belum mengembangkan program 
CMHN, maka dapat dibina hubungan dengan narasumber lain yang paling memungkinkan  Dokter 
umum yang telah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa, dokter spesialis jiwa, perawat 
jiwa, dan psikolog dapat menjadi narasumber. Di setiap Puskesmas terdapat dokter umum yang 
telah mendapatkan pelatihan tentang kesehatan jiwa, atau perawat jiwa, sedangkan dokter spesialis 
jiwa, atau psikolog berada di Rumah Sakit Umum Daerah atau di Rumah Sakit Jiwa.  
3. Melakukan pelatihan bagi key person/tokoh kunci 
Setelah langkah 1 dan 2 dilakukan, maka dapat dilakukan pelatihan bagi tokoh kunci yang terpilih 
oleh narasumber. Pelatihan ini bertujuan memberikan wawasan terkait kesehatan jiwa. Materi yang 
diberikan dapat mencakup pengertian gangguan jiwa, macam-macam gangguan jiwa, faktor-faktor 
resiko gangguan jiwa, bagaimana mengenali gangguan jiwa, apa yang dilakukan apabila di 
wilayahnya terdapat penderita gangguan jiwa, serta stigma terkait gangguan jiwa. Pada tahapan 
selanjutnya tokoh kunci dapat dilatih untuk melakukan deteksi potensi-potensi gangguan jiwa yang 
mungkin muncul pada masyarakat. Terdapat berbagai alat screening gangguan jiwa baik gangguan 
jiwa secara umum maupun spesifik pada satu jenis gangguan jiwa, yang dapat diperkenalkan kepada 
tokoh kunci oleh narasumber. Saat ini penulis sedang mengembangkan alat screening khusus 
gangguan depresi yang mengangkat simtom-simtom depresi pada orang Indonesia.   
4. Menentukan media sosialisasi 
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Untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, dapat dipilih media sosialisasi yang sesuai dengan 
kondisi desa masing-masing. Pertemuan-pertemuan rutin di setiap desa dapat digunakan media 
sosialisasi. Di desa-desa yang dengan tingkat literasi yang cukup baik, brosur-brosur terkait 
gangguan jiwa dan kesehatan jiwa dapat dibagikan pada masyarakat. Tidak menutup kemungkinan 
adanya suatu media komunikasi yang khas pada suatu desa yang dirasa paling efektif sebagai sarana 
meningkatkan wawasan masyarakat terkait kesehatan jiwa, misalnya melalui pertunjukkan seni yang 
khas di desa tersebut.  
5. Mengembangkan sistem rujukan 
Sistem rujukan menjadi salah satu kunci dari mata rantai peningkatan kesadaran kesehatan jiwa pada 
masyarakat. Apabila dalam level desa telah dicapai kesiagaan terhadap masalah gangguan jiwa, 
maka perlu dibuat jalur komunikasi pelaporan apabila ditemukan anggota masyarakat yang 
menderita gangguan jiwa. Dengan adanya kerja sama dari anggota masyarakat, perangkat desa dan 
tenaga kesehatan, diharapkan masalah gangguan jiwa yang terjadi di masyarakat dapat terdeteksi 
dan ditangani sedini mungkin.  
Upaya-upaya yang dilakukan oleh desa-desa untuk menumbuhkan kesadaran akan kesehatan jiwa 
pada masyarakat, akan membawa dampak terdeteksinya gangguan jiwa secara dini sehingga dapat 
ditangani dengan baik. Dengan demikian, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa akan 
mendapatkan penanganan yang tepat sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.  
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Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada awal Februari 2015 menunjukkan 
kelompok berpenghasilan tinggi merasakan kebahagiaan yang lebih dari kelompok lainnya. Survei 
BPS pada 2014 menunjukkan responden yang merupakan kepala rumah tangga atau pasangan 
rumah tangga dengan penghasilan lebih dari Rp7,2 juta/bulan, indeks kebahagiaannya mencapai 
76,34. Sementara itu, responden dengan tingkat pendapatan Rp1,8 juta/bulan ke bawah indeks 
kebahagiannya hanya 64,58 (Zaenal, 2015). 
Tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat desa yang hanya berpenghasilan antara Rp 
100.000 s.d. Rp 500.000 per bulan, terutama bagi masyarakat yang hanya menggantungkan 
kehidupan sehari-harinya pada potensi desanya atau dengan kata lain berpenghasilan tak menentu, 
misal tangkapan ikan di danau (sedangkan danau terus mengalami degradasi, serta ekosistemnya 
kian menurun). Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat dengan keadaan seperti itu? Ditambah 
lagi dengan fakta yang menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat desa yang buta aksara, tidak 
mengenyam bangku pendidikan, bahkan anak usia sekolah pun harus putus sekolah karena harus 
membantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
Survei BPS juga memperkuat temuan pada riset 2013 yang menyebutkan bahwa kebahagiaan 
berkorelasi positif dengan tingkat pendidikan (Zaenal, 2015). Hal ini menyiratkan bahwa 
membangun bangsa harus menyejahterakan masyarakat, dan menyejahterakan masyarakat harus 
meningkatkan pendidikannya. Pendidikan merupakan hal mutlak bagi setiap orang yang harus 
dipenuhi sepanjang hayat. Sementara itu, survei BPS lainnya yang semakin memperkuat data adalah 





Gambar 1. Jumlah Sekolah di Desa 
Sumber : BPS 
Gambar 1 menunjukkan jumlah SD pada seluruh desa yang ada di Indonesia sebanyak 68.350, SMP sebanyak 31.718, dan 
SMA sebanyak 13.186. Data BPS mengenai jumlah desa di Indonesia pada tahun yang sama adalah sebanyak 78.558 desa 
dan tahun 2013 meningkat menjadi 80.714 desa (Badan Pusat Statistik). Jika diasumsikan satu desa memiliki satu SD, maka 
tidak semua desa di Indonesia memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD), apalagi SMP bahkan SMA. Bagaimana memajukan 
bangsa ketika sumber daya manusianya tidak mendapatkan layanan pendidikan yang merata? Padahal pendidikan 
berfungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Lalu bagaimana langkah yang dapat ditempuh 
untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia di setiap desa? Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk 
memeratakan dan mengembangkan potensi masyarakat desa adalah melalui SABSA. 
Apa Itu SABSA (Sarana Belajar Desa)? 
SABSA merupakan sarana belajar desa yang terpadu dan terintegrasi dengan berbagai mitra desa untuk meningkatkan 
produktivitas dan kreativitas masyarakat desa. Tujuannya adalah menyediakan sarana belajar bagi seluruh elemen 
masyarakat dan dari segala usia. SABSA merupakan sarana pendidikan informal yang dibuat untuk mewadahi 
pembentukan produktivitas masyarakat, dan mengembangkaan kreativitas anak-anak untuk lebih memahami 
perkembangan dunia melalui kegiatan pembelajaran maupun teknologi informasi. Program SABSA dapat dilaksanakan 
bagi seluruh tipe desa, baik desa pesisir, desa pertanian, desa tertinggal dan terpencil, desa perikanan, dan lain sebagainya, 
karena mengingat seluruh desa dengan tipe apapun tetap memerlukan pengembangan pendidikan masyarakatnya. 
 
Gambar 2. Program SABSA 
Sumber : Penulis 
 







- Perpustakaan Desa 
Perpustakaan desa ini bermaksud untuk menyediakan berbagai referensi buku aplikatif buat masyarakat, 
misalnya buku tentang cara pemeliharaan tanaman hias, pengolahan sampah rumah tangga, pembuatan pupuk 
organik, cara berwirausaha, dan lain sebagainya. Perpustakaan umumnya identik dengan jejeran buku teoritis 
dan sulit dipahami sehingga tidak menarik untuk dibaca masyarakat, namun perpustakaan desa ini memuat buku-
buku yang lebih diutamakan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa. Selain buku-buku untuk 
mendorong peningkatan produktivitas, perpustakaan ini pun menyediakan fasilitas ruang kreativitas anak-anak. 
Pembentukan kreativitas dapat melalui buku kreativitas anak maupun permainan yang mengedukasi atau 
mendidik. 
- Pelatihan Keterampilan 
Selain perpustakaan, SABSA menjadi pusat pelatihan warga desa. Berbagai buku aplikatif yang disediakan tidak 
hanya dijadikan hiasan rak, akan tetapi setiap minggu diadakan pelatihan untuk menambah keterampilan baru 
bagi masyarakat. Persepsi mengenai perpustakaan yang tidak menarik untuk dikunjungi harus benar-benar 
dihilangkan, terutama bagi masyarakat desa. Masyarakat tidak akan mengetahui isi buku satu per satu kalau tidak 
ada kegiatan pelatihan yang secara tidak langsung memberi kesadaran bagi mereka bahwa buku-buku pada 
perpustakaan desa benar-benar bermanfaat. Pelatihan keterampilan ini dapat dilakukan pada berbagai tingkat 
usia, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Minat belajar yang tumbuh, perlu ditopang dengan berbagai 
aktivitas menarik, khususnya untuk anak-anak yang perlu dirangsang dalam menggerakkan dan meningkaatkan 
daya kreativitasnya. 
Selain itu, SABSA juga dapat berfungsi dalam pengembangan budaya daerah setempat, yaitu dengan menjadi 
sarana pelatihan seni dan budaya daerah. Dengan demikian, pendidikan dapat terus meningkat, dan seni serta 
budaya dapat tetap dipertahankan. Usia anak-anak tentu menjadi momen yang sangat penting dalam mencari 
jati diri dan mengembangkan bakat yang dimiliki. Pada beberapa desa, misal desa pesisir, setiap harinya anak-
anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya, entah di pesisir danau, 
laut, dan lainnya. Alangkah lebih baik desa menyediakan SABSA yang juga menyediakan tempat bermain yang 
dikemas dalam bentuk pengembangan bakat seni dan budayanya. 
SABSA ini pun dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran buta aksara. Tak bisa disangkal bahwa masih banyak 
masyarakat desa yang buta huruf, tidak hanya anak-anak atau remaja, tetapi juga dewasa pun banyak yang tidak 
bisa membaca dan menulis. Sehingga melalui SABSA, pemerintah desa diharapkan mampu menjawab kebutuhan 
masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dalam meningkatkan taraf hidupnya. 
- Teknologi Informasi 
Peningkatan pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan akses informasi. Begitu banyak daerah yang belum 
tersentuh oleh akses informasi dan komunikasi. SABSA turut serta memberikan peluang bagi desa untuk 
menyediakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet. Akses informasi dan komunikasi ini digunakan 
untuk membelajarkan anak-anak maupun remaja desa mengenai internet dalam mengakses berbagai informasi 
secara global. Masyarakat desa dapat pula menjadikan teknologi informasi ini sebagai bentuk pengembangan 
keterampilan, terlebih perkembangan zaman saat ini dimana setiap orang dituntut dalam mahir dalam akses 
informasi. Selain menggunakan komputer sebagai fasilitas mengakses informasi, masyarakat dapat pula 
menjadikan komputer sebagai alat pembelajaran tentang bagaimana merakit dan memperbaiki komputer. Hasil 
akhirnya, masyarakat anak-anak maupun remaja tidak hanya mengetahui dan memahami perkembangan akses 
informasi, tetapi juga memperoleh kemampuan tambahan yaitu merakit dan memperbaiki komputer. 
- Manajemen Kepemimpinan 
Mengaktifkan kegiatan masyarakat tidaklah mudah. Manajemen kepemimpinan dalam SABSA merupakan 
langkah pembelajaran kepemimpinan bagi anak-anak di desa. Anak-anak dibiasakan untuk menjadi pemimpin 
dengan kemasan tugas dan permainan mendidik guna membangun karakter pemimpin. Usia anak-anak sangat 
suka dengan permainan. Permainan kepemimpinan mengajarkan mereka untuk mengatur diri sendiri, mengatur 
dan mengingatkan temannya, mengorganisasikan pekerjaan rumah dengan orang tuanya, bahkan jika 
memungkinkan dibuat ruang kreativitas anak bersama pemerintah setempat. 




SABSA dibuat sebagai sarana peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat yang terwadahi dalam satu atap dan 
terintegrasi. Pelaksanaan SABSA tidak hanya bertumpu pada pemerintah desa, akan tetapi perlu melakukan kerja sama 
dengan berbagai pihak, yaitu : 
 
Gambar 3. Skema Rekaan SABSA 
Sumber : Olahan Penulis 
a. Pendampingan MGI 
Mata Garuda Indonesia (MGI) merupakan lembaga resmi di Indonesia yang turut mengambil peran 
dalam membangun bangsa. Program pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama MGI. 
Program SABSA ini pun menjadi bagian rencana pembangunan desa yang memerlukan 
pendampingan dari MGI. Pendampingan dimaksud adalah baik dalam pendampingan konsep 
pembuatan, pendirian, pelaksanaan kegiatan SABSA, maupun pengawasan berkelanjutan.  
Model pendampingan yang dapat dilakukan adalah : 
- Melakukan pendataan desa yang menyelenggarakan SABSA 
- Menjaring aspirasi pemerintah desa. Kebutuhan dan potensi setiap desa pasti berbeda-beda, 
dan yang mengetahui dengan baik apa yang dibutuhkan desa tidak lain adalah pemerintah desa itu 
sendiri. Saat pendirian SABSA, pemerintah desa melakukan komunikasi dengan MGI tentang 
program apa yang hendak dimasukkan ke dalam kegiatan SABSA. Misalnya pemerintah desa perlu 
pemrograman atau tenaga ahli komputerisasi. MGI sekiranya dapat menyediakan tenaga dalam 
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mendampingi sumber daya manusia di desa untuk mahir dalam pemrograman atau sistem 
komputerisasi. 
- Mengirim delegasi sebagai pendamping di setiap desa yang membutuhkan. Indonesia 
mengajar contohnya, yang merupakan program independen tanpa campur tangan pemerintah 
mampu mengirimkan tenaga pengajar ke berbagai pelosok desa selama satu tahun. MGI melalui 
berbagai dukungan pemerintah pusat, bukan hal yang tidak mungkin mampu mengirimkan 
pendamping ke berbagai desa yang mengkonfirmasi kebutuhan tenaga pendamping. 
Pendampingan tidak hanya dilakukan dalam mengakomodasi kebutuhan masing-masing desa, akan 
tetapi juga dilakukan untuk membangun sistem pengelolaan SABSA pada awal pendirian. 
Dukungan secara penuh perlu diberikan untuk dapat menyelenggarakan SABSA secara utuh hingga 
benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat desa. 
b. Universitas 
Seluruh universitas di Indonesia pastinya mengadakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau 
sejenisnya setiap semester (enam bulan). Program KKN dari universitas ini menempatkan 
mahasiswa-mahasiswanya pada berbagai desa di daerah untuk memberikan sumbangsih tenaga dan 
pikiran dalam mengembangkan potensi desa. Alangkah lebih baik setiap universitas menjadi rekanan 
pada masing-masing desa yang memiliki SABSA untuk membantu menggiatkan/mengaktifkan 
kegaitan SABSA tersebut. Biasanya mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN melakukan survei 
terlebih dahulu baru kemudian menentukan program yang akan dilaksanakan di desa tempat KKN. 
Melalui kerja sama pemerintah desa dan universitas, mahasiswa ditempatkan di desa yang memiliki 
SABSA dan kemudian langsung diarahkan untuk menyelenggarakan program-program 
penyelenggaraan SABSA. Melalui kerja sama inilah, program SABSA dapat dipastikan bermaanfaat 
dan berlangsung secara terus menerus (berkelanjutan). 
Selain KKN, biasanya universitas pun memiliki program pengabdian masyarakat, sehingga kerja 
sama juga dapat berbentuk kerja sama pengabdian masyarakat yang turut mendukung program 
SABSA. Lambat laun, masyarakat akan benar-benar menerima manfaat program SABSA. 
c. Lembaga Sosial 
Kerja sama dengan lembaga sosial dapat berupa penyediaan instruktur dalam berbagai pelatihan 
(misalnya soft skill, pengajaran rakit komputer, pelatihan pembuatan pupuk organik, dan lain-lain). 
Tenaga professional sangat dibutuhkan dalam membina masyarakat menjadi lebih produktif dan 
kreatif. Sehingga melalui kerja sama ini, SABSA dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. 
d. Pemerintah Daerah (Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi) 
Beberapa program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh pemerintah 
kecamatan/kabupaten/provinsi. Program-program tersebut berbentuk pelatihan yang ditujukan 
untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan masyarakat. Pemerintah desa perlu melakukan 
konsultasi dan komunikasi yang baik kepada pemerintah kecamatan, kabupatan, dan provinsi. 
Konsultasi dimaksudkan untuk memetakan (mendata) program-progam apa saja yang akan 
dilaksanakan pemerintah kecamatan/kabupaten/provinsi di desa, sehingga SABSA dapat memiliki 
berbagai kegiatan atau program yang jelas dan terskema dalam periode satu tahun. 
Pelaksanaan program SABSA mengutamakan prinsip keberlanjutan. Pihak-pihak yang terlibat 




untuk terus membantu, memantau, mengawasi, serta mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. 
Integrasi berbagai pihak ini diharapkan mampu menyukseskan program SABSA, dan akhirnya 
mampu membangun bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia di desa. 
Secara jangka panjang, SABSA diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan  kapasitas sumber 
daya manusia pedesaan. Selain itu, bukan hal yang mustahil untuk menciptakan sistem komunikasi 
antar desa melalui peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing desa. 
Melalui SABSA, kurang lebih 80.000 desa akan saling bertukar informasi mengenai pengembangan 
setiap desa. 
Perkiraan Biaya 
Biaya yang diperlukan pada pelaksanaan SABSA ini bergantung pada daerah masing-masing, yaitu 
pertimbangan nilai tanah, akses transportasi, pengadaan, distribusi dan lain-lain. Biaya pennyediaan 
lahan dan pembangunan berkisar antara Rp 100.000.000 s.d Rp 250.000.000. Sementara itu, 
pengadaan peralatan dan perlengkapan kira-kira sekitar Rp 100.000.000 s.d Rp 200.000.000. Adapun 
biaya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa sekitar Rp 100.000.000. 
Biaya ini hanya bersifat perkiraan saja, karena mengingat masing-masing desa memiliki potensi dan 
kebutuhan tersendiri, sehingga butuh kalkulasi harga lebih lanjut. 
Penutup 
Program SABSA ini merupakan program yang terlihat sederhana, namun sebetulnya rumit. Ketika 
pembangunan SABSA tidak disertai dengan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, maka 
pendirian SABSA tersebut akan menjadi sia-sia karena tidak dapat berjalan efektif untuk 
berkontribusi bagi pendidikan masyarakat desa. Hal yang perlu diingat bahwa rata-rata masyarakat 
desa memiliki pemahaman atau persepsi yang berbeda-beda, ada yang menganggap sekolah tidak 
penting, tidak perlu belajar, lebih baik bekerja daripada belajar yang tidak ada gunanya, dan masih 
banyak lagi. Paradigma seperti ini sangat sulit untuk diihilangkan dalam waktu yang singkat. Pada 
awal penyelenggaraan SABSA pasti sangat banyak kendala sosial yang akan timbul, sehingga perlu 
adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan MGI dalam merangcang konsep di masing-
masing desa. 
Selain itu, kerja sama harus dibangun dengan baik. Kerja sama dari berbagai pihak ini sangat penting 
demi terbentuknya komitmen dan rencana kegiatan jangka pendek dan jangka panjang dalam 
rangka mewujudkan keberlanjutan program SABSA itu sendiri. Pemerintah desa perlu menjalin 
komunikasi dengan berbagai pihak yang disebutkan dalam tulisan ini agar dapat menjalankan SABSA 
dengan baik, sebagaimana luaran yang diharapkan dalam tulisan ini. 
Referensi 
Zaenal, Achmad. Orang Kaya dan Berpendidikan Lebih Bahagia. Center of Population and Policy Studies, Universitas Gadjah Mada. [online], 
URL : http://www.cpps.or.id/. Diakses tanggal 3 Maret 2015 
Badan Pusat Statistik. (online), URL : www. bps.go.id. Diakses tanggal 3 Maret 2015 
 
228  
Peran Komunitas Desa dalam 




Kristian Adi Putra, S.Pd.,M.A. 
BPI LPDP, PK-15 
Ph.D. candidate in Second Language Acquisition and Teaching 
The University of Arizona, USA 
 
 
Kepunahan Bahasa dan Budaya Daerah di Indonesia 
Dari total 7.106 bahasa yang masih aktif digunakan di dunia, 706 di antaranya ada di Indonesia (Lewis, 
et.al, 2014). Tetapi dari 706 bahasa ini, 265 bahasa masuk dalam kategori terancam punah dan 75 lagi 
dalam waktu dekat diperkirakan segera punah. Bahasa-bahasa yang masuk dalam kategori terancam 
punah, misalkan bahasa Lampung, bahasa Sunda, dan bahasa Bali, mengalami pergeseran pilihan 
bahasa di antara penuturnya. Bahasa-bahasa daerah ini, terutama di daerah perkotaan, mulai tidak 
lagi digunakan oleh generasi  berusia 20 tahun ke bawah, baik saat berkomunikasi dengan 
orangtuanya di rumah atau dengan teman sebayanya di luar rumah. 
Penggunaan bahasa daerah oleh keluarga-keluarga yang merupakan penutur asli suatu bahasa 
daerah yang tinggal di daerah perkotaan terbatas hanya dalam komunikasi antar orangtua, dan tidak 
dengan anak (Gunarwan, 1994; 2006). Sehingga dalam dua atau tiga generasi selanjutnya, bahasa-
bahasa daerah ini diprediksi tidak lagi memiliki penutur asli apabila wilayah perkotaan meluas ke 
daerah yang awalnya pedesaan, pola pergeseran pilihan bahasa yang sama terjadi secara besar-
besaran, dan tidak segera dilakukan usaha-usaha pemertahanan bahasa-bahasa daerah yang 
terencana, terkoordinasi, dan terukur. 
Sementara, bahasa-bahasa yang masuk dalam kategori segera punah adalah bahasa-bahasa yang 
penuturnya kurang dari 100 orang dan mayoritas dari penutur asli tersebut berusia di atas 50 tahun. 
Bahasa-bahasa ini, seperti dalam kategori sebelumnya, juga tidak lagi di gunakan secara luas di luar 
rumah, karena kalah dengan dominasi penggunaan bahasa lain. Akibatnya, dalam kurun waktu satu 
generasi atau ketika bahasa tersebut tidak lagi memiliki penutur asli, bahasa tersebut mati. Kematian 
suatu bahasa yang tidak lagi memiliki penutur asli seperti ini terjadi hampir di banyak negara di dunia. 
Tercatat setiap dua minggu sekali, ada satu bahasa yang dinyatakan mati, karena tidak lagi memiliki 
penutur asli dan tidak lagi dipakai dalam percakapan sehari-hari. 
Ketika sebuah bahasa dinyatakan mati, sementara generasi selanjutnya dari suatu komunitas etnik 
yang pada mulanya menggunakan bahasa tersebut lebih memilih menggunakan bahasa lain, maka 




bisa terlihat dari kecenderungan pilihan bahasa masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. 
Demografi penduduk di daerah perkotaan umumnya tidak lagi didominasi oleh satu etnik tertentu 
yang diidentikkan dengan penggunaan suatu bahasa. Kemajemukan ini menyebabkan setiap budaya 
terasimilasi, atau dengan kata lain terhomogenisasi dan termodernisasi, dan bahasa Indonesia lebih 
dipilih sebagai alat komunikasi sehari-hari. Secara perlahan, tidak akan terlihat lagi pembeda 
keberagaman antara satu etnik dengan etnik yang lainnya, yang selama ini menjadi kebanggaan 
bangsa Indonesia, karena semuanya kemudian menggunakan bahasa dan mempraktekkan “budaya 
nasional” yang sama. 
Penggunaan Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi antar etnik tentu tidaklah salah, karena 
memang semangat ini yang diusung saat Kongres Sumpah Pemuda tahun 1926 dan 1928 dan saat 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 di mana Bahasa Indonesia menjadi bahasa 
nasional dan pemersatu semua penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan tetapi, 
keberagaman bahasa dan budaya di setiap daerah tentu harus tetap terjaga, karena kematian sebuah 
bahasa dan budaya tentu akan menjadi sebuah kehilangan identitas kemajemukan bangsa Indonesia 
yang akan sulit dikembalikan lagi. 
Revitalisasi Bahasa Daerah di Indonesia 
Usaha revitalisasi bahasa-bahasa daerah yang terancam di Indonesia terhitung belum lama dilakukan 
dan baru dimulai pada tahun 2000an. Umumnya, usaha-usaha ini dilakukan di sekolah melalui 
rekomendasi penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa transisi di kelas 1 sampai 3 SD dan dalam 
pelajaran muatan lokal bahasa dan budaya daerah selama 2 jam pelajaran seminggu dari kelas 4 SD 
sampai kelas 3 SMP. Usaha revitalisasi bahasa daerah yang melibatkan institusi pendidikan semacam 
ini sudah diterapkan di beberapa daerah, misalkan Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Jogjakarta, dan Bali. 
Bermunculannya program seperti ini diawali dengan adanya kesadaran baik dari pihak masyarakat, 
budayawan, akademisi, dan juga pemerintah daerah bahwa kondisi bahasa dan budaya daerah 
mereka sedang terancam. Dengan memungkinkannya mata pelajaran muatan lokal di ajarkan di 
sekolah ketika kurikulum 1994 mulai diterapkan, celah untuk melakukan usaha revitalisasi bahasa 
dan budaya daerah melalui institusi pendidikan menjadi terbuka. Pihak pemerintah daerah bersama 
masyarakat, budayawan, dan akademisi mempersiapkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah 
strategis yang akan dilaksanakan, seperti kurikulum, bahan ajar, dan juga guru. 
Saat ini selain di sekolah, bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam usaha revitalisasi bahasa dan 
budaya daerah sudah semakin terlihat progresif. Banyak pemerintah daerah sudah mulai 
menerapkan program 1-2 hari berbahasa daerah antar pegawai di kantor-kantor pemerintahan, 
misalnya Rebo Nyunda di Kota Bandung. Tempat-tempat yang menjadi ikon daerah, misalnya 
gerbang kota, taman kota, dan kantor pemerintah juga mulai memperkenalkan penggunaan dua 
bahasa, dalam hal ini Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, di papan nama dan spanduk yang di 
pasang di wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah daerah bekerja sama dengan kantor bahasa dan 
dinas pendidikan dan kebudayaan setempat juga secara berkala menerbitkan buletin yang 
menggunakan dua bahasa dan kemudian didistribusikan ke seluruh sekolah, perpustakaan daerah, 
dan kantor-kantor pemerintahan. 
Partisipasi aktif masyarakat seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga terlihat di beberapa 
media cetak dan televisi lokal, serta blog dan media sosial yang dikelola oleh komunitas tertentu atau 
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individu di daerah-daerah yang mulai menggalakkan usaha revitalisasi bahasa dan budaya daerah. 
Banyak kolom di media cetak dan program di televisi lokal mulai secara rutin membahas dan memuat 
konten berbahasa daerah dan budaya lokal, misalnya Lampung Post di Provinsi Lampung. Di 
Jogjakarta sendiri, majalah Panjebar Semangat yang menggunakan bahasa Jawa sudah terbit sejak 
tahun 1933. Majalah ini secara tidak langsung turut berkontribusi dalam pemertahanan bahasa Jawa, 
karena bahasa Jawa menjadi terjaga dan terdokumentasi. 
Banyak peneliti, misalkan Errington (1998) dan Smith-Hefner (2009), memaparkan bahwa meskipun 
jumlah penutur bahasa Jawa relatif banyak dan masih dalam kategori stabil, tetapi sebenarnya 
kestabilan ini hanya pada tingkat Ngaka, sementara Basa Madya dan Basa Krama hanya digunakan 
oleh orangtua dan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Hal ini di sebabkan penggunaan bahasa 
oleh orangtua dan keluarga dengan anak di rumah mulai bergeser dari Basa Madya dan Basa Krama 
ke Ngaka, sehingga anak tidak memiliki kemampuan menggunakan dua tingkatan bahasa Jawa 
tersebut. Dalam situasi di mana mereka harus menggunakan keduanya, generasi muda penutur 
bahasa Jawa cenderung memnggunakan bahasa Jawa, karena takut di anggap tidak sopan. Dengan 
adanya majalah Panjebar Semangat ini, maka penggunaan Basa Madya dan Basa Krama menjadi 
terakses oleh generasi muda, selain di ajarkan melalui pelajaran muatan lokal di sekolah, orangtua di 
rumah, dan digunakan saat berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua di luar rumah. 
Selain di media cetak dan televisi, saat ini mulai juga bermunculan komunitas-komunitas di media 
sosial, seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, yang digunakan untuk mempromosikan budaya lokal 
dan penggunaan bahasa daerah, melalui pembuatan game dan kamus bahasa daerah digital gratis 
yang bisa di akses secara online, video dokumenter tentang sejarah, budaya, dan bahasa daerah, film 
berbahasa daerah, dan juga tulisan-tulisan dalam bahasa daerah. Penggunaan teknologi dalam 
usaha revitalisasi bahasa daerah ini menjadi penting dan menarik, mengingat saat ini generasi muda 
baik di desa dan di kota memiliki akses internet dan terkoneksi hampir setiap waktu melalui 
smartphone, laptop, atau tablet yang mereka miliki, sehingga dengan memberikan ruang 
berkembang dan penggunaan bahasa tersebut di dunia maya akan memberikan kesempatan kepada 
generasi muda belajar sembari bermain dalam dunia yang mereka gemari, selain juga untuk tujuan 
dokumentasi penggunaan bahasa yang sedang di revitalisasi. 
Rekomendasi Perbaikan, Peran, dan Program 
Seperti sudah dikemukakan, yang memang masih belum terlihat dari program-program revitalisasi 
bahasa daerah di beberapa wilayah di Indonesia selama ini adalah (1) keterlibatan aktif orangtua di 
rumah dan (2) kolaborasi komunitas masyarakat secara umum untuk menggunakan bahasa daerah 
di luar rumah sebagai keberlanjutan dari program yang dilaksanakan di sekolah. Akibatnya, program 
pelajaran muatan lokal bahasa dan budaya daerah yang selama ini di akukan di sekolah seperti 
berjalan sendiri. Seperti halnya belajar bahasa asing, misalkan bahasa Arab, bahasa Jerman, atau 
bahasa Jepang, siswa hanya mempelajari bahasa daerah di dalam kelas, tetapi tidak menemui 
penggunaannya secara luas di luar kelas yang memungkinkan mereka untuk mempraktekkan apa 
yang mereka sudah pelajari di dalam kelas. Akibatnya, pada satu titik tertentu karena tidak pernah 
digunakan secara aktif, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa-bahasa yang di pelajari di sekolah 
ini akan berangsur menghilang. 
Secara umum, program revitalisasi bahasa daerah yang di terapkan di sekolah selama ini juga 




bahasa, 2 jam pelajaran seminggu, dianggap tidak cukup untuk membuat siswa bisa memiliki 
kompetensi menggunakan bahasa daerah tersebut secara aktif. Terlebih, penggunaan bahasa 
daerah ini juga tidak dilanjutkan oleh siswa-siswa dalam program ini di luar kelas baik saat 
berkomunikasi dengan teman-temannya, masyarakat, dan orangtua. Asumsi ini berasal dari analogi 
banyaknya kritik tentang rendahnya kemampuan lulusan siswa SMA dalam berbahasa Inggris, 
meskipun mereka sudah belajar dari kelas 4 SD sampai kelas 3 SMA selama 4 jam seminggu (Setiyadi, 
2009; Lengkanawati, 2011). Sehingga, dua jam seminggu untuk belajar bahasa daerah dengan situasi 
dukungan yang minimal di luar kelas dianggap jauh dari cukup. 
Argumen lain yang sering disampaikan adalah fokus pengajaran bahasa Inggris selama ini pada 
umumnya tidak terfokus pada kemampuan berkomunikasi, dalam hal ini berbicara, tetapi 
mengerjakan soal bacaan karena menjadi bagian dari ujian nasional (Putra, 2014). Hal ini 
mengakibatkan kesempatan siswa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang dipelajarinya 
semakin sedikit dan tujuan pembelajaran bahasa yang dimaksudkan, dalam hal ini kemampuan 
berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari, menjadi tidak tercapai. Merujuk pada pengalaman ini, 
maka pembelajaran bahasa daerah di sekolah harus kembali diarahkan untuk mendukung 
pencapaian dua tujuan umum revitalisasi bahasa daerah, yaitu menciptakan penutur baru dan 
menyediakan ruang publik penggunaan bahasa daerah di luar kelas. Artinya, pelajaran bahasa daerah 
di sekolah harus benar-benar dimaksudkan untuk membuat siswa-siswa bisa berbahasa daerah 
secara aktif baik saat di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah, dan kemudian di dukung oleh 
program-program pemerintah serta keterlibatan masyarakat dan orangtua di rumah. 
Kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan orangtua kemudian menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dalam hal ini. Komunitas desa yang pada umumnya masih menggunakan bahasa 
daerah dan menjaga kelestarian budayanya memiliki potensi untuk terus di pertahankan sampai 
beberapa generasi ke depan, sekaligus untuk dikembangkan menjadi daerah wisata pengembangan 
budaya yang memiliki dampak positif bagi perekonomian warga, misalkan dengan mengadakan 
acara kebudayaan yang dilakukan rutin tahunan. Berikut beberapa rekomendasi program kolaborasi 
dan peran yang bisa di mainkan oleh pemerintah daerah, sekolah, masyarakat desa, dan orangtua di 
rumah dalam usaha revitalisasi bahasa daerah di daerah-daerah pedesaan di Indonesia. 
Rekomendasi Peran dan Program Pemerintah Daerah 
1. Membuat rekomendasi kebijakan penggunaan dua bahasa, bahasa daerah dan bahasa Indonesia, di 
kelas 1-3 SD dan penambahan jam pelajaran bahasa daerah menjadi 4 jam pelajaran dari kelas 4 SD 
sampai kelas 9 SMP, 
2. Membuat kebijakan terkait penggunaan bahasa daerah, selain bahasa Indonesia, di tempat-tempat 
umum, misalnya di baliho dan papan nama kantor pemerintahan, 
3. Membuat program 1-2 hari penggunaan bahasa daerah di kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-
sekolah, 
4. Mendirikan radio atau stasiun televisi komunitas yang memiliki konten budaya lokal dan berbahasa 
daerah, 
5. Menerbitkan dan mendistribusikan buku-buku bacaan yang memuat informasi budaya lokal dan 
menggunakan bahasa daerah ke seluruh sekolah. 
Rekomendasi Peran dan Program Sekolah 
1. Mendukung dan melaksanakan program pemerintah secara konsisten dan terukur, 
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2. Menciptakan ruang kesempatan dan penggunaan bahasa daerah di ruang kelas dan lingkungan 
sekolah seluas-luasnya, misalkan program 1-2 hari berbahasa daerah dan pemasangan papan kutipan 
kata mutiara dan nama ruangan dalam bahasa daerah, 
3. Merancang program lomba budaya daerah dan penggunaan bahasa daerah antar kelas, misalkan tari 
daerah, lagu daerah, pidato atau drama dalam bahasa daerah, 
4. Menciptakan ekstrakurikuler kegiatan budaya lokal dan pendalaman bahasa daerah. 
Peran Orangtua 
1. Menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan anak di rumah, 
2. Menjadi guru bagi anak sebagai kelanjutan program pelajaran bahasa daerah di sekolah. 
Rekomendasi Peran dan Program Masyarakat Desa 
1. Menggunakan bahasa daerah di acara-acara publik, misalkan lomba desa, acara-acara keagamaan, 
pertemuan warga, dan acara-acara adat, 
2. Menggunakan bahasa daerah di ruang publik, misalkan di spanduk, papan nama, dan undangan, 
3. Menggunakan media sosial, misalkan Facebook Group, untuk media berkomunikasi informal antar 
warga di mana semua warga baik tua dan muda bisa berpartisipasi, 
4. Mendirikan perpustakaan desa yang memiliki koleksi buku-buku berkonten budaya lokal dan 
berbahasa daerah, 
5. Menyelenggarakan perlombaan dan festival budaya rutin tahunan yang diikuti semua warga, misalkan 
lagu daerah, tari daerah, drama berbahasa daerah. 
Kesimpulan 
Dengan merujuk kembali pada dua tujuan umum revitalisasi bahasa daerah, yaitu menciptakan 
penutur baru dan menyediakan ruang publik penggunaan bahasa daerah di luar kelas, maka peran 
aktif masyarakat mutlak menjadi bagian penting keberhasilan program ini. Meskipun inisiasi 
program yang diterapkan di sekolah relatif masih jauh dari cukup untuk pembelajaran bahasa yang 
ideal apabila dibandingkan dengan usaha serupa di banyak negara, misalkan bahasa Maori di 
Selandia Baru (Wilson dan Kamana, 2009) dan bahasa Hawaii di Amerika Serikat (May dan Hill, 2005) 
yang menggunakan bahasa daerah secara penuh di kelas 1 – 3 SD dan persentase yang berimbang 
dengan bahasa Inggris di kelas 4 – 6, peran kolaborasi orangtua dan masyarakat bisa menutupi 
kekurangan ini. 
Dengan adanya komitmen dari semua pihak yang terlibat, dalam hal ini pemerintah, sekolah, 
orangtua, dan masyarakat desa, untuk menggunakan bahasa daerah saat berkomunikasi dengan 
generasi muda di dalam dan luar rumah, serta meyakinkan bahwa penggunaan bahasa daerah tetap 
terjaga seterusnya, maka kestabilan suatu bahasa bisa dipertahankan dan kebudayaan yang melekat 
dalam bahasa tersebut tidak akan terpengaruh oleh arus modernisasi. Homogenisasi bahasa dan 
budaya yang ditakutkan selama ini juga bisa dicegah sedini mungkin, sehingga keberagaman bahasa 










Errington, J.J. (1998). Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese Indonesian. Cambridge: Cambridge University Press. 
Gunarwan, A. (1994). ‘The encroachment of Indonesian upon the Home Domain of the Lampungic Language Use: A Study of the 
Possibility of a Minor Language Shift.’ Paper Presented at the Seventh International Conference on Austronesian Linguistics, Leiden 
University, The Netherlands, 22-27 August 1994. 
Gunarwan, A. (2006). ‘Kasus-Kasus Pergeseran Bahasa Daerah: Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia?’ Linguistik Indonesia, 24 (1), 
95-113. 
Kemendiknas. (1994). Kurikulum CBSA. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Kemendiknas. (1997). Kurikulum CBSA. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Lewis, M., Paul, Gary, S., & Charles D. F. (eds.). (2014). Ethnologue: Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Texas: SIL 
International. Online version: http://www.ethnologue.com. 
Lengkanawati, N. S. (2011). EFL teachers' competence in the context of English curriculum 2004: Implications for EFL teacher education. 
TEFLIN Journal, 16(1). 
May, S., & Hill, R. (2005). Māori-medium education: Current issues and challenges. International Journal of Bilingual Education and 
Bilingualism, 8(5), 377-403. 
Putra, K.A. (2013). Bisakah sekolah merevitalisasi bahasa Lampung? Lampung Post. 24 September 2013. 
Putra, K.A. (2014). The Implication of Curriculum Renewal on ELT in Indonesia. Parole Journal of Linguistics and Education. 4(2), 63-75. 
Smith Hefner, N. J. (2009). Language shift, gender, and ideologies of modernity in Central Java, Indonesia. Journal of Linguistic 
Anthropology, 19(1), 57-77. 
Wilson, W.H. & Kamana, K. (2009). Indigenous Youth Bilingualism from a Hawaiian Activist perspective. Journal of Language, Identity, 




























Pelatihan Penyelesaian Sengketa 
Alternatif bagi Kepala Desa/Adat 
 
Artikel oleh: 
Suar Sanubari, S.H., LL.M. 
BPI LPDP, PK-11 
Master of Laws (LLM) in Comparative  
and International Dispute Resolution specialism 
Queen Mary University of London, UK 
 
 
Kehidupan masyarakat desa/adat tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang menimbulkan 
sengketa, misalnya sengketa tanah yang timbul terkait hak waris, jual beli, dan batas-batas 
kepemilikan. Sengketa dalam masyarakat desa/adat biasanya diselesaikan secara 
kekeluargaan/musyarawah mufakat antara para pihak. Namun, apabila tidak dapat mencapai 
kesepakatan, para pihak biasanya meminta bantuan kepala desa/adat untuk memfasilitasi 
penyelesaian sengketa. Sangat jarang masyarakat desa/adat menempuh jalur litigasi melalui 
pengadilan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap 
proses peradilan serta besarnya biaya dan waktu yang diperlukan untuk menempuh upaya hukum 
melalui pengadilan serta upaya untuk menjaga hubungan baik antara para pihak.  
Proses peradilan perdata Indonesia masih mengacu pada peraturan perundang-undangan zaman 
kolonial Belanda: Herzein Inlandch Reglement (HIR), berlaku di wilayah Jawa dan Madura, dan 
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg), berlaku di wilayah lainnya. Birokrasi dan 
administrasi penangan perkara pun cenderung lambat. Mahkamah Agung telah menerbitkan surat 
edaran yang pada pokoknya menghimbau agar proses pemeriksaan perkara pada tingkat pertama 
agar diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan. Namun, batas waktu tersebut tidak mengikat secara 
hukum karena bukan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, 
banyak pemeriksaan perkara di pengadilan negeri yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 
tersebut. Setelah pemeriksaan pengadilan negeri, pihak yang tidak puas masih dapat mengajukan 
upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi kemudian kasasi kepada Mahkamah Agung. Seluruh 
proses peradilan tersbeut memakan waktu bertahun-tahun. Lambatnya proses peradilan Indonesia 
tentu membuat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi untuk perkara-perkara yang nilainya 
relatif kecil tidak masuk akal secara ekonomi. Apalagi apabila para pihak adalah masyarakat 
desa/adat yang awam hukum dengan kemampuan finansialnya terbatas. Belum lagi apabila 
penghidupan salah satu atau kedua pihak bergantung pada obyek sengketa, misalnya tanah 
pertanian, dan tidak dapat mengerjakan tanah tersebut karena masih dalam proses sengketa. 
Bayangkan kesulitan dan tekanan ekonomi yang ditimbulkan apabila harus menunggu bertahun-
tahun untuk memperoleh putusan pengadilan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, sangat wajar 




dan bergantung pada penyelesaian sengketa secara tradisional yang difasilitasi oleh kepala 
desa/adat. 
Dalam proses penyelesaian sengketa secara tradisional antar warga desa/adat, pertama-tama kepala 
desa/adat akan berusaha mendamaikan para pihak sesuai dengan semangat kekeluargaan. Namun, 
apabila tidak berhasil, kepala desa/adat dapat menjatuhkan keputusan setelah mendengar 
keterangan para pihak dan saksi-saksi. Keputusan kepala desa/adat tersebut biasanya dipatuhi oleh 
para pihak meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara formal. Salah satu contoh proses 
penyelesaian sengketa tradisional dapat ditemukan dalam masyarakat desa/adat Suku Dayak Tobak 
di mana dikenal  pecaro, penyelesaian perkara tanah secara berjenjang melalui sistem peradilan 
kampung, di mana pengurus kampung menjatuhkan keputusan atas sengketa tanah setelah 
mendengarkan saksi-saksi apabila para pihak tidak dapat didamaikan.     
Selain sengketa antar warga desa/adat, kepala desa/adat juga berperan besar dalam sengketa antar 
desa/masyarakat adat. Dalam hal tersebut, kepala desa/adat merupakan perwakilan kepentingan 
desa/masyarakat adat dan akan terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan 
demikian, keahlian di bidang penyelesaian sengketa alternatif, terutama negosiasi, dapat memitigasi 
konflik horizontal. 
Secara sadar maupun tidak sadar, proses tradisional tersebut merupakan penyelesaian sengketa 
alternatif dimana kepala desa/adat berperan sebagai mediator, konsiliator bahkan arbiter. 
Penyelesaian sengketa alternatif pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan. 
Hukum positif Indonesia mengakui proses penyelesaian sengketa alternatif melalui Undang-Undang 
No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (UU 30/1999). Dalam 
Pasal 1 butir 1 dan 10 undang-undang tersebut, terdapat enam jenis penyelesaian sengketa di luar 
jalur litigasi, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase 
dan arbitrase.  
Istilah arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif identik dengan sengketa bisnis besar, padahal 
ketentuan dalam UU 30/1999 secara tegas menyatakan bahwa seluruh sengketa di bidang perdata 
dan perdagangan (kecuali yang tidak dapat dilakukan perdamaian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan) dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif, tanpa 
mensyaratkan nilai sengketa minimum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa yang difasilitasi 
oleh kepala/adat sebenarnya dapat diakui secara formal dan memiliki kekuatan hukum selayaknya 
putusan pengadilan sekecil apapun nilai sengketanya. Selain itu, proses penyelesaian sengketa 
alternatif biasanya bersifat tertutup, sehingga para pihak tidak perlu khawatir mengemukakan hal-
hal yang bersifat rahasia atau memalukan namun diperlukan untuk kepentingan pembuktian. Hal ini 
sesuai dengan nilai masyarakat desa/adat yang mementingkan hubungan baik dan reputasi.  
Arbiter tidak harus memiliki latar belakang pendidikan hukum. Pasal 1 butir 7, hanya menyatakan 
bahwa arbiter dipilih oleh para pihak untuk memutus sengketa yang diajukan di hadapannya. Pasal 
12 UU 30/1999 hanya mensyaratkan arbiter harus cakap secara hukum, usia minimum 35 tahun, 
imparsial dan independen, serta memiliki pengalaman di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, 
jaksa, panitera atau pejabat peradilan tidak dapat menjadi arbiter. Dengan demikian, kepala 
desa/adat dapat menjadi arbiter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan hukum 




Infrastruktur di bidang hukum penyelesaian sengketa tentunya merupakan salah satu faktor 
pendukung penting pembangunan desa. Seluruh kegiatan ekonomi masyarakat desa/adat dapat 
berjalan dengan lancar apabila para pihak mengetahui secara jelas dan memperoleh hak dan 
kewajibannya. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pengadilan Indonesia dianggap kurang 
dapat mengakomodasi kebutuhan penyelesian sengketa masyarakat desa/adat, terutama 
mengingat faktor lamanya jangka waktu pemeriksan perkara. Proses penyelesian sengketa 
tradisional masyarakat desa/adat selama ini menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Namun, 
mengingat penyelesaian sengketa secara tradisional tidak bersifat formal, hasil keputusannya hanya 
mengikat bagi para pihak dan anggota masyarakat desa/adat. Belum tentu pihak ketiga di luar 
masyarakat desa/adat tersebut akan menghormati putusan kepala desa/adat yang telah dijatihkan. 
Apabila kepala desa/adat memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai arbiter, maka dia dapat 
menjadikan penyelesaian sengketa tradisional sebagai suatu penyelesaian sengketa alternatif yang 
bersifat formal. Dengan demikian, desa tersebut tidak hanya memiliki lembaga penyelesaian 
sengketa yang tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, namun di satu sisi juga bersifat formal 
yang diakui negara.  
Hasil penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan 
akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga memitigasi risiko hukum 
dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa/adat dengan biaya yang relatif jauh lebih kecil. Hal 
tersebut tentu dapat meringankan beban biaya hukum, terutama bagi pelaku bisnis kecil dan 
menengah dalam merintis atau menjalankan kegiatan ekonomi berbasis lokal. Kepastian hukum 
memberikan ruang untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat desa/adat, yang pada akhirnya 
berimbas pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai putusan berkekuatan hukum 
tetap layaknya diterbitkan pengadilan, putusan kepala desa/adat tersebut mengikat bagi pihak 
ketiga di luar masyarakat desa/adat tersebut. Secara nasional, hal ini diharapkan dapat memperluas 
akses terhadap keadilan bagi masyarakat (access to justice) di bidang perdata dan perdagangan 
sekaligus meringankan beban perkara pengadilan negeri. 
Kualitas lembaga penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kualitas fasilitatornya (dalam hal 
ini, kepala desa/adat). Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan penyelesaian sengketa 
alternatif bagi kepala desa/adat untuk memperkenalkan kemudian meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi proses penyelesaian sengketa. Program pelatihan tersebut tidak hanya memberikan 
pembekalan berupa pengetahuan formal terkait prosedur penyelesaian sengketa alternatif 
sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga pelatihan 
pengembangan soft skills yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa seperti negosiasi, persuasi 
bahkan interogasi (dalam hal pemeriksaan saksi). Pelatihan tersebut dapat dilakukan dengan 
bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang kompeten di bidang penyelesaian sengketa alternatif 
(misalnya Institut Arbiter Indonesia dan Pusat Mediasi Nasional) sehingga dapat dilakukan proses 
sertifikasi dan akreditasi.  Sebagai bagian dari pelatihan yang berkesinambungan, kepala desa/adat 
yang telah dilatih perlu juga diberikan jalur komunikasi dengan lembaga-lembaga penyelesaian 
sengketa untuk berkonsultasi dan bertanya apabila membutuhkan panduan lebih lanjut terkait 
penyelesaian sengketa. 
Tantangan terbesar dalam mengembangkan program ini adalah sumber daya manusia yang 
tersedia. Lembaga-lembaga yang dapat memberikan pelatihan sebagian besar masih berpusat di 
Jakarta serta terdapat keterbatasan jumlah dan waktu para ahli di bidang penyelesaian sengketa 




tantangan dalam upaya menjangkau desa-desa terpencil. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti 
tidak tersedianya ruang kelas yang layak (atau bahkan kertas dan listrik di daerah-daerah yang 
terpencil) memerlukan rencana. Salah satu solusi adalah mendirikan pusat pelatihan di ibukota 
provinsi.  
Mengingat tingkat kebutuhan penyelesaian sengketa setiap daerah berbeda-beda, maka sebaiknya 
pada tahap awal ini pengembangan program diprioritaskan untuk menjangkau desa-desa yang 
rawan konflik horizontal dan dekat dengan aktivitas perdagangan/industri. Kemungkinan besar 
desa-desa tersebut memiliki kebutuhan dalam hal kesediaan dan kemampuan lembaga penyelesaian 
sengketa.  
Tantangan terbesar kedua adalah merancang kurikulum/materi ajaran yang terstruktur namun 
dengan penyampaian yang mudah dipahami. Hal ini mengingat sasaran program pelatihan adalah 
kepala desa/adat yang sebagian memiliki pendidikan formal yang terbatas. Namun, hal ini dapat 
diatasi dengan bekerjasama dengan para ahli di bidang penyelesaian sengketa (misalnya arbiter dan 
mediator). Para ahli di bidang penyelesaian sengketa alternatif menjadi ahli di bidang tersebut salah 
satunya karena memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Oleh karena itu, mereka dapat 

















Pengantar Bagian III: 




 Mengembangkan Desa Wisata Di Kawasan Bencana Lereng Merapi Yogyakarta 
 Partisipasi Desa Penyangga Dalam Menunjang Strategi Pengembangan Ekowisata Taman 
Nasional Baluran Melalui Forum Komunikasi  & Konsultasi Sadar Wisata  
 Mengoptimalkan Potensi Cagar Budaya  
 Diversifikasi Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif Dalam Meningkatkan 
Ketahanan Pangan  
 Memperkenalkan Kuliner Khas Pulau Bintan Di Kancah Internasional Otak-Otak Kawal Siap 
Saji 
 Teknologi Fermentasi Kakao Dan Pemanfaatan Limbah Kakao Menjadi Nata De Cocoa: Re-
Edukasi Petani Kakao Sulawesi Tenggara 
 Pembuatan Permen Tablet Ekstrak Daun Sirih (Piper Betle Linn) Sebagai Produk Indigenous 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mayarakat Biak Barat  
 Pengaplikasian Portal Digital Desa Pengrajin Di Tuban  Untuk Inovasi Berbasis Budaya Lokal  
 Kemandirian Individu Melalui Kewirausahaan Sebagai Solusi Kemandirian Desa Untuk Pondasi 





















Pengantar Bagian III: 




Annisa Rahmani Qastharin, S.T., M.Sc. 
Alumni LPDP Scholarship 
KTH Royal Institute of Technology, Sweden 
MGI Researcher, Mata Garuda  
Dea Fitri Amelia, S.T., M.Sc., M.Phil. 
Alumni LPDP Scholarship 
Radboud University Nijmegen, Netherland  
MGI Researcher, Mata Garuda 
Vidya Spay, S.T., M.Sc. 
Alumni LPDP  Scholarship 
Master in Human Settlements, KU LEUVEN, Belgium 
MGI Researcher, Mata Garuda 
 
Beberapa desa dan warga desa di Muntilan mampu memproduksi salak yang jumlah dalam satuan 
ton, sayur-mayur dan buah-buahan organik dalam jumlah besar dapat di temui di Karang Pandan, 
Jawa Tengah dan beberapa desa di Jawa Timur. Lebih dari itu, beberapa desa pun memiliki potensi 
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Pariwisata adalah industri terbesar di dunia untuk jumlah pengunjung dan penghasilan yang 
diperoleh dari bidang ini. Berdasarkan catatan UNWTO (United Nation World Tourism Organization) 
total USD 1.075 triliun telah dihasilkan oleh perjalanan wisatawan internasional yang dihasilkan oleh 
1.035 juta wisatawan di tahun 2012 (UNWTO, 2013). Keberhasilan sejumlah negara dalam 
membangun sektor kepariwisataannya didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata secara 
profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep yang jelas, didukung oleh 
sistem jasa dan layanan yang handal serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, 
intensif dan terfokus. Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur 
vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke 
suatu daerah atau negara.  
Faulkner (2001) mengatakan bahwa pertambahan jumlah kejadian bencana dan krisis 
mempengaruhi industri pariwisata di Indonesia, baik itu bencana alam maupun bencana yang 
diakibatkan oleh kesalahan manusia. Saat ini industri pariwisata mengalami banyak kejadian krisis 
akibat bencana alam. Sebagaimana dikatakan oleh Lee dan Herrald (1999) yang mengatakan bahwa 
“natural disasters can disrupt the supply and distribution chains for even the best prepared businesses…
service businesses are increasingly vulnerable to electrical, communication and other critical 
infrastructure failures”. Hal ini secara nyata dapat dilihat dari kejadian 11 September 2001 dan adanya 
serangan Bom Bali yang secara dramatis berdampak pada performa industri pariwisata. Tulisan dan 
penelitian yang berkaitan dengan kejadian krisis dan bencana dan pariwisata sangatlah sedikit (Lee 
& Harrald, 1999), padahal tulisan dan analisis semacam ini sangat diperlukan untuk mengembalikan 
kondisi industri pariwisata yang turun akibat goncangan krisis.  
Dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang secara geografis terletak di kawasan yang rawan 
bencana. Dalam beberapa dekade terakhir kejadian bencana alam tercatat mulai dari tsunami, 
gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Berdasarkan data BPS (2014), terjadi penurunan jumlah 
kunjungan wisata yang cukup signifikan pada tahun 2002 setelah kejadian Bom Bali dan kemudian 
mengalami pemulihan kurang lebih dua tahun untuk kembali normal. Namun pada tahun 2005 akibat 
tsunami yang terjadi pada Desember 2004 di Samudera Hindia, terjadi penurunan jumlah wisatawan 
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yang memerlukan waktu pemulihan hingga tiga tahun. Hal ini membuktikan bahwa kejadian 
bencana atau krisis di Indonesia menimbulkan dampak negatif berupa penurunan jumlah kunjungan 
wisata baik domestik maupun internasional.  
Secara mikro pada level analisis provinsi maupun kabupaten, kejadian bencana juga telah 
memberikan dampak negatif terhadap pariwisata. Salah satu contoh yang cukup nyata dan akan 
dibahas dalam tulisan ini adalah kejadian meletusnya Gunung Merapi di Provinsi Yogyakarta pada 
tahun 2010 beserta kajian terhadap tingkat ketahanan kegiatan wisata di desa desa wisata. Dimana 
kita tahu bahwa karakteristik pariwisata yang dikelola desa dan dikelola pemerintah maupun swasta 
sangatlah berbeda. Pariwisata yang dikelola oleh desa bersifat gotong royong, tidak untuk tujuan 
komersialisasi dan menggunakan sistem manajemen komunal. Tulisan ini akan mengangkat salah 
satu desa yang terletak di lokasi rawan bencana letusan Gunung Merapi yaitu Dusun Pulesari, 
Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Yogyakarta.  
Disaster Lifecycle 
Dalam pengelolaan pariwisata, terminologi krisis saat ini mulai dipahami. Untuk memahami kejadian 
bencana dan hubungannya dengan pengembangan destinasi pariwisata perlu mempertimbangkan 
konsep disaster lifecycle and destination lifecycle. Konsep disaster lifecycle diperkenalkan oleh Baker 
et.al (2014) bahwa bencana tidak ada ujung dan tidak ada akhir, dimana tahap satu merupakan tahap 
sebelum tahap selanjutnya. Ia berpendapat bahwa interfensi dalam disaster lifecyle akan 
mempengaruhi keseluruhan lingkaran, disinilah perencanaan dan persiapan dapat dilakukan. Selain 
itu, National Response Framework from FEMA (2013) memperkenalkan lima area of cycle yaitu, 
pencegahan (prevention), persiapan (preparedness), aksi (responses), pemulihan (recovery), dan 
mitigasi (mitigation). Pendekatan ini kemudian dapat dijadikan referensi dalam upaya pencegahan 
akibat bencana terhadap pariwisata.  
Mengembangkan Pariwisata Di Kawasan Bencana 
Pariwisata merupakan sektor yang dipercaya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 
ekonomi regional dan nasional. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pariwisata 
bagi peningkatan ekonomi regional biasanya menggunakan poor growth performance (angka 
kemiskinan), Produk Domestik Bruto, penghasilan per kapita, persentase jumlah perempuan bekerja 
dalam sektor pariwisata, jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata dan perkembangan jumlah 
kegiatan usaha kecil dan menengah (Dewyer, 2000).  
DIY telah lama dikenal sebagai destinasi wisata di Indonesia yang kaya akan berbagai potensi seperti 
pusat budaya dan wisata alam. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten terpenting di 
DIY, khususnya dalam menjalankan lokus pariwisata. Kabupaten Sleman menyediakan lebih dari 
60% kebutuhan hotel dan restauran bagi wisatawan, terdapat 30% jumlah obyek dan daya tarik 
wisata penting untuk DIY dan terdapat magnet wisatawan yang sangat besar yaitu keberadaan 
Gunung volkanik Merapi yang menyedot ribuan wisatawan setiap tahunnya.  
Selain memiliki potensi wisata yang tinggi DIY memiliki resiko bencana alam yang cukup banyak. 
Menurut wawancara dengan staf BPBD DIY, terdapat 12 macam ancaman bencana yang sewaktu 
waktu dapat terjadi di DIY, antara lain: gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin puting beliung, 
kekeringan, kebakaran, kesalahan industri, wabah penyakit, longsor, banjir, abrasi dan gelombang 




terhadap bencana. Diketahui bahwa industri pariwisata adalah industri yang menjual image atau citra 
sehingga jika suatu wilayah/destinasi memiliki citra yang buruk akibat tingginya resiko bencana dan 
rendahnya persiapan menghadapi bencana, maka industri pariwisata akan terpengaruh. Kendati 
demikian dalam setiap kejadian terdapat hikmah yang dapat dipetik. Bencana selain sebagai 
ancaman juga dapat menjadi peluang, sebagaimana yang terjadi pada Desa Wisata Pulesari yang 
akan didiskusikan dalam tulisan ini.  
Gambaran Umum Desa Pulesari 
Desa Wisata Pulesari secara geografis terletak di 
Dusun Pulesari, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, 
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Dusun Pulesari berada pada titik 
koordinat 7o58’53,7 LS dan 110o22’24.0 BT. Dalam 
buku profil (2013) Dusun Pulesari terletak di antara 
beberapa dusun, yaitu sebelah utara berbatasan 
dengan Dusun Ledok Lempong, sebelah timur 
berbatasan dengan Dusun Arjosari, sebelah selatan 
berbatasan dengan Dusun Kopen, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Dusun Wonosari. Gambaran peta 
desa dapat dilihat pada ilustrasi.  
Dusun Pulesari terletak sekitar 20 km dari Kota 
Yogyakarta, 12 km dari pusat kota Sleman dan 10 km 
dari puncak merapi. Untuk menuju desa ini dapat 
ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 45 – 
60 menit. Akses jalan menuju dusun Pulesari relatif 
baik dengan aspal hotmix halus dan beberapa aspal 
batu kasar yang dapat dilalui dengan baik. 
Kendaraan roda empat dan roda dua dapat mencapai desa ini 
dengan mudah, kendati harus melalui kehati hatian di beberapa 
simpangan tajam. Angkutan umum belum masuk ke dusun ini, 
namun dengan angkutan umum pengunjung dapat melanjutkan 
melalui angkutan pribadi tersewa seperti ojek.  
Penggunaan lahan utama Dusun Pulesari adalah pertanian dan 
perkebunan. Perkebunan yang umum di usahakan oleh petani 
adalah perkebunan salak pondoh dan pertanian yang umum adalah padi. Hal ini dukung dengan 
keberadaan 26 titik mata air yang mengalir ke beberapa aliran sungai Krasak dan Bedhog yang 
mencukupi untuk irigasi pertanian. Curah hujan di dusun ini rata-rata 3.908 mm per tahun dengan 
suhu udara 24oC s.d 28oC.  
Dalam catatan demografi terbaru jumlah penduduk Dusun Pulesari tahun 2011 adalah  229 jiwa (64 
Kepala Keluarga) dengan rincian 115 jiwa laki-laki dan 114 jiwa perempuan (Podes, 2013). Dari 
sejumlah tersebut 127 jiwa diantaranya berada pada usia produktif, 46 jiwa anak anak, dan 55 jiwa 
berusia manula. Mata pencaharian masyarakat Dusun Pulesari didominasi dengan bercocok tanam 
terutama tanaman salak, sejumlah 120 jiwa. Budidaya salak pondoh telah dikembangkan masyarakat 
Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari, 2014  




Dusun Pulesari sejak tahun 1985. Beberapa masyarakat juga menjadi pegawai, pengusaha, 
pedagang, buruh dan industri kecil bertaraf rumah tangga.  
 
 
Sumber: Profil Desa Wisata Pulesari, 2014 (modifikasi oleh Anshori, 2015) 
Perkembangan Pariwisata 
Sebelum erupsi Merapi 2010 Pulesari belum mengalami perkembangan sebagai desa wisata. Dapat 
dikatakan bahwa desa ini tumbuh justru setelah erupsi. Menurut Anshori (2015) Desa Wisata Pulesari 
merupakan desa wisata yang diinisiasi langsung dari masyarakat lokal atas dasar komitmen bersama. 
Masyarakat juga menyadari bahwa potensi yang ada di kawasan Dusun Pulesari perlu dilestarikan 
dan dikembangkan. Pembentukan Desa Wisata Pulesari bermula dari gagasan Amin Sarjana yang 
sekaligus menjadi ketua pengelola desa wisata. Desa Wisata Pulesari dibentuk pada 26 Mei 2012 dan 
diresmikan pada 09 Desember 2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.  
 




Melalui usaha pengemasan paket wisata yang cukup sederhana dan promosi yang seadanya, Pulesari 
bergeliat cukup baik. Pemerintah daerah menangkap fenomena ini dan membantu memberikan 
dukungan terhadap Pulesari dengan mempromosikannya di tingkat nasional. Data berikut adalah 
jumlah kunjungan wisatawan domestik selama tahun 2014. Pada bulan puncak (peak season) 
pengunjung dapat mencapai 5.000 orang dalam bulan April-Juni. Sejak resmi menjadi desa wisata 
pada akhir tahun 2012 sampai 2014, kunjungan wisatawan domestik menggambarkan tren yang 
cenderung terus meningkat. 
                   
Pariwisata dan Bencana 
Sebagai daerah yang pernah dilanda oleh abu vulkanik Merapi dan masih berada di lokasi yang rawan 
bencana, Pulesari terus berbenah dan mempercantik diri. Berbagai program pembangunan fisik 
dilakukan, seperti pembangunan talud, pengembangan fasilitas MCK, pembangunan pendopo (yang 
didukung oleh Pemda DIY). Persoalan seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, 
rendahnya pengetahuan higenitas dan standar hospitality masyarakat masih mewarnai 
perkembangan Dusun Pulesari.  
Pulesari masih tergolong desa wisata baru jika dibandingkan dengan desa desa lain. Sebagai desa 
wisata yang baru akan banyak friksi kedepan yang harus dihadapi seperti komersialisasi pertanian, 
benturan berbagai kepentingan apabila Pulesari tidak mampu meletakkan dasar dasar pengelolaan 
desa wisata yang benar. Mitos dan legenda desa ini telah membentuk cara berfikir masyarakat untuk 
selalu berbagi dan mengabdi kepada desa (masyarakat). Kendati demikian tingginya arus wisatawan 
akan dapat sedikit banyak berdampak pada pola pikir masyarakat.  
Dari sisi pengelolaan bencana, desa ini tidak menjadi sasaran pengembangan Desa Tangguh yang 
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman. Artinya desa ini 
bukanlah desa yang paling rawan yang diprioritaskan oleh pemerintah. Meskipun demikian, jumlah 
kunjungan wisata yang terus meningkat haruslah menjadi perhatian pemerintah. Wisatawan adalah 
sekelompok warga yang rawan terhadap bencana. Mereka adalah orang-orang pendatang yang tidak 
tahu bagaimana harus bertindak ketika terjadi bencana Gunung Meletus. Oleh karena itu, pengelola 
desa wisata haruslah mampu untuk membuat strategi perencanaan dan persiapan yang matang dan 
komprehensif untuk memberikan rasa aman terhadap wisatawan. Selain akan memberikan rasa 

















Persiapan perlu dilakukan dengan teliti dan cermat. Pengelola desa perlu menyiapkan papan 
informasi kejadian bencana, jalur evakuasi, papan petunjuk menuju jalur evakuasi, dan prosedur 
evakuasi yang selalu di ingatkan oleh pengelola kepada wisatawan. Telah dibahas sebelumnya 
bahwa citra adalah hal terpenting sebagai modal promosi pariwisata termasuk desa wisata. 
Meskipun pengelolaan desa dilakukan secara komunal dan gotong royong, namun rencana strategis 
harus disusun dengan komprehensif dan mengikutsertakan aspek kebencanaan dalam perencanaan 
pariwisata di desa wisata.  
Kesimpulan 
Pengembangan desa wisata di daerah rawan bencana menghadapi tantangan yang cukup besar. 
Salah satu contoh di Desa Pulesari yang berada di Kabupaten Sleman DIY telah menunjukkan prestasi 
yang baik dalam pengembangan desa wisata, namun belum menyentuh aspek perencanaan 
komprehensif untuk edukasi terhadap wisatawan akan bahaya erupsi Merapi. Pengelolaan yang 
komunal dan mengedepankan gotong royong tetap harus tanggap terhadap kemungkinan krisis 
yang melanda dengan disusunnya perencanaan yang komprehensif di desa wisata untuk 
mengantisipasi kejadian bencana.  
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Pendahuluan 
Pariwisata dewasa ini menjadi salah satu sumber devisa yang besar, baik di negara-negara maju 
maupun di negara-negara berkembang (Gallarza, 2002 ). Pariwisata merupakan salah satu sektor 
pembangunan yang sangat strategis dan menimbulkan dampak berganda (multiplier effect) baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor sosial, budaya, pendidikan dan ekonomi 
negara (Desbiolles, 2006). 
Keuntungan sektor industri pariwisata ditinjau dari aspek ekonomi dan non-ekonomi diperoleh 
melalui pendapatan nilai tukar mata uang asing, pendapatan pemerintah, stimulasi pengembangan 
regional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan, dan pemerataan pendapatan rakyat dan pada 
akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi di suatu wilayah/masyarakat, 
peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, integritas dan jati diri, perluasan wawasan, 
persahabatan, konservasi alam, dan peningkatan mutu lingkungan (Pitana, 2005). 
TNB sebagai kawasan strategis yang terletak di Situbondo dan merupakan kawasan yang di 
dalamnya berlangsung kegiatan konservasi alam yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 1) 
pengembangan penataan ruang di kawasan sekitarnya, 2) kegiatan lain di bidang pemberdayaan; 
dan/atau 3) peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga (Baluran, 2010). Kawasan 
strategis merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 
sangat penting terhadap perkembangan daerah, yang mencakup aspek kepentingan nasional, 
pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis yang 
memungkinkan pada wilayah kabupaten Situbondo meliputi: kawasan strategis ekonomi, sosial 
budaya, lingkungan hidup, penggunaan teknologi tinggi, dan pertahanan dan keamanan 
(Disparpora, 2011). 
Pemerintah Indonesia kedepan akan senantiasa memberi perhatian penuh terhadap pembangunan 
desa, seperti halnya enam desa penyangga TNB yaitu desa Wonorejo, Bajul Mati, Bimo Rejo, Watu 
Kebo, Sumber Waru, dan Sumber Anyar melalui pemberian dana desa sebagai implementasi 
Undang-Undang Desa tahun 2014 (Situbondo, 2014). Berdasarkan Undang-Undang ini, setiap desa 
akan menerima minimal 10% dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat ke 
kabupaten/kota (pasal 72 ayat 4 UU Desa). Selain itu, dari ke-enam desa tersebut juga akan 
menerima minimal 10% dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota (pasal 72 
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ayat 3 UU Desa) (Garuda, 2015). Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat  
(Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam, 2008). 
Potensi Desa Penyangga TNB melalui  Participatory Rural Appraisal (PRA). 
Potensi desa penyangga merupakan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh 
masing-masing desa/kelurahan terdiri: potensi sumber daya alam (SDA) terdiri dari 25 sub, sumber 
daya manusia (SDM) 17 sub, kelembagaan (KL) 19 sub, sarana dan prasarana (PSR) 20 sub. 
Penghitungan dari setiap potensi menggunakan rumus: (SDA+SDM+KL+PSR).  Potensi desa rendah, 
jika skor yang diperoleh <200, potensi sedang jika skor yang diperoleh >200-300, potensi tinggi jika 
skor yang diperoleh >300. Tipe desa penyangga TNB meliputi: desa nelayan, persawahan, 
perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan/galian, industri kecil/kerajinan, industri 
sedang/besar dan jasa/perdagangan.  
Tingkat perkembangan desa penyangga merupakan status tertentu dari capaian hasil kegiatan 
pembangunan desa yang mencerminkan tingkat kemajuan atau keberhasilan masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Indikator yang digunakan meliputi: 
ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik serta 
kepribadian kebangsaan masyarakat.  
Desa Wonorejo, Bajul Mati, Bimo Rejo, Watu Kebo, Sumber Waru dan Sumber Anyar yang 
merupakan desa penyangga, masuk dalam kategori desa/kelurahan swadaya dimana desa tersebut 
perkembangannya masih rendah, kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi rendah, belum memiliki 
kemampuan yang memadai untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam kegiatan 
pembangunan.  
Partisipasi Masyarakat Desa Penyangga Dalam Menunjang Ekowisata TNB 
Peran serta masyarakat desa penyangga dalam pengembangan ekowisata TNB masih belum 
optimal, karena masyarakat selama ini tidak dilibatkan dalam pengembangan kepariwisataan TNB. 
Untuk mensukseskan program pengembangan ekowisata, maka sangat perlu adanya keterlibatan 
dan peran serta masyarakat. Prinsip penting lainnya dalam pengembangan ekowisata adalah 
memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam bentuk tukar gagasan, tindakan, pengambilan 
keputusan, dan kontrol dalam mengembangkan kegiatan pariwisata pedesaan.  
Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Penyangga  
Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga TNB 
meliputi: 
1. Pembinaan kesadaran dan wawasan tentang kawasan konservasi alam oleh pengamanan 
kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat, tenaga pendamping, pengembangan 
jejaring kerja, pihak lain yang terkait. 
2. Undang-Undang Desa tahun 2014 dimana pemerintah pusat memberi bantuan dana 




pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Masyarakat desa penyangga memiliki tanggung jawab lokal (local accountability) karena 
kegiatan yang mereka lakukan secara langsung akan mempengaruhi kehidupannya. 
4. Adanya variasi antar daerah (local variety) sehingga desa yang satu dengan desa yang lain 
tidak boleh diperlakukan sama. 
5. Masyarakat desa penyangga merasa ikut memiliki potensi sumber daya alam yang ada di 
TNB. 
6. Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) akan membantu masyarakat desa 
penyangga agar lebih sadar akan pentingnya kawasan konservasi, sehingga masyarakat 
tidak lagi mengganggu kawasan TNB seperti: penggembalaan liar, pengambilan rumput, 
pencurian satwa, flora, hasil hutan serta pemukiman didalam hutan. 
7. Dengan adanya dana bantuan bagi desa penyangga, maka diharapkan desa dapat 
memanfaatkannya untuk membangun unit usaha dengan orientasi kemandirian dengan 
tidak menciptakan ketergantungan kepada pemerintah maupun pihak luar, namun tetap 
menjaga kelestarian kawasan konservasi TNB. 
 
Implementasi Partisipasi Desa Penyangga Dalam Menunjang Strategi Pengembangan 
Ekowisata Taman Nasional Baluran Melalui Forum Komunikasi dan Konsultasi Sadar 
Wisata.  
Implementasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:  
1. Meningkatkan kerjasama, partisipasi dan jaringan kemitraan (networking) antara pengelola 
TNB, Pemda, Organisasi Profesi, LSM, stakeholder, dan masyarakat desa penyangga; 
2. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi antar stakeholder tentang berbagai aspek yang 
saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga tercipta kondisi yang 
mendukung jaringan kemitraan; 
Gambar 2 Kondisi Permukiman Penduduk Desa 
Penyangga di Labuhan Merak dan Gunung Masigit 
Kawasan TNB 
Gambar 1 Ketergantungan Penduduk Desa 
Penyangga pada Hutan TNB dalam bentuk 
Penggembalaan Liar di dalam Kawasan Konservasi 
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3. Meningkatkan komunikasi dan konsultasi antar stakeholder untuk meningkatkan kualitas 
tenaga kerja masyarakat desa penyangga dan keterserapannya di pasar kerja melalui 
pelatihan (training) dan konsultasi/konseling untuk peningkatan kualitas sumber daya 
manusia; 
4. Meningkatkan kontribusi TNB bagi masyarakat desa penyangga dalam program 
pemberdayaan masyarakat; 
5. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui pengembangan Tourist Information 
Center dengan mempromosikan produk wisata TNB seperti: Birding Competition, Ecotourism, 
dan event-event lain untuk menjadikan sektor pariwiata sebagai pusat pertumbuhan 
ekonomi masyarakat; 
Metode Implementasi yang dapat dilakukan sebagai berikut 
1. Kegiatan bidang kerjasama, partisipasi, dan jaringan kemitraan (networking) antara 
pengelola TNB, Pemda, Organisasi Profesi, LSM dan masyarakat desa penyangga yaitu 
dengan terlebih dahulu membuat rencana kegiatan, mengkaji filosofis pelaksanaan kegiatan, 
membuat TOR kegiatan, menyiapkan prasana, pengumpulan data yang dibutuhkan 
stakeholder, penjajakan kerjasama yang mencakup: konsep kerjasama, pembuatan MOU, 
dan menyusun kegiatan kemitraan, selanjutnya implementasi kegiatan, membuat analisis 
lanjutan, evaluasi dan monitoring, membuat draft laporan, serta membuat laporan akhir; 
2. Metode implementasi kegiatan pelatihan (training) dan kosultasi/konseling untuk 
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan membuat rencana kegiatan, 
mengkaji filosofis pelaksanaan kegiatan, membuat TOR kegiatan, menyiapkan prasana, 
pengumpulan data yang dibutuhkan stakeholder, konsultasi/konseling/training, pelatihan 
dan co-operative education, membuat analisis lanjutan, membuat database, evaluasi dan 
monitoring, membuat draft laporan serta membuat laporan akhir. 
Partisipasi Masyarakat Desa Penyangga dalam Menunjang Strategi Pengembangan Ekowisata 
Taman Nasional Baluran Melalui Forum Komunikasi Dan Konsultasi Sadar Wisata (FKK SW). Pada 
bagian ini adalah penentuan jumlah modal awal yang akan digunakan oleh enam  desa penyangga 
dan modal ini akan dialokasikan dari dana desa 1,4 miliar. Modal yang diperediksi akan habis terpakai 
sekitar Rp254.950.000 dengan rincian sebagai berikut: Pertemuan berkala 6 kali dalam setahun 
antara pengelola TNB, Pemda, Organisasi Profesi, LSM, stakeholder dan tokoh masyarakat desa 
penyangga Rp30.000.000, Penyelenggaraan seminar sosialisasi internal FKK Sadar Wisata bagi 
masyarakat desa penyangga Rp15.000.000, Penyelenggaraan seminar sosialisasi eksternal FKK 
sadar wisata Rp17.000.000, Penyusunan Tata Aturan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sadar Wisata 
Masyarakat Desa Penyangga Rp10.000.000, Sarasehan dan Deklarasi pembentukan FKK Sadar 
Wisata Masyarakat Desa Penyangga TNB Rp15.500.000, Pengembangan Bank Data Informasi Dalam 
Bentuk Database Rp15.500.000, Pembuatan Website FKK sadar wisata masyarakat desa penyangga 
yang menyajikan berbagai potensi masing-masing desa beserta keunikannya Rp20.700.000, 
Pengembangan kerjasama dengan stakeholder Rp10.250.000, Kerjasama dalam bentuk Konseling 
dan Konsultasi Rp15.500.000, Perancangan Strategi Kemitraan dengan Stakeholder Rp10.000.000, 
Pengembangan usaha kewirausahaan bagi enam desa penyangga dengan orientasi produk yang 
dapat mendukung kepariwisataan TNB Rp70.500.000, Kegiatan monitoring dan Evaluasi 




diharapkan yaitu adanya kemandirian yang berjiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa penyangga 
TNB, dengan demikian ketergantungan hidup dengan alam TNB dapat diminimalisir. Dengan 
program bantuan dana bagi desa penyangga, maka TNB yang merupakan aset pariwisata di 
Kabupaten Situbondo akan mampu memelihara potensi dan kelestarian sumber daya alam hayati, 
flora, dan fauna sebagai daya tarik wisatawan yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat setempat. 
Rekomendasi Kebijakan 
Pengimplementasian Partisipasi Desa Penyangga dalam Menunjang Strategi Pengembangan 
Ekowisata TNB Melalui Forum Komunikasi dan Konsultasi Sadar Wisata sangat perlu pemahaman 
dari berbagai pihak terkait, termasuk pihak pemerintah daerah setempat melalui pendekatan 
Participatory Rural Appraisal untuk mendapatkan data potensi desa penyangga dan harus didukung 
oleh implementasi kegiatan forum komunikasi dan konsultasi sadar wisata berdasarkan rencana 
kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, sehingga kepariwisataan yang 
berkelanjutan (sustainable tourism) dapat terwujud. 
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Secara umum, menurut UU RI Nomor 11 tahun 2010, yang dimaksud cagar budaya adalah warisan 
budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Baik yang berada 
di darat maupun di air, yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau 
kebudayaan. Oleh karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya begitu kompleks, efek bola salju 
dari optimalisasi potensi pun berbanding lurus. 
Sebagai negara kepulauan yang memiliki sejarah peradaban panjang, Indonesia menyimpan banyak 
cagar budaya. Sinar Indonesia Baru (2014) melansir, terdapat puluhan ribu cagar budaya baik yang 
sudah maupun belum terdaftar di kementerian/ditjen terkait (Kementerian Pendidikan dan Dasar 
dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan), tersebar di belasan ribu pulau, kota, dan desa 
nusantara. Potensinya beraneka rupa dan menyentuh beragam aspek. Misalnya, sebagai kawasan 
pariwisata, mata rantai ekonomi kerakyatan, icon atau identitas daerah, dan sumbu penguat mental 
berbasis keluhuran lokalitas masyarakat.  
Cagar budaya yang dikemas sedemikian rupa dapat menjadi tempat wisata berbasis sejarah. Di sana 
bakal ada sumber mata air pendidikan yang senada dengan ungkapan: bangsa yang besar adalah 
bangsa yang menghargai sejarah. Artinya, ada makna belajar dari sejarah. Apapun bentuk sejarah 
itu. Cagar budaya merupakan salah satu bentuk dari sejarah yang dimaksud. 
Bila sudah menjadi destinasi wisata, sudah barang tentu mendongkrak ekonomi kerakyatan. 
Masyarakat sekitar dapat mendapat penghasilan dari penjualan barang dan jasa di sana. Perputaran 
uang di sektor mikro atau riil terlihat terang. 
Jika sudah demikian, penguatan icon atau identitas daerah dan mental manusia berbasis keluhuran 
lokalitas pasti turut terangkat. Sebab, pangkal kebanggaan telah terasah dan terbukti dengan 
pengakuan dari pihak luar (baca: wisatawan). Daerah itu pun memiliki akan memiliki skema 
pembangunan yang jelas baik dari sisi fisik (berkat pendapatan dari sektor wisata) maupun non fisik 
(penguatan psikologis masyarakat). 
Mungkin sebagian kalangan beranggapan ini mimpi utopis. Sebab, harus diakui, pengelolaan 
destinasi wisata di tanah air yang jelas-jelas sudah ada dan tinggal tahap promosi saja belum tergarap 
maksimal. Apalagi harus mengolah destinasi wisata baru berupa cagar budaya.  
Namun, anggapan skeptis itu perlu dikikis sehabis-habisnya. Keuntungan-keuntungan yang tidak 
hanya bersifat materialistik di dalam cagar budaya semestinya merangsang orang rela ”menabung” 
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dana, ide, dan strategi untuk dipanen di masa datang. Proses itu mesti dimulai sedini mungkin untuk 
menguatkan pondasi lokalitas daerah di kemudian hari. 
Penggalian potensi secara serius berkelanjutan dapat menjadi modal pembangunan di segala sektor. 
Sinergitas dan kesesuaian program mulai di level pemerintah pusat hingga perangkat kelurahan atau 
desa adalah faktor penentu. Semua elemen di negara ini memiliki peran yang sama penting. 
Utamanya, pemerintah yang menjadi pimpinan, regulator, pemegang kuasa. Dibutuhkan kebijakan 
strategis baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran.  
Diperlukan pula segala bentuk dukungan dan konsistensi elemen masyarakat lain seperti pihak 
swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komunitas pecinta cagar budaya, serta warga 
secara umum. Optimalisasi potensi cagar budaya merupakan jalan yang panjang. Sebagai upaya 
yang harus dibayar guna membangun peradaban dan pola pikir baru di masa datang. Ini merupakan 
usaha mengelola aset fisik maupun non fisik yang sifatnya tak lekang di makan zaman.  
Pendataan 
Begitu sentral peran pemerintah dalam melestarikan cagar budaya. Kebijakan strategis baik yang 
sifatnya anggaran maupun non-anggaran mutlak diperlukan. Kebijakan anggaran dari pemerintah 
pusat dibutuhkan untuk biaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Juga, untuk kegiatan telaah 
lapangan pendataan cagar budaya. 
Sedangkan kebijakan anggaran di pemerintah daerah, selain untuk koordinasi dan pendataan, dapat 
pula dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pengenalan cagar budaya pada warga setempat. 
Misalnya, anggaran untuk kunjungan anak sekolah dan masyarakat umum ke lokasi cagar budaya 
tersebut. Dengan harapan, seluruh warga kenal dengan potensi lokal yang ada di daerahnya.  
Tapi yang harus digarisbawahi terkait kebijakan anggaran pemerintah ini adalah keterbatasan APBD 
di tingkat daerah. Tidak semua daerah memiliki anggaran memadai. Apalagi jika sebelumnya pos 
terkait cagar budaya ini tidak tercantum jelas di nomenklatur. Maka itu, penggalian dana dari ABPN 
dan eksternal pemerintah (BUMN, BUMD, swasta) yang mesti digenjot. Program kemitraan dengan 
“para penyandang” dana mesti mulai dipikirkan. 
Gagasan mengenai kemitraan ini akan dijelaskan di bagian lain. Sebelumnya, ada langkah yang tak 
kalah penting terkait identifikasi dan pendataan cagar budaya. Sebab, jika cagar budaya tersebut 
belum didata dengan detil seluk beluk, potensi, dan kebutuhan pelestariannya, model pelestarian 
dan optimalisasinya pun akan kabur. Oleh karena keunikan satu cagar budaya sifatnya lain dari yang 
lain. Penanganannya pun bakal berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. 
Pendataan cagar budaya sebenarnya sudah dilakukan. Namun, belum tuntas dilaksanakan. Ini mesti 
segera rampung. Pemerintah pusat melalui kementerian dan ditjen terkait mesti berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah setempat. Tak hanya itu, komunikasi dengan pakar cagar budaya dan 
pariwisata merupakan keniscayaan. Sebab harus diakui, telah banyak pakar dan pegiat cagar budaya 
yang selama ini dengan sukarela melakukan pendataan. Tinggal singkronisasi dan saling dukung 
yang digalakkan. 
Umumnya, tiap daerah memiliki tim cagar budaya yang anggotanya berisi pakar lintas bidang dan 
elemen masyarakat yang selalu memberi masukan pada pemda setempat. Kalau pun di suatu daerah 
tim semacam itu belum ada, maka menjadi tugas pemerintah pusat untuk mencarikan pakar untuk 




Yang didata tidak boleh hanya jumlah,  nama, dan sejarah di balik cagar budaya. Harus didata pula 
perkiraan revitalisasi dan potensi. Apa yang diperlukan oleh cagar budaya itu supaya sanggup 
menjadi destinasi wisata. Termasuk, estimasi anggaran yang dibutuhkan. Sudah barang tentu akan 
terdapat banyak perbedaan kebutuhan antar satu cagar budaya dengan yang lain, berdasar lokasi, 
kondisi, dan lain-lain. Semua itu patut didata seterang-terangnya. 
 Kalaupun belum atau sulit untuk menjadi destinasi wisata dalam waktu dekat, mesti langsung 
dicarikan apa yang diperlukan agar cagar budaya tersebut terawat. Plus, dikaji strategi bertahap agar 
pada suatu ketika cagar budaya itu dapat “dijual”. Harus ada target realistis yang jelas di setiap kajian 
itu. Dengan demikian, dapat dilakukan evaluasi secara periodik. 
Pendataan yang disertai pemetaan potensi ini mesti melibatkan LSM atau elemen masyarakat yang 
peduli dengan cagar budaya guna menyerap masukan dan informasi yang lebih banyak terkait 
strategi optimalisasi cagar budaya menuju destinasi wisata. Nantinya, akan ada pengelompokkan 
cagar budaya berdasar kesegeraan penanganan (khususnya, bagi cagar budaya yang butuh 
perawatan cepat dan intensif karena rusak), kebutuhan anggaran, lokasi, dan target realistis 
optimalisasi.  
Tabel 1 Peran Tiap Elemen dalam Proses Pendataan 







Fungsi koordinasi dan kontrol 
Menguatkan pendataan dengan balai-balai di bawah ditjen terkait 
Memberi garis-garis besar apa saja yang perlu didata kepada tim di lapangan 






Membentuk tim cagar budaya yang terdiri dari unsur pemda, LSM/Pegiat/pakar 
cagar budaya dan masyarakat. Di beberapa daerah, tim ini sudah ada. Tinggal 
dikuatkan dengan perhatian lebih. 
Mengestimasi sesuai kondisi lapangan dan daerah sekitar terkait pihak eksternal 
yang dapat dijadikan mitra untuk optimalisasi cagar budaya. 
3 LSM/Pegiat/pakar 
cagar budaya 
Merumuskan tentang apa saja yang diperlukan untuk optimalisasi cagar budaya 
Optimalisasi ini termasuk di dalamnya: pengemasan, perawatan, promosi, dan 
kesinambungan serta percepatan pola optimalisasi 
Bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, menetapkan 
target puncak optimalisasi yang realistis. 
4 Masyarakat Di lapangan, masyarakat adalah yang paling tahu tantangan optimalisasi ini. 
Mulai dari hambatan pelestarian seperti alur distribusi pemugaran yang 
berkaitan dengan infrastruktur (pembiayaan) hingga motivasi orang-orang di 
lingkungan tersebut (kearifan lokal). 
Memberi masukan terkait pola optimalisasi, target, dan model pemberdayaan 





Memberi dukungan penuh baik moral maupun material pada rencana ini. 
Menjadi pengawas dengan senses of belonging yang kuat 
Program Kemitraan 
Seperti yang sempat disampaikan di bagian sebelumnya, program kemitraan dapat menjadi pintu 
keluar dari persoalan pendanaan yang pasti membelit. Paling tidak, program ini dapat lebih 




Penggalian dana dari kas negara dapat diminimalkan. Caranya, penguatan fungsi atau kerjasama 
dengan mitra. Pemerintah sebagai penentu kebijakan dapat memaksimalkan potensi anggaran dari 
perusahaan-perusahaan setempat. Baik BUMN, BUMD, maupun swasta.  
Bila memang di daerah tertentu tidak ada perusahaan yang potensial “pundi-pundi” uangnya untuk 
dialokasikan untuk cagar budaya, maka dapat dilakukan subsidi silang dari daerah lain. BUMN dan 
perusahaan besar mesti memiliki cakupan yang luas dan merata pula di segi alokasi dana untuk 
masyarakat. Dalam hal ini, untuk optimalisasi potensi cagar budaya. 
Penggelontoran dana itu bisa berupa CSR, dana hibah, sumbangan atau bantuan umum, dan lain 
sebagainya. Pemerintah dapat pula membuat regulasi tentang berapa persen dari bantuan untuk 
masyarakat harus disalurkan untuk pelestarian dan perawatan cagar budaya. Dengan demikian, 
semua perusahaan atau badan usaha memiliki pos yang jelas dan pasti untuk keperluan ini. Pihak-
pihak luar non pemerintah yang potensial memberikan aliran dana ini kemudian dapat disebut mitra.  
Pertamina, Garuda Indonesia, Semen Indonesia, Bank Mandiri, dan Jasa Marga adalah beberapa 
BUMN yang dapat menjadi penyumbang subsidi silang. Sedangkan perusahaan swasta yang bisa 
mengambil peran tentu juga sangat banyak. Mulai dari perusahaan di bidang properti yang sukses di 
kota-kota besar hingga perusahaan di bidang makanan/minuman. 
Logika sederhananya, jika di satu daerah terdapat banyak perusahaan, maka sebagian perusahaan 
tidak perlu diminta turut menyumbang untuk cagar budaya di daerah tersebut. Perusahaan yang 
dimaksud diarahkan untuk membantu cagar budaya di daerah lain yang belum mendapat bantuan. 
Komunikasi dengan para mitra itu mesti dibangun secara terstruktur dan terbuka. Para mitra mesti 
diyakinkan jika optimalisasi cagar budaya ini merupakan program pemerintah untuk masyarakat. 
Mereka harus diajak berunding mengenai potensi dan target optimalisasi ini di masa datang. 
Muaranya, kepercayaan terhadap program ini muncul bersamaan ketertarikan untuk urun dukungan. 
Dengan cara ini, sense of belonging para mitra akan lebih kuat. Mereka juga diperkenankan turut 
mengawasi rencana besar ini. 
Mitra tidak harus memberi bantuan berupa dana segar. Karena, bisa pula berupa barang, jasa, atau 
bentuk lainnya. Misalnya, setelah melalui kajian yang sedemian rupa pada tahap pendataan dan 
pemetaan, ditemukan fakta bahwa satu cagar budaya tidak dikenal masyarakat luas karena tidak 
terdapat jalur atau rute transportai memadai di sana. Untuk membuat jalur atau rute itu, dapat 
dengan meminta peran serta perusahaan transportasi. Jika untuk revitalisasi dibutuhkan ruang 
promosi, perusahaan advertising dapat mengambil posisi di sana.  
Komunikasi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra ini bersifat 
fundamental. Rencana yang dibuat pemerintah dapat ditopang dengan potensi dari para mitra. 
Dalam tahap ini, mitra yang diajak berkomunikasi tidak hanya di level daerah. Namun juga level 






Tabel 2 Langkah Strategis Program Kemitraan 
No Keterangan Pelaku 
1 Pendataan detail kebutuhan masing-masing cagar budaya Pemerintah pusat dan daerah, 
LSM/Pegiat/pakar cagar 
budaya, dan masyarakat 
2 Pendataan pihak mitra mana saja yang mesti diajak bersumbangsih. 
Plus, “peta kekuatan pendanaan” yang realistis tiap mitra. 
Pemerintah pusat dan daerah 
3 Melakukan audiensi dengan para mitra tentang semua rencana 
secara rigid. 
Pemerintah pusat dan daerah, 
serta para mitra 
4 Mengajak para mitra secara pro aktif menyebutkan kesediaannya 
bersumbangsih apa, berapa banyak, dan selama apa. Sehingga 
tertulis kontrak kongkret. 
Pemerintah pusat dan daerah, 
serta para mitra 
5 Menciptakan pola timbal balik. Misalnya, pemberian ruang promosi 
atau penyebutan branding mitra tersebut secara proporsional di 
tempat-tempat yang berkaitan dengan cagar budaya yang dibantu.  
Pemerintah pusat dan daerah, 
serta para mitra 
6 Menyiapkan ruang pengawasan setransparan mungkin bagi para 
mitra terkait program ini. Mitra diajak membuat model atau pola 
pemberian bantuan hingga pengawasan. 
Pemerintah pusat dan daerah, 
serta para mitra 
Kesimpulan 
Kalau pendataan dan pemetaan kebutuhan sudah dilakukan, komunikasi dengan para mitra sudah 
“deal”, maka eksekusi rencana untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan harus 
segera dikerjakan. Mungkin, setelah dikaji, ada cagar budaya yang butuh waktu puluhan tahun untuk 
optimalisasi. Tak mengapa dan tak perlu target realistis itu direkayasa agar bisa dipangkas waktunya. 
Karena memang, harus diakui, pekerjaan ini tidak mudah. Tapi, percepatan juga tetap diharapkan. 
Optimalisasi cagar budaya adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada di tiap wilayah 
tanah air. Agar hal itu menjadi lebih mudah, semua pihak dilibatkan. Masyarakat umum harus 
diperkenalkan dengan intensif pada kekayaan cagar budaya di daerahnya masing-masing. Di tahap 
ini, pemerintah daerah dituntut berperan banyak.  
Kebanggaan dan kedekatan masyarakat dengan cagar budaya di daerahnya harus diasah. Kalau 
perlu, semua sekolah memiliki muatan lokal atau ekstrakulikuler pengenalan cagar budaya (Widodo, 
2011). Bahkan lebih radikal lagi, jika kemudian untuk masuk ke perguruan tinggi di mana pun di tanah 
air, seseorang mesti menyebutkan dan menjelaskan tentang cagar budaya di daerah atau di 
provinsinya masing-masing. Jadi, proses pengenalan tersebut turut dibantu oleh sistem yang terus 
dimapankan di sisi pendidikan. 
Jika ditelaah, proses pendataan adalah hal sehari-hari yang dilakukan kementerian/ditjen terkait. 
Sedangkan penggelontoran dana CSR, hibah, sumbangan atau bantuan lain, juga merupakan 
aktivitas rutin tahunan yang dilaksanakan perusahaan atau badan usaha. Tinggal dibutuhkan itikad, 
kemauan keras, dan kepedulian tinggi untuk segera mengeksekusi dan mewujudkan mimpi 
optimalisasi tersebut. 
Sementara itu, pengenalan cagar budaya pada masyarakat sudah merupakan keniscayaan. Sebab, 
dari sana juga muncul keluhuran lokalitas dan identitas serta kebanggaan. Pendampingan dari LSM 
dan pegiat cagar budaya adalah hal lumrah. Maksudnya, aktivitas semacam ini tinggal ditambah 
percepatannya agar berefek lebih massive. 
Seiring berjalannya waktu, kementerian lain juga patut mengulurkan tangan. Misalnya, kementerian 
perhubungan (terkait jalur transportasi ke/dari lokasi cagar budaya), kementerian PU (terkait 
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infrastruktur), dan kementerian pariwisata (terkait promosi ke seluruh wilayah Indonesia dan luar 
negeri). Di satu titik, sinergi antar semua pemangku kebijakan lintas bidang akan menjadi salah satu 
gerbang optimalisasi potensi cagar budaya. (*) 
Referensi: 
Pemeliharaan Cagar Budaya Perlu Berkala. (27 April 2014). hariansib.co 
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Salah satu sektor yang mempengaruhi sistem perekonomian Indonesia saat ini adalah sektor 
pertanian, dimana pangan menjadi fokus utama dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Hal ini 
dikarenakan meningkatnya kepadatan penduduk seiring berjalannya waktu dan semakin sempitnya 
lahan yang diperuntukkan bagi pertanian karena dialih fungsikan sebagai lahan pemukiman.27 Selain 
itu ketidakefektifan kebijakan pemerintah dalam program “Beras Raskin” belum mampu menjawab 
persoalan pangan di Indonesia, malah membuat masyarakat semakin bergantung pada beras dan 
melupakan pangan khas yang tersedia di tiap daerah. 
Ketergantungan terhadap beras tidak hanya dialami oleh Indonesia, seperti disinyalir oleh Food 
Agriculture Organisation (FAO), beras adalah salah satu pangan kunci di dunia dan dimakan oleh 
sekitar 3 miliar orang setiap harinya. Sedangkan di Asia, beras merupakan makanan pokok untuk 
sekitar 600 juta penduduk.28 Lebih dari 60 persen penduduk dunia atau satu miliar orang yang tinggal 
di Asia tergantung pada beras sebagai makanan pokok dan hidup dalam kemiskinan serta 
kekurangan gizi.29 Oleh karena itu, jika terjadi penurunan produksi padi, maka akan lebih banyak 
orang tergelincir ke dalam jurang kemiskinan dan kelaparan. Jika Indonesia mampu melakukan 
diversifikasi pangan tentu akan mengurangi konsumsi beras antara 90 sampai 100 kilogram per 
kapita per tahun. Selama ini, konsumsi beras rata-rata mencapai 139 kilogram per kapita per tahun. 
Thailand memroduksi beras sebanyak 20 juta ton, namun konsumsi beras hanya 70 kilogram per 
kapita per tahun. Begitu pula negara Vietnam yang memroduksi beras sebanyak 17 ton, namun 
kebutuhan konsumsi hanya 90 kilogram per kapita per tahun. 
Usaha Peningkatan Ketahanan Pangan 
Diketahui, pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia untuk 
mempertahankan hidup dan kehidupan mereka. Pangan merupakan sumber zat gizi (karbohidrat, 
                                                                    
27 : S. Setiawan Yoga, 2010. Jurnal, Peningkatan Produksi Beras Dan Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Meningkatkan 
Ketahanan Pangan Nasional 
28 : Ahmad Taufiqurrakhman - Okezone , 10 Agustus 2010 
29 : Ruddabby.files.wordpress.com/2010/8 
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lemak, protein, vitamin, mineral dan air) yang menjadi landasan utama manusia untuk mencapai 
kesehatan dan kesejahteraan dalam kehidupannya dan merupakan pilar penting bagi sebuah bangsa. 
Salah satu pilar dalam pembangunan ketahanan pangan nasional kita adalah program penganeka-
ragaman pangan atau disebut sebagai diversifikasi pangan. Seperti salah satu kutipan dari pidato 
Bung Karno, bahwa “Hidup matinya suatu bangsa ditentukan oleh ketahanan pangan negara”.30 
Namun, saat ini negara kita sedang mengalami permasalahan dalam meningkatkan ketahanan 
pangan terutama dampak krisis finansial bahkan perubahan iklim yang terjadi, harga pangan lokal 
seperti tidak terkendali dan membanjirnya pangan impor dipasar lokal, sehingga menyebabkan 
Indonesia yang tadinya kaya akan sumber daya lokal menjadi miskin akan kultur budaya mereka 
sendiri. 
Fokus masyarakat beralih ke pangan tunggal (beras) tanpa menghiraukan sumber daya lokal yang 
ada didaerah setempat. Kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah seakan hanya menjadi simbol 
semata. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi lunturnya kegemaran sebagian masyarakat 
terhadap makanan tradisional Indonesia antara lain disebabkan karena adanya perubahan gaya 
hidup, perubahan sosial budaya, perkembangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, di samping 
itu kebiasaan masyarakat terhadap makan di luar, gencarnya promosi, dan tersedianya makanan 
asing di berbagai kota besar juga sebagai salah satu faktor mengapa masyarakat lebih menyukai 
makanan asing dari pada makanan kita sendiri.31 
Secara umum, implementasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 
sangat penting untuk dilaksanakan secara massal mengingat permintaan beras terus meningkat 
sejalan dengan pertumbuhan penduduk, semakin terasanya dampak perubahan iklim global, 
dampak pemberian Raskin semakin mendorong masyarakat yang makanan pokoknya non-beras 
menjadi beras (nasi), serta belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal.32  
Menurut Bustanil Arifin, tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa kisah sukses pembangunan 
pertanian seakan berakhir pada  momen swasembada tersebut. Setelah itu sektor pertanian lebih 
banyak bermasalah dan mengalami peminggiran struktural karena kesalahan kebijakan yang lebih 
banyak berpihak pada sektor industri dan jasa. Selain itu, terdapat tantangan teknis dalam 
pelaksanaan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal di lapangan. Diketahui, empat faktor yang 
menjadi kendala pengembangan diversifikasi tanaman pangan adalah pertama, sifat petani yang 
cenderung menghindar dari risiko (risk aversion). Kedua, adanya masalah kesesuaian dan hak atas 
lahan, maksudnya tidak semua lahan pertanian cocok untuk mengembangkan diversifikasi 
usahatani. Ketiga, infrastruktur irigasi yang tidak sesuai sehingga menghambat terjadinya 
diversifikasi usahatani.  Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar menjadi kendala bagi 
penerapan diversifikasi usahatani. Pasalnya, kebutuhan tenaga kerja dalam penerapan pola 
diversifikasi membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar. Meskipun, di sisi lain penyerapan tenaga 
kerja mampu menekan angka pengangguran dan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.33 
                                                                    
30 : S. Setiawan Yoga, 2010. Artikel, Peningkatan Produksi Beras Dan Diversifikasi Pangan Lokal Untuk Meningkatkan 
Ketahanan Pangan Nasional 
31 : Marwanti, MPd. Artikel, Diversifikasi Pengolahan Bahan Pangan Lokal 
32 : Anonim, 23/02/2015, http://www.google.com/ Fntb.litbang.pertanian.go.id 
33 : Sumaryanto, Jurnal, Forum Penelitian Agroekonomi. Vol. 27 No. 2 Desember 2009: 93-108, Diversifikasi sebagai salah 




Untuk itu program diversifikasi pangan perlu terus digalakan demi melepaskan Indonesia dari 
cengkeraman permintaan produk impor dan penggunaan satu jenis pangan tanpa memperhatikan 
komoditas lokal yang ada. Program ini bertujuan untuk mengalihkan sebagian konsumsi karbohidrat 
masyarakat dari beras menuju sumber pangan pokok non-beras sebagai upaya untuk mengurangi 
konsumsi beras dalam negeri. Selain itu, program ini merupakan langkah konkret untuk meredam 
gejolak pangan dunia dan nasional ditengah ancaman perubahan iklim yang sementara terjadi.  
Hasil pertanian dan budidaya pangan suatu daerah merupakan suatu aset ekonomi, budaya dan 
kesehatan masyarakat. Oleh karena itu sangat tepat apabila sasaran pembangunan bidang pangan 
di Indonesia diantaranya adalah; terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga, terwujudnya 
diversifikasi pangan serta terjamin keamanan pangan. 
Keberadaan industri pengolahan makanan hasil pertanian di Indonesia yang paling besar adalah 
industri rumah tangga, kemudian industri kecil, dan industri menengah dan besar. Industri rumah 
tangga adalah sebagai salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh petani di daerah pedesaan 
untuk peningkatan pendapatan keluarga. Industri kecil dan rumah tangga sangatlah penting sebab 
dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian dan memacu pertumbuhan ekonomi 
pedesaan.34 
Teknologi yang dikembangkan melibatkan penggunaan perlakuan fisik (pemanasan, pengeringan, 
pendinginan dan pembekuan), penambahan bahan kimia (pengawet, pewarna, pengental, peningkat 
cita rasa dan sebagainya) atau kombinasi keduanya. Dalam perkembangannya, teknologi pangan di 
samping digunakan untuk mengurangi kerusakan juga untuk memperkaya zat gizi dan juga untuk 
merubah sifat bahan pangan sehingga sesuai dengan selera konsumen.2 Pelaksanaan kegiatan 
pengembangan usaha pengolahan pangan lokal berbasis tepung-tepungan adalah: 5  
1. Memfasilitasi bantuan peralatan yang dapat menghasilkan tepung berbahan baku pangan 
lokal kepada penerima manfaat yang telah ditetapkan berupa satu set peralatan pembuatan 
tepung terdiri dari : alat perajang, pengering, penepung, dan pengayak. 
2. Melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil bidang pangan dalam mengembangkan 
usahanya antara lain: peningkatan kualitas produk, pengemasan, dan pemasaran hasil. 
3. Memfasilitasi pengembangan pangan lokal spesifik (khusus di provinsi yang telah 
ditetapkan), pemilihan jenis teknologi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 
Kegiatan ini diarahkan agar dapat menghasilkan “nasi campur” atau “nasi non beras” atau 
dikenal dengan ”beras analog” dari bahan dasar pangan lokal.  
Untuk itu salah satu kegiatan yang berperan dalam proses ini adalah kegiatan pemberdayaan 
kelompok wanita yang dilaksanakan melalui kegiatan:  
1. Penyuluhan tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman dan pangan lokal 
2. Demonstrasi penyediaan pangan dan penyiapan makanan beragam, bergizi, berimbang dan 
aman. 
3. Percontohan pengolahan pangan berbasis tepung-tepungan skala rumah tangga/kecil. 
                                                                    
34 : Indarwanta Didik & Pujiastuti E. Eny, Jurnal, Kajian Potensi (Study Kelayakan) Pengembangan Agroindustri di Desa 
Gondangan Kecamatan Jogonalan Klaten. 
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4. Pendampingan pengembangan usaha pengolahan pangan skala usaha rumah tangga/kecil  
Beberapa contoh pengolahan hasil produksi sumber daya pangan lokal adalah sebagai berikut. 
Dimana, semua jenis tanaman ini dapat ditemukan di belahan bumi Indonesia, terutama daerah 
pesisir. Sebagian besarnya dapat ditemukan di wilayah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, 
Maluku Barat Daya, Papua bahkan Sulawesi, Riau dan sekitarnya) untuk tanaman Kelapa, Umbi-
umbian, Jagung dan Sagu. Sedangkan, labu kuning dan bahan dasar tempe (kedelai) lebih banyak 
ditemukan didataran Jawa, begitu pula di dataran Sumatera maupun Kalimantan serta.  
1. Kelapa 
Industri kecil kelapa dengan penggunaan teknologi tepat guna pemarutan dan pengeringan 
akan dihasilkan kelapa parut kering. Dengan pengepresan yang tepat akan diperoleh minyak 
kelapa yang berkualitas baik. Contoh makanan produk kelapa, geplak, serundeng dan 
sebagainya. 
2. Singkong 
Keberadaan singkong yang melimpah dan harga yang murah di pedesaan dapat ditingkatkan 
menjadi bahan makanan yang bernilai tinggi. Melalui pengeringan sederhana misalnya 
dengan diparut kasar, dicuci dikeringkan dan kemudian digiling yang selanjutnya dapat 
dibuat beraneka macam produk makanan basah maupun kering. Dengan perajangan dan 
penggorengan yang tepat dapat dihasilkan kripik atau chips singkong dan dapat diberi 
dengan berbagai macam rasa sehingga lebih mempunyai harga jual yang tinggi. Pengolahan 
yang mudah dipraktekkan adalah dengan membuat makanan melalui singkong yang diparut 
ataupun melalui perebusan dan penghalusan lebih dahulu.  
Untuk menunjang kebijakan pemerintah bidang pangan yaitu meningkatkan upaya 
penganekaragaman atau diversifikasi pola konsumsi pangan guna mengurangi 
ketergantungan beras sebagai makanan pokok, maka peran umbi-umbian termasuk 
singkong menjadi amat penting. Produk yang dihasilkan dapat berasa manis dan gurih, 
melalui proses awal dengan pemarutan, pengukusan kemudian dibuat aneka macam 
hidangan singkong yang menarik dan enak. 
3. Labu Kuning 
Ditinjau dari aspek gizi, labu kuning memiliki kandungan gizi yang cukup baik, disamping 
kadar karbohidrat yang tinggi juga kaya akan provitamin A yang merupakan keistimewaan 
buah labu kuning yang berguna bagi kesehatan kita. Akhir-aklhir ini diketahui bahwa labu 
kuning mempunyai peranan dalam mencegah penyakit degeneratif seperti diabetis mellitus, 
asteroklerosis, jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan bahkan dapat mencegah 
terjadinya penyakit kanker. Melalui pengukusan lebih dahulu dapat dibuat aneka macam 
kudapan seperti: puding, kue lapis, cake, pie, nogosari dan sebagainya. Dengan melalui 
diparut dulu kemudian diperas misalnya; arem-arem, nasi kuning, sus. Selanjutnya dapat 







Jagung merupakan palawija sumber karbohidrat yang memegang peranan penting kedua 
setelah beras. Jagung juga mengandung unsur lain yang diperlukan manusia yaitu kalori, dan 
protein. Dengan mengkonsumsi aneka macam produk olahan jagung, berarti telah 
melaksanakan program diversifikasi pangan non-beras. Pengolahan jagung menjadi 
berbagai macam produk olahan akan meningkatkan nilai ekonomi dan nilai guna jagung 
sebagai bahan pangan non-beras, disamping dapat meningkatkan pendapatan keluarga. 
Teknik pengolahannya dapat berasal dari jagung yang masih segar maupun yang telah kering 
ataupun dibuat jagung. Adapun produknya diantaranya : emping jagung, aneka cake, talam, 
muffin, dan sebagainya.  
5. Tempe 
Tempe merupakan salah satu jenis makanan yang digemari oleh kebanyakan masyarakat 
Jawa ternyata memiliki arti simbolis dan ritual, seperti hubungan makanan dengan status 
sosial ekonomi seseorang atau golongan dan berhubungan dengan fungsi yaitu digunakan 
untuk suatu upacara masyarakat tertentu.  
Ironisnya sekalipun tempe sudah biasa disajikan dalam menu harian oleh masyarakat di 
pedesaan dari berbagai golongan, namun sesekali dinilai atau dianggap makanan yang 
rendah. Di dalam hubungan sosial dan pergaulan hidup sehari-hari masih sering didengan 
ucapan atau ungkapan yang menunjukkan pelecehan sosial, sindiran terhadap hidangan 
tempe. Dalam perkembangan terakhir, tempe mulai digemari oleh berbagai warga 
masyarakat baik desa maupun perkotaan bahkan luar negeri. Makanan tempe tidak lagi 
dijadikan menu tambahan melainkan disantap sebagai makanan kesehatan. Informasi hasil 
penelitian diketahui bahwa tempe kedelai sangat berkhasiat sebagai antibiotik dan anti 
diare.  
6. Sagu 
Pada masa kini dalan kurun waktu 27 tahun terakhir, perhatian terhadap sagu menurun 
sangat pesat, padahal sagu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan tanaman 
pangan lainnya, pohon sagu berpotensi dan menghasilkan produksi yang sangat tinggi. Sagu 
merupakan komoditas potensial sebagai bahan substitusi dan bahan baku untuk industri.36 
Sebagai salah satu sumber karbohidrat. Sagu dapat diolah menjadi tujuh macam produk 
antara lain serut kenari, serut kelapa, bagea kenari bulat, bagea kenari panjang (Ternate), bagea 
kelapa besar, bagea kelapa kecil, sagu tumbuk dan sagu lempeng. Jumlah produksi yang 
dihasilkan tergantung bahan yang tersedia dan kemampuan peralatan untuk mendukung 
proses produksi relatif tetap. Produk yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan 
menarik bagi pihak konsumen maupun langganan (pedagang). Diversifikasi produk sagu 
sangat membantu masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.37 
                                                                    
35 : Titiek F Djaafar dkk, Aneka Macam Produk Olahan Jagung, Penerbit Kanisius, 2001 
36 : Sipahutar Dorlan & Supriadi Herman, Jurnal Sagu, September 2009 Vol. 8 No. 2 : 16-21, Prospek Pengembangan 
Agroindustri Sagu di Riau Kepulauan. 




Setelah semua hasil pertanian tersebut diolah, langkah selanjutnya adalah proses pemasaran demi 
mensejahterakan kehidupan petani. Untuk itu contoh analisa dapat di lihat pada Tabel 1 (Penentuan 
harga disesuaikan dengan permintaan pasar masing-masing daerah). Tabel tersebut menjelaskan 
formula yang akan digunakan dalam perhitungan nilai tambah pengolahan bagi suatu daerah untuk 
mengetahui jumlah pengeluaran maupun pendapatan yang akan diterima.  
Tabel 1. Contoh Format Analisis Nilai Tambah Pengolahan38 





















Hasil produksi (kg*/Bulan) 
Bahan baku (kg/Bulan) 
Tenaga kerja (HOK) 
Faktor konversi (1 / 2) 
Koefisien tenaga kerja (3 / 2) 
Harga produk (Rp / kg) 
Upah rerata (Rp / HOK) 
Pendapatan 
Harga bahan baku (Rp / kg) 
Sumbangan input lain (Rp / kg) 
Nilai produk (4x6) (Rp / kg) 
a. Nilai tambah (10-8-9) (Rp / kg) 
b. Rasio nilai tambah (11.a / 10) (%) 
a. Imbalan tenaga kerja (5x7) (Rp / kg) 
b. Bagian tenaga kerja (12.a. / 11.a.) (%) 
a. Keuntungan (11.a. – 12.a) 
b. Tingkat keuntungan (13.a / 11.a) (%) 
Balas Jasa Untuk Faktor Produksi 
Margin (Rp / kg) 
• Pendapatan tenaga kerja langsung 12a / (14 x 100) 
• Sumbangan input lain 9 / (14 x 100) 




A / B = M 






M X D = K 
K – F – G = L 
(L / K) % = H% 
N X E = P 
(P / L) % = Q% 
L – P = R 
(R / L) % = 0 % 
 
K – F = S 
P / (S X 100) = T 
G / (S X 100) = U 
R / (S X 100) = V 
 
Selanjutnya adalah perhitungan Analisis Revenue Cost Ratio (R/C ratio) yang merupakan 
perbandingan antara penerimaan total dan biaya total, yang menunjukkan nilai penerimaan yang 
diperoleh dari setiap rupiah yang dikeluarkan.  
Adapun tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan wujud diversifikasi pangan ini adalah 
peran pemerintah dalam berkontribusi dengan masyarakat langsung. Seperti, mengadakan 
pengalokasian mesin atau peralatan yang dibutuhkan dalam pengolahan sumber pangan lokal 
tersebut serta kurangnya perhatian pemerintah dari segi penyuluhan merupakan salah satu pemicu 
masyarakat dalam beralih pangan. Untuk itu, diharapkan ada keseimbangan yang 
berkesinambungan pada kebijakan pemerintah dalam pemerataan pengalokasian dana APBD demi 
mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Selain 
itu, pembentukan kelompak masyarakat atau pendayagunaan kaum perempuan selaku ibu rumah 
tangga sangat berperan dalam pengolahan industri dalam skala rumah tangga sebagai salah satu 
industri pangan yang berkelanjutan demi mengubah tatanan masyarakat akan kebiasaan 
mengkonsumsi sumber pangan lokal. 
                                                                    
38 : Prosedur perhitungan nilai tambah menurut metode Hayami (1990 dalam Sudiyono 2002) 




Dengan demikian secara langsung kita dapat mempertahankan hasil alam setempat dengan 
mengembangkan sumber daya lokal sebagai pendongkrak ketahanan pangan nasional, tanpa harus 
bergantung pada satu jenis pangan atau bahkan sampai harus mengimpor beras. Sejalan dengan itu, 
alam kita tidak miskin akan keberadaan pasokan hara tanah sebagai pemasok makanan bagi 
tanaman, karena secara tidak langsung lahan petani dapat mengakumulasikan kesuburan tanah 
Indonesia yang saat ini terlihat bagaikan padang tanah lapang akibat bercocok tanam satu jenis 
tanaman, serta Indonesia tidak lagi disebut sebagai salah satu negara penghasil karbon terbesar yang 
memicu terjadinya perubahan iklim besar-besaran yang merupakan akibat dari bercocok tanam padi. 
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Provinsi Kepulauan Riau 
merupakan provinsi di Indonesia 
yang memiliki letak strategis 
antara Laut Cina Selatan, Selat 
Malaka dan Selat Karimata. Letak 
yang strategis ini memungkinkan 
Kepulauan Riau menjadi pilot 
project pengembangan kerjasama 
dengan negara-negara tetangga 
di Asia Tenggara dan kancah 
dunia. Bintan, sebuah pulau yang 
terletak di perbatasan antara 
Indonesia dengan Negeri Singa 
(Singapura) dan Negeri Jiran 
(Malaysia) merupakan salah satu 
pulau di Provinsi Kepulauan Riau 
yang terkenal dengan 
pariwisatanya. 
Pulau Bintan adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil 
yang terbentang di dekat negara tetangga. Pulau Bintan memiliki banyak daerah pariwisata andalan 
dengan keindahan pantai dan wisata lautnya. Pulau Bintan selain merupakan kota gurindam dengan 
segudang sejarah juga merupakan kota yang kaya akan sumber daya lokal. Hanya saja sumber daya 
lokal belum sempat diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Banyak turis mancanegara yang 
berdatangan ke Pulau Bintan. Banyak pula tempat pariwisata, rekreasi, dan pusat pembelanjaan 
yang dikembangkan, seperti Bintan Resort yang berlokasi di Bintan Utara, Cabana Resort, Agro 
Resort, pantai Trikora, pantai Lagoi. dan gunung Bintan di Sekuning, Bintan Utara, dan pantai 
sepanjang Kecamatan Gunung Kijang. Pusat pembelanjaan di Tanjung Pinang Km 10, Bintan Indah 
Gambar 3 Peta Provinsi Kepulauan Riau 
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Mall, Bestari Mall, Ramayana Mall, Bintan Grand Mall. Hal ini sesungguhnya menjadi kesempatan 
yang berharga untuk pengembangan produk lokal dan pengolahan kuliner lokal untuk dijual kepada 
para pengunjung.  
Salah satu desa di Kecamatan 
Gunung Kijang yang bernama 
Desa Kawal memiliki produk khas 
yang sangat terkenal, yaitu 
“Otak-otak Kawal”. Desa kecil 
tersebut terkenal dengan kuliner 
otak-otaknya, sehingga banyak 
stand yang menjual kuliner khas 
ini dan stand otak-otak terlezat 
ada di Desa Kawal. Hal ini yang 
membuat otak-otak Kawal 
terkenal. Penduduk Desa Kawal 
membuat dan mengolah kuliner 
ini sendiri dan langsung 
memanggangnya di stand 
masing-masing. Aroma otak-
otak dapat dicium sepanjang 
stand-stand penjualan. 
Umumnya, pengunjung akan 
singgah dahulu untuk membeli 
otak-otak Kawal sebelum menuju pantai dan dinikmati sebagai cemilan sepanjang jalan. Saat pulang 
dari pantai, pengunjung juga membeli untuk dijadikan buah tangan khas.  
Penulis melihat adanya potensi yang besar untuk menjadikan otak-otak kawal menjadi produk lokal 
khas Pulau Bintan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Kepri, jumlah wisatawan mancanegara 
yang berkunjung ke Bintan berjumlah 296.229 orang pada tahun 2009, 313.945 pada tahun 2010, 
337.353 pada tahun 2011. Berdasarkan data diolah, Pantai Trikora, yang potensial dengan pantainya, 
mendatangkan wisatawan yang berkunjung 23.550 orang pada tahun 2011 dan 20.700 orang pada 
tahun 2012. Merupakan suatu kesempatan emas, apabila aparatur desa dapat membangun UMKM 
otak-otak Kawal dan menjadikannya sebagai kuliner khas Bintan yang selanjutnya dapat 
diperkenalkan di kancah internasional. 
Otak-otak kawal adalah kuliner yang terbuat dari daging ikan laut, seperti ikan tenggiri, ikan kakap, 
ikan gabus, dan ikan laut lainnya yang dibungkus dengan daun kelapa. Makanan ini merupakan 
kuliner khas daerah pesisir. Pulau Bintan yang luas wilayahnya 87.777, 84 km2 dengan luas daratan 
hanya 1.319,51 km2 tersebut menjadikan otak-otak Kawal sebagai kuliner khas pesisir yang bisa 
dijadikan lauk maupun cemilan ringan. Ada otak-otak ikan, baik pedas maupun tidak, serta otak-otak 
sotong. Hal yang disayangkan adalah kuliner ini menggunakan santan sehingga tidak bisa tahan 
lama. Salah satu ide yang penulis berikan adalah membuat “Otak-otak Kawal Siap Saji”. Otak-otak 
tersebut dapat tahan lama selama 1-2 bulan dengan tanggal kadaluarsa tertentu, sehingga 
pengunjung dapat membawanya ke luar daerah. 




Otak-Otak Kawal Siap Saji Kuliner Khas Bintan 
Otak-otak kawal siap saji merupakan ide yang dicetuskan 
penulis untuk membuat otak-otak dari Desa Kawal menjadi 
kuliner dan cemilan khas Pulau Bintan. Otak-otak kawal siap saji 
tetap menggunakan adonan otak-otak pada umumnya dengan 
santan yang diawetkan dan konsep pengolahan fastfood. 
Penulis mengusulkan produk tersebut dibuat seperti “nugget 
atau sosis” yang dapat dimakan setelah digoreng atau 
dipanaskan dengan tanggal kadaluarsa tertentu. Otak-otak 
kawal siap saji sebaiknya diproduksi dengan tanggal kadaluarsa 
yang singkat 1 sampai 3 bulan. Adapun usulan tiga rasa yang 
ditawarkan seperti otak-otak ikan murni, otak-otak ikan 
sotong, dan otak-otak ikan kepiting. Alasan mengusulkan rasa 
tersebut karena ikan, sotong dan kepiting mudah didapatkan di 
Desa Kawal dan umumnya otak-otak hanya terbuat dari daging ikan saja. Otak-otak rasa sotong 
merupakan daging ikan yang dicampuri dengan sotong dan otak-otak rasa kepiting merupakan 
daging ikan yang dicampuri dengan kepiting. 
Kuliner ini dapat diproses menggunakan mesin pembuat 
otak-otak, sehingga dapat meminimalisir biaya dan juga 
tenaga manusia. Mesin pembuat otak-otak dapat berupa 
mesin yang mengolah dari proses penggilingan, 
pencampuran bahan pembuat otak-otak dan pengemasan.  
Mesin penggiling daging ikan dapat berupa mesin yang 
sudah ada di samping. Mesin tersebut dapat dilengkapi 
dengan fungsi penggilingan, pencampuran bahan pembuat 
otak-otak, dan pengemasan. Kapasitas produksi mesin 
dapat disesuaikan, misalnya mampu memproses 100 kg 
otak-otak dalam 2 jam. Daging ikan yang sudah dipisahkan 
tulangnya dapat dimasukkan ke mesin penggiling. Daging 
ikan halus kemudian dicampur dengan adonan dan 
kemudian dilakukan proses pengemasan.  
“Otak-otak Kawal Siap Saji” berawal dari UMKM 
“Otak-otak Kawal Siap Saji”, kuliner dan sekaligus cemilan ini hanya terkenal di desa-desa pesisir 
pantai saja apabila tidak diperkenalkan. Agar dapat dikenal luas harus dibentuk Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) yang khusus memasarkan makanan khas ini. Strategi pengembangan 
produk dimulai dari UMKM otak-otak siap saji, mendirikan outlet-outlet kuliner khas di setiap pusat 
pariwisata Bintan, bekerja sama dengan swasta untuk memasarkan kuliner khas di minimarket resort 
dan villa serta menjual produk di setiap pusat perbelanjaan di Pulau Bintan.  
Adapun langkah-langkah implementasi sebagai berikut. 
 
1. Pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah otak-otak kawal siap saji.  
Gambar 5 Contoh Otak-otak Siap Saji 




Persebaran stand penjualan otak-otak di Kawal menyebabkan adanya otak-otak dengan 
berbagai rasa dan kualitas yang berbeda. Penulis menyarankan dibentuknya UMKM otak-
otak Kawal siap saji sebagai pusat. Dengan hal ini, tidak berarti stand otak-otak yang kurang 
pengunjungnya tidak menjual otak-otak lagi. Stand tersebut tetap dapat menjual otak-otak 
dengan rasa dan kualitas yang sama dengan mengambil otak-otak dari UMKM.  
UMKM yang ditentukan dapat diistilahkan sebagai home industry pusat. Hal ini bertujuan 
untuk pengembangan produk jangka panjang. Dengan satu produk yang  bersumber dari 
produsen yang sama, rasa dan kualitas yang sama, dibawah sistem pengelolaan yang sama 
akan mudah dikelola dan dikembangkan bisnis tersebut.  
2. Dibentuknya outlet-outlet di setiap tempat pariwisata, rekreasi, dan pusat pembelanjaan.  
Untuk mendirikan outlet-outlet di tempat pariwisata dan pusat pembelanjaan, perlu adanya 
kerjasama antara pemerintah setempat dengan pihak swasta untuk penempatan kuliner 
khas tersebut. Hal tersebut tentunya diperbolehkan karena akan saling menguntungkan 
(win-win solution). UMKM pasarnya bertambah luas dan keuntungannya semakin besar, serta 
tempat pariwisata dan pusat pembelanjaan mendapatkan keuntungan. 
3. Dibentuknya sistem distribusi otak-otak kawal siap saji 
Pulau Bintan yang dengan luas daratan 1.319,51 km2 memiliki banyak tempat pariwisata, baik 
pantai, gunung, resort maupun pusat pembelanjaan. Untuk menjamin adanya sistem 
distribusi yang baik untuk memenuhi permintaan di setiap outlet, perlu adanya sistem 
distribusi otak-otak kawal siap saji dari pusat. Oleh karena itu, penulis mengusulkan 
digunakannya 1 mini bis distribusi barang otak-otak siap saji yang sudah didesain sebagai 
mobil khusus pendistribusian otak-otak siap saji.  
Selain tujuan distribusi, mini bis ini juga sebagai alat promosi. Pada tahap awal, diperlukan 
pengenalan produk. Mini bis dapat mencantumkan logo khusus UMKM Otak-otak siap saji, 
kemasan otak-otak siap saji yang menarik perhatian, dan nomor telepon pemesanan.  
4. Adanya sistem pengaturan persediaan barang 
Otak-otak siap saji didesain dengan tanggal kadaluarsa tertentu, sehingga dalam sistem 
pengaturan persediaan barang dagang bisa menggunakan Microsoft Excel saja dengan 
penempatan karyawan khusus pencatatan barang dagang karena masih tahap bisnis awal. 
Apabila bisnis tersebut membuahkan hasil dan terus berkembang, sistem pengaturan 
persediaan barang dagang dapat menggunakan software inventory. 
Dengan cara demikian, produk lokal dapat dikenal oleh para pengunjung di seluruh Pulau Bintan. 
Setelah berhasil memasarkan produk melalui strategi di atas, omset yang diperoleh dapat diputar 
dananya dengan memperkenalkan produk khas Pulau Bintan tersebut ke Pulau Batam. Jarak Pulau 
Bintan dan Pulau Batam hanyalah 1 jam menggunakan kapal Ferry. Batam adalah pulau yang banyak 
dikunjungi turis-turis asing karena berdekatan dengan Singapura dan juga mendapat fasilitas FTZ. 
Dari sinilah produk lokal dapat disebarluaskan. Ini juga merupakan salah satu jalur untuk 
memperkenalkan produk lokal di kancah internasional. Otak-otak Kawal Siap Saji khas Bintan dan 
produk lokal lainnya dapat diekspor ke luar negeri.  
Apabila strategi tersebut berhasil diterapkan, maka pengembangan strategi berkelanjutan dalam 




dapat diimplementasikan. Dengan cara tersebut, diharapkan potensi pasar yang awalnya hanya 
tersudut di desa-desa kecil dapat diangkat dan diperkenalkan di tingkat internasional. Ini juga 
merupakan salah satu upaya meningkatkan devisa dan pendapatan negara. 
Perkiraan Biaya dan Keuntungan 
Perkiraan biaya variabel untuk memproduksi otak-otak adalah Rp1.500,- per buah. Otak-otak Kawal 
siap saji diusulkan di packing 10 buah per bungkus dengan harga yang dijual Rp30.000,- per bungkus. 
Otak-otak siap saji bentuknya lebih besar dan tebal daripada otak-otak pada umumnya, sehingga 
harga tersebut dapat diterima di pasar. Biaya satu bungkus Otak-otak Kawal siap saji yang dibuat 
dengan biaya Rp20.000,- dan dijual dengan harga Rp30.000,- sehingga setiap bungkus memperoleh 
keuntungan Rp10.000,-. 
Dengan demikian, dana desa yang akan turun sebesar Rp. 1,4 milyar, penulis mengusulkan 20 % dari 
dana tersebut digunakan untuk pengembangan bisnis UMKM Otak-otak Kawal siap saji dengan 
rincian biaya, yakni jumlah biaya variabel sebesar Rp. 1.835.000,-. Investasi biaya produksi sebesar 
Rp. 6.500.000,-. Rincian biaya produksi dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Asumsi produksi 100 bungkus @ 10 buah 
Ikan tenggiri 18  IDR 60,000.00   IDR 1,080,000.00  
Santan Buatan 9  IDR 15,000.00   IDR     135,000.00  
Rempah    IDR    300,000.00  
Packing Material 8   IDR    320,000.00  
Total Biaya Variabel  IDR 1,835,000.00  
 
Pemasukan    
Produksi 100 bungkus @ 10 buah  
100 bungkus * IDR 30.000,-  IDR      3,000,000.00  
Total Pemasukan   IDR      3,000,000.00  
Pengeluaran   
Biaya Tetap   
Mesin Penggiling 1/60 * IDR 6000.000,-  IDR        100,000.00  
Peralatan pelengkap lainnya 1/24 *    IDR 500.000,-  IDR            20,833.33  
Total Biaya Tetap   IDR          120,833.33  
Biaya Variabel   
Ikan tenggiri  IDR 1,080,000.00  
Santan Buatan  IDR     135,000.00  
Rempah  IDR     300,000.00  
Packing Material  IDR     320,000.00  
Total Biaya Variabel IDR 1,835,000.00  
Total Pengeluaran Operasional IDR  1,955,833.33 
   
Laba  IDR 1,044,166.67 
    
Referensi 
Putra, Mukhlas Adi, 2013. Analisis Pengembangan Fasilitas Kawasan Wisata Pantai Trikora Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. 
 
272  
Provinsi Kepulauan Riau dalam 2007-2011, BPS 
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Kakao merupakan salah satu komoditi pertanian yang menyumbangkan devisa yang cukup besar 
bagi Indonesia selain kelapa sawit dan karet. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga 
di dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia 
adalah Sulawesi; Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah (Departemen 
Perindustrian, 2007)[1]. Daerah yang menyumbang paling banyak kakao tahun 2014 adalah seluruh 
provinsi di Pulau Sulawesi yang menguasai 60%-65% dari total jumlah produksi kakao Indonesia. 
Sulawesi Selatan menjadi juara dengan produksi 198.662 ton, disusul Sulawesi Tengah sejumlah 
168.401 ton, dan Sulawesi Tenggara di angka 154.229 ton (Aditya, 2013)[2]. Kabupaten Konawe 
Selatan dan Kolaka adalah daerah perkebunan yang potensial menghasilkan kakao di Sulawesi 
Tenggara (Agussalim, 2012)[3]. 
Keberhasilan produksi kakao Indonesia tentunya tidak lepas dari peran para petani kakao. Namun, 
pengetahuan petani kakao khususnya di Sulawesi Tenggara, akan teknologi tepat guna pada 
pengolahan buah kakao masih sangat minim. Seperti yang dilansir dalam sebuah Tabloid Agribisnis 
“AGRINA” (2014)[4], Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 
mengatakan bahwa masih ada beberapa permasalahan petani kakao yang masih perlu diperbaiki 
lagi. Antara lain, pola budidaya yang masih mengandalkan cara tradisional, pengelolaan panen dan 
pascapanen, pemasaran, kelembagaan petani dan sumber daya alam serta kebutuhan sarana 
produksi.  
Umumnya petani kakao menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul dengan fermentasi 
seadanya (media fermentasi yang tidak sesuai dan proses fermentasi yang kurang tepat) dan tidak 
berorientasi pada mutu. Padahal kualitas biji kakao tergantung dari proses fermentasinya. Maka dari 
itu, perlu adanya perbaikan penerapan teknologi pada proses fermentasi kakao. Proses fermentasi 
pulp adalah merupakan proses yang utama dalam industri pengolahan biji kakao dan menentukan 
kualitas produk akhir. Tujuan dari fermentasi buah kakao adalah menghilangkan pulp, mematikan 
biji, membentuk warna dan calon flavor (aroma dan rasa) yang diinginkan serta memperbaiki rasa biji 
kakao (Siregar, et al.,1989)[5].  
Fermentasi dilakukan juga untuk menghasilkan biji yang tahan terhadap hama dan jamur. Biji kakao 
difermentasikan di dalam kotak kayu berlubang, dapat terbuat dari papan atau keranjang bambu. 
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Fermentasi memerlukan waktu 6 hari. Dalam proses fermentasi ini terjadi penurunan berat sampai 
25%. Departemen Perindustrian (2007) [1] menjelaskan bahwa terdapat dua cara fermentasi yang bisa 
dilakukan: 
1. Fermentasi dengan kotak/peti fermentasi 
a. Biji kakao dimasukkan dalam kotak terbuat dari lembaran papan yang berukuran panjang 60 
cm dengan tinggi 40 cm (kotak dapat menampung ± 100 kg biji kakao basah) setelah itu kotak 
ditutup dengan karung goni/daun pisang. 
b. Pada hari ke 3 (setelah 48 jam) dilakukan pembalikan agar fermentasi biji merata. 
c. Pada hari ke 6 biji-biji kakao dikeluarkan dari kotak fermentasi dan siap untuk dijemur. 
2. Fermentasi menggunakan keranjang bambu 
a. Keranjang bambu terlebih dahulu dibersihkan dan dialasi dengan daun pisang baru kemudian 
biji kakao dimasukan (keranjang dapat menampung ± 50 kg biji kakao basah) 
b. Setelah biji kakao dimasukan keranjang ditutup dengan daun pisang. 
c. Pada hari ke 3 dilakukan pembalikan biji dan pada hari ke 6 biji-biji dikeluarkan untuk siap 
dijemur. 
Pengolahan kakao pra-fermentasi menghasilkan limbah berupa kulit buah dan selubung biji. Limbah 
ini bisa digunakan sebagai pakan ternak dan bahan bakar alternatif / bioethanol. Namun, para petani 
kakao biasanya mengolah limbah kulit kakao menjadi pakan ternak saja, karena pakan ternak ini bisa 
langsung digunakan sendiri tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli pakan ternak. Sedang, 
mengolah kulit buah menjadi bioethanol sulit dilakukan oleh petani sendiri, selain karena prosesnya 
yang rumit, alat dan bahan yang juga sulit didapatkan juga menjadi salah satu kedala. Limbah hasil 
fermentasi, menghasilkan limbah berupa pulpa (pulp) atau cairan yang keluar saat fermentasi. 
Limbah ini biasanya tidak dimanfaatkan dan dibuang yang mengakibatkan lingkungan daerah sekitar 
menjadi berbau. Padahal limbah (pulp kakao) ini dapat bertransformasi menjadi produk turunan yang 
menghasilkan nilai tambah.  
Tabel 1. Komposisi Buah Kakao 
Komponen Presentase (%) 
Pod (kulit buah) 75.70 
Biji dan pulp 21.68 
Plasenta 2.62 
Sumber : Ashadi, 1988[6] 
Limbah pulp ini jumlahnya sekitar 10% dari berat basah biji kakao (Hartoto dkk, 1991)[7]. Jika dilihat 
dari data produksi kakao Sulawesi Tenggara tahun 2014, jumlah limbah kakao yang dihasilkan adalah 
154.299 ton, maka untuk jumlah limbah pulp kakao saja yang dihasilkan adalah 15.429,9 ton. 
Bayangkan jika seluruh limbah yang tidak sedikit ini jika dapat dimanfaatkan, maka dipastikan dapat 
meningkatkan taraf hidup para petani kakao. Manfaat yang dapat diperoleh lingkungan bersih dan 
sehat, penerapan zero waste, produk turunan olahan limbah kakao dapat dijual ke 
koperasi/pengusaha kecil lain atau membuka usaha baru maupun digunakan sendiri, produk turunan 
(makanan: mis. nata de cocoa) dapat pula dijadikan food icon wisata daerah. 
Limbah cairan pulp kakao merupakan limbah yang belum banyak dimanfaatkan, khususnya oleh 
petani kakao Sulawesi Tenggara. Menurut Agyeman dan Oldham (1986) [8] cairan pulp ini mempunyai 




0,8-1,5% asam tidak menguap dan 0,1-0,5% protein. Kadar gula yang dimiliki kakao ini sangat 
potensial digunakan sebagai bahan dasar pembuatan nata, yaitu nata de cocoa.  
Pembuatan nata de cocoa cukup mudah. Bahan-bahan yang digunakan pun relatif mudah diperoleh 
dan murah.   
Bahan-bahan yang digunakan:  
1. Pulp kakao 
2. Bakteri Acetobacter xylinum 
3. Gula 
4. Urea  
5. Asam asetat 25% (cuka dapur)  
Alat-alat yang digunakan: 
1. Saringan 
2. wadah/loyang 
3. Botol untuk biakan bakteri 
4. Panci dan kompor untuk merebus 
Berikut langkah-langkah pembuatan nata de cocoa: 
1. Alat-alat yang digunakan sebaiknya disterilkan terlebih dahulu dengan cara dipasteurisasi 
atau direbus/disiram air panas selama beberapa menit agar terhindar dari kontaminan 
bakteri lain.  
2. Pulp kakao diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:14 (14 liter air per 1 liter pulp). Pulp 
kakao encer kemudian dihaluskan dan disaring untuk diambil sari buahnya. 
3. Pada sari buah ditambahkan gula 30 g/L sari buah, dan urea 4 g/L sari buah, diaduk rata. 
4. Kemudian dilakukan perebusan pada suhu 100oC selama 30 menit, ditambahkan asam asetat 
(cuka dapur) 10 mL/L sari buah dan didinginkan pada wadah steril. 
5. Setelah didinginkan, ditambahkan starter nata (Acetobacter xylinum) sebanyak 150 mL/L 
medium (sari buah). 
6. Medium diinkubasi/ditutup koran 
selama 14 hari. Sesudah 14 hari, 
akan terbentuk lapisan putih 
yaitu nata dan siap dipanen.  
Bakteri Acetobacter xylinum dapat 
diperoleh di LIPI (Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia) ataupun balai 
penelitian terdekat dan harganya pun 
sangat terjangkau. Jika masih sulit untuk 
mendapatkannya, bakteri ini dapat 
dikembangkan sendiri dan caranya pun 
mudah. Berikut langkah-langkahnya 
(Azhar, 2012) [10]: 
 
Bahan: 
Gambar 1. Buah kakao, pulpa kakao, nata de cocoa 
Gambar 2. Hasil biakan Acetobacter xylinum 
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1. Nanas matang 1 buah 






4. Botol plastik/kaca atau botol bekas lainnya 
5. Wadah 
Prosedur Pembuatan 
1. Kupas Nanas matang sebanyak satu buah, lalu cuci hingga bersih 
2. Potong kecil-kecil nanas tersebut, masukan ke dalam blender (atau alat penghancur lainnya 
seperti parutan) 
3. Setelah dihancurkan, peras air Nanas dan saring. 
4. Pakai ampas nanas hasil saringan, lalu tambahkan gula pasir dan air dengan perbandingan 
ampas nanas : gula pasir : air = 6:3:1 
5. Aduk campuran tersebut sampai rata, kemudian masukan ke dalam botol yang tertutup 
rapat. 
6. Diamkan selama 2-3 minggu sampai terbentuk lapisan putih di atas campuran tersebut. 
Simpan di dalam temperatur kamar, jangan membuka tutup botolnya. 
7. Bagian yang digunakan untuk membuat nata adalah air dari campuran tersebut yang 
mengandung bakteri Acetobacter Xylinum.  
8. Apa yang anda hasilkan biasa disebut sebagai starter atau bibit Acetobacter Xylinum. 
Tabel 2. Detail Biaya Bahan Pembuatan nata de cocoa (Untuk 1 L limbah pulp) 
Bahan/Alat Dosis* Harga (Rp) 
Gula 30 gr 12.000,- /kg 
Urea 4 gr 4900,- /kg 
Cuka dapur 10 ml 3500,- /botol /100 ml 
Nanas (membuat starter bakteri sendiri) 1 buah 10.000,- 
Acetobacter xylinum 150 ml 100.000,- /botol /L 
Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dihitung biaya yang harus dikeluarkan petani untuk membuat nata 
de cocoa per 1 L limbah pulp adalah sebesar Rp. 1.965,00 (asumsi 1 buah nanas menghasilkan 800 ml 
starter bakteri).  Jika dengan 1 L limbah pulp dapat menghasilkan 250 g nata de cocoa, maka dengan 
harga jual 10.000/ kg, keuntungan yang dapat diperoleh petani adalah Rp 2.500,00 – Rp 1.965,00 = 
Rp 535,00.  
Demi tercapainya implementasi program edukasi pemanfaatan limbah kakao ini harus didukung para 
stakeholder terkait, yaitu pemerintah (Dinas Pertanian dan Perkebunan daerah), dan petani kakao 
sendiri. Dinas Pertanian dan Perkebunan daerah bertugas untuk mengontrol dan mengelola tanaman 
pangan khususnya kakao, bekerja sama dengan para akademisi maupun praktisi memberikan 
penyuluhan kepada para petani kakao tentang pemanfaatan limbah dan konsep zero waste.   
Artikel dan penelitian mengenai nata de cocoa telah banyak dilakukan, namun ini hanya dijadikan 
sebatas tulisan/karya ilmiah tanpa implementasi kontinyu. Khususnya di Sulawesi Tenggara, produk 




ditemui dalam implementasi program ini, diantaranya mengubah mindset berpikir petani yang masih 
konvensional, melatih petani mengolah limbah yang bernilai tambah dengan proses pengolahan 
yang benar, sarana teknologi pendukung yang kurang memadai. Hal ini diharapkan dapat diantisipasi 
dengan melakukan penyuluhan secara continue, follow up, dan monitoring dari pemerintah daerah, 
akademisi, maupun praktisi terkait. 
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Latar Belakang  
Indonesia adalah Negara tropis yang kaya akan flora dan fauna. Banyak jenis tumbuhan merupakan 
sumber plasma nutfah yang tidak ternilai, salah satunya adalah tanaman sirih. Berdasarkan 
Direktorat Jenderal Hortikultura (2006) bahwa sirih termasuk tanaman binaan komoditas 
biofarmaka. Tumbuhan merambat ini dapat tumbuh subur hampir di seluruh kawasan Indonesia. 
Tanaman sirih (Piper betle Linn) sebagai salah satu tanaman obat tradisional yang berfungsi ganda.  
Keasadaran masyarakat akan banyaknya khasiat sirih sehingga pembudidayaannya banyak  dijumpai 
di lahan pekarangan terutama pada keluarga-keluarga petani di pedesaan.  Akhir-akhir ini sudah 
banyak ditanam oleh masyarakat dan diusahakan pengembangannya  sebagai tanaman obat 
keluarga. Pada umumnya masyarakat memanfaatkan daun sirih untuk menguatkan gigi dan 
mencegah bau mulut. Kandungan minyak atsiri yang terdapat pada daun sirih sebagai antimikroba 
dan antiseptik alami. Pada daun sirih juga mengandung gula, tanin, enzim diastase.  
Penggunaan daun sirih dikenal “menyirih” dengan mencampurkannya  gambir, pinang dan kapur. 
Kebiasaan menyirih telah menjadi tradisi di berbagai daerah di Indonesia bahkan sebagai salah satu 
syarat upacara adat. Selain dikunyah langsung, daun sirih juga bisa bisa sebagai obat kumur dengan 
cara direbus terlebih dahulu kemudian diambil ekstraknya. Cara ini kurang praktis sehingga 
diperlukan inovasi untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaannya, salah 
satunya dibuat permen.  
Produk  permen banyak disukai oleh seluruh lapisan masyarakat, baik anak-anak maupun orang 
dewasa. Bisa dikonsumsi kapan pun dan dimana pun.  Oleh karena itu, produk permen tablet dari 
ekstrak daun sirih, selain praktis juga dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Teknologi 
tanaman sirih sebagai permen bisa dijadikan produk asli di setiap daerah di Indonesia, sebagai contoh 
kecil di desa Yomdori, Biak Barat, Papua. Pertimbangan di daerah ini, awardee telah tinggal selama 
satu tahun. Berdasarkan observasi bahwa potensi daun sirih begitu melimpah namun tidak 
dimanfaatkan untuk produk yang bernilai ekonomis.  
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Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat pedesaan untuk membuat permen 
daun sirih sehingga dapat dijadikan peluang bisnis untuk meningkatan kesehateraan ekonominya.  
Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pengolahan permen daun sirih? 
2. Bagaimana peluang usaha permen daun sirih? 
Tujuan Penulisan 
Mengacu rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui  proses pengolahan permen daun sirih 
2. Mengetahui peluang usaha permen daun sirih 
Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 
1. Meningatkan mutu dan nilai jual daun sirih dengan diolah menjadi permen. 
2. Khasiat permen sirih dapat dikenal oleh masyarakat luas.  
3. Membuat produk berbasis indigenous permen tablet dari ekstrak daun sirih sebagai alternatif 
permen anti bakteri  
4. Permen sirih sebagai produk pangan yang dapat meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. 
5. Membuka peluang usaha bagi masyarakat pedesaan sebagai alternatif functional 
confectionary sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.  
Gambaran Umum Rencana Usaha 
Daun sirih adalah salah satu tanaman yang mempunyai kandungan bioaktif yang mempunyai 
aktifitas antibakteri, diantaranya adalah safrol, dan kavibetol asetat (Arambewela dalam Suliantari, 
2012). Penggunaan daun sirih masih jarang ditemukan dalam produk olahan. Selama ini 
penggunaannya masih terbatas, diantaranya digunakan pada sabun, pasta gigi, dan jamu. Salah satu 
pemanfatan sirih pada produk pangan yaitu untuk  permen.   
Meskipun makanan mempunyai fungsi yang berkaitan dengan aroma, rasa, atau zat gizi esensial, 
pangan fungsional mengandung senyawa aktif secara fisiologis (senyawa bioaktif) dan digunakan 
untuk pencegahan atau penyembuhan suatu penyakit  atau untuk mencapai kesehatan tubuh yang 
optimal (Hasler dalam Muchtadi, 2012). 
Daun sirih digunakan untuk dikunyah di negara-negara Asia. Kosentrasi fenoloik dari sirih sebagai 
antioksidan. Antioksidan akan menyerap radikal bebas untuk mencegah penyakit kardiovaskuler dan 
kanker. Daun sirih mempunyai aroma dan rasa yang tajam dan secara luas digunakan untuk dikunyah 
di Asia. Ekstrak daun sirih ini juga memiliki pengaruh stimulasi sifnifikan terhadap lipase pangkreas, 
meningkatkan aktivitas superoksida dismutase serta meningkatkan kadar antioksidan 




Daun sirih mengandung sejumlah besar molekul bioaktif seperti polifenol, alkaloid, steroid, saponin 
dan tanin. Beberapa kandungan kimia yang diisolasi dari daun sirih termasuk estrogole, katekol, 
terpen, lominene dan cardinene. Daun sirih juga dikenal mengandung sejumlah besar antioksidan 
seperti hydroxychavicol, eugonol, asam askorbat dan beta karoten. Secara biologis sirih adalah 
aromatik, stimulan, karminatif, astringent dan antiseptik. Daun memiliki sifat antijamur, hipotensi, 
hipotensi, anti tumor dan antibakteri (Prabu, 2012). 
Minyak esensial dari sirih untuk anti jamur, antiflatoxigenic dan sifat antioksidan yang diinginkan 
untuk pengawetan yang ideal. Oleh karena itu, aplikasinya sebagai tanaman berbasis makanan aditif 
dalam perlindungan dan peningkatan umur simpan komoditas selama penyimpanan dan pengolahan 
sangat dianjurkan (Prakash, 2010). 
Berbagai bentuk confectionary yang beredar di Indonesia saat ini belum terlalu beragam sehingga 
potensi untk masuk dalam industri ini dengan membawa sifat unik dan berbeda akan sangat 
menguntungkan. Permen dengan bentuk tablet (hard candy) berbentuk bulat dan rasa yang khas sirih 
dan bermanfaat bagi kesehatan gigi dan mulut. Menurut Amos dalam Nurdjannah (2002), permen 
hard candy merupakan salah satu jenis permen non kristalin yang memiliki tekstur keras, 
penampakan mengkilat dan bening. Bahan utama jenis ini adalah sukrosa, sedangkan bahan 
tambahannya adalah flavor, pengisi, pewarna, dan perasa asam. Sirup glukosa bisa juga diganti 
dengan gula invert untuk penghematan. Gula invert dapat dibuat dari glukosa dihidrolisis 
menggunakan asam. Gula invert berfungsi untuk mencegah terjadinya kristalisasi pada permen. 
Komponen flavor merupakan bahan yang cukup penting sebagai bahan tambahan dalam produk 
pangan termasuk permen. Flavor yang ditambahkan pada permen ini adalah mint untuk menambah 
aroma dan sensai mint dari permen ekstrak sirih.  
Bahan baku daun sirih mudah diperoleh di seluruh Indonesia termasuk Kecamatan Biak Barat, Papua. 
Daun sirih banyak ditemukan pasar tradisonal di Biak dan kawasan rumah penduduk. Selain itu, 
bahan baku permen lainnya sederhana dan mudah di dapatkan. Pembuatan permen dari ekstrak 
daun sirih bertujuan membawa manfaat ekstrak daun sirih secara praktis dan lebih nyaman. 
Proses Pengolahan 
Ada dua proses pengolahan menurut Pratiwi (2008) yaitu perencanaan dan proses produksi 
dipaparkan sebagai berikut: 
1. Perencanaan Produksi 
a. Bahan: Daun sirih, air, Sukrosa, HFS (High Fructose Syrup), Flavor Mint, Pewarna 
makanan (hijau), Plastik wraping, Kertas Label 
b. Alat dan Mesin Produksi: Timbangan, Panci/wajan Teflon, Gelas ukur, Solet, Blender, 
Baskom, Cetakan tablet, Termometer, Pengaduk, Saringan, Kompor  
2. Proses Produksi 
a. Pembuatan ekstrak daun sirih 
Tahap awal dilakukan ekstraksi daun sirih. Daun sirih segar dicuci kemudian 
ditambahkan dengan aquades (perbandingan 1: 2). Selanjutnya dihancurkan dengan 
menggunakan blender, lalu direbus dalam pemanas air yang tertutup dengan suhu 
100 oC selama 1 jam. Terakhir, ekstrak daun sirih disaring dengan kain saring.  
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b. Penimbangan, pencampuran, dan pemasakan 
Sukrosa ditimbang sebanyak 60 %. HFS ditimbang sebanyak 24%. Ekstrak daun sirih 
ditimbang sebanyak 16 %. Setelah penimbangan, sukrosa ditambahkan ekstrak daun 
sirih kemudian dipanaskan sampai suhu 100 oC. Selanjutnya ditambahkan HFS terus 
sampai suhu 150-160 oC. kemudian diangkat dan di dinginkan sampai 110 oC.  
c. Pencetakan dan pengemasan 
Adonan yang telah mencapai suhu 110 oC 
ditambahkan flavor mint dengan konsentrasi 
1% dan pewarna. Selanjutnya dicetak dan 
dibiarkan sampai mengeras. Setelah 
mengeras dikeluarkan dari cetakan. Proses 
pengemasan dilakukan dengan mengguakan 
plastik wrapping. Lalu permen disimpan pada 
suhu refrigerator (5-10 oC). 
Peluang Usaha 
Biaya  Variabel untuk Bahan Per-Produksi 
Bahan  Banyak Harga persatuan Total Harga (Rp) 
Sukrosa  750 gram 8000/kg 6.000 
Daun Sirih 3 ikat (300 gram) 1000/ikat 3.000 
Flavor mint 1,5 mL 10000/30 mL 500 
Pewarna Makanan 0,03 mL 10000/30 mL 10 
HFS 1,5 kg 8500/kg 12.750 
Label  63 buah 30/buah 1.890 
Plastik 63 buah 47,6 buah 3.000 
Gas  60000/tabung 9.000 
Total Biaya Variabel untuk 63 buah permen tablet 36.150 
Biaya Tetap Perminggu  
Nama Alat Harga (Rp) Umur Alat (Hari) Produksi 
Timbangan 60.000 365 164, 4 
Saringan 5.000 365 13,7 
Solet 1.000 365 2,7 
Mangkuk/wadah 20.000 365 54,8 
Gelas ukur 5.000 365 13,7 
Kompor 230.000 1825 126,1 
Tabung gas 310.000 3650 84,9 
Blender 180.000 1825 98,6 
Termometer 250.000 1095 228,3 
Wajan teflon 80.000 365 219,2 
Cetakan tablet 350.000 1095 319,6 
Total biaya tetap perminggu 1.326 
Persentase Keuntungan Perproduksi 
Kapasitas produksi adalah 63 buah permen tablet setiap kali produksi. Permen tablet sirih dijual 
kepada konsumen dengan harga 1.000/tablet. Total pemasukan setiap produksi adalah Rp63.000,-.   
Gambar 7 Permen Tablet 




Biaya total perproduksi adalah total biaya variabel untuk 63 buah permen tablet ditambahkan 
dengan total biaya tetap perminggu = Rp36.150,- + Rp1.326,- = Rp37.476,-. Adapun keuntungan 
setiap produksi = (Rp63.000 ) - (Rp37.476) =Rp25.524,-. Adapun persentase keuntungan perproduksi 
adalah Rp25.254/Rp37.476 X 100 % = 67,39 %.  
Penutup 
Ekstrak daun sirih dapat dijadikan permen  dalam bentuk tablet sebagai permen anti bakteri untuk  
menjaga kesehatan gigi dan mulut. Permen ini dapat dikonsumsi secara praktis dan nyaman. Produk 
berbasis indegenous ini dapat meningkatkan mutu dan nilai jual daun sirih sehingga dapat membuka 
peluang usaha bagi masyarakat pedesaan sebagai alternatif functional confectionary. Dengan 
demikian, pembuatan produk permen ekstrak daun sirih dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat pedesaan terpencil di Indonesia termasuk daerah Biak Barat, Papua.  
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Pesatnya laju globalisasi sebagai konsekuensi interaksi antar umat manusia dengan melewati batas 
negara bahkan batas budaya, hakikatnya merefleksikan tingkat komunikasi peradaban antar umat 
manusia yang semakin intens dengan teknologi. Produk teknologi dalam berbagai bidang, baik 
langsung maupun tidak langsung, pada akhirnya akan bermuara pada penguatan ekonomi dan 
ketahanan suatu bangsa dan negara. Salah satu teknologi strategis dalam menunjang dinamika 
globalisasi adalah teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan teknologi komunikasi dan 
informasi, masyarakat diberikan keleluasaan tanpa batas (borderless) dalam membentuk pola dalam 
berkomunikasi antar sesama termasuk komunikasi kebudayaan di dalamnya. 
Penemuan dan pembaruan di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan solusi praktis 
untuk mengatasi problematika yang sering dihadapi oleh masyarakat global. Contohnya, di era 
digital seperti saat ini, penggunaan internet sebagai media penunjang aktivitas menjadi sesuatu yang 
sulit untuk dipisahkan dari pola perilaku masyarakat modern. Di Indonesia, kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya 
bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah 
kecenderungan yang mengarah terhadap tingkat kecerdasan komunal masyarakat suatu bangsa 
dalam merespon tantangan global yang dihadapi.  
Pemanfaatan akses terhadap TIK di Indonesia prinsipnya dapat memberikan manfaat praktis bagi 
masyarakat dalam mengembangkan aktivitas-aktivitas produktif. Dengan adanya sarana TIK ini, 
masyarakat Indonesia tidak perlu lagi tertinggal sebagai aktor kemajuan zaman oleh bangsa-bangsa 
lain. Masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah, baik informasi 
yang baru terjadi atau sudah lama terjadi, baik kejadian itu yang terjadi di Indonesia ataupun di luar 
Indonesia secara cepat, akurat dan terpercaya. Salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas internet 
sebagai media strategis sarana komunikasi dan bertukar informasi. Dengan adanya akses internet, 
masyarakat tidak perlu berhubungan dengan anggota masyarakat yang lain secara bertatapan muka, 
melalui fasilitas email, kita dapat dengan mudahnya mengirim berupa pesan, photo, video atau 
konten-konten lainnya dengan mudah dan terjaga kerahasiannya. Kemudian dengan memanfaatkan 
fasilitas video call/teleconfrence jarak jauh masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan berbicara 
bahkan saling bertatap muka via layar digital. 
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Saat ini, penggunaan internet tak selamanya hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan yang 
dalam segi perkembangan teknologi bisa dikatakan lebih maju dibandingkan masyarakat desa. 
Penggunaan fasilitas internet di desa ini memiliki keterbatasan dibandingkan penggunaan internet 
di kota. Kendala yang dihadapi desa dalam masuknya internet ini adalah kurangnya infrastuktur 
telekomunikasi di berbagai daerah, khususnya wilayah desa di Indonesia. Hal ini disebabkan program 
pembangunan yang tidak merata, serta tingginya kasus korupsi di Indonesia yang menghambat 
pembangunan. Peran serta pemerintah dan stakeholders menjadi sangat penting dalam rangka 
memberikan fasilitas internet ke berbagai wilayah di pelosok tanah air ini secara merata. 
Aplikasi Portal Digital 
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan 
bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dalam ketentuan umum pasal 1 
angka 1 dan angka 2 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa: 
Pertama informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung 
nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan 
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Kedua informasi publik 
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan 
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara 
dan penyelenggaraan badan publik yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang 
berkaitan dengan kepentingan publik. 
Seiring perkembangannya, dinamika demografi penggunaan internet memunculkan peluang 
sekaligus tantangan bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengelola sebagai potensi yang 
dapat membantu pengembangan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi, dengan 
memanfaat media jaringan internet, masyarakat akan dengan mudah mendapat input informasi 
untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkuan produk-produknya di dalam pasar yang 
berbasiskan TIK. 
Kebutuhan dalam memperoleh, mengembangkan, menyebarkan dan menggunakan informasi 
dalam konteks globalisasi pada hakikatnya pada hakikatnya inherent dengan upaya-upaya kreatif 
untuk dapat memaksimalkannya. Dari kacamata pengembangan potensi industri kerajinan berbasis 
kultur dan budaya, informasi memegang peranan yang sangat fundamental sehingga hak atas 
pemanfaatan dan penggunaan informasi diproteksi oleh undang-undang, terlebih lagi pemanfaatan 
dan penggunannya untuk kepentingan kemajuan potensi industri kerajinan lokal. 
Dalam konteks pedesaan dan wilayah sub-perkotaan, pemanfaatan fasilitas internet berbasiskan 
produk dan potensi lokal menjadi potensi yang sangat besar untuk dapat dikelola secara maksimal. 
Media internet melalui portal digital dapat digunakan untuk mempromosikan produk kesenian dan 
kerajinan lokal, sehingga jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan metode promosi lainnya. 
Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendorongnya. Pengelolaan potensi 
lokal yang strategis menjadi salah satu bidang garapan yang perlu didorong dalam rangka 
pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana dalam mempublikasikan dan memasarkan produk 




Sistem Informasi Manajemen yang berbasis pada pengolahan data elektronik yang pada akhirnya 
akan memberikan dampak multiplier effect yang sangat signifikan dengan kemajuan ekonomi 
masyarakat lokal.  
Dari data di lapangan yang diperoleh dalam survey Penggunaan dan Penyerapan Sarana Komunikasi 
dan Teknologi Informasi (P2SKTI), ditemukan banyak hal yang menarik antara penelitian yang 
menyangkut industri dan rumah tangga/konsumen perorangan. Dari sisi pemanfaatan, ternyata e-
mail (mengirim dan menerima) menduduki posisi teratas (95,75%), kedua internet dimanfaatkan 
untuk mencari berita/informasi (78,49%), ketiga mencari barang/jasa (77,81%), keempat informasi 
lembaga pemerintahan (tender) sebesar (65,07%), kelima untuk sosial media (61,23%). Mengenai 
penggunaan/pemanfaatan internet di sektor bisnis, berdasarkan hasil survey P2SKTI 2013, 
menunjukkan fenomena tren positif, dimana lebih dari 75% usaha di sektor bisnis baik di perkotaan 
maupun di pedesaan menggunakan komputer. Industri pengolahan tampaknya lebih beradaptasi 
dalam penggunaan komputer, ditunjukkan dari tingkat persentase yang lebih tinggi dari sektor bisnis 
lainnya, yaitu sekitar 77,75%. Kemudian disusul hotel (74,59%), dan restoran/rumah makan (68,92%). 
Hal ini merupakan hasil rata-rata nasional yang disimpulkan dari survey seluruh responden terpilih 
dari 33 provinsi dan 78 kota.  
Kendati demikian, sebaran data dari hasil survey di atas tidak terlalu signifikan jika dilihat secara 
langsung khusus di wilayah pedasaan di Tuban. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam 
mengembangkan potensi industri kerajinan lokal di wilayah pedesaan di Tuban, mengingat potensi 
dan varian kerajinan yang besar di wilayah tersebut. Hal tersebut ditunjang dengan kualitas produk 
kerajinan yang mempunyai kualifikasi yang tidak kalah dengan produk-produk kerajinan dari daerah 
maupun negara lain. Selain itu, pola  pembangunan Kabupaten Tuban yang memilki dimensi 
konektivitas antara pariwisata budaya dan simpul ekonomi lokal menjadikan Tuban sebagai daerah 
yang sangat potensial untuk dikembangkan potensi kerajinannya. Pada akhirnya, pengembangan 
tersebut akan mendorong geliat investasi pada sektor pariwisata di Tuban, sehingga diharapkan 
mampu menghela simpul-simpul ekonomi di kota ini, salah satunya simpul ekonomi dibidang 
kerajinan lokal. 
Namun pada saat ini pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan publikasi dan 
penjualan atau pemasaran produk kerajinan di Tuban sampai saat ini belum ada website khusus yang 
menyediakan informasi yang lengkap, misalnya meliputi informasi lokasi, harga, produk kerajinan 
yang dihasilkan, dan penjualan secara online. Sebagai deskripsi, beberapa desa pengrajin yang akan 
menjadi objek kegiatan ini adalah pengrajin batik gedog di Kerek, pengrajin meubel di Jatirogo, 
pengrajin gerabah di Rengel, Bangilan dan Montong, pengrajin anyaman bambu di Mandirejo, dan 
pengrajin sangkar burung di Soko. Menurut penulis, minimnya terobosan dan rendahnya perhatian 
stakeholder terkait, serta ketiadaan anggaran dan sponsor terhadap potensi produk-produk kerajinan 
lokal yang ada di Tuban menjadikan program ini terkendala untuk dilaksanakan hingga saat ini.     
Dalam kegiatan ini, manajemen kelompok pengrajin di masing-masing desa sangat berperan dalam 
menentukan langkah awal berjalannnya sistem informasi portal digital. Adapun untuk merinci teknis 
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut: 
1. Tahap 1. Anggota kelompok pengrajin berjumlah 1 orang perwakilan dari masing-masing 
rumah produksi kerajinan di satu desa pengrajin, dalam hal ini Kepala Desa, akan dilibatkan 
sebagagai pihak yang mengundang anggota perwakilan tersebut dalam proses 
pembentukan kelompok pengrajin. Dalam tahap ini akan terbentuk kelompok atau 
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komunitas pengrajin di masing-masing desa pengrajin antara lain kelompok pengrajin batik 
gedong di Kerek, kelompok pengrajin meubel di Jatirogo, kelompok pengrajin gerabah  di 
Rengel, Bangilan dan Montong, kelompok pengrajin anyaman bambu di Mandirejo, serta 
kelompok pengrajin sangkar burung di Soko (sehingga total semua akan terbentuk 7 
kelompok pengrajin). 
2. Tahap 2. Setelah terbentuk, kelompok pengrajin di masing-masing desa pengrajin akan 
melalui proses sosialisasi mengenai keuntungan adanya kelompok pengrajin sebagai wadah 
apresiasi usaha mereka dan urgensi potensi produk dan pasar kerajinan yang dapat 
dimaksimalkan dengan kemajuan teknologi informasi.   
3. Tahap 3. Selanjutnya akan ditunjuk tim koordinator resmi disetiap desa pengrajin tersebut. 
Tim koordinator resmi ini terdiri dari 2 orang yang akan mewakili kelompoknya dalam 
pelatihan, pembekalan, dan pembuatan portal digital sebagai sarana pemasaran produk 
kerajinan. Pada tahap ini, akan bekerjasama dengan tim ahli TIK dalam pelatihan, 
pembekalan dan pembuatan portal digital untuk masing-masing perwakilan kelompok 
pengrajin. Dalam proses ini akan masing-masing perwakilan kelompok pengrajin akan 
dibekali 1 unit laptop dan 1 unit modem. Laptop dan modem ini akan dihibahkan untuk 
menjadi inventaris kelompok pengrajin di desa masing-masing sebagai moda untuk 
mengoperasionalkan portal digital mereka. 
4. Tahap 4. Setelah pembuatan portal digital masing-masing pengrajin selesai (baik itu portal 
digital pengrajin batik gedog, meubel, gerabah, anyaman bambu, dan sangkar burung) portal 
akan digabungkan menjadi satu dan ditautkan (refferal link) di website resmi Kabupaten 
Tuban. Selain bekerjasama dengan tim ahli TIK, pemerintah setempat juga dilibatkan melalui 
Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban untuk membantu promosi produk 
kerajinan lokal melalui berbagai events berkala nasional dan internasional.  
 
Gambar 8 Contoh/Gambaran Skema Desain Kasar Portal Digital 
5. Tahap 5. Kelangsungan operasional portal digital ini akan dioperasikan oleh masing-masing 




mengurus portal digital dan memperbaharui data setiap minggunya. Data yang ada dalam 
portal digital ini berupa foto, alamat lokasi produksi, akses menuju lokasi agar memudahkan 
konsumen yang ingin datang membeli secara langsung.  Selain itu, portal digital ini juga berisi 
tentang foto dan deskripsi produk kerajinan mereka, disertai harga dan cara pemesan via 
online. Selain itu juga akan didukung oleh pembuatan App (aplikasi) di smart phone/Gadget 
yang bisa diunduh di Appstore oleh calon pembeli. 
6. Tahap 6. Setelah Website resmi ini berjalan, operasionalnya akan diawasi dan dikontrol 
secara berkala untuk melihat seberapa signifikan perkembangan penjualan kerajinan batik, 
meubel, gerabah, anyaman bambu, dan sangkar burung selama 1 tahun. Biaya kegiatan 
operasional dan perawatan portal digital apabila sudah berjalan secara swadaya akan 
dibebankan kepada kelompok pengrajin dari masing-masing desa pengrajin dalam bentuk 
iuran selama satu bulan sekali yang diambil dari hasil keuntungan penjualan produk 
kerajinan. Teknis manajemennya akan disesuaikan antara para kelompok pengrajin 
berdasarkan kesepakatan bersama. 
Dari semua tahapan yang sudah dilalui di atas, masing-masing tahapannya akan diawasi dan 
didampingi secara ketat dengan menerapakan prinsip yang berbasiskan pada hasil maksimal di 
masing-masing tahapannya.  Untuk lebih menjelaskan mengenai tahapan-tahapan tersebut di atas, 
berikutnya akan disajikan gambaran ilustratif mengenai rincian teknis pelaksanaan kegiatan 
pengaplikasian portal digital sebagai sarana untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di desa-desa 
pengrajin.  
Kendati demikian, masih terdapat kendala mendasar yang akan dihadapi selama proses tahapan di 
atas, yaitu keengganan masyarakat di desa-desa pengrajin untuk menggeser paradigma promosi 
penjualan produk-produk kerajinan yang selama ini hanya dilakukan secara konvensional berupa 
promosi dari mulut ke mulut. Hal tersebut berpotensi untuk mengurangi interest dari masyarakat 
desa pengrajin untuk menerima konsep baru dalam hal melakukan promosi dan 
pendataan/katalogisasi produk-produk kerajinan yang berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi 
(internet).    
Untuk mengatasi tantangan dan kendala di atas, menurut hemat penulis, perlu dikedepankan 
pendekatan role model dimana masayarkat dan  strategi pemaparan program secara rinci dan jelas. 
Pendekatan role model dilakukan dengan memberikan contoh dan inspirasi dari para pelaku usaha 
produk kerajinan sejenis yang telah sukses memasarkan produk-produk kerajinannya dengan 
memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Pelaku usaha kerajinan tersebut nantinya akan 
membagikan pengalaman dan memberikan gambaran mengenai tantangan dan pasang surut model 
pemasaran produk-produk kerajinan berbasiskan teknologi informasi.  
Selanjutnya strategi pemaparan program secara rinci dan jelas, dalam hal ini penulis beserta tim 
teknis di lapangan akan memberikan deskripsi dan pengarahan secara menyeluruh mengenai 
manfaat dan keuntungan yang besar apabila kelompok masayarakat pengrajin di desa-desa 
pengrajin dapat memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Kuncinya adalah memaparkan 





Anggaran biaya yang dibutuhkan adalah Rp150.970.000,00 dengan ringkasan anggaran biaya 




No Komponen Harga Satuan Jumlah 
Biaya yang 
Diusulkan (Rp) 
 1 Biaya akomodasi pembentukan kelompok 
pengrajin di masing-masing desa pengrajin 
masing-masing desa (Mulai dari transportasi, 
konsumsi, administrasi dll) 
Rp10.000.00, 00 7 Kelompok Rp70.000.000,00 
2 Biaya pembelian laptop Asus dengan harga 
perunit  
 
Rp5.100.00, 00 7 Kelompok Rp35.700.000,00 
3 Biaya pembelian Modem Prolink  Rp510.000,00 7 Kelompok Rp3.570.000,00 
4 Honorarium tim TIK  Rp5.000.000,00 3 Orang Rp15.000.000,00 
5 Biaya internet pada saat tahap 3 Rp100.000,00 7 Kelompok Rp700.000,00 
6 Jasa pembuatan App Rp5.000.000,00 1 Orang Rp5.000.000,00 
7 Lain-lain: Proposal, survei, sosialisasi, 
publikasi, laporan  
Rp21.000.000,00 - Rp21.000.000,00 
Total Jumlah Rp 150.970.000,00 
Kegiatan akan dimulai jika dana sudah tersedia dan siap digunakan untuk program ini.  
No Tahapan (berdasarkan tahapan penelitian di atas) Lama (Bulan) 
1 Tahap 1 2 bulan 
2 Tahap 2 1 bulan 
3 Tahap 3 1 bulan 
4 Tahap 4 1 bulan 
5 Tahap 5 1 bulan 
6 Tahap 6 1 tahun 
Adapun target dan luaran dalam kegiatan ini adalah model/prototipe portal digital pruduk kerajinan 
lokal, terbentuknya kelompok atau komunitas pengrajin sebagai wadah apresiasi dan kegiatan 
pengrajin, publikasi produk kerajinan, publikasi tulisan populer seminar/jurnal, kemitraan/kerjasama 
yang akan dituangkan dalam kesepakatan kerja sama secara formal dalam bentuk memorandum of 
understanding (MoU) dengan pemerintah daerah. MoU secara garis besar memuat kesanggupan 
pemerintah daerah dalam mendukung baik secara materiil maupun non material kegiatan-kegiatan 
kelompok pengrajin dalam program portal digital maupun program-program lain yang terkait 
dengan usaha meningkatkan potensi ekonomi lokal berbasiskan produk kerajinan di desa-desa 
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Beberapa tahun belakangan urbanisasi menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. 
Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara desa dan kota, serta pembangunan yang lebih terpusat 
di kota menyebabkan kota menjadi tempat yang seolah-olah lebih menarik untuk ditinggali dan 
bekerja mengejar karir serta uang. Bekerja di kota sebagaimana digambarkan pada berbagai media, 
seolah-olah dianggap lebih keren dan modern. 
Cara pandang pembangunan tersebut di Indonesia sudah lama keliru. Jakarta sebagai pusat 
pemerintahan, artinya jelas identik dengan pusat kebijakan. Pusat kebijakan ini seringkali diartikan, 
diyakini, hingga dipaksakan juga jadi pusat pembangunan (Sudewo, 2014). 
Apabila dibandingkan dengan negara lain, Amerika misalnya, membedakan kota bisnisnya, New 
York dan Los Angeles, dengan ibu kotanya, Washington DC. Begitu pula dengan Australia, memiliki 
Sydney sebagai kota bisnis dan Canberra sebagai ibu kota. Bahkan Malaysia yang di kenal memiliki 
ibu kota Kuala Lumpur, sebenarnya memiliki pusat pemerintahan di luar kota, yaitu di wilayah 
Putrajaya. Jika diibaratkan dengan Indonesia, semacam Bekasi dan Jakarta. 
Untuk itu, perlu dibuat program yang membuat desa kembali menjadi menarik untuk tempat kembali 
dan berkarya. Seperti slogan mantan Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo, “Bali Ndesa Mbangun 
Desa” (kembali ke desa untuk membangun desa). 
Tiap desa memiliki keunggulan dan potensi masing-masing yang beragam. Namun seringkali potensi 
tersebut belum bisa muncul karena berbagai sebab dan kendala. 
Melalui tulisan ini, penulis mengajak tiap individu di desa untuk proaktif kembali membangun dan 
mengembangkan desanya sesuai potensi yang dimiliki, bukan hanya potensi yang dimiliki desanya, 
namun juga potensi tiap individu sebagai warganya. 
Deskripsi Program 
Target dari program yang dipaparkan ini bisa dilakukan oleh semua desa di Indonesia tanpa kecuali 
dengan syarat warganya memiliki kemauan kuat untuk jadi mandiri dalam mengembangkan dirinya 
dan juga desanya. 
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Output dari program ini diharapkan tiap individu dalam level kepala keluarga dapat menghasilkan 
sesuatu yang produktif dan minimal cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. 
Terlepas dari kemajuan teknologi yang saat ini telah merambah ke pelosok desa, Tiap desa tentu 
memiliki sesuatu yang bisa diperdagangkan sebagai sarana menggulirkan roda perekeonomian di 
desa tersebut, dari hasil bumi, kerajinan, bahkan jasa, seperti lokasi wisata. 
Selain potensi dari desa itu sendiri, tiap individu warga desa juga tentunya memiliki keunggulan atau 
keahlian yang bisa dijual. Dalam hal ini, penulis ingin mengajak warga desa untuk memikirkan 
potensinya masing-masing guna meningkatkan taraf hidupnya yang kemudian mengangkat 
perekonomian desa dan bergulir terus nantinya menjadi pondasi perekonomian negara. Hal ini sudah 
terbukti ketika krisis ekonomi menerpa Indonesia di tahun 1998, Usaha Kecil dan Menengah-lah yang 
menjadi penyelamatnya. 
Tulisan ini menggunakan asumsi bahwa pelaku usaha adalah warga desa dalam level kepala keluarga, 
sedangkan untuk target pasarnya beragam tergantung produk yang dihasilkan dan kesiapan warga 
desa didalam memasarkannya. Sebagai contoh, untuk produk makanan jadi tentunya target 
pasarnya adalah sesama warga desa atau tetangga desa. Sedangkan untuk produk berupa baju, 
kerajinan, dan bahan makanan tentu bisa menjangkau target pasar yang lebih luas hingga ke luar 
kota.  
Memulai Usaha 
Biasanya dalam melihat peluang usaha, pelaku usaha fokus kepada siapa yang menjadi target 
pembeli, kemudian diusahakan untuk memenuhi kebutuhan target pembeli tersebut. Namun tulisan 
ini mencoba melakukan pendekatan lain, yaitu melihat potensi dari apa yang dimiliki, kemudian 
mulai dari hal yang paling sederhana. Contoh, apabila warga desa masih memiliki tanah untuk 
digarap dan ditanami, cobalah untuk menanam sesutu yang bisa dikonsumsi, minimal untuk diri 
sendiri, seperti buah dan sayuran. Bisa juga untuk beternak, seperti ayam, kambing atau sapi. Hewan 
tersebut bisa dimanfaatkan hasil produksinya, seperti telur dan susunya, atau juga bisa 
dikembangbiakkan untuk diambil dagingnya. 
Pembuatan lahan pertanian dan peternakan tersebut bisa juga dilakukan warga desa secara kolektif 
dengan dikoordinir oleh pemerintah setempat. 
Hal lain yang bisa dilakukan adalah memulai berdagang. Sangat baik apabila warga desa memiliki 
keahlian tertentu untuk memproduksi sesuatu, misalnya kerajinan, kain tenun, batik, atau makanan 
olahan seperti tempe dan tahu. Namun apabila tidak ada, bisa juga dengan membantu menjualkan 
produk yang dihasilkan oleh tetangganya.  
Satu hal yang sering terlupakan adalah menggunakan merk pada barang dagangannya, misalnya 
Tempe Yu Surti atau Tenun Mas Tedjo, dengan mencantumkan nomor telepon, alamat dan lebih 
bagus kalau memiliki situs web, supaya konsumen bisa dengan mudah menghubungi apabila perlu 
pesanan. 
Cara lain adalah dengan mencari mitra. Semisal ada tetangga desa memiliki usaha bakso yang enak 
dan laris, tawarkan untuk buka cabang di tempat kita. Dengan merombak sedikit halaman rumah 
atau teras, manambah meja dan kursi, menempel spanduk, jadilah kita memiliki warung bakso. Lebih 
ekstrim lagi, dengan cara membeli bakso dari pembuat bakso kemudian dijual dengan merk sendiri. 




dan kue. Carilah tetangga desa yang biasa membuat kue-kue tersebut kemudian dibungkus ulang 
menggunakan dus dengan merk sendiri lalu dijual kembali dengan harga sedikit lebih mahal. 
Selanjutnya apabila warga desa berkeinginan untuk usaha retail, seperti berjualan kebutuhan sehari-
hari atau membuat bengkel, selama memiliki tempat yang bisa digunakan, hal-hal lain bisa jadi 
mudah. Saat ini sudah banyak grosir barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang kebutuhan 
bengkel tersedia hingga ke pelosok Indonesia. Dengan pengalaman penulis bekerja di industri 
makanan olahan dan otomotif, untuk bekerja sama dengan grosir adalah hal yang mudah, bahkan 
mereka dengan senang hati akan membantu karena kita bisa menjadi saluran distribusi baru bagi 
mereka dan kita pun membantu penjualan mereka. 
Pemasaran Produk 
Apabila sudah memiliki produk untuk dijual, berikut beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan 
untuk memaksimalkan penjualan: 
1. Gunakan merk sendiri, baik untuk nama toko maupun untuk nama produknya. 
2. Buat kartu nama dengan merk produk sendiri, lengkap dengan alamat dan nomor telepon. 
Sangat baik apabila ada alamat website, Facebook dan akun twitter. 
3. Manfaatkan setiap acara yang ada di desa dan sekitarnya untuk menyebar kartu nama, 
seperti acara pernikahan, melayat orang meninggal, sunatan, selamatan, dan sebagainya. 
4. Titipkan produk kita ke toko-toko yang lebih besar. 
5. Buat voucher potongan harga untuk kunjungan berikutnya. 
6. Buat program beli 5 gratis 1 atau sejenisnya dengan memperhitungkan keuntungan. 
7. Buat garansi yang masuk akal. 
8. Gunakan spanduk  
9. Kirim brosur ke rumah-rumah yang menjadi target pembeli. 
10. Gunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, instagram dan Blackberry Messenger. 
11. Ganti foto di profil Blackberry dan update status setiap jam. 
12. Buat program hadiah langsung atau undian. 
13. Jangan lupa bangun database konsumen, sehingga setiap ada berita terbaru mengenai 
produk/usaha kita, konsumen dapat diberitahu dengan cepat. 
Perkiraan Biaya/Modal 
Dari beberapa alternatif wirausaha yang dipaparkan diatas, nyaris semua tanpa modal. Tanpa modal 
disini tentunya tidak berarti sama sekali tanpa membutuhkan uang, pemikiran, dan tenaga. Sudah 
pasti akan ada biaya komunikasi, transportasi, diskusi, dan sebagainya. Akan tetapi, dengan adanya 
dana desa dari pemerintah dan minimal 10% pendapatan pajak daerah, itu sudah lebih dari cukup 
untuk pemerintah desa dalam memfasilitasi warganya dalam berwirausaha. Semisal dengan 
membuka sentra pertokoan baru atau memperluas pasar yang sudah ada. Namun demikian, akan 
lebih baik apabila berkolaborasi dengan berbagai instituti setempat seperti BUMD, BUMN, 
perusahaan swasta, dan jenis kelembagaan lain yang berdomisili disekitar desa tersebut. Tujuannya 
bukan sekedar untuk mendapatkan dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau 
Corporate Social Responsobility (CSR) mereka, namun lebih kepada membuat jaringan dan potensi 
bantuan lain. Sebagai contoh, Pertamina sering menggunakan dana CSR-nya untuk memberi modal 
warga desa yang tinggal disekitar wilayah operasi Pertamina, misalnya untuk membuka bengkel. 
Harapannya bengkel tersebut menjadi saluran distribusi baru penjualan produk-produk Pertamina, 
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misalnya pelumas. Dengan kerja sama semacam ini, pemilik bengkel yang merupakan warga desa 
akan mendapatkan dukungan lain seperti pelatihan wirausaha, pengecatan bengkel, pemasangan 
spanduk, dan materi promosi lainnya. Contoh lain, warung-warung disekitar pabrik makanan olahan 
seringkali mendapat dukungan materi promosi dan pelatihan wirausaha dengan cara kerjasama 
menjualkan produk-produk mereka. 
Pengelolaan Keuangan 
Untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan berkembang, keuntungan usaha harus 
diinvestasikan untuk hal-hal yang produktif, semisal untuk membuka cabang, memperluas toko, 
menambah alat-alat produksi, dan sebagainya. Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Apabila perlu, buat dua rekening bank 
yang berbeda. 
2. Gaji diri sendiri, jangan ambil keuntungan usaha untuk dimakan sendiri. 
3. Jangan lupa zakat dan sedekah. 
4. Minimumkan biaya operasional, seperti listrik, telepon, air, dsb. 
5. Gunakan keuntungan usaha untuk investasi. 
Mitra Potensial  
Seperti yang telah dijelaskan diatas, mitra potensial yang dapat diajak kerjasama adalah perusahaan-
perusahaan yang memiliki kepentingan atau memiliki wilayah operasi di seputaran desa tersebut. 
Selain itu, perusahaan distributor dan toko grosir juga dapat diajak kerja sama didalam membuat 
sebuah usaha, bahkan dalam level individu sekalipun. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan 
komunitas pengusaha di lokasi-lokasi terdekat, seperti komunitas Tangan Di Atas, Keluarga 
Pengusaha Muslim Indonesia, Komunitas SuksesMulia, dan sejenisnya. Penulis dengan senang hati 
memberikan contact person di berbagai wilayah seandainya dibutuhkan.  
Tenggat Waktu 
Tidak ada tenggat waktu khusus untuk membuka sebuah usaha, semua tergantung pelakunya dan 
kesiapan yang dimiliki. Semisal dari nol dan besok berkeinginan membuka toko baju, tinggal besok 
datang ke pasar, foto beberapa baju dan unggah di Facebook atau di foto profil Blackberry 
Messenger sudah bisa langsung jadi buka toko baju. Bahkan dengan menggunakan memanfaatkan 
social media melalui internet seperti ini, pasar kita jadi makin luas, tidak hanya tetangga desa namun 
juga menjangkau daerah lain di Indonesia.  
Penutup 
Hidup di desa atau di kota adalah sebuah pilihan individu di dalam mencapai impiannya, tulisan ini 
sekedar mengingatkan bahwa hidup di desa tidak identik dengan keterbelakangan, namun justru 
sebaliknya dapat menjadi penopang kehidupan kota dan tetap dapat memberikan kesuksesan dan 
kebermanfaatan, baik di level individu maupun daerah. Tantangan program ini murni tergantung 
individu yang menjalankan. Dari pengalaman penulis mengunjungi beberapa tempat di Indonesia, 
banyak didapati warga desa dengan segala potensinya memilih untuk menganggur dan bermalas-




ini yang tidak mudah untuk dibenahi dalam waktu dekat. Perlu penyuluhan yang intens dan 
pendampingan yang tidak sebentar. Meskipun demikian, masyarakat desa memiliki sifat gotong 
royong dan kerja sama yang lebih baik dari masyarakat kota yang cenderung individualis. Hal ini 
tentunya bisa menjadi modal wirausaha yang sangat baik. 
Berbicara soal resiko, seperti yang telah disampaikan bahwa ide-ide usaha diatas nyaris tanpa modal, 
sehingga nyaris tidak ada resiko secara finansial. Kemungkinan hanya resiko waktu dan apabila tidak 
menyerah, maka pembelajaran yang didapat justru merupakan investasi tersendiri. 
Sebagai penutup, dapat ditambahkan bahwa dengan tekad dan kemauan yang kuat, disertai doa dan 
usaha yang persisten, tidak ada yang mustahil untuk dicapai. Sulit tidaknya program ini diterapkan 
sangat tergantung pada kemauan dan tekad dari para pelakunya. 
Studi Kasus: Pemanfaatan Dana Csr Pt. Pertamina Untuk Brand Aktivasi Pelumas 
Di Wilayah Indramayu39 
September 2013 
PT. Pertamina Lubricants adalah anak perusahaan dari Direktorat Pemasaran & Niaga PT. Pertamina 
(Persero) dengan volume produksi mencapai 350.000 KL per tahun. Pasar pelumas di Indonesia 
mempunyai potensi lebih dari 500.000 KL per tahun sehingga unit pelumas terus melakukan langkah-
langkah akuisisi dan spreading produk serta brand aktivasi di wilayah masing-masing sales area dalam 
rangka meningkatkan market share pelumas pertamina. 
Dalam kegiatannya memasarkan produk, terdapat berbagai macam kegiatan dari promosi produk 
hingga brand aktivasi. Salah satu bentuk program brand aktivasi adalah dibangunnya bengkel-
bengkel Enduro di seluruh wilayah kerja sales area. Selain memberikan pendapatan dan pajak kepada 
negara PT. Pertamina juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi kepada stakeholder dan 
masyarakat di sekitar wilayah kerja yang disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui project 
ini PT. Pertamina Lubricants menggabungkan antara kegiatan kewajiban CSR dengan kewajiban 
sales area melalui kegiatan pemanfaatan dana CSR untuk meningkatkan brand aktivasi pelumas 
pertamina di wilayah Indramayu. 
Pemilihan kota Indramayu sebagai lokasi proyek disebabkan adanya irisan lokasi yang sama antara 
pelumas sales area Cirebon dengan CSR PT. Pertamina EP. Selain itu juga didukung data dari index 
omset sales pelumas di wilayah Indramayu paling rendah di banding dengan wilayah lainnya di Jawa 
Barat. Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan dana di masing-masing pihak dimana dana 
kepentingan branding di pelumas hanya mencapai +/- 8% begitu juga dana CSR untuk dana binaan 
juga hanya mencapai +/- 8%. Dana CSR belum banyak yang efektif digunakan untuk program 
berkelanjutan bagi keekonomian masyarakat maupun bisnis pertamina.  
Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini mengangkat fungsi riil dari CSR sesuai definisi 
World Bank, yaitu komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi terhadap 
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan 
                                                                    




guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda 
pembangunan yang berkelanjutan maupun masyarakat umum. 
Bentuk dari proyek ini adalah dibangunnya sebuah bengkel otomotif di desa Karanglayung dengan 
memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dari kegiatan ini diperoleh hasil berkurangnya 
pengangguran di wilayah tersebut dan kegiatan CSR lebih efektif dengan adanya kegiatan yang 
berkesinambungan melalui satu kali penyaluran dana sekaligus juga meningkatkan brand awareness 
masyarakat sekitar terhadap pelumas pertamina.  
Secara finansial proyek yang sudah berjalan lima bulan ini menghasilkan omset penjualan sekitar Rp. 
4.000.000,- /bulan dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.  
Referensi 
Anindita, M. (2013). Business | Personal Investment Trainer. [online] suryaanindita.wordpress.com. Available at: 
https://suryaanindita.wordpress.com/category/business/ [Accessed 12 Feb. 2015]. 
KPMI, (2015). Mari Berbagi Kategori Kewirausahaan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. [online] Kpmi.or.id. Available at: 
http://www.kpmi.or.id/tulisan/category/kewirausahaan [Accessed 19 Feb. 2015]. 
Nugraha, S. (2014). Bisnis is FUN!! @OPTIMASIJempol. [online] Komunitassuksesmulia.com. Available at: 
http://www.komunitassuksesmulia.com/group/bisnis-is-fun [Accessed 15 Feb. 2015]. 
TDA, A. (2015). Tips Bisnis. [online] Tangan Di Atas. Available at: http://tangandiatas.com/category/tips-trick/tips-bisnis/ [Accessed 21 
Feb. 2015]. 
Ulhak, D. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Desa - DESA BERDAYA. [online] DESA BERDAYA. Available at: 
http://www.desaberdaya.com [Accessed 11 Feb. 2015]. 
 
 
 
 
 
 
